DIDIKAN
DI INDONESIA
} 1900-1940

AAN
ktorat
yaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1977



PENDIDIKAN
DI

INDONESIA
1900-1940

Kebijaksanaan Pendidikan
di ‘Hindia Belanda
1900 ~ 1940

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1977



Judul aseli : “Het Onderwijsbeleid in Nederland-Indié, 1900-1940
Karya : Dr.S.L. van der Wal.



KATA PENGANTAR

Buku yang berisi laporan tentang kebijaksanaan pendidikan sebe-
lum masa kemerdekaan sangat langka diperoleh di negara kita. Laporan
seperti itu patut diteliti untuk dijadikan bahan pemikiran mengenai
keadaan pendidikan kita baik masa kini maupun di masa yang akan da-
tang.

Untuk tujuan itu pilihan jatuh kepada buku berjudul "Het Onder-
wijs-beleid In Nederlands-Indie, 1900-1940" (= Kebijaksanaan Pendi-
dikan di Hindia Belanda 1900-1940) karya Dr. S.L.van der Wal, seorang
guru besar sejarah Indonesia (khususnya sejak 1900 hingga kini) pada
"Rijks-universiteit Utrecht" di negeri Belanda. Buku tersebut bukan-
lah sekedar buku bacaan, tetapi suatu publikasi sumber yang memuat
dokumen-dokumen mengenai surat-menyurat antara tokoh-tokoh puncak di
negeri Belanda dan Hindia Belanda, semuanya dalam bidang kebijaksana-
an pendidikan. Oleh karena itu sistematikanya tidak menurut materi
mengenai sesuatu pokok persoalan, tetapi disusun sesuai dengan urut-
urutan peristiwa secara kronologis. Karena terbatasnya waktu yang
tersedia maka buku ini tidak diterjemahkan secara menyeluruh, tetapi
disadur sedemikian rupa sehingga inti persoalan tidak terganggu dan
pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai pemikiran, ke-
putusan serta langkah-langkah' yang ditempﬁh oleh tokoh-tokoh dan pe-
jabat-pejabat Belanda dan Hindia Belanda pada jamannya.

Sudsh barang tentu saduran ini masih banyak terikat kepada tata-
bahasa dan susunan kalimat bahasa aselinya, sehingga kadang-kadang
terasa agak janggal bila dilihat dari kacamata bahasa Indonesia. lal
ini sulit dihindarkan karena dikhawatirkan bahwa saduran bebas akan
dapat mengaburkan makna daripada isi yang sebenarnya.

Untuk memperoleh gambaran mengenai hierarkhi dan urut - urutan
nertanggungan jawab dalam sistim ketata negaraan dan pemerintahan di
dindia Belanda serta sistim persekolahan pada jaman itu dilampirkan

bagan dan penjelasan seperlunya agar pembaca dapat mengikuti saduran

ini dengan seksama.
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Saduran ini diterbitkan dalam dua buku. Buku I berisi dokumen-
tasi surat-menyurat yang berlangsung antara tahun 1900 dan 1913/1914.
Dokumentasi tersebut antara lain memuat materi pengenai pendidikan
pertanian, teknik, sekolah-sekolah untuk anak-anak gadis Bumi-putera,
dan Cina. Diantaranya yang sangat menarik adalah bahwa orang sudah
mulai mengadakan eksperimen dan penelitian mengenai kebutuhan yang
mendesak akan sekolah dasar (desz) di Indonesia sejak 70-80 tahun
yang lalu, yang hingga kini masih merupakan masalah yang hangat.
Buku II meliputi dokumentasi antara tahun 1913/1914 hingga tahun 1940.
Buku II ini antara lain membahas mengenai pendidikan tinggi, pendi-
dikan guru, sekolah peralihan ('“schakel-school"), perpustakaan rakyat
dan bahkan mengenai organisasi pemuda yang diliputi oleh gagasan-ga-
gasan kebangsaan yang sangat dikhawatirkan oleh Pemerintah Belanda
pada ﬁaktu itu.

Dengan selesainya penyaduran buku tersebut di atas, sudah pada
tempatnya kami menyampaikan rasa terima kasih kepada para penyadur
yaitu Sdr. Sumarsono Mestoko dan Achmad Dasuki dari IKIP Bandung.

Mudsh-mudahan buku yang diterbitkan untuk lingkungan terbatas
ini dapat merupakan sumbangan yang berarti, khususnya bagi para "pe-
nyusun kebijaksanaan'' dan "pengambil keputusan'’ dalam bidang pendi-
dikan, guna menentukan langkah di masa depan.

Selain itu, kami masih mengharapkan saran-saran untuk perbaikan pe-

nerbitan kami selanjutnya.

JAKARTA, DESEMBER 1977
Pjs. Kepala Pusat Pengclahan Data,
Statistik dan Konsepsi,

SOENARDI RONOWISROYO

NIP 130427530
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BENTUK DAN SUSUNAN KETATANEGARAAN DAN TATA PEMERINTAHAN
DI NEGERI BELANDA DAN HINDIA BELANDA
(_1900 - 1940 )

I. Negeri Belanda

Karena Hindia Belanda merupakan bagian dari Kerajaan Belanda,
maka dengan sendirinya apabila kita hendak membicarakan Hindia Be-
landa dalam kurun waktu antara 1900-1940 tidak boleh tidak negeri
Belanda sebagai pusat pemerintahan harus disinggung juga.

Bentuk pemerintahannya adaleh kerajaan konstitusionil (monar-
khi konstitusionil) artinya suatu negara yang dikepalai oleh se-
orang Raja atau Ratu yang kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi.
Raja atau Ratu adalah kepala negara sedangkan pemerintshan sehari-
hari dijalankan oleh para menteri yang berjumlah sepuluh orang dan
diketuai oleh perdana menteri. Tiap menteri termasuk perdana men-
teri memimpin satu departemen, diantaranya ada departemen (urusan)
daerah jajahan (departement van Kolonien).

Pemerintah dalam hal ini para menteri yang duduk dalam satu kabinet
merupakan pencerminan dari suara terbanyak dalam Dewan Perwakilan
Rakyat (Staten-Generaal). Dengan kata lain para anggauta kabinet
itu diangkat dan diberhentikan oleh Raja (Ratu) tetapi bertanggung
jawab kepada DPR mengenail jalannya pemerintahan.

Lembaga DPR menggunakan sistim bikameral, artinya terdapat dua ba-
dan yaitu Eerste Kamer (majelis tinggi) yang bertugas meneliti dan
mengawasi majelis rendah, disamping mempunyai kekuasaan perundang-
undangan, dan Tweede Kamer (majelis rendah) yang mengontrol jalan-
nya pemerintahan dan pemegang kekuasaan utama dalam bidang per-
undang-undangan.

Daerah—-daerah jajakan Belanda yaitu Hindia Belanda, Suriname,
dan Curagao diatur dan diawasi oleh lenteri (urusan) Daerah Jajahan.

Oleh karena itu Wali Negara dalam hal ini Gubernur Jenderal Hindia



II.

vi

Belanda bertanggung jawab kepada Raja (Ratu) melalui Menteri Jajahan
mengenal segala sesuatunya yang berhubungan dengan Hindia Belanda.
8eperti telah dikemukakan pertanggungan jawab ifenteri yang sebenar-
nya adalah pada DPR.

Hindia Belanda

Pemerintahan di Indonesia dikepalai oleh seorang wali negara
(Land-voogd) yang berpangkat Gubernur Jenderal. Dalam melaksanakan
pemerintahan sehari-hari dibantu oleh delapan kepala departemen (di-
rektur) beserta staf dan pembantu-pembantunya.

Departemen-departemen tcrsebut ialah:
1. Departemen Kehakiman

2. Departemen Keuangan

3. Departemen Pemerintahan Dalam Negeri

*)

4, Departeren Pendidikan, Agama, dan Kerajinan
5. Departemen Urusan Ekonomi **)

6. Departemen Perhubungan dan Pengairan o

7. Departemen Peperangan

8. Departemen Marine' (Angkatan Laut)

Gubernur Jenderal diangkat untuk waktu yang tidak terbatas, tetapi
menurut kebiasaan yang berlaku tenggang waktu jabatannya adalah 5 ta-
hun.  Dalam melakukan tugasnya ia dibantu oleh satu lembaga yaitu Se-
kretariat Umum (Algemene Secretarie) dengan beberapa Sekretaris nega-
ra (Gouvernements-Secretarissen). Mereka ini menjalankan tugas pem-
bantuan yang bersifat teknis untuk kelancaran pekerjaan Gubernur Jen-

deral. Tetapi sejak tahun 1918 lembaga ini dan para sekretarisnya

- - v o ——— ——— -

%) Pada tahun 1212 Departemen P.A.K. diganti menjadi Departemen
Pendidikan dan Agama (Departement van Onderwijs en Eredienst).

*%%) Urusan Ekonomi meliputi pertanian, perikanan, kedokteran hewan,
kerajinan, kehutanan, perusahaan negara, perkebunan (taman) Ne-
gara Bogor, perdagangan, statistik, percetakan negara, lembaga

tera.

%*%%) Perhubungan dan Pengairan meliputi PJKA, PIT, Bank Tabungan Pos,
PUTL, Pelabuhan. penerbangan, irigasi, jembatan dan jalan, peng-
awasan jalan, ;. .ung~gedung negara dan pertambangan.
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mulai kurang berperan dalam pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu
ada lembaga lain yang bernama Dewan Hindia (Raad van Indi€) yang ber-
tugas memberikan pertimbangan kepadé Gubernur Jenderal dan mempunyai
"wewenang pemerintahan serta" (medebesturende bevoegdheid).

Sebagai lembaga yang mempunyai fungsi perundang-undangan dan kontrol
adalah Dewan Rakyat (Volksraad) yang dianggap '‘mewalkili rakyat' Hin-
dia Belanda yang anggautanya semula mayoritas orang Belanda, tetapi
kemudian berangsur—angsur diduduki oleh orang-orang Bumiputera. Se-
bagian besar anggautanya dipilih dan sebagian diangkat.

Pejabat di bawah Gubernur Jenderal adalah Gubernur, Residen, Bupati,
dan selanjutnya. Mulai dari Bupati ke bawah dijabat oleh tokoh-tokoh
dan pemuka Bumiputera. Tetapi Bupati selalu didampingi oleh seorang
pejabat Eropa (Belanda) yaitu di pulau Jawa dan Madura Asisten Resi-
den, dan di daerah seberang seorang Kontrolir. Di samping itu ter-
dapat pula péﬁuka Bumiputera yang berstatus Kepala Daerah Swapraja
(Zelf-bestuurder) besar dan kecil ada yang setingkat residen seperti
Yogyakarta dan Surakarta dan ada pula setingkat kabupaten atau lebih .
rendah, bahkan setingkat dengan desa. Kalau jabatan bupati, wedono,
dsb. diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda, maka kepala swapraja
dijabat secara turun-temurun.

Dalam hubungan itu maka dalam buku ini terdapat surat-menyurat
mengenal pendidikan di Hindia Belanda antara pejabat-pejabat yang
relevan dengan masalah tersebut. Khususnya mengenai pendidikan dasar,
Departemen yang banyak terlibat selain Departemen Pendidikan, Agama,
(dan Kerajinan) ialah Departemen Pemerintahan Dalam Negeri.
Pejabat-pejabat yang banyak terlibat dalem surat-menyurat dalam bﬁku
ini antara lain Asisten Residen, Gubernur, Gubernur Jenderal, Direk-
tur P.A.K., Direktur P.D.N., Sekretaris (kelas I), Menteri Jajahan,
dll. Selain itu lembaga-lembaga seperti Dewan Hindia, Dewan Rakyat,
D.P.R. (Staten Generaal), dsb. banyak pula disebut-sebut.

Dengan penguraian kami yang sekedarnya ini kami harapkan para
pembaca dapat memperoleh gambaran tentang susunan dan hirafkhi pene-

rintahan Hindia Belanda pada waktu itu.
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PENDIDIKAN PERTANIAN

1. Surat Gubernur Jenderal (Rooseboom) kagaéa Menteri Jajahan (Cremer)
tanggg} 6 Juli 1900 nomor 1257/16

Dalam surat ini Gubernur Jenderal memperhatlk,n surat Menteri Ja-
jahan yang dahulu (J.H. Bergsma) tertanggql 6 Pcbruar‘ 1896 1litt. A
no.»34/341 yang mengharap perhatian Pemerlntah Hindia Belanda atas
yrul yang dikemukakan dalam Majelis Rendah gbr¢ Dewan Perwakilan
Rakyat Belanda supaya di Hindia Bélanda didirikan kursus untuk pen-
didikén perianian praktis. e '
Dikemukakan,AsuratApermqhonan yang sejak itu diterima dari Pepgurus
Sindikat Umum Kopi tertanggél Malaﬁg 19 SeptemberH1899 yang menda-
pat dukungan dalam berbagai surat permobonan dari perkumpulan-per-
kumpulan pertanian dan perkebunan, dan begitu pula'dari Kamar Da-
gang dan Kerajinan Semarang. Semuanya menekankan perlunya di Hin-
dia Belanda diberikan pendidikan p;rtanian daﬁ mohog diadakan tin-
dakan persiapan séperlunya untuk méndirikan Sekolah Pertanian. »
Direktur Kebun Raya (M. Treub) dan Direkfur Pendidikén, Agama, dan
Kerajinan (0. van der Wijck), yang didengar dan diminta nasehat-
nasehatnya tentang hal ini, ternyata dari nasehat-nasehat yang di-
berikannya sangat menyetujui usul didirikannya Sekolah Pertanian di
Hindia Belanda, begitu pula Dewan Hindia Belanda.

Didirikannya lembaga pendidikan perfanian swasta di liindia Belanda
sangat mendesak, karena sejumlah besar penduduk akan menaapat sum-
ber penghidupan dan dalam berbagai cabang 1ndustr1 yang dlusahakan
di sini, pertanian menduduki tempat yang sangat pe 1ting.

Dalam hal ini dikemukakan pula bahwa sckolah semacam itu akan mem-
beri manfaat bagi xRrang-orang Eropa yang'tidék atau kuréng maﬁpu.

Menurut hemat Gubernup Jenderal; 1eﬁbaga demikian akan memberikan



jasa yang lebih besar kepada bagian terbesar penduduk Hindia Belan-
da daripada lembaga pengajaran seperti GymnasiumBagian B Villem III
di Betawi. | ' S .
Dalam suratnya tertanggal sama nomor 45/Rah. ééngan ményimpang dari
nasehat Dewan Hindia Belanda diusullkan pembubéran bagian B Gymnasi-
um Willem III dan pendirian sekolah pertanian, untuk memberi bukti
baru:kepada masarakat Hindia Belanda, bahwa Pemerintah tidak ber-
maksud mengurangi kepentingan penduduk, tetapilbahwa Pemerintahiw
jusfru mémpunyai pandangan terbuka atas kebutuhah masarakat Hindia
Belanda yang sesungguinya. *) »
Usul-usul terperinci untuk pendirian sekolah pertanian ini belum
dapat diajukan, karena data-data belum ada. Sekiranya Menteri da-
lam prinsip menyetujui pendirian sekolah pertanian di Bogor, tin-
dakan-tindakan selanjutnya yang diperlukan akan segera dilaksanakan
untuk menyusun rencana terperinci. ’ '

Dengan melampirkan semua salinan surat yang berSéngkﬁtan dimohon
persetujuan Menteri dan kemudian dikirim program dan data-data la-

innya dari semua bagian Sekolah Pertanian Negeri di Vageningan (Be-

landa).

PENDIDIKAN TEKNIK

Surat Gubernur Jenderal (Rooseboom) kepada Menteri Jajahanb(Cremef)

tertanggal 6 Juli 1900 nomor 1258/17

Dalam surat ini Gubernur Jenderal meneruskan salinan surat usul Di- ‘
rektur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan tertangggl 26 Mei 1900 no-
mor 7090a untuk mendirikan sebuah. lembaga pendidikan di Betawi ter-
diri dari hogere Burger-school (sekolah lanjutan) dengan 3 tahun

ajaran disertai mata pelajaran Dagang yang terikat pada sekolah itu

*) penduduk dan masarakat = penduduk dan masarakat Eropa (penyadur)



(Bagian A) dan mata pelajaran pendidikan masinis, ahli baenzzoang
ahli pertambangan (Bagian B) di bawah satu pimpinan. Memenuhi s
rat kawat Menteri Jajahan tertdnggal 26 Januari hrf.D £0.52/2417 "
yang mengharap dikirim data-data yang diperlukan supaya cdalam Ang-
garan Belanja untuk tahun berikutnya sudah depat dipersiapka= per-
luasan pendidikan teknik di Hindia Belanda yang nyate perlu seka-
1li. Dilampirkan pula salinan nasehat Dewan ilindia Zelanda tertang-
gal 22 Juni 1900 nomor III yang menyatakan persetujuannya mengenai
usul Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan terszbut di atas,
dan sesuai dengan pendapat Dewan Hindia Belanda dikemukal:an penda-
patnya, bahwa pendirian sekolah-sekolah kejuruan khusus,- seperti
kursus untuk ahli teknik gula, sekolah pertanian, kelas pendidiken
untuk guru-guru bantu tidak perlu menunggu sampai dicukupi oleh
prakarsa 'swasta. Tetapi bahwa tanggung jawab Pemerirtah harus me-
luas sedemikian rupa sampai pembukaan lembaga-lembaga demikian itu
segera setelah terbukti kebutuhainya. Dalam suratnya tertanggal
6 Juli 1900 nomor 1257/16 telah diusulkan untuk membula sekolah
pertanian di Eindie Delanda.
Diharapkan supaya Menteri Jajahan memohonkan pemberian kuasa Raja
untuk mendirikan lembaga pendidikan menengah dan pendidikan keju-
ruan di Betawi seperti diuraikan dalam usul Dirvelktur Pendidikan,
Agama, dan Kerajinan, dan dimasukkan dalam Pencana Anzgarun belan-
ja 1901 pos sejumlah £.58.645,~ (diharapkan kuvrsus bars diluka
tanggal 1 Juli 1901) sedangkan subsidi yang diberikan ¥rpada Selio-

lah Pertukangan di Betawi setanyak £.1.000,~- per bulan heave di-

)

berikan sampai bLulan itu, karena sekolah ini akan iterlzbur dalam

kursus-kursus teknik tersebut. Didukungnya pula permchoman Direk-
tur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan supaya kepada Ravw cimohonkan
izin untuk memberikan nama Xoningin Vilhelmina Scheol (XUD) kepade

lembaga pendidikan baru itu.



3. Surat Menteri Jajahan (Cremer) kepada Gubernur Jenderal (Rooseboom)

tanggal 12 September 1900 nomor 49/2280

Dalam surat ini Menteri Jajahan membalas, bahwa sesuai dengan surat
Gubernur Jenderal tertanggal 6 Juli 1900 nomor 1258/17 dalam renca-
na Anggaran Belanja 1901 teiah dimasukkan pos untuk pendirian lem-
baga pendidikan menengah dan kejuruan, dan jika keuangan-yané di-
perlukan sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Belanda, akan
dimohonkan idzin Ratu untuk menamakan lembaga baru itu: KWS.
Mengenai pendirian selkolah-sekolah kejuruan khusus seperti kursus
ahli teknik gula, sekolah pertanian, kelas pendidikan guru bantug
menurut pendapatnya untuk sementara, fihak swasta merasa terpang-'
gil ~ seperti pendirian sekolah pelayaran - dan dalam hal-hal se-
demikian prakarsa swasta patut diterima dengan terima kasih_dan di
mana perlu Pemerintah mémbantu dengan keuangan, karena dengan demi-
kian menguntungkan Kas Negara dan meringankan tugas Pemerintah..
Tetapi mengenai pendirian lembaga pendidikan yang lebih luas ruang
lingkupnya, yang diperuntukkan untuk menyebarkan manfaat dalam
lingkungan yang sangat luas dan yang akan minta persaratan terlalu
tinggi, maka Pemerintah harus banyak memberi bantuan personil dan
keuangan. Seperti untuk sekolah pertanian, dapat disetujui penda-
pat Gubernur Jenderal bahwa tidak perlu menunggu prakarsa swasta,
tetapi lembaga tersebut harus baru dan dihidupkan oleh Pemerintah
segéra terbukti kebutuhannya dan keadaan keuangan mengizinkan. .
Disetujui usul Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan dalam-su-
ratnya tertanggal 26 Mei 1900 nomor 7090a, tentang perlunya lemba-
ga pendidikan menengash dan kejuruan baru ini diperuntukkan juga
bagi orang-orang Bumiputera dan pada umumnva untuk memberikan juga
kepada mereka kesempatan untuk mencapai pendidikan yang lebih ting-
gi. Tidak haﬁ&a sekolah umum Eropa yang sudah ada dan lembaga pen-
didikan baru, tetapi sekolah kejuruan khusus terbuka juga bagi pen-
duduk Bumiputera dan Timur Asing. Cita-cita mengikut-sertakan Su-
miputera dan Timur Asing dalam pendidiken bukan Bumiputera sedapat

mungkin harus dimajukan. Pengeluaran untuk sekolah-sekolah.Eropa



4.

yang sudah ada, yang dibebaunkan pada sub-bagian “pendidikan untuk
orang Eropa" dapat menimbulkan salah paham dan memberikan sebab
penarikan kesimpulén yang keliru dengan akibat yang sangat luas,
karena nama itu akan menimbulkan secara tidak benar dugaan bahwa
sekolah-sekolah ini memang hanya dapat dimasuki oleh anak-anak E-
ropa.

Kesalah-pahaman ini akan lebih disesalkan dengan ditambahkannya
apa yang disebut "pencdidikan untuk orang Eropa" dengan pendidikan
menengah dan kejuruan yang sudah sering disebut-sebut, dan segera
diharapkan pula pendidikan pertanian dan perkebunan, sehingga de-
ngan demikian perbandingan jumlah uang yang diijinkan untuk "pen-
didikan untuk Bumiputera' nampaknya akan lebih buruk.

Karena pertimbangan inilah dipandang perlu untuk menghapus nama
"nendilikan untuk orang Eropa' dan lebih suka memilih nama '"pendi-
dikan negeri untuk umum”, dan dalam berbagai peraturan nama dan
istilah yang tercantum di dalamnya harus disesuaikan dengan nama
baru. Dienggap kurang bijaksana untuk bertindak tanpa berembug
lebih dahulu dengan Gubernur Jenderal. Diharapkan pandangan dan
usul-usul Gubernur Jenderal tentang persesuaian nema pendidikan
dengan nama baru yang diuraikan di atas dapat diterima pada wak-
tunya agar dapat dimasukkan dalam Rencana Anggaran Felanja 1902,
Pemisahan pendidikan khusus untuk penduduk Bumiputera dengan nama

yang lebih tepat tetap ada.

PERLUASAN PENDIDIKAN BUMIPUTERA DI JAWA

Surat Direktur Tendidikan, Agama, dan Kerajinan (J.H. Abendanon)

kepada Gubernur Jenderal (Rooseboom) tanggal 20 Pebruari 1901 no-

mor 2226

Pasal 1 Surat Keputusan Raja tanggal 28 September 1892 nomor 44
(Lembaran Negara 1893 nomor 125) membagi sekolah negeri Bumipute-

ra di Hindia Eelanda dalam 2 kategori yaitu sekolah kelas 1 dan



sekolah kelas 2, yang disebut akhir ini untuk pencuduk Bumiputera
pada umumnya, Pasal 2 dari Reglemen dalam Lembaran Negara 1893
nomor 128 menentukan tentang sekolali~sekolah ini, bahwva gedung dan
mebiler harus disesuaikan sedapat mungkin dengan lingkungan yang
sudah biasa bagi para murid. Sebagaimana terbukti dari peraturan
yang dikutip di atas, golongan sekolah ini merupakan pendidikan
rakyat yang sesungguhnya. !Maka dari itu rencana pelajaran sekolah
tersebut sangat sederhana (pasal 5 Reglemen tersebut) dan syarat
untuk pengangkatan jadi kepala sekolah kelas 2 memiliki akte guru
bantu sudah dipandang cukup (pasal 9 paragrap c Peraturan dalam
Lembaran tegara 1893 nomor 127).

Akan tetapi dalam kenyataannya pengaturan sekolah-sekolah kelas 2
tidak begitu sederhana seperti diperkirakan oleh Reglemen. Di Ja-
wa dan Madura rencana pelajaran sekolah kelas 2 telah diperluas,
yaitu pada 3 kelas (yang dimiliki kebanyakan sekolah dalam bentuk-
nya yang paling sederhana) ditambah kelas 4, dimana diajarkan se-
bagian besar mata pelajaran tersebut dalam pasal 4 Peglemen dalam
Lembaran Negara 1893 nomor 128 yang lebih khusus diperuntukkan ba-
gi sekolah sekolah kelas 1. Selanjutnya yang menjadi kepala seko-
lah kelas 2 haiipir semua guru guru yang terdidik, hal mana bagi
rencana pelajaran yang luas perlu sekali.

Bahwa sekolah-sekolah kelas 2 sekarang di Jawa dan Madura tidak
mencukupi kebutuhan akan pendidikan rakyat, akan segera tampak de-
ngan menyolok, jika diingat jumlahnya (212) dibandingkan dengan
jumlah penduduk (25.370.545 menurut Almanak legara 1901). Jika
sekolah-sekolah swasta/subsidi ikut dihitung yang jumlahnya + 230,
ternyata terdapat 1 sekolah untuk tiap 57.400 penduduk. Hanya ba-
gian sangat kecil dari penduduk mendapat kesempatan untuk menyuruh
anak-anaknya sedikit uenikmati pendidikan. Bahwa kekurangan ini
pada umumnya sangat dirasakan, terbukti pada perjalanannya ke Jawa
Timur, ketika ia dimana-mana diberi tahu tentang keinginan rakyat
untuk mendapat kesempatan yang lebih luas untuk menerima pendidik-

an oleh negara, baik oleh pegawai-pegawai Eropa maupun Bumiputera.



Kenyataan, bahwa tiap tahun oleh para'pegéwai ﬁeniiik dan Kepala
Daerah ("Gewest'’) dikemukakan tempat~tempat yang disediakan untuk
pembukaan sekolah kelas 2 yang jumlahnya jauh lebih besar daripa-
da dana yang diizinkan untukhya. Hempir semua sekolah yang dalam
tahun-tahun zkhir ini dibuka, segera dikunjungi oleh jumlah murid
yang sangat besar, bahkan banyak diahtaranya sanpai sejumlah mek-
simum 210 anak. Dari uraian tersebut di atas ternyata perlu se-
kali untuk dalam jangka waktu yang tidak begitu laﬁa menmbuka se-
kolah-sekolah kelas 2 dalam’ jumlah yang lebih besar daripada yang
sampai sekarang dimungkinkan dengan keadaan keuangan yang terse-
dia, untuk dapat mencukupi kebutuhan pendidikan rakyat. Menurut
pandangannya itu bukan permintaan yang terlalu tinggi, bahwa tiap
ibu kota kawedanaan dan ibu kota kecamatan diberi satu sekolah
kelas 2. "Dengan memperhitungkan jumléh tempat dimana sudah ada
sekolah negeri atau sekolah swasta subsidi, akan diperlukan pem-
bukaan + 1300 sekolah kelas 2. DMengingat kebutuhan yang sesung-
" guhnya dari penduduk“desa dan juga biaya yang Besar, dienggapnya
tidak perlu untuk mengatur sekolah-sekolah baru itu menurﬁt seko-
lah kelas 2 yang sudah ada, sepanjang'mereka tidak diperuntukkan
bagi ibu kota karesidenan ("Gewest') dan kabupaten ("afdeling™)
dimana diharapkan jumlah murid yang lebih besar,

(Pandangan tentnng personil, reacana pa2lajaraa dan

bangunan sekolah yang diusulkan)
Andaikan pendirian jumlah sekolah seluruhnya yang dipandang perlu
itu dibagi atas 5 tahun - jangka waktu mana jangan sedikitpun di-
tunda~-tunda karena sangat mendesaknya kebutuhan - maka untuk tiap-
tiap tahun itu harus diperhitungkan dana untuk pembukaan + 250 se-
kolah. Dapat diperkirakan masing-masing sckolah aken mempunydi
40 a' 60 murid. Untuk personil diperkirakan seorang guru memerlu-
kan gaji £.20,~ sampai £.30,- (pasal 4 paragrap 4h Lembaran Negara
1893 nomor 128) atau rata-rata £.25,- sebulan; éerta éeorang pem-
bantu (kwekeling) dengan gaji £.12,- sampai f£.15,~ atau rata-rata
£.13,50 per bulan, jumlah £.38,50 per bulan.

(Perhitungan pengeluaran yang berhubungan dengan usul itu

dan saran-saran peleksanaan rencana, jika dana yang diper-
lukan telah disetujui)



5. Surat Menteri Jajahan (van Asch van Wijck) kepada Gubernur Jende-

ral tertanggal 23 Januari 1902 nomor 19/235

Dalanm surat ini Menteri Jajahan menjawab surat Gubernur Jenderal
tertanggal 18 Agustus 1501 nomor 1678a/17 serta surat kawatnya
tertanggal 21 Agustus 1901 nomor 0004 tentang penambahan sekolah
negeri Bumiputera, bahwa pandangannya dalam usul-usul tersebut
tidak dapat disetujui. Surat Menteri Jajahan lama tertanggal 4
Mei 1601 litt.Al nomor 53/1226 tentang perluasan jumlah calon gu-
ru (kwekeling) dari sekolah-seckolah guru Bumiputera di Sandung,
Yogyakarta dan Probolinggo tidak dapat disetujui sesuai dengan
azas-azas yang diterime dalam tahun 1893 (menarik laporan yang
diajukan ocleh lienteri Earon van Dedem kepada Janda Raja, Ibu Suri
Emma tertanggal 15 Juni dan 23 September 1892 1itt Al nomor 3 dan
'13) bahwa tidak ada dan tidak akan ada maksud untuk memasukkan
pemeliharaan pendidikan rzkyat di Hindia Belanda menjadi tanggung-
an Pemerintah. iial ini harus dicukuri oleh prakarsa swasta. lle-
gara hanya menmbantu sebanyak mungkin prakarsa swasta dalam melak-
sanakan tugasnya. Xegiatan-kegiatan seperti itulah yang diingin-
kan dan diharapkan ecleh Pemerintah, legara hanya perlu bertindak
sendiri dimana sungguh~sungguh ade kebutuhan akan pendidikan ren-
dah oleh Pemerintah.

Xini ternyata bahwa pandangan yang tercantum dalam surat Gubernur
Jenderal tertanggal 7 September 1901 nomor 1813/20 adalah sejalan
dengan pendapat Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan, dalam
laporannya tertanggal 6 Juli 1901 nomor 8213, Ditunjuknya halam~
an 3 dari laporan Direktur P.A.X. tersebut, yang mengatakan bahwa
sekarang belum perlu disinggung dan tak akan disinggung dalam ta-
hun-tahun pertama berikut, persoalan memberikan pendidikan rakyat,
karena jika pendirian sekolah~sekolah kelas 2 di Jawa dan Yadura
tetap dilaksanakan dengan derap yang sama seperti tahun-tahun ter-
akhir ini yakni rata-rata 156 a' 12 sekolah tiap tahunnya, maka
akan memakan waktu kira-kira satu abad lamanya sebelum tiap ibu

kota kawedanan dan kecamatan dapat memiliki sekolah demikian.



Baru kemudian sesungguhnya dapat dibicarakan pendidikan rakyat.
Mengingat hal ini Direktur P.A.K. mengajukan usul-usul untuk da-
lam jangka waktu yang jauh lebih pendok s.mpa‘ pada keadaan sede-
mikian itu.' Ini memb:litilian, bahwa meskipun sudah ‘ada surat dari
Menteri Jajahan lama, Direktur P.A.K. masih tetap berpegangan pa-
da pemikiran pendidikan rakyat oleh‘Negara, yang métupakan tujuan
dari cita-citanya yang diharapkan danat dicapai dalam jangka wak-
tu cukup singkat. - ' '

Ditunjuknya penjelasan dari azas—azas 1893, halaman 52/53 ‘dart
lota Sejarah yang sangat penting dalam Laporan ‘Umum tentang pen-
didikan Bumiputera d4i HindZa Belanda dari tahun~tahun 1893-1897
dimana dikatakan, bahwa beban langsung untuk perndirian sekolah-
sekolah bagi kepentingsn penduduk Bumiputera terletak pada Peme-~
rintah, seolah-olah tidak ada sekolah swasﬁa, dan Pemerintah ber-
kewajiban untuk mendirikan sekolah-sekolah. Menurut pendapatnya
penjelasan tersebut kurang tepa:.

Tidak ada keberatan untuk melzniutkar pemhukr-an sekolah-sekolah
kelas 2 dimana ternyata memang perlu, tetapi hal ini harus diker-
jakan dengan seksama dan hati~hati, d=an jangan sampai menuruti
cita-cita Direktur P.A.K. yang akan menjurus ke pényediaan pendi-
dikan rakyat umum oleh ilegara. s e
Dalam suratnya taregal sam~ nomor 20/23( dijelaskannya nemikiran-
pemikirannya, untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan rendah un-
tuk penduduk Bumiputera dengan cara lain, yaitu dengan pengaturan
‘'yang lebih baik tentang pemberian subsidi dari Xas Negara kepada

sekolah Bumiputera swarta, daripada yang sekarang sudah diatur
dalam Lembaran Negara 1895 nomor 146.



PENDIDIKAN UNTUK GADIS-GADIS BUMIPUTERA

6. Surat Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (J.L. Abendanon)

kepada Gubernur Jenderal (Rooseboom) tertanggzal 31 Oktober 1901
nomor 23520

Meskipun pada sekolah-sekolah negeri Bumiputera terbuka juga bagi
gadis~-gadis, kesempatan ini hanya terdapat di beberapa bagian Hin-
dia Belanda, dan hanya dalam jumlah sangat terbatas. Sebab-sebab-
nya ialah sebagai akibat dari pendapat umum yang tersebar luas di
kalangan Bumiputera, bahwa pendidikan demikian tidak perlu bagi
anak-anak gadisnya, dan adanya keberatan bahwa gadis-gadis Bumipu-
tera yang sudah berumur 10-12 tahun dibiarkan bergaul dengan anak-
anak lelaki. Peserta sekolah-sekolah Eropa yang terdiri dari pu-
teri Kepala-Kepala Bumiputera sangat kecil, terutama disebabkan
karena terlalu tingginya uang sekolah yang dipungut dari murid-mu-
rid tersebut, dan kesulitan dalam memiliki persyaratan pendidikan
sebelumnya supaya dapat diterima di sekolah-sekolah tersebut. Ter-
hadap sekolah campuran masih ditambah keberatan yang sama seperti
terhadap sekolah Bumiputera.

Anak lelaki Bumiputera di sekolah rendah, sekolah pendidikan untuk
pegawai Bumiputera, sekolah Dokter Jawa, dan lembaga pendidikan
menengah makin lama makin banyak mendapat kesempatan untuk perkem-
bangan lebih lanjut, tetapi bagi gadis-gadis masih harus terting-
gal di belakang. Satu keayataan yang tidak dapat dipungkiri, bah-
wa dalam keadaan demikian perkembangan masyarakat Bumiputera tidak
dapat maju dengan pesat.

Didorong oleh pertimbangan ini dalam surat edarannya kepada para
Residen tertanggal 20 Nopember 190C nomor 15336 - yang salinannya
bersama ini dilampirkan kepada Gubernur Jenderal - para Residen
dimohon mempergunakan pengaruh mereka supaya lebih banyak gadis
Bumiputera dimasukkan ke sekolah-sekolah Eropa dan sekolah-sekolah
Bumiputera. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam surat edar-

an tersebut mereka juga ditanya tentang peraszan dan pandangannya
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tentang pendirian sekolah khusus bagi gadis-gadis Bumiputera. Me-
reka juga diminté_menyampaikan~pandangan dan nasehat para Bupati
tentang hal ini. '
Jawaban-jawaban yang diterima, yang bersama’ini disampaikan kepada
Gubernur Jenderai, telah mengecewakannya dalam banyak hal. Pada
umumnya oleh penasehat-penasehat baik Eropa maupun Bumiputera di-
akui perlunya didirikan pendidikan khusus bagi gadis~gadis Bumipu~-
tera, tetapi Rebanyakan mengemukakan sangat banyak keberatan. Ter-
hadap‘penerimaan‘lebih banyak gadis di sekolah-sekolah Bumiputera
daii Eropa pada ﬁmumnya tidak ada keberatan. Kebanyakan Residen
bgrpendapat bahwa penggalékan ke arah itu pasti akan membawa hasil
dan ada sementara yang menambah pandangan, supaya syarat masuk ke
sekolah-sekolah Eropa d1buat lebih mudah, dan terutama uang seko-
lah bagi murid-murid Bumiputera di sekolah~sekolah itu perlu seka-
1i diturunkan. Hal ini telah dibicarakan terperinci dalam surat-
nya tertanggal 17 Januari dan 9 April ‘1901 nomor 776 dan 4368, te-.
tapi belum dipastikan. (Surat Keputusan tanggal 15 Mei 1901 no.l15).
Dari lembaga—lembaga di ibu kota karesidenan termaktub dalam surat
edarannya kepada para Residen dan dari institut-institut di Se:.
rang dan Betawi, para penasehat mengharapkan hasil yang sangat ti-
pis. Terhadapnya banyak diajukan keberatan, terutama berdasarkan
alasan-alasan berikut:

1. Jumlah pemuda yang terdidik secara Barat masih sangat se-
dikit, gadis-gadis yang telah mengenyam peradaban Barat
akan menginginkan kawin dengan pemuda-penuda yang terdidik
dalam arah yang sama, dan ini tidak selalu mungkin, dan
akibatnya kekecewaan yang mendalam.

Lebih lanjut gadis-gadis tersebut akan mempunyai kebutuhan
kebutuhan, yang oleh pegawai negeri Bumiputera pangkat
rendahan tidak akan dapat dipenuhi dari penghasilannya
yang kecil -- tidak semua gadis dapat kawin dengan Bupati,
Patih atau Wedono. Perkawinan tidak bahagia akan terjadi.
2. Sangat umum adat menaruh keberatan terhadap pendidikan le-

bih lanjut bagi gadis-gadis mereka yang telah mencapai
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“ umur 10-12 tahun pergi sendiri tanpa pengawasan. Dari umur

itu sampai waktu mereka dikawinkan, mereka harus dipingit.

Banyak nasehat memberi kesan seolah-olah mencari-cari keberatan, se-
dangkan sama sekali tidak dipertimbangkan dengan cara-cara apa kebe-
ratan itu dapat dlatasi.v '
Meskipun tetap berkeyakinan, bahwa sekolah~sekolah yang akan diusul-
kannya itu perlu sekal; dan banyak kemungklnan hidup terus, nasehat-
nasehat memaksanya melepaskénrmaksudnyé untuk mengajukan usul yang
bersifat umum, karena dari kebanyakan Residen dan Bupati yang akan
melaksanakannya, tidak diresépi oiéh kemanfaatan sekolah bagi gadis'
Bumiputera., | ' :
Satu-satunya Kepdla Karesidenan, yangvténpa janji apapun, berani -
menganjurkan pendirlan sekolah khusus bagi gadis-gadis Bumiputera,
ialah Residen Banten (liardeman). Dapat d1setu3ui ‘sepenuhnya pan-
dangannya termuat délam surat fertanggal 1° Pebruari 1901 nomor
1280/23, mengapa justru di Keresidenan Banten dengan mengingat ke-
adaannya, polltik pendldlkan bagl gadis—gadls ‘Bumiputera harus men-
dapat lebih banyak pernatian darlpada di lain daerah.
Sebagaimana terbukti dari daftar yang dilamplrkan Pesiden Banten,
sekolah di uerang akan nendapat Jumlah murid yang cukup. Kepala-
Kepala Bumiputera tertinggl di keresidenan juga menyambut hangat

pembukaan sekolah tersebut. Karena itu dengan tidak ragu-ragu la-
gi usul dimajukan.
Contoh dari Kepala-Kepala di Baﬁten mempunyai peﬁgaruh baik atas
Kepala~Kepala di keresidenan lain. | ‘

Di sekolah ini pelajaran bahasa Belanda harus diberikan, de-

ngan pengertian bahwa gadis-gadis yang orang tuénya menarui

keberatan mendapat pembebésan°

Peﬁgerjaan, pengaturan, dan rencana pelajaran dari sekolah

yang diusulkan disertai hitungan pembiayaan.
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7. Surat Sekretaris Pemerintah kelas I kepada Direktur Pendidikan,

Agama dan Kerajinan (J.H. Abendanon) tertanggal 19 Desember 1901,
nomor 4023

Dalam surat ini diberi tahu, bahwa Pemerintah tidak dapat menyetu-
jui pandangan-pandangan dalam'surat Direktur PAK tertanggal 31 Ok-
tober 1901 nomor 23520 tentang kebutuhan pendidikan bagi gadis-ga-
dis Bumiputera. ' .
Keberatan para Kepala Pemerintah Keresidenan terhadap pendirian
sekolah khusus bagi gadis-gadis Bumiputera dapat dibenarkan oleh
Gubernur Jenderal, mengingat:
Kedudukan dari gadis dalam masyarakat Bumiputera dan hubungan
- antara isteri terhadap suami. Keadaan gadis dan isteri dalam
masyarakat Bumiputera, membuktikan bahwa Kebutuhan akan pela-
jaran dan kemajuan Eropa baginya belum begitu umum, sehingga
Pemerintah belum diharuskan untuk membuka kesempatan yang ja-
uh lebih besar daripada yang sekaraﬁg diberikan di sekolah-
sekolah yang sudah ada.
liarus diusahakan lebih dulu untuk mengajar dan memajukan le-
laki (suami), karena jika ini tidak dilaksanakan dan ditempuh’
yang diusulkan Direktur PAK, maka ini akan menimbulkan hubung
an pincang dalam masyarakat Bumiputera, yang akan menjurus ke
keadaan yang sangat menyedihkan dalam kehidupan sosial dan
perkawinan. Pendidikan dan kemajuan yang makin besar dan hu-
bungan dengan masyarakat Eropa dari suami, lambat laun akan
mempunyai pengaruh pada kedudukan wanita (isteri). Baru saat
itulah dapat dikatakan, bahwa ada kebutuhan akan pendidikan
bagl wanita (isteri), dan menurut pendapat Vali Negara baru-

lah tiba waktunya untuk memberi lebih banyak kesempatan akan
pelajaran bagi wanita.

Gubernur Jenderal memandang belum waktunya untuk mendirikan seko-
lah gadis di tiap ibukota Keresidenan menurut contoh sekolah yang
diusulkan didirikan di Serang. Menurut pendapatnya harus diperhi-~

tungkan tidak hanya konservatisme (kekolotan) orang Indonesia,
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tetapi juga penghasilannya yang sangat terbatas. Pegawai Bumiputé-
ra yang tinggalnya di ibukota keresidenan, yang gadisnya dapat me-
nikmati sekolah gadis sedemikian jumlahnya relatip kecil. Pegawai-
pggawai Bumiputera, yang tinggalnya di bagian lain dari keresidenan,
akan harus memondokkan gadisnya di rumah teman atau saudara, sehing-
ga disamping uang sekolah akan juga harus membayar sekedar uang pon-
dokan di ibukota Kgresidenan. Jumlah uang itu mungkin sekali tidak
akan dapat,gisisihkan dari penghasilannya yang relatip kecil.

Tentgné jumlah gadis yang menurut laporan Kesiden Banten akan
mengunjungi sekolah gadis di Serang dikatakan, setelah diselidiki,
ternyata terdapat 43 gadis yang orang tuanya tinggal di luar ibukota
Serang, diantaranya hanya 9 gadis adalah anak pegawai dengan gaji
yang mungkin akan dapat menanggung biaya sekolah dan pondokan. Para

-Bupati, karena tahu, bahwa Residen menaruh perhatian besar pada se-

kolah gadis itu, akan bekerja sekeras mungkin untuk membujuk pegawai
pegawai bawahannya supaya menyekolahkan gadisnya. Tiap pegawai Bu-
miputéra akan berusaha untuk bekerja sama, supaya sekolah itu dapat
dibuka dengan jumlah murid yang cukup banyak. Tetapi Gubernur Jen-
deral khawatir bahwa jumlah itu akan menyusut, karena biayanya mele-
bihi kekuatan para orang tua.

Mungkin juga, selama lardeman tetap jadi Residen Banten, para
Bupati tidak akan berhenti memaksa pegawai-pegawai bawahannya ﬁenye«
kolahkan gadisnya meskipun biayanya melebihi kekuatannya. Apakah
pemaksaan pendidikan sedemikian itu akan-dapat dianjurkan.

Seandainya laporan Residen Banten itu betul, bahwa Kepala Kepa-
la Bumiputera di Bantentelah diresapi oleh rasa pentingnya memaju-
kan kecerdasan anak-anaknya di lembaga pendidikan Eropa, masih di-
sangsikan apzkah kesukaan pada pendidikan Eropa itu ada juga bagi
gadis-gadisnya. Betul, bahwa pegawai-pegawal Bumiputera Banten me-
lebihi rekan-rekannya di daerah lain, tetapi di Jawa hal itu tidak
dapat diterima. , ,

Berdasarkan uraian di atas, percobaan untuk membuka se-
kolah gadis di Serang, yang keberhasilannya sesungguhnya hanya ter-
gantung pada tetap atau tidaknya fungsi Residen sekarang ini, tidak

dapat disetujui oleh Pemerintah.
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PERLUASAN BAHASA BELANDA
DI _ANTARA PENDUDUK BUMIPUTERA

8. Nota Bagian A. dari Kementerian Jajahan tertanggal 16 Desember 1901

Sudah lama terkandung cita-cita untuk membawa penduduk Bumipu-
tera kg‘kemajuan yang lebih tinggi dengan memajukan pengajaran ba-
 hasa ﬁeianda di antara mereka. Pengetahuan bahasa Belanda membuka
banyak sekali jalan ke pengetahuan dan ilmu, yang tertutup bagi Bu—
. miputera yang hanya mengerti bahasanya sendiri. Setelah dimasukkan
béhasa Belanda sebagai salah satu matapelajaran di sekolah guru Bu-
miputera sehingga dengan demikian pendidikannya lebih tinggi dan
dengan sendirinya akan langsung menguntungkan penduduk.

Tetapi dengan Surat Keputusan tanggal 15 Pebruari 1886 (Lem~
baran llegara Hindia Belanda nomor 47) bahasa Belanda sebagai mata-
pelajaran dicoret dari program. Menurut sementara orang hal ini
disebabkan, karena bahasa Belanda diajarkan tidak hanya sebagai ma-
tapelajaran saja, tetapi juga sebagai media pengantar untuk mata-
matapelajaran lainnya. Bahwa pengetahuan tentang bahasa Belanda
yang dicapai oleh murid-murid dinilai kurang baik, <itu sudah tentu.
Maka dari itu banyak}yang berpendapat; bahwa penggunaan bahasa itu

~dalam pelajaranepelajafag_lainnya sangat merugikan.

Usaha Menteri Jajahan Xeuchinius dalam 1889 untuk mengembali-
kan bahasa Belanda di sekolah guru Bumiputera tidak berhasil, kare-
na nasehat-nasehat yang tak menguntungkan.

Perluasan bahasa Belanda di Hindia Belanda sesungguhnya tidak
dimaksudkan untuk memajukan penduduk Bumiputera pada umumnya, teta-
pi untuk memajukan Kepala-kepala dan orang-orang terkemuka (bangsa-
wan) Bumiputera. Buktinya ialah sebagai berikut:

DPalam tahun 1878 karena keinginan yang diketahui dari tokoh-
tokoh terkemuka Bumiputera, yang menginginkan pelajaran yang lebih
baik dan lebih luas daripada pengajaran bahasa Belanda, maka dalam
tahun 1878 didirikan sekolah Kepala Bumiputera (hoofden school).
Ketika Menteri Keuchenius dalam_;ghun 1889 mendesak diajarkannya
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kembali bahasa Belanda di sekolah-sekolah guru, ia mendesak pula
perluasan bahasa Belanda di kalangan BPumiputera secara umum. Oleh
karena itu di Iiindia Zelanda timbul banyak pendapat, antars lain
bahwa sudah cukup dengan diberikannya pelaja;an bahasa Belanda di
sekolah kepala Bumiputera.

bBahasa Delanda sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan di
sekolzah kepala Dumiputera dalam reorganisasi tahun 1893 dihapuskan.
Dalam reorganisasi 1893 itu sekolah-sekolah itu tidak lagi diper-
untukkan untuk memajukan orang-orang terkemulka atau bangsawan Dumi
putera, tetapi dijadikan sekolah pendidilian pegawai negeri Bumipu-
tera. Dalam tahun 1299 bahasa Belanda dikembalikau menjadi bahasa
pengantar.

Di sekolah kepala Bumiputera di Magelang, dimana dimulai re-
organisasi tersebut, ternyata tidak diperoleh hasil yang.baik.
Perluasan bahasa Belanda kecuali untul memajukan penduduk Bumipute-~
ra, mempunyai maksud dan tujuan politik juga. TIkatan antarz tanah
induk (Negeri Belanda) dengan tanah-tanah jajahan diharapkan dengan
demikian dapat menjadi 1lbbih erat. Akan tetapi bzberapa residen
ternyata tidak dapat menyetujui pendapat ini. Hanyak pegawail Eropa
mengabaikan permintaan untuk memajukan penggunaan bahasa Belanda
dengan pegawai Bumiputera, bahkan beberapa diantaranya menolak bi-
cara dengan bahasa Belanda dengan pegawai Bumiputera. Netika ku-
rang perhatian terjadi sampai dua kali yakni dalam tahun 1890 dan
1900, maka Sekretaris Pemerintah kelas I dengan surat edarannya
menunjuktkan kepada para Xepala Pemerintahan Kerceidenan (Residen)
adanya keinginan Penmerintah ke arah‘itu.

Keengganan mereka dinyatakan dalam '‘de Indische Tolk" (Juru
Bahasa Hindia Belanda) 1890 sesudah surat edaran Pemerintah pertama
1890 yang berbunyiﬁ

"Orang Jawa dengan mengingat orang yang diajak bicara memper-

gunakan bahasa Jawa kraton, tinggi atau rendah.

Terhadap pegawai kita (= Belanda) mereka menggunakan bahasa

Jawa Tinggi, dan méreka dijawab dengan bahasa Melayu. Ini
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bukan soal "“etiket'’ sebagaimana dikira oleh surat edaran itu,
tetapi soal hormat, yang telah sangat mendalam pada rakyat dan
lembaga~lembaga negara. - Bahasa Belanda tidak mempunyai perbe-
daan seperti bahasa Jawa, séhingga ofang Bumiputera yang bica-
ra dengan orang Belanda dalam bahasa Belanda, ﬁenyamakan diri-
nya dengan orang Belanda. Ia tahu, bahwa dengan demikian ia

_tidak sopan untuk tidak dikatakan kurang ajar".

Pendapat orang Eropa sedemikian itu dinyatakan pula dalam nota
»tuan v.d. Kemp yang ditulis sebagai jawaban atas pidato Prof. Kern
tahun 1890 di depan Perhimpunan Hindia Belanda tentang masalah sam-
" pai kemana perlunya memajukan pengetahuan bahasa Belanda di kalang-
an penduduk Bumiputera (Notulen Perhimpunan Hindia Belanda 1891 ha-
laman 158).

Cara-cara yang dianjurkan untuk melaksanakan cita-cita untuk
memajukan penyebaran pengetahuan bahasa Belanda terutama di kalang-
an orang-orang terkemuka dan bangsawan dan Kepala—kepala Bumiputera
ialah
' 1. penggunaan bahasa Belanda dalam pertukaran pikiran jabatan

antara pegawai-pegawai Eropa dan Bumiputera.

2. penambahan sekolah-sekolah kepala Bumiputera.

Akhir-akhir ini dalam Laporan Sementara di Majelis Rendah
(Tweede Kamer) tentang Anggaran Belanja Hindia Belanda untuk tahun
1900 halaman 4 paragrap 8 didesak penggunaan dua cara’tersebut di
atas. "Dalam surat berikutnya tertanggal 1 Desember 1899 nomor 58
Menteri Jajehan Cremer mengadakan penukaran pertimbangan lebih lan-
jut dengan Pemerintah Hindia Belanda tentang dua cara tersebut.
Dalam surat itu Menteri tidak lupa menyebut diri sebagai pendukung
besar dari perluasan bahasa Belanda. Pemerintah Hindia Belanda da-
lam suratnya tertanggal 28 Januari 1900 nomor 180/14 menjaﬁab'surat
tersebut di atas:

ad.l. "Pendapat pembesar-pembesar Hindia Belanda tentang ini sa-
ngat tidak menguntungkan. Bahkan sangat menolak untuk

mengadakan percobaan. Direktur Pemerintahan Dalam Negeri
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sebelum mengambil putusan menelaah bagaimana keadaan baha-
sa Belanda pada umumnya di- kalangan kepala dan pegawai Bu-
- miputera. Terbukti dari laporan halaman 4/5 - "
"Jumlah pegawai Bumiputera - yang dihasilkan oleh apa yang
disebut sekolah-sekolah kepala Bumiputera dan menjabat se-
bagai pegawai masili sangat sedikit. Jumlal: mereka lenyap
ditelan dalam masa yang besar itu, mereka belum menguasai
keadaan di mana-mana, hanya masih merupakan sed}kit fitik—
titik terang. 'B;gian ﬁerbesar pegawai Bumiputefa sekarang
dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan Bumiputera mur-
ni, hampir sama sekali tidak mengerﬁi apa-apa tentang ba-
hasa Belanda'. _ '
Dengan sendirinya Direktur'Pgmerintahan Dalam Negéri keberatan ter-
hadap desakan darl atas untuk mempergunakan banasa Belanda dalam
pertukaran pikiran jabatan. Tetapi ia ingin memajukan pemakaian
bahasa Belandé:jika pegawai-pegawai Bumiputera sendiri mengambil
prakarsanya. Pemakaién beébagai bahasa dalam sdratnmenyuratvjabat—
an di sana-sini akan dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan (umpama-
nyarpada pergantian personil) merupakan suatu hal yaﬁg tidak dapat
dihindari dalam masa peralihén. “
Dewan Hindia Belanda juga sangat menentang usaha mempergunakan ba-
hasa Belanda dalam surat-menyurat jabatan, dan bertindak lebih jauh
daripada Direktur Pemerintahan Hindia Belanda. Dewan menganggap
sangat tidak perlu pemakaian bahaéa Belanda, meskipun prakarsa ke-
luar dari pegawai-pegawai Bumiputera sendiri, karena di satu pihak
‘mengingat pengganti-penggantinya yang mungkin tidak mengerti baha-
sa Belanda den di lain pihak mengingat juga personil di Biro-biro
Jabatan, yang tidak akan mengerti surat yang ditulis dalam baﬁasa
Belanda, meskipun pimpinannya mengerti bahasa itu.
Gubernur Jenderal sangat menyetujui pendapat dari Dewan Hindia Be-
landa, dan baru mau mengambil percobaan, jika pengetahuan bahasa
Belanda sudah dapat dianggap tersebar secara umum di kalangan pega-
wai Bumiputera. Dari hasil percobazn ini nantinya akan tergantung
apakah surat-menyurat jobatan entara pegawai-pegawal Eropa dan Bu-

miputera secara umum dapat dilakukan dalam bahasa Belanda.
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Akhirnya mengenai ad.l dapat dihyatakan, bahwa surat Menteri ter-
tanggal 1 Desember 1899 nomor 58 sudah tegas dan Pemerintah Hindia
Belanda dapat mengeluarkan surat edarannya (sirkuler) tertanggal

5 Pebruari 1900 nomor 344.

Ad.2 Pemikiran untuk menamlah jumlah sekolah kepala Bumiputera
dan atau menambah jumlah murid.pada sekolah-sekolah yang
sudah ada dapat disetujui oleh Pemerintah Hindia Belanda.
Dalam hal tindakan ini dilihat sebagai satu-satunya jalan
untuk mencapai penyebaran bahasa Belanda. Terpisah dari
soal biaya, yang dalam surat-menyurat tidak dibicarakan,
terdapat satu keberatan yang harus dipertimbangkan yaitu
bahwa di sekolah-sekolah dapat dibentuk calon pegawai ne-
geri, yang‘kemudian mungkin tidak semuanya mendapat ke-
sempatan untuk ditempatken.

Untuk tidak menimbulkan kekecewaan dan ketidak-puasan di kemudian
hari, penambahan jumlah sekolah kepala Bumiputera baru menjadi so-
al, jika sudah ada kepastian dan jaminan, bahwva pemuda-pemuda yang
jumlahnya akan jauh lebih besar daripada jumlah yang diluluskan
oleh sekolah yang sudah ada, mempunyai harapan yang pasti mendapat
tempat dalam jabatan negafa, dan karier yang dapat dikatakan meme-
nuhi harapan-harapannya.

Untuk menyelidiki apakah tidak akan dapat diadakan perbaikan
dalam keadaan yang ada, dan apakah benar bahwa para pemuda pemilik
ijazah sekolah Kepala Bumiputera sering harus menunggu sampai ber-
tahun-tahun untuk dipekerjakan, Direktur Pendidikén, Agara, daa Ke~-
rajinan menasihatkan untuk mengadakan pemeriksaan dengan teliti
mengenai:

sampai di mana dalam 5 tahun terakhir ini para lulusan seko-

lah Kepala Bumiputera yang segera mendapat pengangkatan, dan

bagaimana riwayat pekerjaaun dalam jabatan ﬁari para pemilik

ijazah yang telah diangkat selama 10 tahun akhir-akhir ini.
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Dewan Lindia Belanda sangat setuju dengan pemikiran ini dan mende-

sak supaya segera diadakan:

M pemeriksaan seperti tersebut di atas, karena Dewan iiindia Be-
landa menduga, bahwa Kepala-kepala Pemerintahan Keresidenan ku-
rang atau tidak mematuhi Surat Edaran Sekretaris Pemerintah ke-
las I tertanggal 2 Juli 1891 nomor 159 (Lamp, Lembaran Negara
uomor 4762), dimana tegas dinyatakan keingipan Pemerintah, su-
paYd bara pemuda pemilik ijazah sekolah Kepala bBumiputera sege-
ra mﬁﬁgkih dfpekerjakan dengan gaji.

2. pembaharuan surat edaran ini, tetapi dengan tambahan bahwa pada

kenaikan tingkat harus lebili Lanyak diperhatikan pendidikan.

3. pengawasan yang dipertajam atas pentaatan peraturan-peraturan

dalam ‘Surat Ldaran termaktub dalam sub 2.

Gubernur Jenderal menyetujui nasihat Dewan lindia Belanda dan me-
ngeluarkan dua surat edaran untuk melaksanakan nasihat tersebut:
1, tanggal 28 Januari 1901 nomor 261
2. tanggal 28 Januari 1901 nomor 2606
Dari lenyataan-kenyataan dapat disimpulkan, bahwa saat itu yang
dicitakan ﬁenyebaran bahasa Belanda hanya di kalangan Kepala-kepa-
la dan orang-orang terkenuka Bumiputera,
Sekarang nampaknya pada Pemerintah liindja Eelanda ada semangat la-
in, nampaknya ingih menyebarkan bahasa Belanda dalam lingikungan
yang lebih luas. ‘fial ini dapat disimpulkan dari:
1. usul Gubernur Jenderal untuk mengadal:an kembali pengajaran
bahasa Belanda di sekolah-sekolah guru.
2, subsidi yang sangat banyak diberikén kepada swasta untuk
penyelenggaraan kursus-kursus bahasa Zelanda,
Serbagai keadaan mungkin menjadi sebab perwbahan sikap Pemerintah
Hindia Belanda,; antarza lain:
i. Sebagai titik tolak apa yang termuat dalam Laporan Sementara

tentang Anggaran Belanja untuk tahum 1900 halaman 4 paragrap 8.
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Ditunjukkan pula sarana-sarananya:

a. anjuran masuk sekolah-sekolah Bumiputera juga oleh anak-anak
yang kurang mampu.

b. pemberian bantuan yang kuat kepada swasta.

2. Surat dari Bagian A. Kementerian Jajahan kepada Gubernur Juende~-
ral tertanggal 1 Desember 1899 nomor 58 (= ditulis karena Lapor
an Sementara tersebut). '
Pemerintah menyatakan dengan tegas pendapatnya, bahwa memajukah
pengajaran bahasa Belanda di kalangan Bumiputera dianggapnya
sangat penting. ; A;ﬂ:: o

3. Tindakan Mr. Abendanon selaku Direk;gr Pendidikan,Agama,dan Ke-
rajinan mungkin sekali mempengaruhi juga. Terkenal bhahwa Aben-
danon dengan segala syarat dén.sarana akan melaksanakan cita-
citanya memajukan penduduk Bumiputera, dan dapat diramalkan
bahwa 1a akan melakukan pen&ebaraﬁ»bahasa Belanda lebih gigih
daripada Direktur sebelumnya.

4. Menurut artikel dalam “het Ondérwijs” (Pendidikan) nomor 39 dan
40 tahun ke-9 tanggal 6 dan 13 Oktober 1900 di kalangan Bumipu=-
tera sekarang ternyata ada cita-cita yang lebih sungguh-sungguh
untuk belajar bahasa Belénda. ,

5. Akhirnya, dari jumlah pemberian subsidi yang sangat, banyak akhir
akhir ini mungkin sekali Hindia Belanda bertindak dalam semangat
daripada Menteri Jajahan sekarang.

Patut dicatat: Dalam rapat Himpﬁhan Hindia Belanda tanggal 18
Nopember 1850 (Notulen Eimpunan Hindia Belanda
1890 hal.229) ia menyatakan pendapatnya, bahwa
kepada orang Jawa dan Mélayu harus diberi kesem-
pétan'untuk belajar bahasa Belanda dengan membe-
rikan subsidi kepada swasta yang~menyelenggarakan
kursus-kursus. Kebanyakan subsidi yang diberikan
akhir-akhir ini, diberikan sesudah ia menjadi -
Menteri Jajahan (van Asch van Wijck).

Sampai kemana perlunya penyebaran bahasa Belanda di kalangan rakyat
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biasa di Hindia Belanda, bagian A. menganggap tidak perlu diperso-

alkan lebih lanjut. Cukup ditunjukkan, bahwa di balik banyak pen-

dukung, juga banyak yang keberatan dengan berbagai alasan, antara
lain:

1. Melihat hasil-hasil peradaban Eropa atas orang-orang Hincdu (di
iiindia) yang dianggap tidak menguntungkan (=buruk). (Notulen
Himpunan fiindia Belanda 1891 halaman 152/157).

2. lienyangsikan manfoatnys mempopulerkan bahasa Belanda di kalang-
an Bumiputera (codem halaman 161).

3. Takut jumlah orang yang tidak puas akan bertambah; jika Fumipu-
tera yang berbicara bahasa Belanda merasa dirinya di atas masa-
rakat Bumiputera, akan mengetahui bahwa masyarakat ZEropa belum
terbuka baginya.

4. Menganggap penyebaran bahasa Belanda akan merugikan orang-orang
Belanda.

(Pandangan—-pandangan terperinci dari sub. a usul Guber-
nur Jenderal untuk mengadakan lagi bahase Belanda di se-
kolah-seckolah guru, maka pada sekolah ini harus diadakan
kursus persiapan 2 tahun dimana pengajaran bahasa Belan-
da jadi bahasz pokok).

Akhirnya ditentukan untuk pemberian subsidi pada kursus bahasa Pe-

landa. Dalam hal ini dibtagi dalam due kelompok, yaitu:
1. Untuk menghitung jumlah subsidi.

2. Syarat--syarat untuk pemberian subsidi.

Ad.1l Subsidi berupa uang ganti rugi bulanan kepada guru dihitung
f.4,- per jam pelajaran dipotong dengan uang sekolah yang di-
terimanya.

AC.Z Scbagai syarat pemberian subsidi dikaitkan ketentuan-ketentu-
an berikut:

1. Besarnya uang sekolah tidak boleh lebih dari £.1.50 per
murid per bulan. Pada subsidi pertama kepada kursus di
Semarang tidak keberatan dipungut uang sekolah £.2.50

Pada permintzan subsidi di Tegal, Residen Tegal dan juga
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Direktur Pendidikan, Agama, can Kerajinan mengonggap £.2.50
bagi orang Bumiputera terlalu tinggi, dan diturunkan £.1.50
untuk dapat menerima subsidi.
isepada murid alat-alat pelajaran diberikan dengan cuma-cuma.
Jumlah yang diperuntukkan untuk pemtelian alat-alat pelajar-
an diberikaﬁ sekaiigus oleh P'emerintah.

Ketentuan ini diberikan pada pemberian subsidi kepada kursus
ai Rembang, uang sekolah diturunkan jadi £.1.50

Pelajaran tidak menjurus ke persiapan murid untuk menenpuh

ujian pegawai rendah (Klein Arbtenaars Examen).

Ketentuan ini dicantumkan, karena pada kedua kursus pertama

dengantegassebagai tujuan diberikan:

mendidik untuk ujian pegawai rendah (Klein Ambtenaars
Examen) (K.A.E. diadakan tahun 1864). Liinginkan membuat
calon pegawai lebih trampil untuk pekerjaannya dengan me--
nyuruh belajar tahasa Belanda. ‘Residen Semarang
(P.F. Sythoff) menjelaskan maksud dan tujuan kursus itu
dengan alaoan° . g - _
Kesempatan untuk belaJar banasa Belanda bagi orang Bumipu-
tera sukar diperoieh.
Sekolah H.B.S.‘terlalu mahal, dan jumlahnya terlalu sedikit,
sangat jauh ¢i luar janglauan orang Bumiputera.
Tewmpat di sekolah Kepala Cumiputera sangat sedikit, dan ba-
hasa Delanda tidak cukup diajarkan.
Sekolan-sekolaih Lropa (E.L.S.) tidal diperhitunglan untuk
anak-anal Zunmiputera yang jumlahnya sangat banyak, lagi pula
tidak cocok untuk kebutuhan khususnya, dan tidak mengajarkan

bakasa Jawa dan lielayu sehingga akhirnya analk-anak Gunmipute-

_ra tidal akan rengerti tiga bLahasa itu dengan bailk.

Pesiden melihat kursus-kursus itu tidak hanya baik untuk
mendidik pegawai-rtegawai yang trampil, tetapi juga berguna

bagl persiapan masuk sekolah dokter Jawa.

Kebutuhan akan lembaga seperti itu terbukti ketila bursus yang

aibuka pada tanggal 4 itei 13900 di hawah asuhan dua orang guru
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dengan jumlah murid 38 orang, tanggal 28 Juni sudah berjumlah 93
orang. Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan sanzat menyokong
permintaan-—-permintaan subsidi tersebut, karena ia melihat didalam-
nya kemungkinan peralihan mengajarkan bahasa Belanda kepada lemba-
ga-lembaga Pemerintali. Ia zkan mengajulan usul-usul ke arah itu.
Kursus di Tegal nula-nula akan meniru kursus di Semarang, tetapi
Residen Tegal keberatan terutama terhadap tujuén untul: persiapan
menerpub ujian pegawai kecil.  lempersiapkan orang-orang Bumipute-
ra dengan jumlah besar untuk ujian ini (maksud hursus itu) sangat
tidak c¢ibenarkan, karena akan menimbulkan persaingan berat bagi
orang-orang Indo (peranakan BLelanda).

Selain itu orang-orang Bumiputera yang terdidik tidak akan lagi

puas dengan jabataﬁwjabatan yvang didudulinya sampai saat itu; te-

tapil menginginkan naik, dan harapan~harapan ini tidak akan dapat
¢ipenuhi. (Bumiputera - jurutilis; Indo -~ klerk).

ilaka dari itu Resicen Tegal membatasi kursus itu sampai pengajaran

bahasa belanda. Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan mengakui

bahwa keberatan yang diajukan culkup beralasan, dan selanjutnya da-
lam kursus-kursus akan melihat hanya '‘satu sarana mendapatkan ke-
trampilan untuk kemajuan lebih lanjut”. Itu sebabnya dalam j:embe-

rian subsidi yang kemudian dicantumkan ketentuan noror 3.

tikhirnya patut dicatat:

1. Biaya untuk subsidi diambil dari pos artikel 324 "'Pengeluaran
tidak terduga”.

2. Lokasi kursus kebanyakan di gedun; sekolsh Bumiputera kelas 1,
yang memang diijinkan oleh Direktur Pendidikan, Agama, dan Ke-
rajinan.

3. Jumlah dan tempat kursus adalah seperti tercantum dalam daftar
terlampir. (Semarang, Tegal, Pati, Probolinggo, Bangkalan, Ku-
dus, liojokerto, Ngarnjuk, Furworejo, VYutoarjo, Boyolali, lMagelang,
Wonosobo, Malang, dan Pasuruan) .

Bagian A.1l dari Kementerian Jajahan dapat menyetujui catatan-catatan

lienteri, banwa sekarang pemberian subsidi jalannya lepas tanpa batas.
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Tetapi Bagian A. menyangsikan, untuk memberi anjuran kepada Guber-
nur Jenderal supaya dalem memberi keputusan pemberian subsidi da-
pat dibatasi hanya kepada yang sangat perlu saja. Pengajaran ba-
hasa Belanda kepada Bumiputera di Hindia Belanda tidak merupakan
Ykeharusan mutlak', sebagaimana dapat dikatakan dengan pemberian
pendidikan umum. Karena sekali sudah setuju dengan azas itu, maka
sukar sekali untuk menemukan satu kriterium, dimané kepada kursus
ini dapat diberikan subsidi, dan kepada kursus yang lain tidak.
Mungkin dapat diberikan beberapa pembatasan, dengaﬁ‘éelanjutnya
tidak memberikan subsicdi kepada kursus-kursus, yang didirikan di
tempat dimana sudah ada kesempatan belajar bahasa Belanda.

Bagian A.l ingin mengetahui pendapat Menteri mengenai usul menga-
dakan kembali bzhasa Belanda di sekolah guru Bumiputéra. Bersama
dengan surat tentang subsidi pendapat tersebut akan disampaikan
kepada Gubernur Jenderal.

Penyusun Nota menghubunpgkan dua masalah, yang seharusnya terpisah
menjadi satu:

1. Pendidikan guru Bumiputera - yaitu metodik pengajaran yang
dinikmatinya, dibandingkan dengan sil-lus pengajaran yang
mereka alami sendiri untuk dapat memenuhi tujuannya.

2. Memprogandakan bahasa Belanda, supaya dengan demikian ikatan
lebih erat terbentuk antara oranmg-orang Eropa dan Bumiputera,

antara tanah kelahiran Belanda dan tanah jajahan.

Ad.]l Hanya mengenai masalah teknis saja, yaitu mentrampilkan

guru,

Ad.2 Mengenai kesukaan (hoby), tetapi para penduungnya lebih
nendorong tujuan politisnya ke depan. .
Untuk melaksanakan kedua masalah tersebut bersamaan, maka
masalah pendidikan guru (ad.l) disesuaikan dengan ad.2
karena dengan demikian bahasa Belanda dapat lebih dipropa-
gandakan, Keberatan terhadap ini didasarkén atas:
1. Pendidikan guru Bumiputera ialah masalah térsendiri.
2. Orang dapat dididik dengén sangat baik, dan ia dapat

menjadi guru yang baik, juga tanpa bahasa Belanda.
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3. Sangat disangsikan apakah anak-anak Bumiputera akan
mendapat manfaat dari pengetahuan bahasa Belanda dari
gurunya.

4. Anak-anak Bumiputera belum membutuhkan pengetahuan ba-
hasa Belanda, dan seandainya membutuhkannya seharusnya
diajarkan oleh guru-guru Belanda dan bukan guru-guru
Bumiputera.

5. Dari pandangan politis juga bukan tujuan Pemerintah
untuk membuat rakyat Bumiputera jadi orang Belanda se-
mu dengan kebutuhannya yang lebih banyak, keluhan, ke-
tidakpuasan, dan sebagainya.

6. Pendidikan Bumiputera harus tetap Bumiputera, dan ini
mungkin, karena pengetahuan yang dibutuhkan untuk ke-

hidupannya dapat diajarkan dalam bahazsa Bumiputera.

Menurut Bagian A.l dari Kementerian Jajahan, pendidikan Pumipute-

ra sekarang sudah terlalu banyak diberikan. Bagi anak-anak Bumi-

putera, yang mengunjungi sekolah-sekolah Pemerintah, tidak ada

keharusan untuk mengetahui bahasa Belanda, dan juga tidak akan

dirugikan.

Apakah hal ini lain bagi gutu—guru Bumiputera?

Menurut Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan jawabannya:

"a" dengan alasan:

1. Tampak tuntutan mendapat pengetahuan bahasa Belanda yang lebih
banyak.

2. Karena itu baik sekali untuk mengajorkan bahasa Belanda kepada
guru-guru Bumiputera, yang dengan jalan ini pengetahuan umum=
nya akan maju dan bertambah, dan dalam hal ini akan berguna

bagi pendidikan.

Yang tidak setuju mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut:

1. Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan dan para pendukung-
nya adalzh kaum utopis, yang berjalan kian kemari dengan gam-—
baran impiannya, tanpa memperhitungkan syarat-syarat untuk ke-

hidupan praktis.
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2. Dimana bukti adanya tuntutan untuk mendapat lebih banyak penge-
tahuan tentang bahasa Belanda.

3. Mengajarkan bahasa Belanda kepada guru-guru Bumiputera ada dua
keberatan:

a. masa pendidikannya jadi guru jadi banyak lebih lama;
b. pemerintah harus mengeluarkan biaya lebih banyak (gaji, tun-
jangan, penambahan personil dan gedung).

4. Guru Bumiputera yang tetap memberikan pelajaran dalam bahasa
Bumiputera di desanya tidak akan memelihara dan mempergunakan
dalam percakapan sehari-hari bahasa Belanda yang telah dipela-
jarinya. i »

5. Hasil dari pendidikannya akan segera hilang, karena setelah
menjabat guru ia merasa bebas dan berdiri sendiri. _

6. Sangat disangsikan, apakah guru-guru akan belajar terus untuk
mendapat tambahan pengetahuan, kebanyakan akan tetap pada ling-
karan jabatannya dan percaya bahwa pengetahuan yang diperlukan—

nya dapat dipelajari dalam bahasa-bahasa Bumiputera.

bagian A.l mengingatkan sejarah penyebab dicoretnya bahasa Belanda:

dari sekolah-sekolah guru Bumiputera sebagai bahasa pengantar dan

sebagai matapelajaran. Hal itu terjadi dalam tahun 1886, dan se-
karang 15 tzhun kemudian apakah keadaan akan terbalik dengan tiba-
tiba.

Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia Belanda mulai cenderung untuk

mengikuti Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan. Wali Negara

itu mohon pandangan Menteri. Bagian A.l menasehatkan tindakan te-
gas dan penolakan, karena:

1. Usul itu tidak dapat diharapkan berhasil.

2. Akibat keuangan bagi perbendaharaan negara, yang dalam waktu
dekat akan makin lama makin banyak dibebani, tanpa ada manfaat
sebagai imbalannya.

Mengenai Ad.2, kesukaan zkan kursus-kursus bahasa Belanda, menurut

Bagian A.1 ¢-%-~iknya Gubernur Jenderal diajurkaﬁ supaya untuk se-

-mentara waktu lebih baik menunggu hasil dari kursus-kursus yang

telah didirikan, sebelum memberikan subsidi baru.
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Menurut dugaan Bagian A.l1 ada usaha para guru kursus untuk mendapat
penghasilan sampingan yang cukup lumayan (£.100.-~ subsidi di sam-
ping gaji £.200.-- a £.300.-~ sebulan). Disangsikan apakah tambah- '
nya kursus akan memberi manfaat dalam ukuran yang sama secperti ber-

tambahnya permintaan subsidi.

PEMBERIAN SUPSIDI
KEPADA SEKOLAH- SEKOLAH BUMIPUTERA SWASTA

Surat Menteri Jajahan (van Asch van Wijck) kepada Gubernur Jenderal

(Rooseboom) tanggal 23 Januari 1902 nomor 20/236

Dalam surat 4ini dengan menarik surat Gubernur Jenderal tertang-
gal 6 September 1901 nomor 1812/29 tentang peninjauan kembali keten-
tuan tentang pemberian subsidi Negara kepada sekolah Bumiputera Swas
tz, dan menyusuli suratnya tanggal 23 Januari 1902 litt.A. no.19/235
tentang penambzhan jumlah sekolah Bumiputera Negeri, Menteri menyam-
paikan pendapat serta pemikirannya kepada Gubernur Jenderzl sebagai
berikut:

1. Untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan rendah bagi penduduk Bu-
miputera yang makin lama makin bertambah, dapat ditempuh jalan
lain daripada jalan yang akan menjurus ke perluasan jumlah seko-
lah Bumiputera Negeri yang senantiasa makin menanjak.

Jika pada perluasan jumlah sekolah Bumiputera yang lebih dari bi-
asa akan ada bahaya meng-alpakan azas-—azas tahun 1893 mengenai
pendidikan Bumiputera dengan terlalu memberatkan kekuatan keuang-
an negara, maka dengan jalan perubahan peraturan pemberian subsi~
di kepada sekolah umiputera Swasta, seperti yang sekarang ada
menurut Lewmbaran Negara 1895 nomor 146, maka:

bahaya kesatu tersebut di atas (=peng-alpaan azas 1893) da-

pat ditanggulangi, sedangkan bahaya kedua (=pembebanan ke-

kuatan keuangan negara) tak akan perlu dikhawatirkan.

2. Menyetujui usul Gubernur Jenderal mengenai perubahan-perubahan

dalam Lembaran Negara 1895 nomor 146 termuat dalam suratnya ter—
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tanggal 14 Pebruari 1901 nomor 311/36 telah disetujui oleh Menteri
lama. Dalam surat tersebut Gubernur Jenderal telah menyampaikan
data dari akibat keuangan dari perubahan yang diusulkan, dan mem-
bantah beberapa keberatan.

Disetujui pula usul untuk memperluas batas—-batas pemberian subsidi
kepada sekolah-szkolah swasta.

Jumlah uang subsidi termaktub dalam Lembaran Negara tersebut ter-
lalu kecil (£.100.~- - £.250.-- per tahun menurut jumlahnya murid,
ditambah £ 20.-~ - £,40.-- biaya pemeliharaan) dan harus dinaikkan.
Sebagai dasar dizmbil bilaya minimuﬁ setahun dari sekolah Bumipute-
ra Negeri dengan jumlah murid tertentu. Subsidi yang diberikan

kepada sckolah swasta dengan jumlah murid sama kira-kira 2/3 dari

. biaya minimum tersebut.

Dengan dinaikannya jumlah subsidi, prakarca swasta akan lebih di-
rangsang; lebih-lebih akan adanya kepastian bahwa subsidi pasti
diberikan jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sekolah swasta, jika memenuhi syarat-syarat termaktub dalam konsep
perubahan ordcnansi dalam Lewbaran legara 1895 nomor 146 (surat
Gubernur Jenderal tertanggal 14 Pebruari 1901 nomor 311/36) mempu~
nyai hak atas subsidi. |

Putucon arakah rcudak rerenuhi syarat tersebut diserahkan kepada
Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (menarik surat Gubernur
Jenderal tanggal 6 Septemter 1901 nomor 1812/29) dengan putusan
lebih tinggil pada Gubernur Jenderal.

Pertanpgeoungcon jawab tentang uang subsidi dianggap tidak perlu; ji-
ka sudah memenuhi syarat dalam pasal 1 dan jﬁmiah subsidi kurang
dari biaya sekolah negeri yang paling sederhana (ﬁenambéhan alinea
pada paszl 6 yang telah ada termal:itub dalam pasal 7 dari konsep,
dipandang tidak perlu).

Perutshan pasal 6 dari konsep tentang pengawasan atas sekolah-ne-
kolah swasta subsidi dipandang perlu.

Banyak sekolah swasta enggan dan merasa segan akan mohon subsidi

karena adanya peraturan peungawasan ini. Terutama sekolah~sekolah
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zending dibuat terlalu banyak tergantung pada putusan pengawas.
Lain dari itu sering tidak mungkin untuk menemukan orang Eropa
untuk anggota Komisi Sekolah, sehingga harus diangkat orang Bu-
miputera, yang dengan demikian mendapat posisi terhadap anggota
zending, hal mana tidak diinginkan.

8. Disamping pemberian subsidi, harus ditentukan pula peraturan
tentang pemberian bantuan yang cukup untuk pembangunan gedung

dan perlengkapan pertama.

Pada akhir surat Menteri mengharap menerima pendapat Gubernur Jen-
deral dan penyelesaian masalah itu segera mungkin, supaya dapat
mengajukan usul-usul dalam Anggaran Belanja tahun 1903. Direktur
Pendidikan, Agama, dan Kerajinan dengan suratnya tertanggal 24 Ju-
ni 1901 sudah menyatakan dukungannya pada arah yang dipikirkan
Menteri Jajahan dengan mengatakan:
"tambahnya jumlah sekolah-sekolah swasta subsidi merupakan tanda
yang sangat baik, karena dengan jalan ini kebutuhan akan seko-
lah rakyat yang dirasakan di mana-mana, makin lama makin banyak
dapat dipenuhi dengan jalan minta biaya yang jauh lebih sedikit

daripada jika seluruhnya harus dipikul oleh Pemerintah".

PENDIDIKAN DASAR BAGT
PENDUDUK_BUMI PUTERA = SEKOLAH-SEKOLAH_KETRAMPILAN

Surat Menteri Jajahan (Idenburg) kepada Gubernur Jenderal (Roose-

boom) tanggal 27 Januari 1903 nomor 58/309

Dalam surat ini Menteri memberitahukan kepada Gubernur Jende-
ral bahwa pengaturan pendidikan Bumiputera yang sekarang tidak da-
pat disetujui seluruhnya dan berpendapat perlu diadakannya perubah
an dalam arti yang praktis.

Sekolah-sekolah kelas 2 memberi kesempatan kepada sebagian
kecil penduduk Hindia Belanda untuk mentrampilkan diri buat berba-

gai jabatan rendah dalam dinas negara atau swasta. Melihat
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jumlah dan metodenya pengajaran tersebut tidak akan dapat mencu-
kupi kebutuhan pendidikén bagi bagian terbesar penduduk. Bagi peng-
ajaran di desa sampai sekarang belum dilakukan apa-apa oleh Pemerin-
tah. DMata tidak tertutup bagi kenyataan ini yang sering dikonstatir
dan juga tidak dapat dipungkiri, bahwa keadaan ini tidak dapat terus
dibiarkan, jika kita (=Belanda) sesuai dengan tuntutan ingin melak~
sanakan kewajiban terhadap penduduk yang kita jajah. Memberikan pen
didikan kepada seluruh penduduk Bumiputera -~ meskipun sementara ha-
nya di Jawa dan Madura dan sebagiah'di seberang -~ untuk memenuhi ke-
butuhan, merupakan tugas yang pelakéanaannya-meminta syarat keuangan
dan personil yang begitu besar, sehingga hanya dapat dipikirkan da-
lam masa depan yang sangat jauh. Perluasan jumlzah sekolah kelas 1
dan 2 secara berangsur-angsur akan memberikan beberapa pengetahuan
sekolah dan dengan demikian sedikit persiapan buat pekerjaan terten-
tu, tetapi tidak akan memenuhi kebutuhan yang diperlukan dan paling
banyak dirasakan, terutama olch penduduk desa. .
Penduduk desa membutuhkan pendidikan rakyat dalam arti yang sesung-
guhnya, yaitu bukan henya pendidikan untuk seluruh penduduk (surat-
surat Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan tanggal 20 Pebruari
dan 9 Maret 1901 nomor 2226 dan 3167), tetapi juga pendidikan yang
berkaitan dengan kebutuhan dari dan sesuai bagi penduduk desa. Yang
perlu bagi desa ialah pendidikan yang lebih banyak didasarkan prak-
tek kehidupan orang desa, ini lebih dibutuhkan daripada yang seka=
rang diberikan oleh pendidikan Pemerintah. Disamping sekolah yang
diatur menurut model Bgrat di ibukota, di desa akan harus ada seke-
lompok sekolah yang memberikan pelajaran kepada orang desa yang pen-
ting untuk perjuéngan hidupnya; yaitu:
1. Memperbaiki pengertian tentang pertanian dan perkebunan buéh—bu—
ahan. .
2. Memberi pengertian sehat tentang peternakan.
3. Mengembangkan ketrampilan dan rasa seni dalam mengerjakan kain
dan bahan yang ditemukan di daerah dimana ia bertempat tinggal.
Untuk tidak menghadapi keberatan-keberatan yang tidak teratasi, maka

pendidikan imi harus diatur sesederhana mungkin dan harus berkaitan

o
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dengan kehidupan desg. Mengingat kesulitan untuk memperoleh perso-
nil, maka permulaannyé hérus.keéil dan lebihk banyak bersifat perco-
baan{ Ini perlu, karena menghadapi masalah baru dan harus bekerja
dengan meraba—rabg. Kekosongan yang sungguh-sungguh dalam pendidik-
an Bumiputera ihiﬁsudah lama dirasakan. Keyakinan ini makin -diper-
kuat setelah membaca artikelvdéfi H.E. Schmalhausen dalam majalah
""de Indische Gidé” (Petunjuk Hindia Belanda) bulan Agustus dan Sep-
tember 1902 (judul ?Apa yaﬁg dibutuhkan Jawa?") dan dari Bupati
Ngawi dalam majalaﬂ untuk ?éﬁerintahan Dalam Negeri bulan Juli 1902
(R.M. Tumenggung Oetoyo, judul: "Sekolah Ketrampilan yang berpindah
pindah bagi Bumiputera“);
Tidak semua pemikiran dalam artikel tersebut dapat diterima untuk
dipraktekkan, tetaﬁi namﬁaknyé ada beberaba yang akan dapat dicoba-
kan dalam praktek ﬁgngan berhasil. Percobaan harus dilaksanakan
dengan sungguh—sungguh;rsupaya dapat dimulai di dalam pendidikan
desa dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Masalah ini supaya di-
pelajari sedemikian, sehingga dalam Anggaran Belanja tahun 1904 su-~
dah dapat dimasukkan posnya, untuk dapat dimulai dengan perecobaan
dalam tahun ini Juga. Demi masalah percobaan tersebut seharusnya -
dilaksanakan dengan bantuan seorang Bupati yang merasakan penting-
nya masalah itu, dan dengan sendirinya sebaiknya di daerah Ngawi.
Percobaan ini harus sdngguh—sqngguh menuju ke sasarannya, karena:
1. Belum diketahui baﬁyaknya keberatan terhadap pendidikan desa
yang diusulkan.
2. Kegunaannya oleh banyak drang masih disangsikan.
3. hanya prakteklah dapat memberi:jawaban atas berbagai pertanyaan

tentang masalah ini.

Dengan adanya usul ini sama sekali tidak meremehkan nilai sekola®-
sekolah Bumiputera yang sekarang ada, dan akan terus berusaha keras
supaya perluasan jumlahnya diteruskan seperti tahun-tahun terakhir
ini. Menteri yang lama tidak dapat menyetujui pemikiran Diféktur
Pendidikan, Agama, dan Kerajinan untuk memperluas jumlah sekolah

yang sudah ada dengan 6 kali yang dilaksanakan tahun-tahun akhir
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ini tiap-tiap tahunnya. Menurut pendapatnya bantuan prakarsa swas-

ta bagi pendidikan lebih diéukai daripada pendidikan langsung oleh

Pemerintah, juga karena dengan jalan ini kebutuhan akan pendidikan

dapat dipenuhi dengan pengorbanan keuangan negara yang jauh lebih

sedikit. Keunggulan pendidikan swasta atas pendidikan-oleh Pemerin
tah menurut pendapatnya:

1. Dapat lebih menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan yang khas
di daerah tertentu.

2. Dapat berszma-sama menaikkan penduduk Bumiputera ke tingkat ke-
rohanian dan kesusilaan Barat yang lebih tinggi (pendidikan ti-
dak hanya harus terbatas mengajarkan beberapa pengetahuan seko-
lah, tetapl seharusnya mendalam ke kehidupen rohani si anak).

3. Pendidikan Pemerintah yang harus bersikap netral, sebagian ter-
besar diberikan oleh guru-guru beragama Islam.

Dengan bertambahnya pengetzhuan diharapkan dapat membantu membe-
rantas ketahayulan, tetapi justru karena kenetralan ini tidak
dapat menggantikan apa yang diambilnya (=gambaran-gambaran taha-
yul) dengan sesuatu yang lain yang lebih baik. Dari sudut pan-
dangan pedagogis pendidikan swasta lebih berhasil, karena dapat

membina ke dalam dunia pikiran yang lain sama sekali.

Dengan penuh perhatian ditunggu-tunggu usul dari GubernurﬁJenderal
mengenai peraturan yang lebih baik dari pemberian subsidi kepada
"pendidikan Bumiputera swasta. Selama prakarsa swasta dalam hal ini
masih lemah, pendidikan oleh Pemerintah akan tetap dimajukah dan
perluasan jumlah sekolah kelas 1 dan 2 dilanjutkan menurut cara dan

derap yang sampai sekarang dilaksanakan.



PENDIDIKAN, BAGIL

11. Surat Sekretaris Pemerintah kelas I kepada Direktur Pendidikan,

Agama, dan Kerajinan (J.H. Abendanon) tanggal 4 Juni 1903 nomor
'166 Rahasia

Keadaan, bahwa:
1. Bobot para raja dan pembesar kerajaan dari daerah-daerah dengan
pemerintahan sendiri, sementara daerah sering menyedihkan.
2. Ada daerah dimana para anak raja menghabiskan waktunya tidak
~ hanya dengan bermalas-malasan saja, tetapi dalam usia yang ma-
sih sangat muda mendapat kesempatan menyerah pada kecabulan,
main judi, menyabung ayam, minum; madat, dan memeras rakyat.

- Timbul pertanyaan pada Gubernur Jenderal apakah hal itu bukan hak
Pemerintah untuk menuntut pada para raja, supaya mereka memberikan
pendidikan tertentu kepada putera-puteranya paling sedikit putera-
nya yang diinginkan menjadi penggantinya.

Hak untuk menyetujui penunjukkan pengganti raja dipegang oleh Pe-

_ merintah, dan ia hanya perlu membuat persetujuan itu tergantung
dari syarat, bahwa pengganti raja harus telah menikmati pendidikan
tertentu. Pada hakekatnya hal ini akan mempunyai pengaruh ke arah
perbaikan.
wSupaya para raja dapat memberikan pendidikan yang diperlukan kepa-
davputeré—puteraﬁya, Pemerintah harus memberikan bantuan. Pendi-

" dikan yang dilaksanakan dalam bentuk apapun akan memerlukan biaya,
dan bagil péra raja yang tidak cukup keuangannya akan dirasakan ter
lalu berat, bahkan bagi beberapa raja pasti di atas kekuatannya.
Maka dari itu demi keadilan dan politik yang baik, menuntut bahwa
Pemerintah dimana perlu harus ikut menanggung pengeluarannya, pa-
ling tidak sebagian. Uang yang diperlukan untuk maksud ini menu-
rut Wali Negara merupakan suatu penanaman yang baik, jika kare
nya dapat dibentuk raja-raja, yang dalam pendidikan, otak, dan lu-

as pandangannya akan lebih berbobot daripada kebanyakan raja-raja

34
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sekarang. Keuntungan sampingan yang barangkali ada ialah, bahwa
Pemerintah dengan menangani pengawasan atas pendidikan para calon
raja akan mempunyai juga kesempatan yang lebih baik daripada se-
karang untuk memperoleh keterangan yang lebih terpercaya mengenai

gifat tabiat dan bakat kecerdasan mereka.

Diharapkan Direktur Pendidikan, Agama,. dan Kerajinan menyampaikan

pertimbangan serta nasehat mengenai masalah tersebut di atas, se-

sudah membicarakannya dengan pejabat-pejabat seperti Kepala Dae-

- rah Keresidenan di luar Jawa, dimana ferdapat daerah swapraja,

para pegawai inspeksi pendidikan Bumiputera, dan terutama Penase-

hat Urusan Bumiputera dan Arab.

Surat Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (J.H. Abendanon)

kepada Gubernur Jenderal (Rooseboom) tanggal 25 Nopember 1903 no-

mor 369 Rzhasia

Daléﬁ surat ini dijawab surat Sekretaris Pemerintah kelas I
tertanggal 4 Juni 1903 nomor 166 Rahasia, mengenai pendidikan pu-
tera-putera atau calon pengganti kepala daerah Swapraja, bahwa
nasehat telah dimohon dari para pembesar termaktub dalam penutup
surat tersebut di atas, serta pula dari Residen Yogyakarta dan
Surakarta. laschat dari pembesar-pembesar itu sangat berbeda:

1. Dari Gubernur Aceh dan daerah sekitarnya (Let.Jen. J.B. van
Heutz) , menanggap pendidikan pada sckolah Bumiputera biasa su-
dah cukup.

2. Dari Residen Bali dan Lombok (J. Eschbach).

Sesudah tamat sekolah Bumiputera, supaya disuruh diajar lebih
lanjut oleh guru Bumiputera dalam ilmu bumi, sejarah dan ukur
tanzh, kemudian oleh scorang kontrolir dalam pengetahuan prak-
tis tentang pembuatan szluran/bangunan perairan, tentang per-
tanian dan tentang pemeriksaan dalam perkara-perkara pidana
dan perdata.

3. Dari Residen Ternate den daerah-daerah sekitarnya (D.W. Horst).
Menganggap perlu masuk berturut-turut Taman Kanak-kanak (seko-
lah Frobel), Sekolah Rendah Eropa (E.L.S.) dan Sekolah Pendi-
dikan Pangreh Praja Bumiputera (OSVIA).*)

*) OSVIA dapat pula berarti Sekolah Pendidik

an Pegawal Negeri Bu-
miputera. ?
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Residen Yogyakarta (J.C. Couperus)

Menganggap sekolah-sekolah yang ada tidak ada yang cocok.
Mengusulkan mengajarkan kepada mereka mata-matapelajaran terten-
tu oleh guru-guru khusus, tetapi tidak dalam bahasa Belanda.
Residen Kalimantan Barat (A.J.Ch. de Ngve)

Kebanyakan para muda tersebut sudah terlalu tua untuk mengikuti
pendidikan biasa pada Sekolah Kepala Bumiputera.

Mengesulkan supaya dipondokkan pada seorang atau beberapa orang
Bupati, atau keluarga-keluarga pegawai Bumiputera terkemuka di
Jawa selama 3 tahun,

Residen Sumatera Timur (G. Schaap). v

Mengusulkan didirikan sekolah-sekolah di Medan dan Tanjung Ba-
lai, khusus bagi para putera raja-raja dan pejabat swapraja,
diatur dengan cara yang sama seperti sekolah rendah Eropa dengan
guru-guru Belanda.

Gubernur Sulawesi dan daerah sekitarnya (C.W.W.C. Baron van Hoe-
vell). lMengusulkan supaya guru-guru Bumiputera yang cakap di-~
perbantukan kepada raja-raja yang bersangkutan.

Residen Kalimantan Timur dan Selatan (C.A. Kroesen).

Mengusulkan supaya semua putera raja dari berbagai bagian Nusan-
tara dididik bersama dalam satu sckolah dengan asrama, yang di-
dirikan oleh Pemerintah dalam satu rumah besar dekat salah satu

ibukota di Jawa.

Bagaimanapun jauhnya perbedaan nasihat-nasihat itu, hampir semuanya

menyetujui dilaksanakannya pemikiran Pemerintah dalam surat rahasia

tersebut di atas. Sama halnya dengan nasehat para pegawai inspeksi

pendidikan Bumiputera, namun belum dapat disusun pola umum. HNase-

hat dari Penasehat Urusan Bumiputera dan Arab (Dr. Snouck Hurgronye)

memandang masalahnya lebih banyak dari sudut pamdangan umum:

1.

Menginginkan didirikan sebuah pusat sekolah pendidikan dengan
pengajaran yang cukup tinggi dalam beberapa matapelajaran ter-
tentu disamping pengajaran pengetahuan umum, dengan pengawaszan

ketat dan pembinaan kuat oleh Pemerintah.
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Karena pelaksanaan segera dari ad.l tidak dapat diharapkan, ma-
ka diusulkan lebih baik mulai dengan-rencana yang lebih seder-
hana: .

a. para pemuda dipondokkan padé keluarga-keluarga Eropa yang
beradab;'mula—mula masuk sekolah rendah Yropa (sedekat mung-
kin dengan kediaman orang tua), dan kemudian untuk mengikuti
pengajaran pada Hogere Burgerschool.

b. para Residen yang bersangkutan méngawasi jalannya pendidikan
pemuda-pemuda itu, jika perlu menggunakan pengaruhnya pada
penuda dan orang tuanya, supaya masuknya sekolah teratur dan
supaya tidak dipergunakan ueng lebih banyak daripada yang
diperlukan dan berguna.

Di tempat dimana sudah ada Sekolah Pendidilkan Pangreh Praja

(0SVIA) di Jawa (Bandung, Magelang, Probolinggo) dan sekolah

Kepala bumiputera di Tondano, tidak perlu mengirimkan pemuda-

pemuda itu ke HBS, kecuali bagi mereka yang istimewa pandainya.

Sekolah yang direncanakan Sncuck Hurgronje (ad.l) lama dan

tingkatnya akan sama dengan HBS, tetapi ada beberapa matapela-

jaran yang dihilangkan (exakte dikurangi), dan beberapa matape-
lajoran ditambahkan, misalnya dasar-dasar ilmu hukum. |

Bagl mereka yang sudah terlalu tua untuk mengikuti pendidikan

di atas, diusulkan:

Mendirikan semacam sekolah Bumiputera yang lebih tinggi (Ilogere

Inlandse School) - menurut contoh sekolah pendidikan Pangreh

Praja; tetapi diubah sesuai keadaan daerah, dengan guru Belanda

dan bahasa Belanda sebagai matapelajaran bagi mereka yang mem—

punyai kecakapan untuk mempelajarinya.

Mendirikan sejumlah sekolah sedemikian - akan makan biaya yang

sangat besar. Meskipun oleh Pénaeehat ada pembatasan, hanya di

-ibukota keresidenan dan jika di antara para putera raja dan pem-

besar kerajaan dapat diperoleh jumlah murid yzang cukup (jumlah
ditetapkan minim). Akan ada keresidenan, dimana tidak dapat di-
dirikan sekolah semacam itu, sehingga putera-putera raja dan

pembesar swapraja yang umurnya lebih tua tidak dapat memperoleh
pendidikan.
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5. Pemikiran Dr. Snouck Hurgronye, yang dalam prinsip dapat dise-
tujui dan dapat dilaksanakan dengan biaya sedikit, yaitu dengan
cara pada tiap-tiap Sekolah Pendidikan Pangreh Praja di Jawa
dan pada Sekolah Kepala Bumiputera di Tondano diadakan kursus
dengan personil Eropa dan Bumiputera, khusus bagi pemuda-pemuda
tersebut dengan tujuan:

a. mengajarkan pengetahuan umum dan kesusilaan;

b. mempersiapkan diri agar dapat mengikuti pendidikan di seko-

laﬁ Pendidikan Pangreh Praja.

Yang sekiranya tidak akan mampu, hanya diberi pelajaran yang
dapat dicapail pada kursus selama 3 tahun dan tidak perlu me-
nunggu sampai dapat mengikuti semua matapelajaran, tetapi dapat
mengikuti bebérapa matapelajaran saja. Selanjutnya dapat meng-
ikuti pendidikan di Sekolah Pendidikan Pangreh Praja, kalau
perlu di berbagai kelas,

Bagl yang memperlihatkan kecakapan untuk belajar bahasa Belanda
diajarkan bahasa Belanda dengan maksud agar untuk selanjutnya
dapat mengikuti matapelajaran yang diberikan dalam bahasa Be-
landa. Sebaiknya murid yang meskipun sudah mengikuti semua ma-
tapelajaran, dipondokkan pada keluarga-keluarga Eropa yang ber-
adab, d-mana mereka dapat memperoleh bimbingan dalam kehidupan
sehari-hari. Jika dalam hal pemondokan ini ada  kesulitan, da-
 pat diatasi dengan bantuan dan kerjasama para Residen dan In-

spektur Pendidikan yang bersangkutan dan Dr. Smouck Hurgronye.

Diusahakan agar apa yang berbau kemewahan dapat dihindarkan. Hal-
hal yang perlu mendapat pérhatian:
1. Keberatan para raja, terutama dari isterinya,'ﬁntuk mengirimkan
putera-puteranya keluar daeraﬁ, karena:
a. rasaAketerikatan antara ibu dan anak;
b. kecurigaan akan maksud Pemerintah. |
Hal ini dapat diatasi dengan tindakan bijaksana dari Residen,

dan dari contoh beberapa raja lainnya.
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2. Mengunjungi Sekolah Rendah Eropa di dekat kediamannya menimbul-
kan keberatan raja, karena puteranya berkumpul dengan anak-anak
kawulanya sendiri, yang misalnya, dipersiapkan untuk sekolah
dokter. z pLak SR

3. Di beberapa Keresidenman ada raja-raja, yang sama sekali tidak
melakukan apa-apa untuk pendidikan para puteranya dan dari para
pejabatnya.

Daerah-daerah, dimana sudah dikerjakan ke arah yang diinginkan
ialah: Aceh (oleh keinginan Gubernur)
Surakarta (oleh prakarsa Susuhunan sendiri)
Kesultanan LinggafRiau, Asahan; Bacan, kepulauan Sangir
Talaud (tiap~tiap raja telah mengirimkan seorang pute-
ranya atau lebih ke sekolah). .

4, Menurut Dr. Snouck Hurgronye, untﬁk pelaksanaan rencana terse-
but, beberapa orang tua para pemuda tersebut sama sekali tidak
dapat memikul biayanya, dan ada yang hanya sebagian sgjg (ini
merupakan kekecualian). Bantuan dari Pemerintah, tidaklhévya
untuk pondokan dan makan, tetapi Juga untuk biaya perjalanan ke
Jawa pulang pergi. '

(untuk perencanaan biaya harus ada data mengenai jumlah
pemuda yang akan diterima, kekuatan keuangan para orang
tua, d1l.; jika rencana disetujui, akan dimulai percoba-
an di Bandung)

Mengenai daerah—daerah kerajaan di Jawé dapaé dikemukakan, bahwa

Residen Yogyakarta (L.C. Couperus}:

a. Khawatir, bahwa mempersatukan keturunan raja dengan anak-anak
lain di satu sekolah tidék akén diperkenankan.

b. Keturunan raja harus dididik hanya di ‘tempat sendiri, dimana me-
reka di kemudian hari akan berkuasa.

Ad.a dibantah oleh kenyataan, bahwa menurut surat Residen Surakar-

ta (W. de Vogel) dengan lampiran data dari Kepala Sekolah

Rendah Eropa Surakarta, ternyata putera Susuhunan mengunjungi

" sekolah tersebut,
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Ad.b pandangan ini tidak benar. Perlu diperhatikan pandangan
L.C. Couperus, Residen Yogyakarta.
Pendidikan di tempat sendiri dimana seluruh lingkungan dire-
sapi oleh pemujaan dan rasa bangga dan kuasa tanpa henti--
hentinya mendapat tempat khusus sehingga hasil (manfaat)
pendidikan akan sedikit sekali:. Hal ini diinsyafi oleh Sul-~

tan.

Jika raja di Jawa lebih menginginkan pendidikan di Magelang, maka
di sana akan dapat diangkat seorang guru. Lingkungan bukan Jawa
di Bandung akan lebih baik. Setelah mendapét persetujuan Gubernur
Jenderal, akan diadakan pembicaraan lebih lanjut dengan Residen
Yogyakarta dan Surakarta. ) '

Surat Sekretaris Pemerintah Kelas 1 kepada Direktur Pendidikan,

Agama, dan Kerajinan (J.H. Abendanon) tanggal 3 Mei 1904 nomor
203 Rahasia

Dalam surat ini diberitahukan, bahwa setelah membaca surat
tanggal 25 Nopember 1903 nomor 369 (nomor 12) dengan lampirannya
Nasehat dari Penasehat Urusan Bumiputera dan Arab tanggal 22 Sep-
tember 1903 nomor 60, Gubernur Jenderal memutuskan perlunya putera
putera raja yéﬁg telah ditﬁnjuk atau akan ditunjuk menjadi penggan-
ti untuk: '

1. Disuruh masuk Sekolah Rendah Eropa (ELS), sedekat mungkin dengan
tempat kediamannya,

2. Kemudian salah satu dari Sekolah Pendidikan Pangreh Praja (OSVIA)
di Jawa atau Sekolah Kepala Bumiputera (Hoofdenschddl)_d; Tonda~
no, dengan kebebasan bagi mereka yang terbukti cakap atau yang
orang tuanya lebih menyukai unéuk masuk Hogere Burger School (HBS)

5 tahun.

Dr. Snouck Hurgronje mengusulkan uﬁtuk mendirikan semacam Seko-
lah Bumiputera Atas (Hogere Inlandse School) di ibukota Keresidenan,
dimana dapét diperoleh murid yang terdiri dari putera raja dan pute-
ra pejabat swapraja dalam jumlah yang cukup bagi:
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1. "Keturunan raja" yang umurnya agak lebih tua dan yang pendidik-
annya menurut cara adat diabaikan. '

2. Juga putera—putera raja-raja yang kurang penting, dan pejabat-
pejabat swapraja, yang karena keuangan atau arti jabatannya me-

merlukan pendidikan yang lebih’ sederhana.

Menurut ﬁendapaﬁ Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan mengada
kan sekolah demikian akan memakan biaya yang sangat besar, dan ka-
rena itu;pemuda-pemuda tersebut lebih baik disuruh mengikuti kur-
sué‘dengén personil Eropa dan Indonesia yang diadakan di tiap-tiap
Sekolah Pangreh Praja di Jawa dan di Sekolah Kepala Bumiputera di
Tondano. ' '

Akan tetapi Wali Negara (Gubernur Jenderal) tidak mengharap-
kan hasil dari ‘mengikuti kursus-di atas bagi pemuda-pemuda yang
:pendidikénnya telah diabaikan. 'Dan bagi anak-anak yang lebih muda
yang disebut Snouck Hurgronje (Ad.2) yang membutuhkan pendidikan
yang lebih sederhana; imenurut pendapat Wali Negara cukup mengikuti
kursus pada Sekolah Bumiputera atau Sekolah Rendah Exopa dari Pe-
merintah.

Bagi para putera raja yang ditunjuk menjadi pengganti, yang
usianya sudah meningkat dewasa,; tindakan yang paling mengenai sa-
sarannya menurut anggapan Gubernur Jenderal, ialah:

masing-masing persoalan harus ditimbang terpisah, putusan

yang ditentukan tergantung dari bakat, tabiat, sifat-sifat

individuil lainnya, dan keadaan kehidupan pemuda itu,
Wali Negara minta Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan meng-
hubungi para Residen yang bersangkutan untuk diminta nasehat me-
ngenai mereka, masing-masing terpisah dan disertai demgan usul-usul
tertentu.

Untuk memulai para Residen harus berusaha membujuk para raja
serta pembesar daerah Swapraja, supaya putera-puteranya yang sudah
mencapai usia sekolah dimasukkan ke Sekolah Rendah Eropa dalam Ke-
residenan tempat tinggal mereka, dan menyelidiki kemungkinan me-
mondokkan anak-anak itu pada keluarga Eropa yang beradab., Jika

terdapat kesulitan, bantuan dan kerjasama Dr. Snouck Hurgronje da-
pat diharapkan.



PENDIDIKAN BAGI
PENDUDUK_BUMIPUTER?

14. Nota Menteri Jajahan (Idenburg) - tanpa tanggal. *)

Kekuasaan Belanda atas Hindia Belanda membebankan kewajiban
untuk memerintah bangsa-bangsa Nusantara, pertama-tama demi kepen-
tingan mereka, dan melindungi hak-hak mereka. Kepentingan menuntut
kemajuan rohani dan jasmani mereka.

(pendirian mengenai pengkristenan Hindia Belanda: kedudukan

hukum orang-orang Kristen Bumiputera, sikap Pemerintah selaku

"wakil Bangsa Kristen', menghormati kebebasan batin, zending

“rangkap', kedudukan gereja Protestan, peningkatan kesusilaan

penduduk Bumiputera)

Pendidikan penduduk Bumiputera menurut nota tersebut:

1. Organisasi pendidikan rakyaf yang sesuhgguhnya oleh neéara, akan
melebihi kekuatan keuangan negara.

2. Pendidikan Bumiputera sepertl yang diberikan oleh Pemerintah
akan membuat propaganda bagi agama Islam.

3. Maka dari itu bantuan kuat bagi pendidikan rakyat yang diberikan
zending adalah untuk kepentingan keuangan dan politik negara.

Selama prakarsa swasta masih kﬁrang, organisasi pengajaran rékyat

sebaiknya diusahakan dengan:

1. Memperluas jumlah sekolah kelas 1 dan 2 secara berangsur.

2. Perluasan hanya bagl tempat-tempat yang agak penting.

3. Memenuhi kebutuhan pendidikan bégi penduduk pedeszan dengan se-
kolah-sekolah yang dekat berkaitan dengan kebutuhan primernya.
Saat untuk melancarkan propaganda bahasa Belanda di kalangan pendu-
duk Bumiputera nampaknya belum tiba. Kebutuhan akan pengajaran ba~-
hasa Belanda nampak yang dipenuhi oleh prakarsa swasta, maka pra-

karsa itu dapat dibantu. Dalam pada itu pengajaran dalam bahasa
Belanda oleh Pemerintah sebaiknya han&a diberikan pada Sekolah Bu-
miputera yang lebih tinggi (Pendidikan Pangreh Praja, dokter Jawa,

guru) .

%) Judul nota tak bertanggal ini "Nota yang berisi hal-hal yang di-
kemukakan Menteri Jajahan' : ;
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15. Nasehat Dewan Hindia Belanda tanggal 28 April 1905 nomor XX ...

.. Dengan surat Rehasia tanggal 19 Desember 1904 hrf-E nomér 421
Residen Betawl mengemukakan sekali lagi perlunya memberikan’ bantu-
an Pemerintah-kepada:sekolah bagi anak=anak Cina, yang didirikan
dan diselenggarakan oleh perkumpulan "Tiong Hwa'ngg Koan";dimana
diajarkan bahasa Inggris, agar supaya perkumpﬁlaqbiﬁi dapat' meng-
angkat seorang guru Belanda dan disuruh'mengajafkéﬁjbhhasa Belan~'
da_ s ¥ M L BT Tt s
Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan, Mr: Abendanon (sudah
berhenti) dalam laporan rahasia tanggal 13 Jahuari 1904 nomor 74°
dalam nasehat mengenai masalah ini mengemukakan antara lain: “:- '
a. Sungguh aneh, bahwz anak-+anak:Cina mendapat pelajaran bahasa’

Inggris, dan tidak bahasa Belaada: :
b. Kenyataan ini tidak begitu ada artinya.
c: Pengajaran bahasa Bélanda dengan bantuan uang Peémerintah perlu
dimungkinkan. o
Dewan Hindia Belanda tidak dapat menyetujui pendapat ‘inii=~'* ~
Meskipun menurut penjeldsan yang diberikan pada ‘pasal 128 da-
ri Reglemen Pemerintah termuat ddlam Lampiran Lembaran Negara no-
mor 1037 pengurusan, mendirikan, dan menyelenggarakan sekolah bagi
orang-orang Cina tidak dapat dianggap termasuk urusan Pemerintah,
tetapi terhadap arah yang dianut sekolah-sekolah itu tidak boleh
bersikap acuh tak acuh sama sekali.
Jika‘dalam arah sekolah-sekolah itu disamping diajarkan bahasa Me-
layu dan bahasa Cina, juga diajarkan bahasa Inggris, maka generasi
yang mendatang lambat laun akan di-Inggriskan, dan makin lama makin
dijauhkan dari Belanda. Kekhawatiran ini tidak boleh dianggap ham-
pa, mengingat bahasa Inggris:"
a. Dianggap sebagai bahasa perdagangan.
b. Lebih mudah dipelajari daripada bahasa Belanda.
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¢. Dipakai sebagai bahasa pergaulan dan dibuat populer dengan per-
temuan-pertemuan orang-orang asing dengan ras kuning dif Asia
Timur.

d. Maka, "bahasa untuk seluruh bangsa" adalah yang mempersatukan
bangsa itu bahasa dan bukan tanah asal, maka bagian kawula yang
bekerja giat (= orang-orang Cina) makin lama makin berpaling
dari Belanda, dan mungkin jika keadaan mengarah ke sana, akan
memusuhi Belanda.

Jadl menurut pendapat Dewan Hindia Belanda, usaha orang-orang Cina

untuk maju yang jelas nampak sebagai akibat perang Rusia-Jepang,

seharusnya dari permulaan dibantu dan dibina sebanyak mungkin ke
arah Belanda. Cara pelazksanaan akan diselidiki lepih lanjut dan

dipertimbangkan. Perkumpulan "Algemeen Nederlands Verbond' akan di-

ikutsertakan dalam masalah ini dan akan diminta menghubungi orang-

orang Cina yang terpelajar dan banyak pengaruh, untuk membina ma-
salah ini ke arah yang diinginkan. Jika perkumpulan swasta itu

tidak bersedia atau kekurangan keuangan untuk itu, akan dapat di-

pertimbangkan untuk memberikan subsidi kepada sekolah Cina terse-

but, dengap tegas diberi syarat bahwa subsidi tersebut hanya untuk
pengajaran bahasa Belanda. Mengingat keadaan keuangan negara, se-
baiknya pemberian subsidi atau bantuan tersebut dibatasi, hanya
diberikan jika dari pihak pengurus sekolah Cina menyetakan adanya
kebutuhan pengajaran bahasa Belanda. Bantuan itu dapat berupa me-
mudahkan kesempatan untuk mendapatkan guru Belanda yang cakap atau
untuk memperoleh dana yang diperlukan.

Dewan Hindia Belanda menaschatkan, supaya Direktur Pendidika, Aga-

ma, dan Kerajinan menghubungi dan membicarakan masalah ini dengan

Kelompok Hindia Belanda dari "Algemeen Nederlands Verbond", dan ke-

mudian menyampaikannya lagi kepada Pemerintah dengan disertai usul-

usul yang dirumuskan.

Anggota Dewan Hindia Mr. Nieuwenhuys mengemukakan pendapat, bahwa:

1. Kekhawatiran akan akibat pengajaran bahasa Inggris di sekolah-
sekolah Cina terlalu dibesar-besarkan.
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2 Tidak setuju memberikan subsidi kepada.-sekolah-sékblah Cina be-
' tapapun kecilnya. _ v . L

3 Dapat menyetujui pemberian bantuan dengan cara-dara yang dinya-

takan oleh Gubernur Jenderal dalam Lampiran dari Nota Sekreta-

riat Umum.

‘REORGANISASI‘PENDIDIKAN BUMIPUTERA
~ PENDIDIKAN PERTUKANGAN

16. Surat Menteri Jajahan (Fock) kepada Gubernur Jenderal (van Heutz)
tanggal 15 September 1905 nomor 12/2733

Dalam pengantar nasehat mengenai perbaikan keadaan ekonomi
penduduk Bumiputera, yang tahun lalu disampaikannya kepada Menteri
Idenburg, ia telah dengan tegas menandaskan bahwa pendidikan men-
duduki. tempat sangat penting diantara ‘faktor-faktor yang menguasai
keadaan ekonomi penduduk Bumiputera. : # A '
Menurut pendapatnya (Fock) pendidikan, jika diatur menurut kebu—
tuhan-kebutuhan rakyat, merupakan satu~satunya jalan untuk membawa
orang Bumiputera ke kebebasan (= berdiri sehdiri)”yang lebih besar
dan ke penanggalan beberapa sifat, yang méﬁghéiaﬁg—halahgi kemaju-
annya sosial dan ekonomis. Menurut pendapatnya, terutama pendi-
dikan praktis yang mengarah untuk mendidik orang Bumiputera kearah
industri dengan mengajarkannya untuk mendapatkan matapencaharian
dalam pertukangan dan kerajinan, akan dapat diharapkan berhasil
baik, karena menurut jalan itu tidak hanya'diletakkan dasér bagi
kebudayaan 1eb1h tinggi, tetapi juga sebagian penduduk yang selalu
makin besar dibuat tidak tergantung dari pertanian bagi matapenca-
hariannya. o _ '

Berdasarkan keyakinan ini; segera sesudah pengangkatannya jadi
Menteri ia menganggap perlu mengadakan musyawarah dengan Gubernur
Jenderal mengenai apa yang harus dikerjakan. untuk pendidikan. .

Ia berpendapat bahwa perluas in berangsur yang lambat seperti yang
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dilaksanakan sampai kini, tidak dapat diteruskan. Oleh karena itu

perlu reorganisasi; dengan perluasan yang sangat menyeluruh. Se-

belum dapat diambil keputusan, perlu sebelumnya diadakan penyeli-
dikan mendalam dan teliti, untuk menjawab pertanyaan apakah:

2. Yang sekarang dikerjakan untuk pendidikan perlu ditinjau kemba-
11 atau diperluas?

b. Jika sekiranya 'ya' » apa yang harus dilakukan untuk reorganisa-
si atau penambahan. '

Gubernur Jenderal diharap supaya segera:

a. Memerintahkan mengadakan penyelidikan demikian.

b. Menyampaikan hasil-hasil penyelidikéﬁ kepada Menteri, supaya
dapat diperhitungkan pada pembicaraan Anggaran Belanja 1907,
dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dapat diajukan rencana leng-
kap mengenai reorganisasi dan perluasan pendidikan.

Menteri mengharap pada pembicaraan Anggaran Belanja 1906 yang akan

datang, sudah dapat mengemukakan rencananya, dan dengan Nota Peru-

bahan mengusulkan pos memori untuk biaya penelitian.

Gubernur Jenderzl diminta mengabarkannya dengan tilgram mengenai: -

kapan dimulainya penyelidikan, kepada siapa penyelidikan itu ditu-

gaskan, dan mengabarkan apakah menaruh keberatan dan apakah sukar
atau tidak menemukan pejabat yang cakap untuk penelitian.

Jika demikian maka akan dikirim dari Negeri Belanda seorang petu-

gas yang cakap untuk itu dan tahu akan keadaan di Hindia Belanda,

dan dipérbantukan kepada Gubernur Jenderal.

Surat Pd. Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan kepada Guber-

nur Jenderal (van Heutz) tanggal 23 Oktober 1905 nomor 17664

Dalam surat ini ia menyatakan, setelah mendalami surat perin-
tah Menteri (Jajahan) mengenai reorganisasi pendidikan Bumiputera,
bahwa dari pendidikan penduduk ke arah industri tidak dapat diha-
rapkan4apa-apa.dalém waktu dekat, karena menurut keyakinannya pen-

duduk tidak membutuhkan pendidikan demikian.
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Ditariknya pula nasehat tanggal 19 April‘1899 nomor 6627, diperde-
batkan dan diselesaikan dengan Surat Keputusan tanggal 2 Juni 1899
nomor 11, dimana dinyatakan bahwa:

1. Mendirikan sekolah-sekolah pertukangan oleh Pemerintah tidak
akan dapat dibenarkan, selama masyarakat Bumiputera belum
bYerpendirian bahwa kebutuhan akan golongan kekaryaan pertu-
kangan memang diperlukan. ‘

2. Tetapi dimana di kalangan penduduk Bumiputera nampak usaha
untuk lebih maju, Pemerintah berkewajiban untuk membantu de-
ngan: A |
a. memberi perluasan bagi perusahaannya.

b. mencobakan salah satu cabang kerajinan.

c. mengusahakan kerajinan rumah.
Percobaan ke arah ini (ad.c) telah dilakukan dengan mendirikan se-
kolah kerajinan rumah di Kabupaten Ngawi dan di Keresidenan Madiun
belum selesai. Laporan mengenai sekolah-~sekolah ini dan hasilnya
belum diterima dari Bupati R.M.T. Oetojo, yang sekarang dipindah-
kan ke Jepara. Dari berbagai pihak diberi keterangan bahwa perco-
baan itu gagal.

Menurut dugaannya yang dimaksud Menteri sesungguhnya bukan
seluruh Hindia Belanda pada umumnya, tetapi hanya Jawa dan Madura.
Dipandang dari sudut pelaksanaan praktis, memang sebaiknya dibatasi
hanya pada dua pulau ini. Menurut pendapatnya, penyelidikan dengan
teliti dan seksama dan kemudian mengajukan hasil-hasilnya disertai
dengan rencana lengkap mengenai reorganisasi dan perluasan'pendi-
dikan Bumiputera dengan lampiran hitungan biayanya, tidak mungkin
dikerjakan hanya dalam beberapa bulan saja, oleh seorang saja dalam
waktu yang begitu singkat. Hal ini mungkin masih dapat dikerjakan
jika hanya untuk bagian terbatas dari pulau Jawa (umpamanya Keresi-
denan Surabaya). o
Mengenai orang yang akan ditugaskan mengadakan penelitian, menurut
pertimbangannya sebaiknya:

a. Harus pegawail yang masih aktif bekerja.
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b. Harus cukup mengetahui keadaan pendidikan Bumiputera yang aktuil,
dan dapat mengambil putusan mengenai pendidikan yang sungguh-
sungguh beralasaﬁ° o ‘ .

c. Biasa dengan orang-orang Bumiputera dan kebutuhannya dalam la-
pangan‘pendidikaﬁ. Jadi bukan hanya 'tahu akan keadaan Hindia
Belanda pada umumnya" saja.

d. Harus dicari diantara pegawail Pemerintahan Dalam Negeri.

Mengingat pertimbangan di atas pandanganﬁya jatuh pada J.F. Jasper,

Kontrolir untuk Poliéi Surabaya, yang dengan publikasi-publikasinya

dalam surat-surat kabar dén majalah, membuktikan bahwa ia terbiasa

dengan kebutuhan orang-orang Bumiputera, dan mempunyai pandangan
terbuka bagi pendidikan industri orang Bumiputera.

Orang lain, yang dapat diajukan ialah H. Carpentier Alting, Inspek-

tur Perkreditan Tani Bumiputera; Tetaﬁi mengingat pekerjaannya, ti-

dak mungkin ia dapat diserahi tugas pencelitian.

Karena dalam jabatan sebelumnya belum pernah bersentuhan dengan
pendidikan Bumiﬁutera, ié telah mohon pertimbangan Dr. Snouck Hur-
gronje, Penasehat Urusan Bumiputera dan Arab. ;

Bersama surat ini‘disampaikan catatan-catatan yang berharga sekali

dari Dr. Snouck Hurgronje mengenai masalah ini, dan diharap Menteri

Jajahan mempertimbangkan pandangannya, dan demi kepentingan orang-

orang Bumiputera‘kéfa—kata_peringatannya didengarkan.

Kesimpulannya: ‘

a. Rencana yang dianjupkan Dr. Snouck Hurgronje dapat dilaksanakan.

B. Arah yang ditunjukkén Dr..Snouck Hurgronje seharusnya dimulai.

c. Menasehatkan supayé.tugas penelitian diberikan kepada Jasper dan
bukan orang lain.

d. Penyelidikan diadékan di‘keresidenan Surabaya, karena:

1. Jasper sudah bertahun-tahun bekerja di Keresidenan Surabaya.

2. Mengingat banyaknya perusahaan industri di sana. ,

3. Dengan demikian dapat diberi jawaban atas pertanyaan, apakah
peninjauan.kembali pendidikan Bumiputera ke arah industri da-
pat menuju ke hasil yang praktis dan bahwa orang-orang Bumipu-
tera yang diberikan didikan jadi ahli tukang, dapat menemukan

pekerjaan pada perusahaan-perusahaan tersebut.
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Mengenai perbaikan khusus dari apa yang sekarang sudah ada, dina-
sehatkan supaya diadakan musyawarah dengan para Inspektur Pendi-

. dikan Bumiputera di ‘Jawa dalam sebuah pertemuan dalam liburan pu-
asa., .Konperensi 4tu akan diadakan permulaan bulan Nopember. Bi-
. lamana: pembicaraan dalam konperensi menghasilkan usul~usul lebih
lanjut, akan disampaikan dengan tilgram kepada Menteri (Jajahan),
sehingga jika disetujui dapat diikutkan dalam pembicaraan Anggar-
.an Belanja tahun 1906, karena maksud Menteri dalam pembicaraan
terbuka dalam Majelis Rendah (Tﬁéede Kamer) pada pertengahan bulan
Nopember akan mengemukakan reﬁéaﬁa;}encananya.

Untuk pembicaraan dengan Jasper harus dengan perantaraan Di-
rektur .Pemerintahan Dalam Negeri, yang sebelumnya harus ada per-
setujuan Gubernur Jenderal,

~Setelah menerima persetujuan tersebut akan diadakan pembica-
raan dengan Jasper untuk:

a. Menentukan jalannya penelitian dan hal-hal yang berhubungan de-
ngan itu.

b. Bagaimana posisi keuangannyz selama melakukan pekerjaan ‘péeneli-
tian akan dapat diatur sebaik-baikn&a. ) T R

Catatan-catatan Dr., Snouck Hﬁrgronje ataé surat kawat Menteri “(Ja-

jahan) tanggal 15 September 1905 hrf.A.” —— 12/2733

o 273

Ad. al 2

Pemikiran tersebut dapat disetujﬁi, tetapi tidak boleh dilupakan,
bahwa sangat sulit menentukan kebutuhan-kebutuhan rakyat, lebih-
lebih karena rakyat masih kekanak-kanakan belum dewasa untuk me-
ngetghul sendiri kebutuhannya, dan hanya sedikit.mengemukakannya.
Bahkan para pegawai Bumiputera-pun baru saja mengatasi ketidak-
dewasaan itu, 'dan baru sésudah emansipasi ini menjadi kenyataan,
dapat diharapkan dapat menerima data—data yang sungguh-sungguh,
sehingga dapat diambil keputusan yang betul~betu1 mengenal kemana
arah  Pendidikan rakyat dapat dimnjukan demi kepentingan rakyat.
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Sebagian besar pegawal Bumiputera mengangguk 'ya' pada semua pemi-
kiran mengenai pendidikan rakyat yang selalu berganti-ganti, yang
dari pihak Eropa dibayangkan kepada mereka, dan rakyat bukan pega-
wal bersikap seperti masa pasif, dimana diadakan bermacam-macam
percobaan, yang dijejalkan pengetahuan setengah-setengah atau ku-
rang keahlian dari luar negeri.

Andaikata tefdapat lebih banyak orang Eropa daripada yang se-
sungguhnya ada, yang begitu mendalami penghidupan dan kebutuhan.
masyarakat Bumiputera sehingga dapat memberi keputusan terpercaya,
untuk dapat memberi isi yang betul-betul pada putusan ini, maka
dalam masyarakat Bumiputera sendiri harus nyata-nyata tampak ada-
nya desakan ke arah tertentu yang tak dapat dipungkiri dan terli-
hat oleh peninjau yang berwewenang.

Di kalangan pegawai-pegawai Bumiputera di Jawa dapat dilihat
adanya desakan yang tidak dapat dipungkiri untuk menuntut kemajuan
lebih tinggi dan emansipasi. Dengan demikian ada titik hubungan
antara kegiatan pendidik Barat dan orang-orang Bumiputera. Kepada
kelas-kelas masyarakat Bumiputera ini semoga diberikan sarana un-
tuk dapat memperoleh kemajuan yang diinginkan dan cocok bagi mere-
ka; semoga emansipasi wanita Bumiputera menjadi cukup untuk memba-
wa keluarga pada pendirian lebih tinggi; semoga para pegawai Bumi-
putera yang terdidik betul-betul ini dapat dibebaskan dari pewali-
annya yang sampai kini mengekang dan menghalang-halangi mereka.

Sangat disayangkan, terutama di kalangan penduduk Jawa, tidak
ada dorongan sedikitpun untuk melepaskan diri dari perjanjian-per-
janjian hutang yang kejam dan berat, sehingga lembaga-lembaga per-
kreditan tani, kas-~kas simpanan, dan bank-bank pinjaman yang dari
luar didesakkan kepada masyarakat Bumiputera, tidak dapat membawa
hasil, dan tidak dapat merubah keadaan ekonomi.

Begitu pula halnya dengan kebutuhan pendidikan Bumiputera me-
rupakan hanya.:teori-teori Eropa sebagai dasar pendapat, 'yang jika
dilaksanakan ‘akan menghasilkan kekecewaan yang mahal.
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~Ad. al 3

Andaikan dianggaé perlu sekali, bahwa orang-orang Bumiputera di Ja-
wa sebagian besar menanggalkan pertanian dan dibawa beralih ke in-
dustri, keﬁhhgkig.a_n.untuk memenuhi keinginap itu.masih kurang, ka-
rena tidak ada“dogqngan batin dari penduduk sendiri. Pendidik (pe-
dagog) Etopa,gggasxmembantu memajukan, tetapi ia tidak dapat membu-
at sesuatu dari yaﬁg tidak ada apa-apanya. Masyarakat Bumiputera
mungkin dapat memberikan sejumlah besar orang, yang di bawah tekan-
an dididik ke arah itu, dapat memperoleh kecakapan untuk melakukan
pertukangan dan peruéahaan yang memberi untung. Tetapi pada akhir
pendidikanﬁyajﬁéréka akan datang minta kepada negara diberi peker-
jaan sesuai dedgéﬁ pendidikannya, karena masyarakatnya tidak dapat
mempergunakan keahliannya yang lebih tinggi'itu dan juga tidak da-
pat membayarnya. ' ;
Dan neggra yang. telah mengadakan ahli-ahli pertukangan dan industri
yang berkelebihan itu, .tidak dapat menarik diri dari kewajibannya
untuk menghidupi mereka. Jangan disesatkan oleh sisa~sisa industri
dari abad-abad yang lalu9 yang masih tinggal hidup di beberapa tem-
pat di Jawa, yang akhir-akhir ini oleh para setengah~ahli sering
dibayangkan artinya ‘'Secara berlebih-lebihan. Sisa—sisa itu "rudi-
men" belaka dan tidak lebih. Meskipun orang romantis dan berbakat
seni merasa sedih melihat mereka hilang, tetapi dari sudut pandang-
an ekonomis peninggalan-penlnggalan sana-sini itu harganya sangat
kecil,;‘Tidak dapat menghilangkan apa-apa dari kenyataan, bahwa pa-
da saat sekarang ini orang-orang Bumiputera di Jawa tidak memperli-
hatkan kecénderungan dan kebutuhan, juga akan kemajuan industri,
meskipun dengan berbagai rangsangan yang dibuat-buat.
Menurut pandangan Snouck Hurgronje perubahan dalam hal ini dapat
diharapkan dari contoh golongan bangsawan. Jika para bangsawan mu-
lai mendidik sebagian dari putera-puteranya untuk karier lain dari-
_p%da karier 'pet jabatan dan payung' (priyayi), maka gerakan itu
akan menjalar ke lingkungan bawahan, dan kemudian dapat ditentukan
N aréhnya, dimana usaha itu harus dibantu supaya berhasil lebih baik
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dan lebih cepat, Untuk mendidik buat pekerjaan lain bagi bangsawan
tidak kurang kesempatan. -
Lembaga-lembaga tabungan dan pinjaman secara dibuat-buat, emigrasi
yang secara dibuat-buat, dan pengadaan ahli-ahli pertukangan dan
industrivsecara dibuat-buat, untuk suatu saat ékan daﬁat memberikan
hasil semu, tetapi tidak membawa orang Jawa selangkahpun maju ke

kesejahteraane

-Ad. al 5

Pendidikaanumiputera yang sekarang telah ada - kecuali perbaikan-

perbaikan yang perlu menurut praktek dan pengalaman - memenuhi ke-

butuhan penting dari masyarakat Bumiputera dan dapat banyak sekali

diperluas. Akan tetapi jika ingin mencoba apa yang akan dapat di-

capal dengan jenis pendidikan yang sama sekali berlainan, yang .erat

berhubungan dengan apa yang dianggap kebutuhan masyarakat Bumipute-
ra oleh beberapa kalangan Eropa, maka dinasehatkan membatasi diri
pada percobaan yang betul-betul, dan:

a. Dalam suatu daerah yang dipilih secara khusus dan sesuai.

b. Pimpinan percobaan diserahkan kepada para pendukung yang sungguh
sungguh dari pendapat . (yang sekarang jadi mode) mengenai indus-
tri Bumiputera,%

c. Jika mempunyai kesanggupan hidup, akan segera terbukti, dam cara
perluasannya akan menampakkan diri dengan sendirinya.

d. Jika sebaliknya ternmyata, bahwa meskipum dalam keadaan-keadaan
yang paling menguntungkan, masih selalu perlu diberi bermacam-
macam daya lebih dari biasa untuk menjaga jangan sampai pertu-
kangan dan industri itu hancur, maka percobaan dihentikan, dan

jangan membuéﬁg—buang uang lebih banyzk lagi.

Ad. al 6

Penelitian pendahuluan yang teliti, jika dibatasi pada satu keresi-
denan yang péling terpilih untuk percobaan itu, mungkin dapat dila-

kukan dalam ﬁéﬁérapa bulan. Untuk seluruh Jawa - ini tentunya yang
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dimaksud Menteri - tidak mungkin, dan orang yang mau menanganinya .
dengan demikian akan kehilangan reputasinya sebagai orang yang
sungguh-sungguh., Obyek penyelidikan dalam keresidenan tersebut
di atas mélipuii penétapan cabang-cabang pertukangan dan industri
yang banyak kémungkinan dapat dikerjakan penduduk dengan berhasil
baik, dan kemudian merencanakan tindakan yang perlu dalam lapang-

an pendidikan, untuk menjamin tercapainya maksud itu.

Ad. al 8

Tugas penelitian itu dapat diserahkan kepada kontrolir Jasper un-
tuk keresidenan Surabaya. '

Dr. Snouck Hurgronje tidak yakin bahwa seluruh tindakan (pen-
didikan industri rakyat) akan dapat berhasil.

Surat Sekretaris Pemerintah kelas I kepada Pj.Direktur Pendidikan,

Agama, dan Kerajinan SJ.G, Pott) tanggal 14 Nopember 1905 no.3836

Dalam suraﬁ ini diberitahukén, bahwa Gubernur Jenderal pada
pokoknya menyetujui usul Direktur PAK dalam suratnya -anggal 23
Oktober 1905 nomor 17664:

1. J.E. Jasper, Kontrolir pada Pemerintahan Dalam Negeri di Jawa
dan Madura, disetujuil ditugaskan untuk mengadakan penelitian
teliti di satu keresidenan tertentu yang ditunjuk mengenai ca-
bang-cabang pertukangan dan industri, yang mempunyai kemungkin-
an terbesar akan dapat dilakukan penduduk dengan berhasil baik.

2. Penelitian démikiaﬁ tidak perlu dibatasi hanya di keresidenan
Surabaya.

3. Di beberapa tempat di Jawa, orang-orang yang beriktikad baik
terhadap penduduk di lingkungan mana mereka hidup ~ terutama
para zendeling - telah melakukan percobaan-percobaan menolong
orang-orang Bumiputera yang mahir dalam berbagai kerajinan de-
ngan metoda baru dan dengan alat-alat yang lebih baik. Tempat-

tempat itu misalnya Mojowarno, Kendalpayak, dan Semampir.
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Diterangkan selanjutnya, bahwa Pemerintah telah:

1. Membantu usaha-usaha ‘tersebut di atas dengan memberi sekedar
subsidi jika dimohon. . ) ‘

2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seorang Pejabat Ke-
pala Bumiputera (= Bupati) di Ngawi melakukan percobaan-perco-
baan luas dengan sekolah-sekolah kerajinan, yang juga disebut-
sebut dalam surat Pj. Direktur PAK.

3. Sekarang Gubernur Jenderal menganggap perlu menunjuk seorang
khusus untuk memeriksa dan membandingkan hasil~hasil yang di-
peroleh di berbagai tempat, kemudian berdasarkan pendapatnya
mempertimbangkan apa yang selanjutnya harus dikerjakan untuk
melaksanakannya.

Orang tersebut harus memenuhi dua syarat:
a. Tahu betul-betul tentang kerumahtanggaan Bumiputera.
b. Berbakat untuk bertindak praktis.

4. Jika kdntrolir Jaéper menurut pendapat Pj. Direktur PAK meme-
nuhi kedua syarat itu, Wali Negara (Gubernur Jenderal) tidak
keberatan tugas itu (ad. 3) diserahkan kepadanya.

Usul-usul yang terumus harap segera disampaikan dengan peran-
taraan Direktur Pemerintahan Dalam Negeri. |

Dilampirkan salinan-salinan dari tilgram mengenai masalah ini yang

disampaikan kepada Menteri Jajahan tanggal 25 Oktober, 5 dan 9 No-

pember 1905 NOMOT~NOMOT 6, 3 dan 61.

Surat Pj. Direktﬁr“Pendidikan; Agama, dan Kerajinan (J.G. Pott)

kepada Gubernur Jenderal (van Heutz) tanggal 30 Nopember 1905 no-

mor 20007

Menarik surat Sekretaris Pemerintah kelas I tanggal 27 Okto-
ber dan 14 Nopember 1905 nomor-nomor 3679 dan 3836.
Dalam konperensi para Inspektur Pendidikan Bumiputera di Jawa
telah membicarakan:
1. Pikiran Pemerintah mengenai reorganisasi dan perluasan besar
dari pendidikan Bumiputera tersebut dalam surat Menteri tanggal

15 September 1905 hrf.Al nomor 12/2733.
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2. Pertanyaan apakah dengan mendirikan sekolah-sekolah desa seder-
hana, seperti yang dahulu didirikan oleh Asisten Residen Amba-
rava P.M.L. de Bruyn Prince, dapat atau tidaknya dijadikan lang-
kah penting ke arah pendidikan rakyat yang sesungguhnya.

Pertanyaan ini tidak dapat dijawab, karena ternyata dari para In-

spektur hanya seorang saja yang pernah mendengarnya, dan ini dari

desas-~desus saja.

Tiga pertanyaan penting dibicarakan dalam Konperensi (lihat ad.l

di atas), yakni:

1. Apakah sekolah negeri Bumiputera, seperti yang sekarang diatur,
memenuhi kebutuhan pendidikan di kalangan penduduk.

2. Bagaimana pendidikan -~ dimana perlu - harus direorganisir dan
diperluas.

" 3. Apakah di sekolah rendah dapat diberikan pendidikan ke arah in-

dustri, umpamanya barangkali pengetahuan dagang dan tata buku

sederhana. : ’

Pertanyasan 1:

Semua Inspektur sependapat dan dapat dijawab dengan ‘'ya’.

Rencana pelajaran di Sekolah Bumiputera kelas 2, yang merupakan
éekolah rakyat meliputi menulis dan membaca bahasa daerah, dan

4 peraturan pokok dalam berhitung dengan angka-angka penuh. Ter-
batas cekali tetapi memuat yang perlu sekali bagi peningkatan ke-
majuan rakyat. Sekolah Bumiputera kelas 1 merupakan lembaga peng-
ajaran yang lebih diperluas.

Pertanyaan 2:

Diakui, bahwa perluasan besar jumlah sekolah merupakan tuntutan
yang sargat mendesak, tetapi pembukaan sekolah-sekolah baru harus
tetap tergantung dari tersedianya guru-guru yang berwewenang dan
cakap. Sckolah-sekolah swasta baik yang bersubsidi maupun lainnya
memberikan bukti, hahwa pendidiken dengan personil yang tidak cu-
kup diporsiapkans hasilnya sedikit sekali. Sekolah-sekolah swasta
ini akan darat memenuhi sebagian kebutuhan pendidikan .dengan cara -

yang tidak mahal, andaikata dapat diperoleh personil yang lebih
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baik. Peraturan subsidi yang diusulkan (surat Hindia Belanda ter-
tanggal 3 Januari 1905 nomor 7/7) memberi beberapa harapan; karena
bagi guru-guru swasta mengandung rangsangan untuk berusaha memper-
oleh wewenang tertentu untuk memberi pengajaran.

'Dianjurkan supaya sekolah-sekolah swasta yang tidak memenuhi sya-
rat-syarat yang cukup lunak, tetapi jika dikunjungi oleh jumlah-
jumlah tertentu (ditetapkan 8C) murid, dapat diselenggarakan seba-
gal sekolah negeri, tetapi tegas«teé;s dengan perjanjian tersedia-
nya personil yang berwewenang.

Timbul pertanyaan mengenai harus atau tidaknya sekolah guru
Bumiputera ditambah jumlahnya atau jumlah muridnya. Penambahan
jumlah sekolah gurﬁ Bumiputera di Jawa untuk sementara waktu di-
pandang belum perlu, sedangkan perluasan jumlah murid secara ber-
angsur pada sekolah-sekolah guru yang ada (terakhir dengan Surat
Keputusan tanggal 21 Januari 1905 nomor 10) sementara dianggaphsu—
dah cukup. (Bandung 5C, Yogyakarta 75, Probolinggo 75, Fort de
Kock 50, Amboina 50).

?eflu sekali mendapat banyak guru bantu yang cakap dan diuji
(paéal 5 alinea 1 sub e Lembaran Negara 1893 nomor 127) yang menu-
rut pasal 9 sub c dari Lembaran Negara tersebut dapat diangkat ja-
di Kepala Sekolah Bumiputera kelas 2. Bagi banyak sekolah kecil
cukup dengan guru-guru bantu, dan karena itu biayanya dapat diba-
tasi.

Pertanyaan 3:

Para Inspektur menyatakan keberatan terhadap pendidikan teknis,
misalnya pendidikan pertukangan, diajarkan di sekolah-sekolah ren-
dah. Juga pendidikan pengetahuan dagang dan tata-buku sederhana
bagi Sekolah Rakyat dipandang tidak perlu. Didukung artikel dari
bekas Inspektur Pendidikan Bumiputera J. Habboma dalam majalah
"Indische Gids" bulan September 1905 yang dengan keras menentang
diberikannya pendidikan kejuruan di sekolah-sekolah rendah.
Sekolah Rendah harus hanya memberikan pendidikan pengetahuan umum.

Kesimpulan dari pembicaraan-pembicaraan ialah: bahwa reorganisasi
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sekolah rakyat negeri Bumiputera tidak perlu dan tidak diinginkan,
tetapi hanya ada kebutuhan ditambahnya jumlah sekolah, dengan ti-
dak sekaligus tetapi berangsur-angsur dan dalam hal ini tergantung
dari tersedianya personil yang berwewenang. Mengenai hal tersebut

para Inspektur akan berusaha sebanyak mungkin 'untuk mémajukannya
(ad.2).

Dibicarakan juga kemungkinan memajukan kerajinan penduduk.

1. H.Th.J. Uijtterbroeck.
Di Negara (keresidenan Kalimantan Tenggara) penduduk giat me-
ngerjakan kefajinan penempaén alat-alast dari besi - yang meski-
pun masih kasar, tetapi memenuhi kebutuhan penduduk -~ bahkan
sampai banyak dikirim keluar, ke Siam dan Australia.

2. G.J.F. Biegman.
Di keresidenan Sumatera Barat ditemukan banyak tempat kerja
pengrajin tempa besi, pertukangan kayu, dan pembuatan barang
pecah-belah,

3. L.G. Bertsch, o
Di Jawa Tengah terdapat berbagai industri kecil Bumiputera.

Dengan penggalakan dan bantuan pertukangan dan kerajinan penduduk
ini dapat ditingkatkan lebih tinggi.

N

Penugasan Kontrolir Jasper.

Kontrolir Jasper memenuhi kedua syarat, termaktub dalam surat Pe-

merintah tanggal 14 Nopember'1905 nomor 3836, dan telah dipanggil

ke Betawi oleh Direktur Pemerintahan Dalam Negeri atas permohonan

Direktur PAK,

Dalam pembicaraan Direktur PAK dengan Jasper, maka disimpulkan

bahwa:

1. Penelitian akan diatur sepraktis mungkin. /

2, Penelitian diarahkan untuk menjawab pertanyaan yang dibicarakan
dalam konperensi para Inspektur Pendidikan Bumiputera tersebut
di atas, dan bagaimana kerajinan rakyat, terutama kerajinan ta-
ngan, dapat digalakkan dan dimajukan (bagaimana pendidikan rak-
yat ke arah industri dapat dibina).



20.

58

3. Penelitian sementara dibatasi pada keresidenan Surabaya dan un-
tuk itu dijanjikan pertolongan dan bantuan para pegawai Pemerin-
tahan Dalam Negeri, jika diperlukan.

4. Untuk penelitian kemudian tentang hasil-hasilnya pengajaran di
sekolah-sekolah kerajinan dan pertukangan swasta di Jawa, dimo-
honkan kerjasama dari para Pegawai Pemerintahan yang bersangkut-
an, .

5, Dari hasil penelitian harus dapat disusun pendapat pribadi yang
bebas mengenai masalah yang diselidiki.

6. Kecuali jika ada keadaan-luar biasa dan tidak diduga-duga, pe-
nyelidikan harus selesai paling lambat akhir April 1906 dan la-

. poran serta usul-usul harus segera diajukan.

PENDIQ;§é§ RAKYAT - PERCOBAAN DENGAN
SEKOLAE-~-SEKOLAH DESA DI JAWA

Surat Sekretaris Pemerintah kelas I kepada Pj. Direktur Pendidikan,
Agama, dan Kerajinan (J.G. Pott) tanggal 27 Oktober 1905 no.3679

Dalam surat ini dikemukakan, bahwa Gubernur Jenderal telah di-
beritahu bahwa P.M.L. de Bruyn Prince - sekarang Wakil Ketua Dewan
Hindia Belanda - sewaktu masih menjabat Residen Kedu atau Assisten
Ambarawa telah mengambil prakarsa mendirikan sekolah-sekolah desa
sederhana. Sekolah-sekolah ini setelah ditinggalkannya hilang la-
g¢i karena kurang perhatian dan pengawasan‘&ati”pengganti—pengganti—

. nya.

Gubernur Jenderal mengharap pertimbangan, apakah dengan mendi-
rikan sekolah demikian itu disamping atau sebagai pengganti dari
sekolah-sekolah Bumiputera yang sekarang ada, dan dengan mengkesam-
pingkan sekolah kerajinan yang didirikan oleh R.M.T. Utoyo, dapat
diambil langkah yang penting ke arah pendidikan rakyat yang sesung-
guhnya.
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Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan diminta menya—pai-
kan pertimbangan dan nasehat mengenai hal ini, setelah meng=dakan
konperensi para Inspektur Pendidikan Bumiputera pada pérmulaan bu-
lan Nopember 1905, menurut suratnya tanggal 23 Oktober 1905 ncmor
17664,

Pada sekolah-sekolah desa, yang akan minta biaya Temerintah
sangat kecil (sekelah-sekolah yang didirikan P.L.M. de Brayn o ‘nce
sama sekali tidak memerlukan biaya apa-apa dari negara), tidak ha-
nya akan diajarkan menulis dan membaca (dengan huruf Latin dan Ja-
wa) dan berhitung, tetapi dimana mungkin juga diberikan pendidikan
pertukangan sederhana, dengan mengingat bahan-bahan nentzh yarg
dapat diperoleh di daerah itu, alat-alat yang dipergunakan di cann
dan lain-lain sebagainya.

Telah diterima surat kawat dari Menteri Jajahan, minta naschat
terakhir dari Pemerintah Hindia Beland» ' engenail reorganisas? - ~a-
didikan Bumiputera yang diinginkannya, paling lambat tanggal 6 No-
pember 1905. Tanggal ini supaya diperhitungk- jika konper nsi
tersebut di atas memperoleh hasil-hasil lebih lanjut.

Surat Pj. Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan dan Pj. Direl-

tur Pemerintahan Dalam Negeri (D.F,W. van Rees) kepada Gubernur

Jenderal (van Heutz) tanggal 20 Maret 1906 hrf., A tanpa nomo-._

Pada tanggal 11 Januari 1906 Gubernur Jjenderal remberi tuvegas
secara lisan kepada mereka untuk bersama-sama mengadakan micyawnrah
dengan H. Carpentier Alting, Inspektur Perkreditan Tani Bumiputera,
dan memberikan nasehat kepada Pemerintah mengenai kemungkinan men-
dirikan sekolah-sekelah desa untuk kepentingan pendudnk Bumipntera
di Jawa dan Madura.

Pertimbangan-pertimbangan Gubernur Jenderal ialah:

1. Jumlah sekolah bagi Pendidikan Bumipu:era santat kecil dita-
dingkan dengan jumlah jiwa penduduk Bumiputera, sehingga harva
dapat memberi manfaat kepada persentase sangat kc 1 perida 2u-~

miputera,
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Perluasannya yang sedemikian rupa sehingga dapat disebnt pendi-

dikan rakyat yang umum tersebar di Jawa akan memakan biaya di

luar kekuatan keuangan negara. ‘

Padahal memeﬁﬁhi kebutuhan pendidikan merupakan tuntutan zaman

yang sangat mendesak.

Dari hal-hal tersebut di atas menimbulkan dua pemikiran, yaitu:

a. Meniru contoh sekolah desa di Negeri Belanda di zaman dahu-
lu. Apakah di Hindia Belanda tidak dapat didirikan lembaga
sejiwa dengan itu, lembaga yang sangat sederhana disesuaikan
dengan kebutuhan sehari-~hari dan keadaan kehidupan penduduk,
dan biaya lembaga itu pada umumnya dibebankan kepada masya-
rakat éetempat (= inlandsche gemeente).

b. Meniru prakarsa P.M.L. de Bruyn Prince sewaktu menjabat Asis-
ten Residen di Ambarawa. :
Sekolah-sekolah desa itu hilang lagi, karena terlalu sederha-
na pengaturannya dan kurang perhatian dari Kepala Pemerintah-
an pengganti de Bruyn Prince.

Adanya lembaga perkraditan desa (lumbung desa), yang makin lama

makin laku di Jawa, memberi harapan bahwa sudut keuangan dari

masalah itu tidak merupakan lagi kesulitan yang tak teratasi,
memberi harapan bahwa sekolah desa akan dapat menerima bantuan

kuat dari keuangan lumbung desa.

Hasil pembicaraan Pj. Direktur PAK, Pj. Direktur Pemerintahan Da~

lam Negeri dan Inspektur Perkreditan Tani Bumiputera:

1.

Tidak ada keberatan mewujudkan pemikiran Gubernur Jenderal un-
tuk mendirikan sekolah-sekolah desa, asalkan saja Peuerintah
pada prinsipnya sanggup menyediakan uang dan alat-alat pelajar-
an, dimana perlu, untuk dapat mengatasi kesulitan yang paling
besar. V

Sebelum menberikan kenutusan definitif, sebaiknya cengan cara
sistematis mengadakan beherapa percobaan yang diawasi deng-n ba-
ik di beberapa daerah yang dianggap cocok.

Di daerah seperti Jawa akan mudah dalam waktu singkat dan dimana
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mana mendirikan sekolah desa dalam jumiah besar, yang kelang-

sﬁngannyé‘sedapat—dapatnya terjamin, selama tetap ada perhati-

an dan ketekunan para pegawai‘pemérintahan terpusat keéédanya.

Akan tetapi pada tindakan tanpa sistem sedemikian itu ‘tidak
hanya tidak ada jaminan bahwa perididikan akan memenuhi tuntut-
an lunak, éeperti sungguh-sungguh akan meningkatkan tingkat
pengetahuan umum, akan tetapi juga dikhawatirkan, bahwa dalam
beberapa hal kepada desa aﬁan diberi beban yang menekan.

FSgbelvm melangkah mengadakan ‘sekolah desa secara besar-besaran

..perlu ditinjau: akibat keuangan bagi desa sendiri, yang penga-

turannya. harus mengingat~ayafat‘Syarat‘défi”Ordonansi Desa
(Lembaran Negara 1905 nomor 83), konsekwensi keuangan bagi Pe-
merintah, belum disediakannya alat-alat pelajaran yang cukup
bagl sekolah-sekolah dalam:jumlah tak terbatas, wchingga dalam
permulaannya harus dikerjakan'dengan sangat hati-hati.

Dalam teori memang pendirian dan kelangsungan hidup sekolah-
sekolah rakyat Bumiputera di Jawa, yang pada pokoknya didiri-
kan dan dibiayai oleh desa-desa itu sendiri mungkin sekali,
tetapi pada saat ini sebaiknya usaha ke arah ini dibatasi pada
percobaan—percqbaan ( - waktu percobaan dapat pendek -~ ).untuk
dengan jalan praktek demikian Qapat menentukan garis-garis ke-
bijaksanaan umum dan melihat akibat keuangan dimana perlu.
Kesimpulan ad.l ~ ad.4 mengenai masalah mendirikan sekolah-se-
kolah desa sementara terbatas pada dimana dan dengan cara apa
percobéan—percobaan yang diperlukan akan dilaksanakan.

Perlu diminta pendapat beberapa pegawai Pemerintahan mengenai
pertanyaan, apakah adminis;;asi lumbung-lumbung desa yang se--
karang dikerjakan oleh Kumitir-kumitir (= anggota kumisi) da-
pat diserahkan kepada guru-guru desa, yang biaya hidupnya se-

bagian dicukupi dari keuangan lumbung-lumbung desa.

Inspektur Perkreditan Tani Bumiputera atas nama Pj. Direktur PAK

dan Pj. Direktur Pemerintahan Dalam Negeri telah menghubungi Re-

siden Kediri (E. Constant), Asisten Residen Kebumen (L.N. van Mee-

verden) dan Residen Cirebon (J.W. Mesma) dan beberapa Bupati dalam

keresidenan-keresidenan tersebut.
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Para pegawai pemefinﬁah tersebut di atas pada.ﬁmumnya berpendapat:

1. Mendirikan dan memelihara kelangsungéh sekdlah—sekolah desa di
Jawa mungkin sekali dilaksanakan.

2°_Jabatan Kumitir lumbung desa tidak dapat disatukan dengan jabat-

""an guru desa, karena waktu-waktu sibuk (waktu tanam dan waktu

panen) kumitir lumbung desa dari pagi sampai sore sibuk mengatur
pengeluaran/meminjamkéh padi dan menerima padi pembayaran kemba-
1i, sehingga kira-kira 1/2 tahun sekolah harus berhéntia

3. Menyerahkan pendidikanfsekolah kepdda'guru agama (kyai) di desa,
untuk mengiéi kekuranganiienaga guru desa tidak dapat diterima,
karena dapat menimbulkan penyalahgunaan dan bentrokan pendapat.

4. Jabatan guru desa juga tidak dapat disatukan dengan jabatan ju-
rutulis (= carik) desa, karena carik harus sering menghadiri ra-
pat desa, rapat-rapat peméfintahan desa di ibukota kecamatan dan

ibukota kawedana'ah9 sehingga pengajafan sekolah akan menderita.

Residen Kediri Asisten Residen Kebumen dan Residen Cirebon menya-
takan bersedia untuk melaksanakan percobaan-percobaan di daerahnya,
dan menganggap mungkin sekali untuk nenyisihkan dana -dari lumbung-
lumbung desa, dan juga_men&isihkan sebagian dari bengkok desa bagi
guru-guru desa(_ Selaiﬁ itu mereka menyatakan perlunya Pemerintah
mengurusi tersedianya alat-alat peléjaran yang sangat diperlukan,
meskipun dengan membayar. y

Sekolah desa yang:di sana-sini yang ada di Jawa, yang dise-
lenggarakan oleh orang-orang Bumiputera sebagai‘matapencaharian,
menberi hérapan,_bahwa dengan _organisasi yang.cocok dengan tujuan
dan berdasarkan kekuatan kerja-sama (kooperasi) dari desa=-desa,
kesulitan-kesulitan keuangan yang mungkin akan dapat diatasi.

Keberatan-kebefatan 1ain yang akan menghalang-halangi kelang-
sungan hidup sekolah desa misalnya: karena tidak adanya perhatian
dari desa dan adénya periawanan dalam desa itu sendiri. Ini harus
dijawab oleh praktek. Dan ini banyak tergantung dari bagaimana
pendidikan itu diatur dan yang terutama adalah mongenai pemenuhan

kebutuhan akan personil Dengajar. oupaya sekolah sekolﬂh desa
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tidak akan segera kehilangan kepercayaan, maka hérus ada jaminan
bahwa guru-gurunya telah mendapat pendidikan tertentu, bagaimana-
'pun elementernya pengajaran sekolah desa diatur.

Dalam hanya beberapa tahun Jawa akan mempunyai beratus-ratus
sekolah desa dan memerlukan beratus-ratus guru desa. Guru desa
seharusnya berasal dari rakyat desa, karena harapan masa depannya
sangat sederhana, harus puas dengan cara hidup desa, tempat ting-
gal dan pergaulan di desa dan pengetahuan yang dituntut dari pa-
danya tidak lebih daripada yang diperolehnya dari ss¥=1ah Bumipu-
tera kelas 2, ditambah kelakuan baik, bakat perorangan, dan keca-

‘kapan menurut penyelidikan lebih lanjut.

Luasnya rencana pelajaran pada sekolah-sekolah desa terbatas pada
membaca, menulis dan dasar-dasar pertama berhitung dan dengan tu-~
juan umum memberikan pengertian yang benar mengenai kejadian alam
sehari;hari, membuat murid memperhatikan sebab dan akibat dari
fakta-fakta dalam lingkungan pandangan yang dekat dan langsung.
Buku-buku bacaan mengehai berbagai kehidupan sehari-hari, yang di-
sebar-luaskan secara besar-besaran, memberi harapan baik dapat
tercapainya tujuan di atas, dan membantu guru dalam meningkatkan
minat murid. ’

Penyediaan buku-buku bacaan. untuk rakyat dan sekolah desa
tersebut di atas termasuk urusan Departemen Pendidikan, Agama, dan
Kerajinan, yang mencari dan menunjuk orang-orangnya untuk membuat
karangan~karangan mengenai berbagai hal, dengan cara yang menarik
dan mudah dimenge:rti, menterjemahkannya dalam berbagai bahasa dae-
rah; menerbitkannya dalam beribu-ribu eksemplar dan menyebar luas-
kan secara besar-besaran. Hal ini akan minta banyak pengaturan
dan biaya.

Dalam pertemuan kedua (Pj. Direktur PAK dan Pj. Direktur Pe-
merintahan Dalam Negeri) yang dihadiri pula oleh Kontrolir Jasper
(yang dengan Surat Keputusan tanggal 10 Desember 1905 nomor 20 di-
tugaskan mengadakan penelitian di keresidenan Surabaya) tidak meng-

hasilkan pandangan baru dan hanya dapat menyusun "pedoman‘ yang
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harus dipgrgunakan sebagai dasar petunjuk oleh para pegawai peme-
rintahan yang bersangkutan dalam melaksanakan percobaan-percobaan
tersebut. |

‘Di beberapa keresidenan, dimana percobaan akan dilaksanakan,
Residen yang bersangkutan menentukan satu lingkaran dalam mana
gkan didirikan jariﬁgan sekolah~sekolah desa dengan cara yang di-
berikan oleh “pedoman’; dengan mengingat peraturan yang ditetapkan
Residen sesuai dengan nasehat dalam "pedoman" . tersebut.,
Peraturan Residen, ynﬁg‘perinciannya tergantung dari keadaan setem=-
pat yang téfbukti balk dan cocok atau diubah dan ditambah menurut
pengalaman yang diperoleh akan diperuntukkan menjadi bahan-bahan,
yang akan dipergunakan dalam mengatur sekolah-sekolah desa secara
berangsur. : o |
Dalam percobaanmpéfcobaan ini akan tampak pula apa yang dapat di-
harapkan dalam hal ini dari para pegawéi pemerintahan Bumiputera.
Otganisasilsepenting ini,_yang menguasal seluruh penghidupan rak-
yat, tidak‘akan dapﬁt terwujp& dan bertahan, jika tidak mendapat
bantuan yang nyata dan perhatian yang tidak terbagi-bagi dari pa-
ra Bupativdan parakpegawai rendahannya. Supaya dapat berhasil,
képada para pegawai Bumiputera harus diberi bagian yang aktif da-
lam pelaksanaan percobaan yang akan diambil, di bawah pimpinan Re-
siden dengan bantuan para kontrolir.
"Pedoman" tersebut di atas dibuat dengan anggapan, bahwa Pemerin-
tah pada dasarnya akan sudi memberikan bantuan keuangan bagi per-
cobaan ini; Banéuan berupa kredit kepada Residen, yang besarnya
akan dirdncangkan kemudian. Jika keadaan keuangan negara meng-
iJinkan, diharapkan Pemerintah sudf memberikan bantuan terus; di
mana perlu, meskipun waktu percobaan sudah selesai.
Bantuan ini menyimpang dari pemberian subsidi kepada sekolah-seko-
lah Bumiputera swasta, karena bersifat sementara dan merupakan pos
penutup dalam Anggaran BelanJa Pendidikan desa, sesudah diperhi-
tungkan dengan sumbangan dari keuangan desq_@an dari orang-orang
tua murid, schingga tidak perlu ditakutkan akan mengambil uang ne-

gaté secara berlebih-~lebihan.
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Dalam '"pedoman’ dinyatakan perlunya di sekolah desa pendidikan di-
berikan dengan mempergunakan huruf Latin daripada huruf Jawa.
Karena latihan-latihan membaca di sekolah Bumiputera kelas 2 mem-
pergunakan huruf Jawa, maka di sekolah desa juga‘tetpaksa "'semen-
tara" mempergunakan huruf Jawa. Oleh Departemen Pendidikan, Agama
dan Kerajinan di kemudian hari akan didsulkan supaya secara prin-
sipiil diputuskan huruf mana yang akan dipergunakan, huruf Jawa
atau huruf Latin. ' .

Persediaan buku-buku bacaan dan hitung untuk permulaan menurut
penyelidikan di Depot alat-alat pelajaran sangat terbatas untuk da-
pat dipergunakan di sekolah-sekolah desa., Maka dari itu segera
mencetak kembali buku-buku itu secara besar-besaran, sehingga per-
cobaan-percobaan sekolah desa dapat berjalan terus tanpa hambatan
“karena tidak adanya buku-~buku. Pemberian alat-alat pelajaran ha-
rus dengan cuma-cuma, dimana orang tua tidak mampu membayarnya.
Mungkin sekali kebanyakan tidak akan keberatan, jika Pemerintah
mengurus pengirimannya - jika perlu dari Eropa - dan pemberianhya
dengan harga pembelian. |
Selanjutnya kegiatan Pimpinan Umum percobaan-percobaan tersebut
meliputi membagikan "pedoman™ dan memberikan penjelasannya, meng-
atur supaya cara pelaksanaan percobaan berbagai daerah itu sama dan
sesuai, dan mengawasi serta mengumpulkan hasil~hasil yang diper-
oleh.
Pimpinan Umum diserahkan kepada Direktur Pemerintahan Dalam Negeri,
karena dalam pengurusan langsung sekolah-sekolah desa dapat memper-
gunakan bantuan dan jasa dari pegawai Inspeksi bawahannya, yang da-
lam perjalanan dinas mereka dapat mempergunakan kesempatan untuk
meninjau sekolah-sekolah desa itu.

Sekalipun demikian, bantuan dan kerjasama dari Departemen Pen-
didikan, Agama9 dan Kerajinan sangat diperlukan untuk:
a. Penyﬁsunan buku~buku bagi persediaan perpustakéan rakydt yang

§angat‘luas serta pemberian alat-alat pelajaran yang perlu.

b. Pemberian penyuluhan mengenai segi-segi pedagogis dari pengajar-
an desa.
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c. Menugaskan para pegawai Inspeksi Pendidikan Bumiputera memberi

penyuluhan kepada para pegawai pemerintahan dalam negeri yang
diserahi percobaan, satu dan lain tanpa mencampuri urusan se-
cara langsung,. dan . o

Dalam rangka Anggaran Belanja Departemen Pemerintahan Dalam
Negeri tidak ada pos untuk itu, biaya-biaya yang diperlukan
untuk percobaan terpaksa dibebankaq kepada Bagian V Anggaran
Belanja Pengeluaran Hindia Belanda (= Dep.PAK).

Tentang'pemilihanAdaerahfdaerah percobaan.

Mengingat bersediaan alat-alat pelajaran yang terbatas, kesu-

karan pimpinan dari Departemen yang bersangkutan jika percobaan-

percobaan itu letaknya tersebar, maka terpaksa dibatasi di daerah:

a.
b.

Keresidenan Priangan - untuk daerah-daerah Pasundan.
Keresidenan Kedu ~ untu. keresidenan-keresidenan Jawa Tengah
(kabupaten Xaranganyar - Asisten Keresidenan Kébumen)..
Keresidenan Kediri - untuk keresidenan-keresidenan Jawa Timur
(Kabupaten Nganjuk).

Keresidenan Cirebon (Kabupaten Cirebon). ‘

Bupati R.A.A. Salmon Salam Suryadiningrat menyatakan kesediaan-

nya.

Masing-masing Residen tersebut di atas memilih satu kecamatan atau

sebagian sebagai lingkaran percobaan dengan mengingat:

a.

b.

C.

Kepribadian dari para pegawai pemerintahan Bumiputera yang ada
di sana. ‘

Hubungan-hubungan ekonomis dan masyarakat.

Jumlah sekolah deslam tiap lingkaran.

(mengingat jumlah alat-alat pelajaran yang terbatas, jumlah
tersebﬁt ditetapkan tidak lebih dari 20 sekolah).

Jika hal-hal tersebut di atas dapat disetujui Gubernur Jenderal,

maka diusulkan supaya Gubernur Jonderal sudi:

1. a. Memberitahukan alasan-alasan Pemerintah untuk mendirikan
sekolah-sekolah desa tersebut kepada masing-masing Resi-

den tersebut di atas.
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b. Memerintahkan kepada para Residen tersebut di atas, supa-
ya menentukan daerah-daerahnya untuk percobaan pendirian
sekolah desa dengan musyawarah dengan Pj. Direktur Peme-
rintahan Dalam>Negeri serta‘mengingat ""pedoman*’ yang di-
terimanya dari Departemen Pemerintahan Dalam'Negeri.

c. Menandaskan kepada para Residen tersebut supaya dihindar-
kan paksaan baik mengenai pendirian sekolah desa maupun
mengenai masuknya sekolah. Harus diusahakan dengan sung-
guh-sungguh supaya sekolah desa dibuat makin disukai de-
ngan jalan pembicaraan dan pembujukan.

Dengan perantaraan Residen memberitahukan kepada para Bupati

yang didaerahnya diadakan percobaan, bahwa Pemerintah ingin

dengan sungguh-sungguh agar sekolah—sekoiah desa yang didi-

rikan itu menghasilkan sebuah lembaga yang keluar dari desa

ééndiri, menyesuaikannya dengan kehidupan dan kebutuhan pen-
duduk desa, tanpa menimbulkan keinginan pada murid-murid un-
tuk menarik diri dari lingkungan desa sesudah mendapat pen-
didikan.

Menugaskan Pj. Direktur Pemerintahan Dalam Negeri‘memegang

Pimpinan Umum percobaan mendirikan sekolah-sekolah desa, dan

kemudian:

a. Memberi penjelasan-penjelasannya-kepada para Residen yang
bersangkutan sesuai dengan ' pedoman P

b. Dengan musyawarah dengan para Residen yang bersangkutan
merancangkan dana~dana yang disediakan bagi masing—masing
untuk membiayai percobaan termaktub dalam sub.l sejauh
tidak dapat dicukupi oleh desa-desa yang berkepentingan.

c. Dengan perantaraan Direktur Pendidikan, Agama, dan Kera-
jinan mengusulkan hal4ha1 yang perlu ﬁengenai pemberian
dana tersebut serta pemberian alat-alat pelajaran yang

diperlukan bagi percbbaanupefcobaan dan perkembangan pen-
didikan desa. '
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4. Menugaskan Pj. Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan un-
tuk:

a. Melaksanékan pembuatan buku-buku sekolah dan lain-lain
kebutuhan sekolah bagi sekolah-sekolah desa di Jawa dan
Madura. '

b. Melakpkan apa yang perlu dikefjakan atau diusulkan dari
perpustakaan rakyat bagi kepentingan pemuda sekolah Bumi-
putera.

c. Menyuruh Depot Negara mengeluarkan atas permintaan Depar-
temen Pemerintahan Dalam Negeri alat-alat pelajaran bagi
pengajaran desa. '

5. Menugaskan Direktur Pertanian supaya menyuruh pegawai-pega-
wai Kehutanén memberikan bantuan dan kerjasaﬁa, agar supaya
jika ada permohonan menebang kayu dengén cuma~cuma untuk

pembangunan sekolah desa, dapat segera‘dilayani;'

Pedoman Bagi Percobaan

Mendirikgn Sekolah~-sekolah Desa di Jawa dan Madura

Sekolah ini adalah sebuah lembaga desa. Atas ﬁertimbaﬂgan
praktis dalam banyak hal beberapa desa terpaksa cukup dengan
satu sekolah bersama, atau di sana-sini jika keadaan-keadaan
memungkinkan beberapa dusun (dukuh) mengadakan sebuah sekolah
desa sendiri. Letak dan penyebarén diatur sedemikian rupa,
sehingga anak-anak tidak peflu befjalan lebih dari 1% pal untuk
sampai ke sekolah.

Jika dalam lingkaran bergaris tengah 1’5 paling tinggi 2 pal
ditemukan kurang dari 30 anak (lelaki dan perempuan) berumur
kira-kira 6-10 tahun tidak perlu didirikan sekolah, kecuali ji-
ka dianggap perlu dan dipandang memadai jerih payahnya.

Jika dengan mengingat sub.l dan sub.2 pendirian sekolah desa

sudah mungkin, maka diadakan musyawarah dengan desa atau desa-

desa yang bersangkutan.



69

Para pegawai yang'bersangkutan berkewajiban:

a, Menunjukkan kepada penduduk desa manfaatnya pendidikan bagi

' anak-anak mereka,

b. Membuktikan bahwa prasarigka-prasangka yang ada pada mereka ter-
hadap sekolah itu tidak benar.

¢. Menghindari dengan hati-hati, jangan sampai ‘ada kesan pada pen-
duduk, bahwa pendirian sekolah adalah beban dari- atas.

Dari permulaan sekolah desa harus bersifat.

1 Lembaga milik desa dan dibiayai dengan sukarela oleh desa sen-
diri.

2. Merupakan milik desa yang dihargai.

3. Bukan beban yang didesak-desakkan.

‘Harus ada musyawarah dengan para pegawai desa, karena:

1. Pada pokoknya biaya-biaya sekolah desa seluruhnyalatau sebagian
harus ditanggung mereka. _
2. Organisasi sekolah desa harus menyesuaikan dengan keadaan dan

keblasaan desa.

Menurut ketentuan dalam pasal 4 Ordonansi Desa (Lembaran Negara

1906 nomor 83) diharuskan ada musyawarah desa (rapat desa) antara

pamong desa dan warga-warga desa yang berhak memilih untuk menga-
dakan lembaga-lembaga desa. Desa harus tahu betul akibat-akibat

keuangan sebelum mengambil keputusan.

Konstruksi bangunan sekolah harus sesederhana dan semurah mungkin.
Harus sebanyak mungkin dipergunakan'bahan-bahan yang ada atau dapat
dibuat di tempat itu. Bangunan di atas tiang atau ompak dianjur-
kan., Harus cukup ruangan, cukup lubang untuk udara. dan cahaya.
Dinding dikapur, jika ada kapur. Jika bangunan di atas tanah, maka
lantai ditumbuk dengan batu-batu atau dikeraskan dengan semen, atau
ditutup dengan anyaman bambu. Kebersihan bangunan dan halaman ha-~
rus dijaga. B2ngunan sekolah harus di atas halaman sendiri terpisah
‘dan sebanyak mungkin letaknya di pusat desa. Tidak boleh di rumah
guru, Jilra &clqngsungan masih diragukan, atau uang serta bahan-

bahan untuk mcmbangun belum ada, dapat di rumah sewa atau di "balai
desa".
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Biaya bangunan dan halaman dapat ditutup dari:

A. Uang ganti rugil ;ng mungkin diterima desa dari penyerahan

" dan pengambil-alihas f.nah desa, sejauh tidak dipergunakan
seluruhnya atau sebagian untuk kepentingan deéa lainnya yang
mendesak.

B. Hasil sewa sawah milik bersama yang tidak dibagi-bagikan atau
khusus untuk maksud ini disisihkan dan dikeluarkan dari pem-
bagian teratur. B ‘ '

C. Sumbangan-sumbangan dari kas.gesa atau dari lumbung desa, se-
jauh kepentingan—kepentingan'pemberian kredit mengijinkan de-
mikian.

Bantuan ini jangan selalu d;perhitungkan, karena dengan demi-
kian orang-orang yang lebih miskin akan harus memikul beban
keuangan lembaga itu.

D. Pungutan per kepala.

E. Pekerjaan bersama (gotong-royong) dari penduduk yang dapat
dikerahkan, untuk pengerahan tersebut harus diingat pasal 17
Ordonansi Desa.

Sumber pendapatan lainnya seperti penjualan pohon milik desa,

pekerjaan bersama membakar batu ﬁerah, genting, dan lain-lainnya.

Untuk memenuhi kebutuhan bermacam-macam pekerjaan kayu dapat di—l

mohonkan penebangan kayu dengan cuma-cuma di hutan-hutan negara.

Di desa dimana penduduknya tidak mampu untuk memikul biaya pem-

bangunan seluruhnya, dapat dimohonkan bantuan Pemerintah. Ini

hanya jika tidak dapat dihindarkan dan dalam hal sangét terpak-

sa.

Bangku-bangku tinggi lebih diutamakan, kaiena kurang melelahkan
bagi anak-anak dan lebih mudah untuk memberikan pengajaran klas-
sikal. Meskipun demikian, bila terpaksa cukup dilaksanakan de-
ngan dampar. Biaya pembuatan bangku diperoleh dengan cara-cara

tersebut dalam-sub 5.

Buku, batu tulis, anak batu tulis, dan lain-lainnya sémentara

dapat diterima dari Depot Negara dan alat-alat pelajaran tersebut
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&apaf diperoleh atas permintaan melalui Departemen Pemerin¢ahan
Dalam Negeri. Jika orang-orang tua murid tidak keberatan, alat-
alat pelajaran diberikan dengan harga pembelian. Sementara

alat-alat pelajaran dapat juga diberikan dengan cuma-cuma, supa-
ya anak-anak yang tidak mampu jangan sampal terhalang masuk se-
kolah. Biaya untuk pemberian dengan cuma-cume ini akan dibeban-

kan kepada desa dan sumbangan orang tua yang mampu.

Pemberian bantuan uang dari Pemerintah - jika untuk itu telah
tersedia dananya pada Residen - terutama hanya untuk memberikan
dorongan pertama dan menghindari kemacetan, atau untuk menutupi
kekurangan Anggaran Belanja sekolah yang tidak dapat dihindarkan.
Hérus diusahakan supaya bantuan ini jangan menjadi bersifat te-

tap.

Dengan surat keputusan Residen ditentukan syarat-syarat untuk

menjadi guru sekolah desa Bumiputera: »

a. telah tamat belajar dengan baik dari sekolah kelas 2, lima (5)
tahun yang lalu; '

b. lulus ujian yang diadakan oleh Kepala Sekolah Negeri Bumipute-
ra di ibukota asisten-keresidenan di hadapan Komisi Sekolah
Bumiputera setempat;

c. memenuhi syarat umur minimum;

d. berkelakuan baik;

e. tidak cacat dan berpenyakitan yang mengganggu. .

Jika jumlah yang memenuhi syarat-syarat kurang mencukupi dapat

diadakan dispensasi dari syarat-syarat tersebut - kecuali syarat b.

yang harus dipenuhi.

Yang dibebaskan dari ujian tersebut dalam b. adalah: )
a. yang paling lambat 5 tahun yang lalu telah lulus ujian

"kwekeling® (calon guru);

b. bekas guru, guru bantu dan kwekeling dari sekolah negeri Bu-
mipufara yang diberhentikan dengan hormat, tetapi harus me-
menuhi syarat umur, kelakuan baik dan kesehatan badan. Yang
diterima jadi guru désa mendapat Surat Kekancingan (radikal

= semacam Surat Putusan) dari Residen,; sebagai "guru sekolah
desa atau kampung',
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Penghasilan guru desa sebulan + £. 15.- minimum dan f. 20.- — £.25,~"
' rata-rata dipandang pantas.: Gaji ini sedapat mungkin diberikan be-
rupa hak pakai atas sebag}an sawah desa dengan luas tertentu (beng-
kok guru desa) Bengkokléuru desa ini berbeda dari bengkok pamong
desa. ' |

Di daerah, dimana desa tidak mempunyai sawéh milik bersama, karena
sebagian besar sawah milik perorangan turun-temurun, maka dengan
banﬁuan uang muka dari keuangan lembaga perkreditan desa dapat di-
belikan sebidang sawah untuk bengkok guru desa. Kemungkinan seka-
"14 guru desa kadang-kadang dapat diserahi administrasi perkreditan
desa, dan dari ini ia dapat mengambil sebagian d#ri penghasilannya.
Setidak-tidaknya guru desa dapat diberi sebagian dari uang sekolah

yang dipungutnya, agar supaya ia mempunyai kepentingan dengan ber-

_ tambahnya murid. Bahkan jika ternyata perlu uang sekolah dapat di-

11.

serahkan seluruhnya kepadanya, jika ternyata penghasilannya dari
sumber-sumber lain ternyata terlalu kecil. Selanjutnya guru desa
termasuk orang yang dalam Surat Keputusan Residen dibebaskan dari

rodi. Dari pihak desa ia seharusnya juga dibebaskan dari kerja

bersama-sama (gugur-gunung = gotong-royong). Jika dalam keadaan

luar biasa tidak dapat ditemukan orang yang mau menjadi guru 'desa,

dan desa sungguh-sungguh tidak dapat menaikkan penghasilan guru de-
sa, maka dapat dimintakan subsidi dari Residen, tetapi tidak lebih

banyak dari pada yang diperlukannya.

Rencana pelajaran meliputi membaca dan menulis bahasa daerah (Jawa)

“-dengan huruf Jawa, menurut keadaan dapat dengan huruf Latin, dan

penerapan dari 4 peraturan pokok berhitung.  Pendidikan bertujuan
pula memberikan kepada anak-anak pengertian yang benar mengenai apa
yang dapat dilihat dafi sekeliling dan yang penting bagi mereka.
Dalam berhitung dipergunakan ukuran panjang, luas dan timbangan
yang dipakai di kalangan penduduk. Bagi yang sudah maju diperke-
nalkan juga ukuran panjang, luas, isi dan timbangan dari sistem me-

trik, dan perbandingannya dengan yang disebut pertama.
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Tujuan umum untuk mendirikan Sekolah Desa Bumiputera - yaitu mem-
bantu meluaskan pengertian yang benar mengenai berbagai kejadian
dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan dekat orang desa dan
tidak akan mungkin tercapai hanya dengan keterangan-keterangan
lisan dari guru desa saja, tanpa alat-alat pembantu.
Maka Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajinan ditugaskan untuk
menyusun buku-buku bacaan, karangan-karangan dengan cara yang me-
narik dan mudah dimengerti dan diterjemahkan dalam bahasa daerah
(Jawa) tentang: '
a. fungsi berbagai bagian dari tumbuh~tumbuhan;
b. syarat-syarat hidup dan sifat-sifat serangga dan jenis-jenis
binatang lainnya, yang merugikan pertanian:
c. terjadinya mata air;
d. penjelasan berbagai kejadian alamg
e. keuntungan penggarapan fanah yang baik;
f. pembuatan dan pemakaian alat-alat yang berguna;
g; susunan umum mesin uap;
h. hal-hal mengenai kesehatan dan kebersihan (hygiene);
i. sebagai selingan ceritera~cefitera: dongeng, dongeng binatang,
dan lain-lain yang mempunyai tujuan kesusilaan, d11l.
Buku-buku ini:
a. diberikan kepada guru-guru desa untuk dipergunakan dalam pe-
lajaran lisan; | |
b. dikumpulkan menjadi perpustakaan untuk lingkaran beberapa
sekolah, diawasi oleh guru-guru sekolah negeri Bumiputera,
dan secara bergiliran buku-buku ini dikirim ke sekolah-seko-
lah desa. ’

Penentuan waktu masuk sekolah ditetapkan dalam musyawarah dengan
kepala desa untuk dapat memperhitungkan keadaan desa, sehingga ke~
sempatan masuk sekolah dapat dipergunakan oleh umum.

Berdasarkan musyawarah tersebut, ditetapkan:

a. anak-anak lelaki yang agak besar masuk siang, karena pagi dibu-

tuhkan membantu pekerjaan di sawah, dl1., anak-anak perempuan

masuk pagi;
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b.léuru menoajar 5a' 6 jam seharl, dibagi dua° pagi dan siang,
c. pada musim tandur dan panen, jam—jam sekolah dapat dlkurangi
d. juga haruQ diperhitungkan waktu dimana anak«anak belajar agama
(ngaji). L !
Jam—Jam sekolah bagi sekolah-sekolah desa tidak seragam, tetapi

pemerintah hgrus diberitahu tentang pengaturan jam sekolah di ma-

~sing-mas ng dcsa.f Jika Jam-Jam sekolah sudah diatur dan disetujui

Pemerlntah harus di;aati oleh guru dan murid—murid

Penetapan liburan diatur seperti ad.l3, dengan mengingat:

a. setiap minggu ada 1 hari libur; |

b. libur 4 a' 5 hari sekitar 1 sawal;

c. syarat-syarat pekerjaan sawah dan kegiatan umum penduduk menen~
tukan apakah perlu ada liburan panjang atau tidak, dan dalam

bulan apa.

Kecuali bagi orang tua yang miskin, bagi murid-murid diﬁdﬁgﬁt uang
sekolah., Uang sekolah ditetapkan 5 sampai 50 sen tiap buian, se~-
tiap anak, dengan ketentuan bagi'anaknanak kedua dan selanjutnya
dari satu keluarga diberikan pengurangan. Di beberapa daerah uang
sekolah dapat dibayar dalam bentuk "natura", dan dibayar pada wak-

tu panen.

Pimpinan umum untuk mendirikan dan memajukan pendidikan desa semen-
tara ada pada Dppartemen Pemerintahan Dalam Negeri, dan pengelolaan
langsung ce‘:olah*uekolah desa dilaksanakan oleh para pegawai Peme-
rintahan Dulam Negeri di bawah perintah para Residen. Masalah ini
erat hubungdnnya dengan kehldupan rakyat dan kemajuan lembaga-lem-
baga desa, sebagaimana diatur'dalém ketentuan hukum dan diwujudkan
dalam Ordonansi Desa (Lembaran Negara 1906 nomor 83). '
Dalam melaksanakan azas-azas termaktub di atas, Direktur Pemerin-
tahan’Dalam Hegeri memberikan penjelasan dan peraturan téréebut ke~
pada para Residen. Residen dengan musyawarah dengan para pegawai
bawahannya Eropa dan Bumiputera secara‘berahgsurmangsur mengadakan

peraturan dan instruksi; yang perlu dibuat menurut keadaan.
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Untuk menjaga supaya pendidikan Bumiputera tidaklgkan tergantung
lebih lama dari pendapat para pegawai Pemerintahan Dalam Negeri
&ang sering berganti-ganti, maka ditetapkan bahwa untuk mendiri-
~ kan dan menghapuskah-sekolah desa harus ada persetuéﬁ§n Residen.

' Apakah tujuan sekolah desa, mehYesuaikan dengan kebﬁtﬁﬁan rakyat
desa dan terbuka buat semua anak desa. akan dapat tercapai teru~
Vtama tergantung dariﬁpandangaﬁ-jaﬂy?-ke;ekpnan,danmpe:hatian te-
Jrus-menerus dati para Buvati dan Kepala Bumiputera bawahannyu.

.+ ‘Penduduk dess supaya dapat menerima lembaga yang baru ini, meski-

pun ada beban-~beban tertentu yang dipikulkan kepada desa, sebagai
keuntungan yang berguna dan dihargai. Pelaksanaannya tidak boleh
ditempuh dengan jalan. perintah-perintah, tetapi dengan cara pen-
dekatan, pembicaraan dan ajakan..:
Kontrolir Pemerintahan Dalam Negeri berkewajiban melakukan peng-
awasan umum, menghadiri pembicaraan-pembicaraan dengan penduduk,
memberikan petunjuk dan bantuan menyelesaikan kesulitan-kesulit~
an, yang ditemui pada pelaksanaan rencana.

- Dalam melakukan penyuluhan mengenai pendidikan sendiri, pegawai
Pemerintahan Dalam Negeri dapat berhubungan demgan para Inspektur
Pendidikan Bumiputera.

Dianjurkan pula untuk mempergunakam jasa-jasa para guru sekolah
Bumiputera, dan menyuruh mereka mengunjungi sekolah—sekolah desa
secara bergiliran pada hari libur tiap minggu, dengan mendapat
dpenggantiun uang perJalanan dan uang tunjangan tertentu, ‘yang da-
pat diambilkan dari dana pendidikan desa di keresiden@n,



REORGANISASI PENDIDIKAN BUMIPUTERA - PENDIDIKAN PERTUKANGAN

22. Surat Pj. Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (J.G. Pott) ke-

pada Gubernur Jenderal (van Heutz) tanggal 22 Mei 1906 nomor 8811

Dengan surat ini disampaikan kepada Gubernur Jenderal laporan
dari ¥ontrolir J.E. Jasper. Laporan sebelum diajukan dibicarakan
‘lebih dahulu dengan para Inspektur Pendidikan Bumiputera di Jawa
dalam pertemuan yang diadakan di Surabaya, dan kemudian cleh Pj,
Direktur P;A.K. dengan para Inspektur tersebut di Betawi.

Laporan dibagi dalam 3 bagian: '
I. mengenai keadaan pendidikan Bumiputera sekarang dan sarana-
sarana untuk memperbaiki;
II. menditikéh dekolah-sekolah kelas dua baru di ketesidénan
Surabaya;
IIT. mendirikan sekolah-sekolah kejuruan pertukangan bagi orang
Bumiputera,
Bagian-bagian ini akan ditinjau berturut-turut masing-masing terpi-
fah, dengan mempergunakan hasil-hasil pembicarzan dalam Konperensi
pqya Inspektur Pendidikan Bumiputera di Jawa, tanggal 8 sampai 11
Mej 1906.

Bagian 1

Dengan menarik surat tanggal 30 Nopember nomor 2007 dikemukakan,
bahwa J.E. Jasper dan para Inspektur Pendidikan Bumiputera berpenr~
dapat bahwa:

1, pendidikan di sckolah-sekolah Bumiputera negeri, dengan meng-

- kesampingkan kekurangan yang ada, mencukupi kebutuhan pepdu-

duk akan kemajuan:

2. jumlah sekolah yang ada jauh daripada mencukupi;

3, sekolah-sekclah swasta, kecuali yang didirikan zending, Hadg
umumnya lebih terbelakang daripada sekolah negeri, dan parg
murid yang menginginkan suatu jabatan tidak puas dengan pep-
didikan yang diberikannya.
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4, sekolah--sekolah swasta cukﬁp-bagi mereka yang tidak ingin

menjadi pegawai, jadi cukup bagi petani, nelayan,\dsb.
Kekurangan yang ada'pada sekolah-sekolah negefi menurut Pelapor
dan para Inspektur ialah bahwa: '

"l. kelas-kelas rendah dibagi dalam bagiahvbagian, sehingga gu-
ru~guru harus memberi pelajaran di lebih dari satu bagian
pada waktu yang bersamaan; . |

2. murid-murid baru tidak dapat diterima pada waktunya;

3. murid-murid baru yang diterima, banyak yang terlalu muda;

4. waktu belajar yang lamanya 3 tahun diperpanjang 1 tahun la-
gi dengan tambahan satu kelas sehingga menjadi kelas 4;

5. untuk latihan tulis-menulis banyak dipergunakan batu-tulis.
Sebaiknya, untuk lebih memperbesar perhatian murid dan
orang tua lebih baik dipergunakan buku tulis. ‘

Menurut pasal 22 Reglemen Sekolah (Lembaran Negara 1893 nomor 128)
sekolah kelas 1 harus terdiri dari 5, dan sekolah kelas 2 dari
3 kelas. Menurut pasal 25 penerimaan murid baru dilakukan 2‘kali
setahun. Peraturan ini mengakibatkan murid-murid kelas-kelas
rendah harus dinaikkan tiap 1/2 tahun sekali dan ada bagian-bagi~-
an 1/2 tahunan, untuk memberi tempat bagi murid—murid baru. Tugas
termaktub di ad.l terlalu berat bagi guru-guru Bumiputera untuk
" dapat dilaksanakan tahpa merugikan pendidikan.
Untuk menghilangkan kekurahgan ini oleh Pelépor diusulkan:
1. penerimaan murid-murid baru untuk kelas 1 dibatasi 1 kali seta-
hun, dan bagian--bagian dari kelas-kelas rendah dihapuskan9
2, satu guru tidak boleh mengajar lebih dari 1 kelas;
3. satu kelas tidak boleh lebih da.i 40 murid (para Inspektur ti-

dak menaruh keberatan terhadép usul-usul 1 = 2 dan 3);

4. mengadakan "kelas persiapan' yang selalu terbuka untuk penerima-
an murid baru. v '

Dalam "kelas persiapan’ ini tidak diberikan pelajaran membaca,

menulis dan berhitung, tetapi anak-anak dengan cara yang menye-

nangkan dengan bermain-main, dibiasakan dengan ketertiban dan
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peraturan, dilatih mengeluarkan pikiran dengan betul, dilatih

menggunakan pancaindera dengan baik. '

(Para Inspektur sangat menentang usul ini, karena guru-guru Bu-

miputera belum mampu memberikan pengajaran "frobel", dan juga

orang tua belum mengerti manfaatnya, mereka memasukkan anak-

anaknya ke sckolah untuk belajar dan tidak untuk main-main).
Pj. Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan berdasarkan Laporan
dan usul-usul tersebut di atas, mengusulkan kepada Gubernur Jende-
ral: ) ,

1. penerimaan murid baru kelas 1 dilaksanakan satu kali setahun,
dan sebaiknya menunggu informasi dari para pegawai Pemerin-
tahan.Dalam Negeri pada akhir liburan Puasa;

2. "kelas persiapan® jahgan diadakan, meskipun bersifat perco-
baan. b

Di Kemudian 'hari jika di sekolah-sekolah guru untuk guru Bumiputera
sudah diberikan pelajaran mengenai pengetahuan dan kecakapan untuk
memberikan pengajaran persiapan, dan mereka (= guru-guru) dapat di-
beri keinsyafan tentang manfaat pengajaran demikian, serta ada ke-
sadaran bahwa pengajaran persiapan itu tidak di bawah derajat mere-
ka, maka telah tiba waktunya untuk mengadakan percobaan dengan
menggunakan tenaga-tenaga yang terbaik.di antara mereka. Untuk
membatasi sekolah kelas 2 pada 3 kelas, tidak ada keberatan dari
para Inspektur, jika hal itu méngenai sekolah-sekolah yang jumlah
murid-muridnya sedikit dan personil pengajarnya terlalu sedikit
untuk dapat. memberi pengajaran di 4 kelas masing-masing tersendiri.
Dimana penduduknya tetap membuktikan bahwa mereka menghargai seko-
lah yang ada tetap dipertahankan 4 kelas.

Menurut para Inspektur, penduduk dengan perantaraan Pemerintahan
Dalam Negeri mendesak supaya waktu belajar diperpanjang dan pendi-
dikan diperluas, antarz lain dengan ditambah bahasa Melayu. Dimana
perluasan pendidikan tidak dapat dipenuhi dengan perubahan rencana
pelajaran, maka menurut para Inspektur kelas 4 harus diijinkan, ji-

ka kekuatan personil pengajar mengijinkannya.
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Pentingnya perpustakaan sekolah bagi kemajuan dan perkembangan mu-
rid sudah lama diakui, tetapi biaya untuk mendirikaﬁnya - meskipun
secara kecil-kecilan - selalu menghambat pelaksznaannya. Disulkan
supaya dapat diwujudkan.

Usul Jasper untuk dapat memperoleh bacaan-bacaan yang cocok tidak
dapat dilaksanakan. Para Inspektur harus mencari dan menemukan

di antara para guru (EBropa dan Bumiputera) dan orang-orang lain
yang cakap, yang sedia dan sanggup menangani tugas yang berat ini,
yvakni menyusun bacaan hiburan bagi para murid dari berbagai kelas.
Mengadakan perlombaan mengarang untuk bacaan hiburan tersebut me-
nurut para Inspektur tidak akan banyak menolong, dan akan terpak~
sa mengecewakan banyak orang. Tetapi bantuan dari orang-~orang se-
lain daripada yang ditunjuk para Inspektur tidak perlu ditolak.
Sebaiknya diterima dengan terima kasihl

Pikiran Jasper untuk memberikan bacaan yang baik bagi penduduk
terutama bagi yang telah tamat sekolah kelas 2, dan umumnya bagi
semua yang dapat membaca, sangat simpatik dan diusulkan untuk da-
pat dilaksanakan, ' '

Karena untuk memberikan pendidikan ulangan biayanya sangat
besar dan sulit untuk mendapatkan personil pengajar, maka pemberi—
an bacaan yang membangun dalam bentuk yang menarik merupakan satu-
satunya jalan, supaya apa yang dipelajari di sekolah tidak akan
hilang sama sekali, tetapi.dapat ditamﬁah dan.dipgrlﬁash

Masalah "penyediaan kebutuhan penduduk desabékan bacaan" te-
lah dikemukakan pula dalam usul—usul bersama (Pj Direktur P.A.K.
dan Pj. Direktur Pemerintahan Dalam Negeri) mengenai pendirian se-
kolah-~sekolah desa.

Mereka yang telah mendapat pendidikan lebih banyak di sekolah ne-
geri daripada yang diperoleh di gekolah desa memerlukan bacaan
yang lebih maju daripada yang diperuntukkan untuk tamatan sekolah
desa.
(Usul ini disetujui Gubernur Jenderalldalam Surat Sekretaris Pe-
merintah Kelas I tanggal 31 Mei 1906 nomor 1526/2).
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Untuk memperbaiki pendidikan Bumiputera dan untuk mendapat kepasti-
an adanya perbaikan keadaan perlu sekali mengadakan inspeksi yang
teratur, ‘ g ‘
(Usul untuk mengadakan reorganisasi inspeksi, kenaikan gaji guru
bantu, dan pembelian alat-alat peraga).
Sekolah-sekolah negeri Bumiputera secara lahiriah nampaknya begitu
muram; sehingga lebih menakutkan daripadé menarik murid-murid, dan
hal ini perlu segera diperbaiki.
Pada akhir laporan Bab I dikemukakan masalah adanya dorongaﬁ di ka-
langan besar penduduk Bumiputera untuk menyuruh anak—anaknya bela-
jar bahasa Belanda. Perlu dibicarakan dalam pertanyaan, apakah se-
kolah-sekolah kelas 1 memerlukan perubahan-perubahan dan bagaimana.
Rencana anggaran biaya untuk perbaikan sekolah yang sekarang ada
memerlukan beberapa perubahan berhubung dengan sekolah yang ada se-
karang diperluas, tidak hanya di keresidenan Surabaya tetapi juga
-di seluruh Jawa dan Madura. Perbaikan dan perubahan bukan hanya

mengenal sekolah kelas 2 tetapi juga kelas 1 (Rencana anggaran bia-

ya).

Bagian II
Jasper mengusulkan pendirian 36 sekolah kelas 2 baru di kere-

sidenan Surzbaya. Dari jumlah sekolah baru itu ada 5 sekolah, yang
diperkirakan akan ﬁenyedot murid dari sekolah-sekolah swasta, ada
diantaranya yang diseléﬁggafakan‘oleh‘zending. Di tempat dimana
sekolah swasta itu terbukti tidak memenuhi syarat-syarat yang lunak
dan dengan demikian tidek memenuhi kebutuhan akan.pendidikan9 di
'éith.didirikan'sekolah baru. Sehubungan dengan itu jumlah sekolah
baru yang akan didirikan di keresidenan Surabaya ditetapkan 33.
(Rencana anggaran biaya dari sekolah-sekolah baru yang akan
didirikan).
Rencana anggaran biayavuntuk mendirikan sekolah-sekolah baru di se-
luruh Jawa dan Madura menunggu data dari Jasper yang akan dikum-

pulkannya dari tiap-tiap kecamatane Untuk tahun 1907 dibatasi pada

tersedianya personil pengajar.
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Bagian IIT

Dari hasil-hasil penyeclidikan Jasper, data penting yang dikum-

pulkannya dan pembicaraan?pembicaraan dengan para ahli industri yang

dikerjakan orang-orang Bumiputera, dapat ditarik kesimpulan:

a.

orang—ofang Bumiputera dengan persiapan‘yéné éukup dapat didi-
dik menjadi tukang-tukang yang baik, yang akan mendapat mata-
pencaharian di industri-industri yang diusahakan oleh orang-
ofahg Eropa; ' ' ' B '
hasil-hasil penyelidikén-membuktikan adanya dbrongan di kalang-
an penduduk Bumiputera untuk maju ke arah industri, dan adanya
kebutuhan akan adanya golongan: tukang:

golongan orang Bumiputera yang dapat dibawa ke kedudukan sosial

ekonomis yang lebih tinggi, dalam jumlah yang cukup besar, akan

membawa pengaruh yang lebih baik pada pertukangan di kalangan
penduduk sendiri;

untuk memajukan ini diusulkan supaya didirikan sekolah pertu-

kangan di kota dengan sekolah pertukangan yang dapat:dipindah-

pindahkan dari satu desa ke desa yang lain, serta mendirikan
tempat-—-tempat kerja di luar kota-kota besar, dengan atau tidak
dengan dasar kooperatip;

syarat untuk diterima di sekolah pertukangan harus tamat dari

sekolah rendah Bumiputera. Sekolah tidak hanya terbuka bagi

pemuda Bumiputera dari tempat dimana sekolah itu didirikan, te-
tapi juga dari luar tempat itu. Pada sekolah tersebut diperban-
tukan sekolah-sekolah yang dapat dipindah-pindahkan. ' Sekolah

"mobil™ ini: -

1. memberikan pendidikan praktis dalam beberapa pertukangan;

2. setelah beberapa bulan di satu desa dipindahkan ke desa lain
dimana zkan dikerjakan pertukangan-pertukangan yang diajar-
kan di sekolah "mobile" itug :

3. guru~-gurunya diambilkan dari tamatan Sekolah Pertukangan di
kota, yang telah mengikuti kursus secara menyeluruh.

(Rencana: Kursus 4 tahun untuk mata pelajaran yang pa-
ling banyak diberikan, 3. tahun untuk mata-matapelajaran

lainnya; pengaturan inspeksi: penambahan "'sekolah-seko-
lah “mobil").
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Pj. Direktur P.,A.K. mengusulkan supaya didirikan éidak hanya satu
sekolah pertukangan (di Surabaya), tetapi juga di Jawa Tengah dan
Jawa Barat. Menurut laporan Sekolah Pertukangan di Surabaya tidak
akan dapat memenuhi seluruh kebutuhan Jawa Timur. Di Jawa Tengah
dan Jawa Barat terdanat juga perusahaan—perusahaaﬂ industri yang
memerlukan tukang-tukang yang terdidik, dan pertukangan yang diker-
jakan penduduk juga memerlukan perbaikan dan bantuan. Jika pendi-
rian tiga sekolah pertukangan itu disetujui, maka tempat dari dua
yang lainnya dapat ditentukan setelah diadakan peil piidikan.
(Rancangan biaya untuk sekolah-sekolah Bertukangan).

Dalam surat Sekretaris Pemerintah kelas I,tanggai 19 Pebruari 1906
nomor 466, disamping usul-usul mengenai reorgaﬁisasi_dan perluasan
pendidikan Bumiputera ke arah teknis, diminta juga pertimbangan
mengenail perluasan dan penambahan sckolah-~sekolah Bumiputera kelas 1
misalnya dengan perluasan rencana pelajaran sekolah kelas 2 agar
membuat sekolah itu cocok bagi anak-anak pegawai negeri, dan perlu-
nya perluasan atau penambahan sekolah-sekolah guru,

Untuk itu para Inspektur Pendidikan Bumiputera telah mengadakan mu-
syawarah dengan para Residen untuk mempertimbangkan apakah perlu
menambah sekolah-sekolah kelas 1 dan jika perlu dimana. Kemudian
dua masalah itu dibicarakan dalam konperensi para Inspektur tanggal
8-11 Mei 1906.

Hasilnya ialah bahwa sekolah-sekolah kelas 1 telah memenuhi kebutuh-
an, oleh karena itu jumlahnya perlu ditambah dan rencana pelajaran
diperluas antara lain dengan pendidikan bahasa Belanda..

Dalam Lembaran Negara 1903 nomor 353, pemasukan anak-anak Bumipute-
ra ke Sekolah-Sekolah Rendah Eropa (E.L.S.) dipermudah dan uang se-
kolah bagi anak Bumiputera diturunkan. Membanjirnya anak-anak Bumi-
putera ke E.L.S. menyebabkan mundurnya pelajaran pada umumnya dan
bahasa Belanda khususnya, dan merugikan murid-murid Belanda. Oleh
karena itu perlu penambahan personil pengajar di beberapa E.L.S.
Sebab utama membanjirnya anak-anak Bumiputera ke E.L.S. ialah peno-
lakan Menteri Jajahan untuk memberi kesempatan kepada orang-orang

Bumiputera mendapat pendidikan bahasa Belanda dari Pemerintah,
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Kursus-kursus bahasa Belanda oleh swasta, meskipun mendapat subsidi
dari Kas Negara, kurang memenuhi kebutuhan. Dengan surat tanggal

11 Desember 1901 nomor 15521 Direktur P.A.K. (J.H. Abendanon) meng-
usulkan supaya pada sekolah kelas 1 di kota yang ada E.L.S. diadakan
kursus 2 tahun, dimana_pada siang hari diberikan pendidikén bahasa
Belanda kepada pemuda Bumiputera tamatan sekolah kelas 1. Pelajaran
bahasa Belanda diberikan oleh guru-guru Belanda dari E.L.S. dengan
tunjangan bulanan dari Pemerintah, dan murid-murid dikenakan uang
sekolah. Oleh Mr. Abendanon kursus»kursus ini dianggap sebégai pe-
rintis untuk:memasukkan bahasa Belanda sebagai mata pelajaran di se-
mua kelas sekolah kelas 1, kecuali di kelas terendah. Hal ini tidak
segera diajukan sebagai usul mengingat bah@a guru Belanda di sekolah
kelas 1 dalam tahun-tahun pertama tidak cukup tugas mengajar dan su-
1lit untuk ﬁendapatkan begitu banyak guru Belanda sekaligus. |
Dalam suratnya tgl. 16 - 2 -~ 1904 nomor 2530 atas jawaban surat Sekre-
taris Pemerintah Kelas 1 tanggal 16 Pebruér1-1903 nomor 555, Abenda-
non mengemukakan lagi usulnya tersebut di atas. Usul tersebut dise-
tujui oleh Pemerintah dan dengan Surat tanggal 29 Maret 1904 nomor
714/10 kepada Pemerintah Belanda diusulkah supaya di tiab keresiden-
an di Jawa dan Madura pada satu sekolah kelas 1 diBerikan pendidikan
bahasa Belanda seperti termaktub dalam usul Abendanon.

Penyelidikaﬁ teliti mengenai ﬁasil-hasil pendidikan bahasa Be-
landa yang diberikan “Kursus-kursus bahasa Belanda“‘5wasta sama se-
kali tidak memeﬁuhi harapan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan. De-
ngan surat keputusan pemerintah tanggal 23 September 1904 nomor 9
semua pemberian subsidi kepada Kursus-kursus bahasa Belanda dicabut.

Dengan‘sﬁratnyé tanggal 31 Mei 1904 Litt. Al nomor 67/1539 Men-
teri Jajahan memberitahukan, bahwa waktunya belum tiba untuk membe-
rikan pendidikan bahasa Belanda kepada orang-orang Bumiputera oleh
Pemerintah. Dimana sungguh-sungguh ada kebutuhan supaya dipenuhi

oleh prakarsa swasta.

Konperensi para Inspektur Pendidikan Bumiputera tanggal 8-11 Mei
1906 menghasilkan pendapat bahwa:

1. dari kursus siang selama dua tahun (usul Mr. Abendanon) tidak
dapat banyak diharapkan;
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2, untuk membuat supaya pemuda Bumiputera dapat mengerti prosa
sederhana dalam bahasa Belanda, dan dapat Bicara dan menulis
dalam bahasa Belanda dengan mudah, diperlukan beberapa tahun
dengan jumlah jam yang cukup banyak. >

Maka dari itu diusulkan supaya pendidikan bahasa Belanda pada seko-
lah kelas 1 dimulai di kelas 3 dengan 6 jam seminggu, kelas 4 dengan
12 jam, kelas 5 dengan 18 jam, ditambah dengan kelas 6 dimana diajar-
kan terutama bahasa Belanda (22 jam:seminggu) dan mata-mata pelajar-
an lainnya dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar.

Pendidikan “ahasa Belanda tersebut di atas sementara tidak perlu di-
berikan pada semua sekolah kelas 1, tetapi cukup satu di tiap-tiap
keresidenan (kecuali keresidenan Priangan, Kedu, Semarang dan Pasuru-
an masing-masing dua, Yogyakarta dan Surakarta cukpp satu). Seluruh-
nya keduapuluh' sekolah kelas 1 tersebut akan dirombak demikian.

Untuk péelaksanaan rencana di atas pada masing-masing sekolah ke-
las llyang'bersangkutan akan diangkat 2 orang guru Belanda, szatu un-
tuk kelas 3, ‘4 & % dan satu untuk kelas 6, dan membantu di kelas-lze-
las lain. Dengan perombakan sekolah-~sekolah kelas 1, maka. jumlah mu-
rid Bumiputera di beberapa E.L.S. akan berkurang, dan personil peng-
ajarnya dapat dikurangi.

(Rancangan akibat keuangan dari usul tersebut di atas).

Mengenai sekolah guru akan dibicarakan apakah jumlah murid di
masing-masing sekolah ditambah, dan apakah diperlukan lebih banyal
sekolah guru. '
Selain itu dipandaﬁg perlu bahwa jumlah murid akan ditambah yaitu di
Bandung dari 50_menjadi}lOO,"YogYakarta dari 75 menjadi 100, Probo-
linggo dari 75 ménjadi 100 dan bila perlu menjadi 130 (menurut In-
spektur Uijtterbroeck); Inspektur Bertsch méngﬁsulkan untuk mendi-
rikan sekolah guru baru dekat Semarang dengan murid sejumlah 100
orang. Di Jawa Timur dan Jawa Barat sementara tidak perlu didirikan
sekolah guru baru. ‘

Penambahan jumlzh murid memerlukan penambahan personil pengajar

di masing-masing sekolah guru.
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Mengenai ﬁerluasan rencana pelajaran sekolah guru Bumiputera diusul-
kan, supaya bahasa ﬁelanda dimasukkan sebagal mata pelajaran, karena
perlu sekali untuk dapat meninggikan taraf pendidikan dari para guru.
Dengan dapat membaca dan mengerti perpustakaan kejuruan guru dalam
bahasa Belanda, serta memperluas pengetahuan dalam berbagai bidang
dengan perpustakaan bahasa Belanda, maka hal seperti itu séngat meng-
untungkan karena tidak adanya buku-buku seperti itu dalam bahasa-ba-
hasa daerah,

Dengan Surat Keputusan Pemerintah tanggal 3 Maret 1904 nomor 12 di-

" adakan percobaan mengejarkan bahasa Belanda sebagai mata pelajaran
pada sekolah guru Bumiputera di Fort de Kock. Hasil percobaan sangat
baik., Ini disebabkan, karena pada seckolah tersebut diadakan bagian
persiapan yang lamanya 2 tahun, sebelum sekolah kejuruan yang sesung-
guhnya., Pada 2 kelas persiapan ini pengajaran bahasa Belanda diberi-
kan 20 dari 36 jam pelajaran seminggu. Dalam kelas 2 persiapan sudah
dapat dipergunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dalam be-
berapa mata pelajaran,

Pj. Direktur P.A.K. mengusulkan pada sekolah-sekolah guru di Jawa ju-
ga diberikan pengajaran bahasa Belanda sebagai mata pelajaran, dan

di Amboina menunggu laporan dari Inspektur yang bersangkutan.

(Rancangan akibat keuangan dari usul ‘tsb.).

Mengenai penambahan jumlah sekolah Bumiputera kelas 2 diusulkan untuk
tahun 1907: Jawz Timur 60, Jawa Tengah 67, dan Jawa Barat 59, selu-
ruh Jawa dan Madura 186, sedangkan dalam‘tahun—tahun akhir ini hanya
10 tiap tahunnya. Dalam tahun-tahun berikutnya diharapkan lebih ba-
nyak sekolah baru zkan dapat dibuka.
Untuk daerah luar Jawa dan Madura dipandang perlu juga; dan pada wak-
tunya harus ada penyelidikan mengenai perluasan sekolah Bumiputera.
Dengan adanya penyelidikan di seluruh Jawa dan Madura maka kepa-
da penduduk Bumiputera telah dibangkitkan harapan-~harapan, bahwa ke-
butuhan pendidikan bagi anak-~anaknya akan segera dapat dipenuhi. Di-
harap Gubernur Jenderal sudi mendesak Menteri Jajahén supaya usul-

usul tersebut dapat segera dilaksanakan, agar tidak mengecewakan lagi
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ha;apan—harapan tersebut di atas. Hal tersebut akan memakan biaya
sangat banyak sekali, tetapi hasilnya juga akan banyak, yakni me-
ninggikan tingkat intelektuil penduduk dan mengangkat kedudukan
sosial ekonomis mereka,

Untuk memenuhi keinginan Menteri Jajahan termaktub dalam ali-
nea 3 dari surat kawatnya tanggal 11 Januari 1906 bagian Al nomor
24/100, hal-hal pokok yang penting dari usul-usul ini dapat segera
dikawatkan,

Surat Gubernur Jenderal (van Heutz) kepada Menteri Jajahan (Fock)

tanggal 20 Juni 1906 nomor 840/1.

(Penyampaian laporan Kontrolir Jasper dan usul-usul Pott).

Dengan  surat ini dikemukakan bahwa Gubernur Jenderal dan Dewan
Hindia Belanda dapat menyetujui:
1. Usul mengenai reorganisasi pendidikan Bumiputera yang meliputi:
a. perbaikan pendidikan;
b. perluasan korps pegawai inspeksi;
c. perbaikan kedudukan guru-bantu yang tidak terdidik dan-calonm
calon guru: F A '
d. perbaikan gedung-gedung sekolah.
2., Menyetujui pengaturan péndidikan pada sekolah negeri kelas 2
(dengan sedikit pendapat dari Dewan Hindia Belanda) meliputi:
a. pengajaran membaca dan menulis dengan huruf Jawa, diganti de-
ngan huruf Latin karena lebih berguna daripada huruf:Jawa dan
Arab:
b. penambahan rencana pelajaran dengan bahasa Melayu sebagai ma-
ta pelajaren. .
Dengan surat Sekretaris Pemerintah kelas 1 tanggal 20 Juni 1906
nomnor 1739,,Direktur P.A.K. ditugaskan untuk mengadakan tindakan-
tindakan pelaksanaan ad. a tersebut di atas dan untuk mempertim-
. bangkan ad.b dengan pares Imspektur.

Menurut Dewan Hindia Belanda bahasa Melayu akan dijadikan sebagai



87

nata pelajaran wajib di semua sekolah kelas 2 di Jawa dan Madura

sementara masih akan menemui keberatan-keberatan.

Menyetujui usul perluasan sckolah negeri kelas 2 dengan catatan

bahwa: Jika pikiran mendirikan sekolah-sekolah desa {laporan ta--

hun ini nomor 458 dan nomor 796) dapat dilaksanakan secara umum,

maka kebutuhan akan pendidikan bagi sebagian besar penduduk (pe-

tani, nelavan, dl1.) akan dapat dipenuhi dengan jalan ini. Meme-
nuhi kebutuhan tersebut dengan mendirikan sekolah-sekolah negeri,
menurut pendapat Dewan Hindia Belanda akan meminta biaya yang be-
gitu‘banyaknya, sehingga tidak akan- terpikul.

Jika di satu tempat atau d1 dekatnya ada beberapa golongan
.penduduk yang bagi anal ~anaknya_p;ndidikan di seckolah desa tidak
mencukupi, mendirikan sekolah negeri dipandang perlu.

Ti&ak menyetujuil usul Mr, Pott untuk mendirikan tiga.sekolah per-

tukangan seperti yang direncanakan oleh Kontrolir Jasper, tetépi

sementara sebagai percobaan cukup mendirikan satu‘sekoléh pertu-
kangan di.Surabaya..

Dewan Hindia berpendapat:

a. membanjirnya tenaga kerja yang baik ke pasaran kerja yang ter-
batas di Jawa akan membawa pengaruh yang tidak diharapkan pada
keadaan ekonomi;

b. terutama industri Eropa yang akan mendﬁpﬂt keuntungan dari se-
kolah—sekolah pertukangan tersebut, akan tetapi bagi rakyat
Jawa sendiri keuntungannya hanya sedikit saja;

c. perluasan terlalu besar akan lebih merﬁgikan daripada mengun-

- tungkan, |

Hasil yang diperoleh di Sekolah Pertukangan di Surabaya akan me-

nunjukkan dalam praktek, apakah di tempat-éempat lain juga dapat

didirikan sekolah semacan itu, dan sampai berapa jauhnya dapat
melaksanakannya. (Tunjangan bulanan bagi murid-murid Sekolah Per-
tukangan harus hanya sebagai kekecualian).

a. Menyetujui dan mendukung usul untuk mengadakan bahasa Belanda
sebagail matapelajaran pada sekolahésekolah Bumiputera klas 1:

b. Menyetujui usul Kepala Departemen P.A.K. mengenai perluasan se-
kolah-sekolah guru dan pendirian sekolah guru yang keempat,

Hal ini ada titik kontaknya dalam Surat Menteri Jajahan tanggal
11 Januari 1906 Bg. Al nomor 24/100.
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PENDIDIKAN BAGI ORANG-ORANG CINA

24, Surat Pj. Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (J.G. Pott) ke-
pada Gubernur Jenderal (van Heutz) tanggal 11 Juli 1906 nomor 12064

(Ringkasan sejumlah surat permohonan orang-orang Cina di Makasar,
Betawi dan Ambon untuk: perluasan kesempatan menerima pendidikan ba-
gl anak-anak Cina yang ditolak dari Sekolah Belanda).

Hal-hal penting dalam surat ini, yang dikemukakan oleh J.G. Pott:

1. Pemerintah memegang teguh penjelasén pasai‘128 Reglemen Pemerin-
tah (Lémpiran Lembaran Negara nomorv1037), bahwa pendidikan bagi
orang-orang Cina tidak termasuk urusan Pemefintah. Surat permo-
honan Residen Rembang unfuk mendirikan sekolah khusus diperuntuk-
kan bagi anak anak Cina di Lasem ditolak dengan surat Sekretaris
Pemerintah Kelas 1 tanggal 19 Nopember 1900 nomor 3077 berdasar-
kan nasehat Direktur P.A.K. (J.H. Abendanon) tanggal 19 Oktober
1900 nomor 13747, | |

2. Direktur P.A.K. (J.G. Pott) berpendapat bahwa:
a. Meskipun menurut Reglemen Pemerintah Gubernur Jenderal hanya
berkewajiban mengurusi pendidikan bagi penduduk Eropa dan Bu-
- miputera, pendidikan bagi golongan-golongan penduduk lainnya
perlu juga mendapat perhatian, jika terbukti ada kebutuhan,
yang perlu sekali dipenuhi. :
b. Adanya kebutuhan akan pendidikan bagi anak-anak Cina terbukti
dari:
1. surat-surat permohonan tersebut di atas;
2. dimana-mana didirikan sekolah--sekolah oleh orang-orang Ci-
na sendiris ; :
3. perhatian dari Pemerintahan Cina, yang mengirimkan pegawai-
nya Liu Shih Chi untuk mengunjungi sekolah-sekolah yang ada
di Hindie Belanda.

Dengan surat rahasia Sekretaris Pemerintah kelas 1 tanggal
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17 Pebruari 1906 nomor 78 Direktur P.A.K. ditugaskan untuk
memberikan kepadanya informasi dan introduksi dan kemudian
melaporkan kepada Pemerintah, apa yang diketahul tentang
pengutusan pegawai Cina itu. Hal ini tidak dapat dilaksa-
nakan, karena Liu Shih Chi tidak mencoba menjumpainya.

c. Terpisah dari rasa keadilan, politik yang bijaksana menghen-
daki, bahwa Pemerintah memanfaatkan petunjuk-petunjuk di atas
dan menangani sendiri masalah pendidikan bagi anak-anak Cina
dengan mendirikan sekolah-sekolah seluruhnya dengan biaya Pe-

" merintah dan memberi bantuan keuangan untuk menyelenggarakan
sekolah-sekolah yang ada, dan yang akan didirikan, dengan sya-
rat harus diberikan pendidikan bahasa Belanda, disamping baha-
sa Cina, Melayu dan Inggeris, yang bagi orang-orang Cina pen-
ting sekali.

Direktur P.A.K. mengharap, supaya Pemerintah memutuskan lebih dahu-
lu, apakah Pemerintah masih teguh berpegangan pada atau mau melepas-
kan pendirian tersebut di atas. Jika jawabnya "ya', maka terutama
akan diselidiki sekolah macam apes yang paling dibutuhkan. Dengan
cara ini dapat diperoleh gambaran mengenai akibat-akibat keuangan,
dan dapat nula diputuskan sampal berapa jauh kebutuhan itu dapat di-
penuhi.

Permohonan tersebut di atas sebaiknya dijawéb, bahwa pemberian pen-
didikan bagi anak-anzk Cina dari Pemerintah telah dipertimbangkan.
Tetapi sebelum ada keputusan tidak akan diberikan janji-janji, baik

untuk kepentingan tempat atau golongan orang-orang tertentu,

Surat Menteri Jajahan (Fock) kepada Gubernur Jenderal (van Heutz)

tanggal 21 Januari 1907 nomor 23/157

Dalam surat ini diminta perhatian Gubernur Jenderal atas arti-
kel dalam “Soerabajasch Handelsblad” tanggal 30 Nopember 1906 yang
ditulis oleh orang Cina Tan mengenai '"keadaan pendidikan di kalang-
an penduduk Cina di Hindia RBelanda'. Meskipun kecaman yang dilan-

carkan terhadap Pemerintah dalam artikel itu mungkin tak beralasan,
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kenyataan-kenyataan yang dibeberkan dalam artikel itu serta lampir-
an nomor 1258 laporan—~laporan tahun 1906, memperkuat keyakinan Men-
teri, bahwa masalah pendidikan ini perlu sekali segera dipecahkan.
Maka dari itu dengan menyusuli suratnya tanggal & Desember 1906
bg. Al nomor 15/2704 Menteri mendesak supaya penyelidikan dan penye-

.. lesaian masalah pendidikan ini selekas mungkin dipercepat, sehingga

26.

dapat diperhitungkan.dengan usul-usul yang bersangkutan pada renca-
na anggaran belanja 1908.

)

Nasihat -Dewan Hindia Belanda. tanggal 28 Juni 1907 nomor XVI

‘Dewan Hindia Belandh ddpat menyetujui pendapat Direktur P.A.K.
dalam suratnya tanggal 10 Juni 1907 nomor 10675 mengenai pendidikan

bagi anak-anak Cina dengan catatan bahwa:

1. Menurut Direktur Pend: !ikan, Agama, dan Kefajinan:

a. sebagian terbésar anak Cina dapat ditolong dengan pendidikan
pada ‘sekolah—~sekolah Bumiputera;

Maka dari itu diusulkan supaya pembatasan pemasukan yang ada
(pasal 21 alinea 2 Reglemen Pemerintah, Lembaran Negara 1893
nomor 128)’dihapuskan, dan sekolah-sekolah Bumiputera dinyata-
kan terbuka bagi semua anak Cina, dengan syarat-syarat sama
seperti anak-znak Bumiputera;

b.‘bagi yang mampd membayar uang sekolah yang ditetapkan untuk
sekolah Eropa, didirikan sekolah menurut model sekolah Eropa,

‘' yang disebut Sekolah Cina Belanda (Hollandsch Chineesche School
= H,C.S.) dan didirikan di tempat-tempat dimana ada sekolah-se-
kolah Tionghwa (T.H.H.K.).

Menurut pendapat Dewan Hindia Belanda:

a. pendirian H.C.S. itu harus tergantung dari kebutuhan penduduk
Cina. Adanya T.H.H.K. belum tentu terasa adanya kebutuhan akan
pendidikan Eropa;

b. anak-anak Cina dapat masuk sekolah-sekolah Bumiputera kelas 1,
dimana telah diajarkan bahasa Belanda. Di sekolah-sekolah ke-

las 1, dimana belum diajarkan bahasa Belanda, supaya segera di-

adakan;
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di tempat?tempat dimané tidak diragukan adanya kebutuhan
akan pendidikan bagi anak-anak Cina,.seperti di Betawi, Se-
marang dan Surabaya didirikan H.C. S., '

di tempat—tempat dimana ada’ beberapa puluh penduduk- Eropa
dan beberapa ratus penduduk Cina, dapat dipertimbangkan un-
tuk didirikan E.L.S. (Sekolah Rendah Eropa).

Diterimanya anak-anak Cina di E.L.S. dikhawatirkan dapat me-

nimbulkan bahaya rasa tidak puas di kaiangan‘penduduk Bumipu-

tera, terutama di kalangan bangsawan dan tokoh terkemuka, ka-

rena dengan demikian anak Cina derajatn}a disamakan dengan

anak bangsawan.,

Yang tidak mengkhawatirkénnya,-mengemukakan bahwa:

a.

b

kebutuhan penduduk Bumiputera telah dipenuhi dengan adanya
sekolah-sekolah Bumiputera kelaévl, dengan bahasa Belanda:
bagi tamatan sekolah kelas 1, ada kesempatan mengikuti

pendidikan yang lebih tinggi, dan diterima menjadi pegawai

"negeri.

Dalam nasihat Dewan Hindia Belanda tanggal 14 Juni 1907 no-
mor, XII, atas usul dalam surat tanggai 12 Juni 1907 nomor
12271 dan 1228 disetujui perluasan sekolah-sekolah peﬁdidik—
an pegawai negeri Bunmiputera {pangreh praja = 0SVIA) dan se-
kolah-sekolah guru (kweekschool), yang menerima tamatan se-~
kolah kelas 1,

Jika di kcmudian hari ternyata ada kebutuhan akan pendidik-

an model Eropa bagi anak-anak Bumiputera, akan dipenuhi oleh
Pemerintah.

Untuk kebutuhan pendidikan bagi anak-anak Cina ini diperkirakan

perlu 42 H,.C.S. dengan 126 gurﬁ Belanda dari berbagai tingkat.
Direktur P.A.K. hanya memberi jalan, bagaimana menyelesaikan

masalah pendidikan sesuai dengan tugas yang ditugaskan képada~

nya. Terserah kepada Pemerintah sampai berapa jauh dapat me-
laksanakannya.
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27. Surat Menteri Jajahan (Fock) kepada Gubernur Jenderal (van Heutz)

23,

tanggal 23 Januari 1907 nomor 80/214

Dalam surat ini Menteri mengharap Gubernur Jenderal mempertim-
bangkan dan menyampaikan pendapgtnya menganaimasalahpembatésan ma-
sukpya murid-murid Bumiputera ke sekolah~sekolah rendah Eropa. De-
ngan sendirinya tidék dimaksudkan menolak sama sekali, juga di kemu-

dian hari murid-murid Bumiputera harus diterima di sekolah rendah

_Erépa jika mereka cukup menguésai bahasa Belanda (Memori Jawaban

Anggaran Belanjall907 halaman 41).

Alasan-alasannya ialah:

1. Seringkali menerima keluhan ﬁengenai kemunduran dan hambatan pen-
didikan di sekolah-sckolah rendah Eropa, karepa terlalu banyak

menerima murid Buniputera,

2. Sudah ada sekolah-sekolah Bumiputera kelas 1 dengan bahasa Belan-
da, dimana mereka mendapat kesempatan untuk belajar bahasa Belan-~
da. |

3. Pada pembicaraan;énggaran belanja tahun yang berjalan ini bebera-

ba kali ditunjukkan sebagai keuntungan, bahwa dengan diadakannya

sekolah-sckolah Kelas 1 dengan bahasa pengantar bahasa Belanda,
sekolah-sekolah rendah Eropa akan lebih baik dilindungi terhadap

membanjirnya murid Bumiputera.

Surat Penasehat Urusan Bumiputera (G.A.J. Hazeu) kepada Direktur

Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (J.G. Pott) tanggal 4 Juni 1907 no-

nor 48

Di kalangan Bumiputera terkemuka sudah biasa untuk mengirimkan
putera-puteranya pada usia masih sangat muda ke salzh satu ibu kata,
memondokkannya pada keluarga-keluarga Belanda beradab, untuk menda-
pat pendidikan Barat dan pendidikan persiapan yang sebaik mungkin

untuk masuk "Hogere Burger School".

92
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Keluarga-keluarga Belandz tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu
mengenai peradaban dgn kedudukan. Sekali anak-anak tersebut ditem-
patkan di salah satu ibu kota, maka mereka sepatutnya diterima di
sekolah yang sebaik mﬁngkin sesuai dengan kedudukan dan peradgban
mereka, yaitu di seckolah yang dipilih oleh orang Eropa yang beradab
dan berkedudukan. :

'Banyak Kepala Sekolah.sedemikian bertindak semaunya untuk me-
nolak anak-anak‘Bumiputqra tersebut di atas, dengan dasar bunyi pa-
sal 14 sub 3 Reglemen Seckolah Rendah Eropa: '"anak-anak Belanda di-
dahulukan, jangan ada yang ditolak karena terlalu banyak menerima
murid Bumiputera'. '

Anak-anak Bumiputera seperti itu, yang kedudukan dan peradaban-
nya lebih baik, dikalahkan dengan anak-anak yang dapat menamakan di-
‘ri "Eropa'". Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan para DLupati
dan tokoh-tokoh Bumiputera terkemuka. Hal tersebut menimbulkan ke-
heranan, karena sangat bertentangan dengan apa yang dianjurkan dan
dijaminkan Pemerintah dalam tahun-tahun akhir ini. Selain itu me-
nimbulkan kéjengkelan, karena anaknya yang di kemudian hari akan
ditempatkan di jabatan penting, mempunyai hak juga atas pendidikan
yang sebaik mungkin seperti anak orang Eropa, tetapi ternyata dibee
lakangkan, '

Ini dialami Hazeu sendiri, waktu mencoba memasukkan calon-calon
ke sekolah rendah Eropa di Betawi. Pertama kali 2 adik Bupati Se-
rang, kedua adik Bﬁpati Purworejo, dan ketiga kali'ﬁutéra Bupati
PurwakaFta (Krawang)'dan putera ajun jaksa Yogyakarta. 'Sedrang di-
terima, seorang lagi diterima di sekolah lain dan yang léinnya sama
sekali ditolak karena adanya anak-anak Belanda yang belum kebagian
tempat. A

‘ Demi rasa keadilan dan demi politik yang bijaksana, ia menen-

tang, bahwa anak-anak orang Bumiputera terkemuka dibelakangkan.
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29. Surat Direktur Pendidikan, Agama, dan Kefajinan (J.G. Pott) kepada
‘ Gubernur Jenderal (van Heutz) tanggal 18 Oktober 1907 nomor 19427

Dengan surat in1 dikemukaka1 data-data kenaikan jumlah murid

Bumiputera di sekolahwsekolah Rendah Eropa mulai dari tahun 1887

sampai tahun 1906; Tambahﬁya murid Bumiputera makin meningkat se-
lama tahun 1898-1905, dan palinp tinggi selama tahun 1901-1905.

Hal ini tentu ada hubungan sebabwakibat dari tindakan-tindakan yang
_diambil Pemerintah:

1.

Dengan surat Keputusan Pemerintah tanggal 15 Januari 1896 nomor §
jumlah murid Bumiputera yang dapat diterima:di sekolah rendah
Eropa tanpa bayaran dan. tanpa pengetahuan bahasa Belanda ﬁaling
tinggi 3C orang setiap tahun. Dengan surat Keputusan tanggal

26. Juli 1900 nomor 10, jﬁmlah;tersebut’dinaikkan menjadi 80 orang

...setahun, .

Kesempatan ini diaréhkan untuk calon murid sekolah dokter Bumipu-

“tera. Dalam tahun 1875 bahasa Melayu sebagai bahasa Pengantar di

sekolah dokter Jawa diganti dengan bahasa Belanda, dengan diada-
kan kelas-kelas persiapan. Hasilnya tidak memuaskan. Oleh kare-
na itu sejak tahun 1892 diterima murid-murid tamatan sekolah ren-
dah Eropa (E.L.S.) dan anak-anak Bumiputera walaupun tanpa penge-
tahuan bahasa Bélanda. Tahun 1900 jumlah murid sekolah dokter
Bumiputera yang diterima dimaikkan dari 100 menjadi 200, dan oleh
sebab itu jumlah murid Bumiputera di sekolah Belanda dinaikkan
dari 30 menjadi 80 setahun. .

Calon murid sekolah dokter ini kebanyakan berasal dari lingkungan

rakyat biasa dan kurang mampu.

Dengan surat keputuqan tanggal 15 Oktober 1903 nomor 14 diterima
di sekolah—sekolah rendah Eropa tanpa bayaran dan tanpa pengeta-
huan bahasa Belanda calon-calon murid sekolah pendidikan pegawai
Bumiputera (pangreh praja) sebanyak 60 setahun.

Murid-murid ini diambil dari lingkungan bangsawan, tokoh terkemu-

ka dan mampu,
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3. Dengan surat keputusan tanggal 14 Oktober 1903 nomor 16 (Lembaran

Negara nomor 353) tarip uang sekolah diturunkan bagi murid Bumi-
putera, dan diberi kesempatan menerima murid tanpa bayaran bagi
anak orang Bumiputera dengan gaji kurang darihf.SO.f— sebulan.
" Akibat dari keputusan-keputusan tersebut di atas;‘teylihat ke-
naikan penambahan muridlehiputera di sekolah rendéh Eropa dalam
tahun-tahun 1904 dan 1905, dan sangat mundurnya mutu pelajaran di
sekolah terscbut.

" Beberapa Kepala Sekolah mempergunakan alinea 3 pasal 14 Regle-
men Sekolah untuk membatasi masukanya murid Bumiputera. Tindakan
ini menyebabkan Direktur P.A.K. (J.H. Abendanon) mengeluarkan su-
rat edaran kepada para Residen tanggal 14 Juli 1904 nomor 12132
untuk mencegah tindakan tersebut. Salinan surat edaran disampai-
kan kepada para Kepala Sekolah Rendah Eropa untuk diindahkan.
Keluhan kemerosotan mutu pendidikan:

Dari tahun 1903-1905 datang banyak sekali keluhan dari para guru
dan orang tua murid. Direktur P.A.¥. (J.G. Pott) mengeluarkan
surat edaran berupa angket kepada para Komisi Sekolah Rendah Ero-
pa tanggal 28 September 1905 nomor 1611C dengan tujuan untuk meng-
adakan penyelidikan mengenai pengaruh dari adanya murid-murid Bu-
miputera atas pendidikan sekolah rendah Eropa.

Pada waktu diadakén angket respondennya adalah 153 sekolah campur-
an dan 3i)sekolah untuk gadis. Di 20 sekolah untuk gadis sama se-
kali tidak terdapat gadis Bumiputera dan di 11 sekolah lainnya de-
ngan jumlah murid 677 hanya ada 36 gadis Bumipdtera. Dari 153 se-
kolah campuran ada 27 sekolah kelas 1. Di 6 sekolah tidak ada mu-
rid Bumiputera, di 21 sekolah lainnya dengan jumlah murid 2936
terdapat 194 murid Bumiputera. Di 121 sekolah campuran lainnya
jumlah muridnya 13011 hanya terdapat 3450 murid Bumiputera. Sedi-
kit gekali sekolah yang jumlah murid Bumiputeranya sampai 40-50%.
Jawaban angket yang masuk dari 153 sekolah dengan jumlah murid
16624 diantaranya 3680 Bumiputera.
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Dari pertanyaan angket yang penting ialah:

1. Pertanyaan nomor 6:
Apakah masuknyz murid-murid Bumiputera telah'mempunyai pengaruh
(yang tidak baik) atas mutu pendidikan, atau diperkirakan penga-

ruh itu akan ada? Jika "ya" atas dasar apa?

2, Pertanyaan nomor 7: 7
Apakah masuknya murid-murid Bumiputera telah mempunyai pengaruh
jelek atas pengetahuan bahasa Belanda di kalangan murid Eropa,

terutama dalam percakapannya bahasa Belanda.

3. Pertanyaén nomor 8:
Apakah adanya murid-murid Bumiputera telah mempunyai pengaruh
atas mutu pendidikan susila di sekolah itu, atau apakah pengaruh
itu diperkirakan akan ada? '

Jawaban dari 6 sckolah tidak diikutsertakaﬁ, karena:
a. Di 3 sekolah jumlah murid Bumiputera kurang dari 10%;
b. Di 3 sekolah jumlah murid Bumiputera antara 80-907% (Kutaraja,
Amurang, Tondano).
Tinggal 115 sekolah, dan hasilnya sebagai berikut:
Pertanyaan 1l: ‘'ya" 78, "tidak" 33, "“ragu-ragu' 3, "kosong" 1;
2: “ya' 64, “tidak" 44, "ragu-ragu" 5, “kosong" 2:
3: "ya" 33, "tidak" 73, "ragu-ragu' 5, "kosong' 4.

Hasil angket ini bertentangan dengan pikiran termuat dalam surat

J.H. Abendanon tanggal 17 Januari 1901 nomor 776.

Mencabut 2 surat Keputusan Pemerintah tersebut di atas, tidak
mungkin karena: -

a. STOVIA mengambil muridnya dari Sekolah Rendah Eropa;

b. OSVIA dapat mengambil muridnya dari Sekolah Bumiputera kelas 1
dengan pendidikan bahasa Belanda (tetapi belum semua sekolah
kelas 1 ada pendidikan bahasa Belanda, dan OSVIA belum mempunyai
kelas-kelas persiapan.

Usul-usul untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam cara

penerapan surat-surat keputusan tersebut di atas 2kan segera menyu-

sul.
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Sebagai kesimpulan Direktur P.A.K. mengusulkan bahwa untuk selanjut-
nya Sekolah Rendah Eropa hanya terbuka bagi murid-murid Bumiputera
yang patut diterima untuk calon murid STOVIA dan OSVIA; dan putera
orang terkemuka yang mungkin akan meneruskan ke HBS (Hoogere Burger-
School). Demikian pula sekolah kelas 1 juga harus terbuka bagi mere-
ka.

Pada umumnya mereka mampu ﬁengikuti pendidikan persiapan untuk mengu-
asai bahasa Belanda, dan mampu membayar uang. sekolah,

Sebagai kekecualian, dalam hal luar biasa putera bangsawan dapat di-
terima, tanpa pengetahuan bahasa Belanda (alinea &4-e, pasal 14 Regle-
men Sekolah).

Méngehai surat Dr. Hazeu tanggal 4 Juni 1907 nomor 48 Direktur P.A.K.

membantah bahwa:

1. Kepala Sekdlah Rendah Eropa tidak bertindak semaunya sendiri, te-
tapi sesuai dengan peraturan, karena banyaknya ﬁérmintaan calon
murid Eropa, karena itu tidak dapat diberikan tempat bagi murid

Bumiputera.

2. Jika Dr. Hazeu dapat membuktikan, bahwa anak yang ditolak itu ha-
rus diterima demi untuk kepentingan negara, ia dapat minta dispen-

sasi dari peraturan pembatasan yang ada.

3. Anak-anak tersebut yéng nantinya akan melanjutkan ke HBS, sepatut-

nya diterima di sekolah kelas 1, tetapi membicarakan hal itu ada-
lah’ terlalu jauh.

Dalam konperensi gabungan antara para Inspektur Pendidikan Eropa dan

Inspektur Pendidikan Bumiputera dalam bulan Pebruari 1907 dibicarakan
tindakan-tindakan untuk membatasi masuknya murid Bumiputera ke seko-

lah rendah Eropa.

Pendapat-pendapat para Inspektur adalah sebagai berikut:

Para Inspektur Pendidikan Eropa (Semarang D.C.J. Kool, Betawi W.F.den
Broeder, Surabaya H.W. de Vriendt) berpendapat bahwa:

1. Tingkat pendidikan dalam waktu 10 tahun akhir-akhir ini sangat me-

rosot, dengan adanya murid-murid Bumiputera.



98

2. Ketentuan mengenai penerimaan murid tanpa bayaran dan juga pemba-

yaran uang sekolah kategori 6 dan 7 bagi murid Bumiputera harus
dicabut.

3. Jumlah murid Bumiputera dan Timur Asing di sekolah rendah Eropa

harus ditetapkan persentase tertentu.
Para Inspektur Pendidikan Bumiputera berpendapat:

L.G.J. Bertsch (Yogyakarta):
Dalam tindakan pembatasan tersebut di atas tidak ada yang tidak
adil. Masyarakat Bumiputera harus merasa puas bahwa calon murid
STOVIA dan OSVIA dapat mengikuti pendidikan Eropa.
Uang sekolah untuk sekolah Eropa harus lebih tinggi daripada uang
sekolah untuk sekolah kelas 1.

Inspektur H.Th.J. Uytterbroek (Probolinggo) berpendapat bahwa:
Harus diusahakan supaya anak-anak bangsawan dan orang terkemuka
kembali masuk sekolah Bumiputera kelas 1, yang sekarang banyak di-

liwati karena terlalu banyak menerima anak-anak rakyat biasa.

Inspektur G.J.F. Biegman (Bandung) percaya bahwa kejengkelan ada di
kalangan bangsawan dan terkemuka Bumiputera, tetapi tidak ada da-

sarnya.

Ajun Inspektur Rd. Kamil menganggap cukup bahwa sekolah rendah Eropa
terbuka bagi putera-putera Bupati; Patih dan Wedono.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, Direktur P.A.K. meng-

usulkan supaya:

1. Menarik kembali (mencabut) ketentuan yang mengatur tentang peneri-
maan murid tanpa bayaran dan tarip uang sekolah golongan 6 dan 7
dalam pasal 21 sub a Reglemen Sekolah, dengan ketentuan tidak ber-
laku bagi yang sudah jadi murid.

2. Murid-murid calon pelajar STOVIA dan OSVIA yang ternyata tidak akan
mampu mengikuti pelajaran dikeluarkan. '
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3. Ditunjuk sekolah-sekolah Eropa yang tidak akan menerima lagi mu-
rid calon pelajar OSVIA, karena makin banyaknya sekolah Bumipu-

tera kelas 1 dengan bahasa Belanda.

4, Ketentuan-ketentuan dalam kedua alinea pasal 14 Reglemen sekolah
diterapkan betul-betul. :

30, Surat Sekretaris Pemerintah Kelas 1 kepada Direktur Pendidikan, A-

gama, dan Kerajinan (M.S. Koster) taggga; 25 Juni 1908 nomor 1790

Dari pembicaraan-pembicaraan dalam rapat anggaran belanja
tanggal 29 dan 30 Mei 1938 dapat diketahuwi, bahwa Pemerintah bermak-
sud dalam waktu dekat meninjau kembali kebijaksanaan mengenai pendi-
dikan Bumiputera. Gubernur Jenderal berkeyakinan, bahwa sistem re-
organisasi pendidikan Bumiputera seperti yang telah diterima dalam
anggaran belanja 1907 - terutama mengenai perluasan sekolah-sekolah
kelas 2 dengan langkah-langkah tersebut - tidak dapat dilanjutkan
baik dari sudut pandangan keuangan maupun dari sudut pandangan prin-
sipiil.

Direktur P.A.K. yang lama (J.G. Pott) dalam suratnya tanggal 30
April 1908 nomor 7205 telah mengemukakan keberatan-keberatan prak-
tis.

Mengenai perubahan bagian ini dari politik pendidikan Bumiputera
akan diadakan musyzwarah dengan Pemerintah Belanda.

Dasar-dasar pendapat Wali Negara adalah sebagai berikut:

Dalam surat tanggal 20 Juni 1906 nomor XIX 840/1 Gubernur Jenderal
menyetujui pendapat Dewan Hindia Belanda yang dimuat dalam nasehat-
nya tanggal 8 Juni 1906 nomor XIV mengenai laporan Jasper yang di-

sampaikan Direktur P.A.K. (J.G. Pott) dengan suratnya tanggal 22 Mei
1906 nomor 8811.
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1. Kebutuhan pendidikan bagi sebagian terbesar rakyat (rakyat jela-
ta) yang terdiri dari petani, nelayan, pekerja tangan, dll. dapat
dipenuhi dengan pendirian sekolah desa oleh desa sendiri. Seko-
lah-sekolah desa didirikan agak jauh dari sekolah pemerintah atau
sekolah swasta yang sejajar.

2. Sekolah pemerintah diperuntukkan bagi anak-—-anak, yang di kemudian
hari ingin menjadi pegawai negeri atau mencari penghidupan dalam
ketrampilan dan perdagangan.

Sekolah pemerintah didirikan di tempat dimana terdapat berbagai
kelas penduduk, yang menganggap pendidikan di sekolah desa tidak

cukup bagi anak-anaknya.

Jika di suatu tempat dirasakan ada'kebutuhan'akan pendidikan, penye-
lesaiannya ialah dengan menjawab pertanyaan dapatkah kebutuhan itu
dicukupi dengan sckolah desa. Meskipun dengan pembatasan ini, perlu-
asan sekolah pemerintah tetap perlu.

Dalam suratnya tanggal 28 Juni 1906 nomor 11288 Direktur P.A.K.
(J.G. Pott) memperkirakan perluasan dengan 700 sekolah negeri untuk
Jawa. Menurut Gubernur Jenderal, perluasan ini jika dibagi dalam be-
berapa tahun, tidak mengkhawatirkan keuangan negara, asalkan dengan
demikian dapat dipenuhi kebutuhan pendidikan yang lebih meluas di
Jawa dan Madura.

Dari perdebatan di Dewan Perwakilan Rakyat Belanda atas Memori

Penjelasan Rencana Anggaran Belanja 1907 dari Menteri Jajahan (Fock),
dapat ditarik kesimpulan bahwa pendirian Pemerintah Belanda mengenai
pendidikan rakyat Bumiputera ialah bahwa pendidikan rakyat umum oleh
sekolah-sekolah desa memegang peranan pokok dan perluasan sekolah
negeri (sckolah kelas 2) memegang peranan sekunder.
Pendirian tersebut di atas sesuai dengan surat tanggal 2 Juni 1907
nonor 661/9 yang mengolah nasihat Direktur Femerintahan Dalam Negeri
dalam suratnya tanggal 3 April 1907 nomor 1102,

Gubernur Jenderal, dengan dasar-dasar finansiil dan prinsipiil,

menganggap sekarang sudah perlu membatasi pendirian sckolah kelas 2
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pada yang paling perlu saja:

a. Dalam tiap-tiap keresidenan hanya di tempat-tempat dimana di
antara kelompok-kelompok sekolah desa dirasakan kebutuhan lemba-

ga pendidikan standar untuk pendidikan yang lebih luas.

b. Di pusat-pusat pemukiman dengan mengingat tingkat peradaban pen-
duduknya perlu sekali didirikan sekolah kelas 2, dengan pemba~-
tasan bahwa jika di daerah itu sudah ada sekolah swasta yang se-
jajar, tidak perlu dibangun.

Gubernur Jenderal mengharap Direktur P.A.K. segera menyampaikan:

1. pendapatnya tentang dasar-dasar pokok tersebut di atas;

2. data:ﬁéngenai jumlah sekolah kelas 2 yang atas dasar-dasar
pokok di atas perlu didirikan lagi di Jawa dan Madura;

3. cara-cara bagaimana melaksanakan rencana reorganisasi yang
akan ditetapkan lebih lanjut mengingat syarat-syarat keuangan

dan personil.

31. Surat Direktur Pemerintahan Dalam Negeri (S. de Graaff) kepada Guber-

nur Jenderal (van Heutz) tanggal 18 Agustus 1908 nomor 2457

Gubernur Jenderal menugaskan Direktur Pemerintahan Dalam Negeri
untuk membuat ikhtisar umum dalam garis besar mengenai pendidikan de-
s2 Bumiputera di Jawa dan Madura.

Dalam suratanya tanggal 3 April 1908 nomor 1102 Direktur P.D.N.
menyatakan perlunya ada hubungan yang sesuai dengan maksudnya antara
lembaga pendidikan Bumiputera oleh Pemerintah dan sekolah desa yang
akan didirikan oleh desa sendiri, untuk sedapat mungkin memperoleh
hubungan sistematis dalam persekolahan Bumiputera pada umumnya.

Dalam sistem persekolahan Bumiputera ada 3 lembaga:

1. Sekolah kelas 1 dengan waktu belajar 6 tahun, sebagian di bawah
pimpinan 2 orang guru 7-landa untuk mengajar bahasa Belanda, makin
banyak diperuntukkan bagi anak-anak Kepala Bumiputera dan orang-

orang Bumiputera mampu, untui di kemudian hari mendapat pekerjaan

sebagai pegawai negeri.
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Sekolah kelas 2 dengan waktu belajar 4 tahun dengan pendidikan
dasar yang diperluas dalam bahasa daerah dan bahasa Melayu, di-
dirikan di tempat, yang tingkatan peradabannya menuntut pendi-
dikan yang lebih maju bagi anak-anaknya, untuk di kemudian hari
mengikuti jejak orang tuanya menjadi saudagar, pedagang, peng-
rajin, d11. _ _

Lembaga ini meirupakan pula tempat pendidikan guru-guru desa.
Hal ini diutarakan pula dalam surat Direktur P.A.K. tanggal 3
Juli 1908 nomor 10393 yang dilampirkan pada surat Direktur PDN
tanggal 18 Agustus 1908 nomor 2458.

Sekolah desa, yang didirikan oleh desa sendiri, hanya memberikan
pendidikan dasar dalam bahasa daerah aan beberapa pelajaran yang
sangat perlu bagi orang desa biasa.

Lembaga ketiga ini mengambil tempat yang terpenting, yaitu di-
peruntukkan untuk memberikan pengetahuan tertentu kepada sebagi-
an terbesar anak-anak rakyat jelata yang sesungguhnya, yang akan
terus hidup dalam kelas orang tuanya sebagai petani, nelayan,

pekerja tangan, dll.

Mengenai sekolah kelas 1, jumlahnya relatif cukup kecil, hanya di

ibukota kabupaten (asisten residen) yang penting.

Mengenai jumlah dan penyebaran sekolah-sekolah kelas 2 tergantung
dari:

1.

2.

Kebutuhan akan pendidikan dasar yang lebih luas, di pusat perda-

gangan dan kerajinan.

Perluasan sekolah-sekolah desa di masa depan, karena:

a. guru-guru sekolah desa diperoleh dari murid-murid sekolah ke-
las 2;

b. pada waktu permulaan guru-guru sekolah kelas 2 akan diserahi
pengawasan atas sekolah-sekolah desa yang ada di sekeliling-
nya (surat Direktur P,A.K. tanggal 3 Juli 1908 nomor 10393).
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Mengenai sekolah-sekolah desa:

1. Lama-kelamaan akan diperlukan beribu-ribu sekolah desa untuk da-
pat memberi tempat pendidikan bagi anak-anak rakyat biasa di Ja-

wa dan Madura.

2. Tidak dapat diharapkan Pemerintah akan d;pat membiayai pendidik--
an rakyat ini dari kas negara. Sepertil di negara-negara lain

harus ditangani sendiri oleh prakarsa setempat (desa).

3. Sebanyak mungkin desa harus membiayai pendidikan tersebut dari

keuangannya séndiri, dan Pemerintah membatasi diri pada:

a. pengawasan umum atas sekolah-sekolah desa;

b. pendidikan guru-guru desa;

¢. pemberian buku-buku dan alat-alat pelajaran lainnya dengan
ketentuan: cuma-cuma bagil yang miskin dan dengan penggantian
biaya pencetakan bagi yang mampu;

d. pemberian bantuan keuangan hanya diberikan dalam hal-hal yang
tidak dapat dihiadarkan.

4. Perluasan sekolah-sekolah desa hanya dapat berjalan secara ber-
angsur, sejajar dengan perkembangan keuangan desa.
Pada akhirnya diperkirakan sekitar sepuluh ribu seckolah desa
yang diperlukan di Jawa dan Madura, atau rata-rata 3 desa 1 se-
kolah desa.

Pengawasan sekolah desa: ,

Makin banyak bertambahnya jumlah sekolah desa, makin banyak dituntut
pengawasannya dari Pusat.

Untuk sementara pimpiuan umunm dapat tetap diserahkan kepada Departe-
men Pemerintahan Dalam Negeri. Untuk itu perlu diperbantukan seorang
Inspektur pada Departemen PDN sebagai pengganti pegawai dengan pang-
kat Asisten Residen, yang sekarang diserahi pengawasan umum. Makin
meningkatnya jumlah sckolah dan kelompok sekolah maka petugas terse=
but tidak akan mungkin mengadakan pemeriksaan di tiap sekolah desa
satu atau dua kali setzhun. Maka dari itu di bawah perintah Inspek-
tur ini perlu diangkat 3 Ajun Inspektur untuk Jawa Barat, Tengah dan
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Timur. Ini belum dapat menjamin intensitas pengeswasan.
Terhadap pendidikan desa, lebih dari pada cabang pendidikan lainnya,
diperlukan tenaga inspeksi yang aktif, karena pendidikan personil
pengajarnya sangat terbatas dan rasa tanggung jawab atas kewajiban-
nya juga terbatas. Disamping 3 Ajun Inspektur tersebut dapat juga
dipergunakan personil Bumiputera untuk inspeksi dengan pengetahuan
sedang, asalkan personil itu mempunyai kecakapan praktis. Pada ti-
ap keresidenan perlu diangkat seorang penilik kepala, untuk mengawasi
“penilik-penilik Bumiputera yang diangkat dalam keresidenan yaitu
1 penilik untuk 50 sekolah desa. Penilik-penilik ini diangkat dari
korps guru pemerintah, _
(Rancangan biaya pengeluaran untuk inspeksi yang diusul-
kan, dan biaya pendidikan rakyat di Jawa dan Madura).

Suhsidi Pemerintah untuk pendidikan rakyat seluruh Jawa dan Madura
direncanakan £, 1.000.000,-- setahun. Dari jumlah ini kira-kira

f. 300.000.-~ untuk tambahan penghasilan guru desa. Subsidi per se-~
kolah rata-rata f£. 107.-- setahun,

Pada permulaan mendirikan sekolah desa sering jumlah tersebut
terpaksa dilampaui. Sering dijumpai keberatan karena prasangka-pra-
sangka kepala desa dan penduduk desa, terutama dimana penduduk harus
berkorban. Hal ini disebabkan, karena desa sendiri belvma cukup pez-
lengkapan keuangannya dan karena sarana-sarana ckonomi penduduk sa-
ngat terbatas.

Lembaga perkreditan Bumiputera, yang baru saja beberapa tahun yang

lalu didirikan, belum sempat memberi pengaruh pada keadaan ekonomi

penduduk desa. Malahan dalam periode pertama sering hanya memberi-
kan beban. _

Dimana di kalangan penduduk tidak kelihatan adanya perhatian
spontan, maka harus ada pendekatan dan bantuan untuk menarik supaya
penduduk mau kerja sama dalam melaksanakan pendidikan desa ini. UMa-
ka dari itu dalam permulaan pertama bantuan keuangan pemerintah se-

ring melebihi jumlah termaktub dalam prinmsip di atas.
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Sebagian terbesar dari sekolah-sekolah desa yang didirikan da-
lam tahun 1907 mempunyai 40-150 murid, per sekolah. Kunjungan ke
sekolah yang kurang itu disebabkan karena kurang cakapnya guru desa.
Mereka untuk selanjutnya akan dipersiapkan lebih baik buat tugas
mengajarnya dan akan diawasi oleh seorang ahli dengan teratur, se-
Hingga dalam hal ini akan diharapkan adanya perbaikan.

" Dalam hal lain cukup banyak bantuan dan kerja sama dari pendu-
duk. Bantuan pemerintah untuk pembangunan gedung sekolah tidak le-

" bih dari f. 50.-- dan uﬁiuk perkakas sekolaﬁ f. 25.-- per sekolah.
Bangunan dibuat dari bahan--bahan setempat dan dengan dana bantuan
setempat. :

Sebagai penghasilan guru,desa memberi 'Bengkok guru desa’ dari
 spawah milik desa misalnya di kabupaten Cirebon dan Majalengka (kere~
sidenan Cirebon), di.kabupaten Kebumen (keresidenan Kedu) berkisar
antara 2 sampai 9 bau tiap orang. Pemberian bengkok guru juga akan
dilaksanakan di sekolah--sekolah yang akan dibuka tahun 1909 di kabu-
paten Purworejo (keresidenan Kedu), di kabupateanabupéten Tuban,
Bojonegoro dan Blora (keresidenan Rembang). Di keresidenan Priangan,
Kediri, Semarang dan Surabaya dipungut uang sekolah untuk gaji guru.
Sedangkan di Pasuruan dipungut sumbangan-sumbangan untuk gaji guru.
Di Banten desa tiap tahun membeli sawah untuk bengkok guru, sampai
luasnya sawah cukup luas untuk gaji guru tanpa bantuan pemerintzh.

Di mana penduduk telah membuktikan kesediaannya dan kesanggupan-
nya untuk menanggung sebagian besar biaya pemeliharaan sekolah desa,
dapat diharapkan, bahwa makin tampak hasil pendidikan sehingga szko-~
lah dapat merebut tempat di desa, maka bantuan pemerintah selanjutnya
dapat dihilangkan,

Mengenai pengaturan persekolahan desa, selama masih dalam stadi-
um pertama percobaan, dalam praktek berulang kali diperoleh pengalam-
an-pengalaman baru, yang memerlukan perubahan-perubahan dalam garis
kebijaksanaan yang telah ditetapkan, sehinéga sering perlu diadakan
penertiban baru untuk perbaikan pendidikan, Misalnya sudah terbukti
perlunya mengadakan persyaratan yang lebih tinggi untuk mewpérsiapkan

guru-guru desa. Baru sesudah berjalan beberapa tahun dan sydah cukup
A



32.

106

banyak sekolah desa yang tersebar di berbagai daerah, maka organisasi
persekolahan desa akan memperoleh bentuk yang lebih mantap, sehingga
dapat ditetapkan Peraturan Organisasi Pendidikan desa yang tetap, dan
juga akibat-akibat keuangan bagi pemerintah dapat diperkirakan lebih
teliti. N

Jika pelaksanaan pendidiﬁén desa dilakukan secara berangsur-ang-
sur, tidak perlu dikhawatirkan bahwa rencana subsidi f. 1.000.000,--
setahun akan dilampaui. Senantiasa perlu diingat, bahwa sekolah desa
jangan sampai melebihi kebutuhan'masyarakat Jawa dan jangan melebihi

daya tahan ekonomi desa.

Surat Menteri Jajahan (Idénbugg) kepada Gubernur Jenderal (van Heutz)

tanggal 3 September 1908 nomor 36/1967

Dr. H.C. Snouck Hurgronye, mahaguru Universitas Leidén yang di-~
perbantukan pada Departemen Jajahan sebagal Penasihat Urusan Hindia
Belanda dan Arab, melaporkan bahwa pemuda-pemuda Bumiputera yang
ingin menerima pendidikan Eropa seperti yang dapat diperoleh di Hindia
Belanda sering dihalang-halangi oleh pejabat~pejabat tinggi dan dike-
cilkan hatinya. Scbenarnya mereka harus memberi anjuran dan semangat.
Pemuda-pemuda Bumiputera yang telah mendapat pendidikan Eropa di Hin-
dia Belanda atau di Negeri Belanda tidak selalu diberi kedudukan yang
sesual dan cocok dengan pendidikannya, sehingga ada bahaya bahwa mere-
ka akan kehilangan lagi pendidikan yang telah diperolehnya.

Menteri mengznggap tidak perlu mengecek kebeharan laporan terse-
but di atas dan tidak akan‘meﬁberikan kritik kepada orang-orang ter-
tentu, Hal-hal yang dilaporkgn‘di atas bertentangan sama sekali de-
ngan garis kebijaksanzan pemerintah. Perlu disadari oleh personil ke-

pegawaian pandangan Pemerintah mengenai soal ini.
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Singkatnya:

1. Pemuda-pemuda Bumiputera yang ingin menerima pendidikan Eropa
supaya sebanyak mungkin diberi dorongan dan semangat.

2. Pemuda Bumiputera yang telah memperoleh pendidikan Eropa jangan
ditempatkan di bawah pimpinan orang Eropa atau Bumiputera, yang
akan berusaha sedapét mungkin untuk ‘‘membumiputerakan' mereka
kembali. Karena pemuda-pemuda demikian ﬁasih merﬁpakan kekecu-
alian, pimpinan yang akan memerintah mereka harus dipilih dengam

saksama,

Diharapkan bantuan Gubernur Jenderal untuk melaksanakan pendapat

tersebut di atas dalam personil kepegawaian di Hindia Belanda.

Surat Penaschat Urusan Bumiputera (G.A.J. Hazeu) kepada Gubernur

Jenderal (van Heutz) tanggal 10 Agustus 1909 nomor 91, Sangat Ra-

hasia

Uatyk memenyhi surat Sekretaris Pemerintah kelas 1 tanggal 29
Mei 1909 nomor 9865 ia memberikan nasihat dan pendapat sebagai ber-
ikut:
Surat kawat Menteri Jalahan tanggal 3 September 1902 Bg. Al nomor
36/1467 itu mengenai masalah yang sapgat penting, karena berhubung-
an denfan rencana yang sejak lama dipertimbangkan untuk mengadakan
perubahan-perubahan secara berangsur dalam praktek pemerintahaﬁ id
Hindia Belanda, dalam arti bahwa lambat laun kepada para pegawai
Pemerintah Bumiputera harus diberikan kebebasar dan tanggung jawab
yang lebih tinggi, dan tugas para pegawai Pemerintah Eropa hanya
terbatas pada pengawasan yang lebih tinggi. Umtuk dapat sampai ke
arah itu perlu sekali bahwa terhadap para pemuds Bumiputera yang
ingin menerima pendidikan Eropa yang baik, atau yang setelah mene-
rima pendidikan demikian datang melamar pekerjaan pada Pemerintahan
Dalam Negeri harus'diperlakukan seperti dimaksud dalam surat kawat
Menteri Jajahan. Laporan Prof. Dr. Snouck Hurgronje membuktikan,

bahwa keinginan Pemerintah Belandz dan Pemerintah Hindia Belanda
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tidak selalu dipatuhi oleh pegawail-pegawai Eropa yang bersangkut-
an.

Direktur Pemerintahan Dalam Negeri, yang diminta pertimbang-
an dan nasihat mengenai masalah penting ini, dalam suratnya tang--
gal 16 April 1909 nomor 1276, antara lain:

1. Tidak menyatakan benar atau tidaknya laporan tersebut di atas,
tetapi hanya menyesalkan tidak disebutkannya nama-nama dan fak-

ta-fakta dalam laporan tersebut.

2. Menganggap, bahwa berita-berita yang bersifat demikian dan da-
tangnya dari pihak Bumiputera atau pihak lain tidak perlu di-
percaya betul-betul; karena sering adanya maksud-maksud sam- 

pingan.

3. Menganggap juga tidak perlu memberikan surat perintah mengenai_

masalah ini kepada para Kepala Pemerintahan keresidenan.

Cara Direktur P.D.N. menyelesaikan masalah itu, menyebabkan Pena-
sehat Urusan Bumiputera merasa perlu untuk meneropong masalahnya
levih dekat, serta memberikan beberapa laperan yang teliti dan
terperinci, meskipun tidak dapat menyebutkan nama dan fakta. La-
poran ini berdasarkan pengalaman dan pergaulan yang lama di ka-
langan pegawai Pemerintah Erqpa.

Singkatnya adalah sebagai berikut:

1. Kebanyakan pegawai pemerintah Eropa masih sangat konservatip
daﬁ penuh prasangka terhadap orang Bumiputera.
Setelah bertahun-tahun bekéfaé, karena pengalaman dan kebiasaan
mereka selalu menganggap bahwa pendapatnya sendiri yang betul,
dan mereka kebal terhadap perbincangan-perbincangan yang masuk
akal.

2. Mereka menganggap, bahwa tidak ada pengajaran, pendidikan dan
kemajuan yang dapat merubah sifat orang Bumiputera, dan bahwa
mereka akan tetap tidak cakap untuk pekerjaan yang berdiri sen-

diri dan selalu memerlukan pengawasan ketat dan pembinaan terus
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menerus dari pegawai Eropa. Jadi mengapa diberi pendidikan yang
lebih tinggi.

Mereka menganggap, bahwa pendidikan yang lebih tinggi hanya akan
menghasilkan pegawai Bumiputera, yang ‘‘mau menganut pendapatnya

sendiri" dan “menyusahkan'’, éombong atas diploma yang diperoleh-
nya, merasa tersinggung diserahi pekerjaan "magang' dan "juru tu-

1is" dan ingin sekali segera menduduki jabatan yang lebih tinggi.

Banyak yang beranggapan, bahwa pemuda keluaran sekolah pendidikan
pegawai Bumiputera (pangreh praja = OSVIA), sebagai pegawai beker-
ja kurang memuaskan dibandingkan dengan yang hanya berpendidikan
dasar, tetapi terbentuk dalam cara yang teruji hanya melalui "se-
kolah belajar dari praktek". '

Sehubungan dengan anggapan tersebut di atas banyak tamatan OSVIA
diterima sebagai magang dan juru tulis.

Dr. Hazeu sangat heran, betapa mundurnya mereka setelah beberapa
tahun bekerja sebagal magang dan juru tulis, sedangkan mereka du-

lu di sekolah murid-murid yang cakap.

Dapatkah para pegawai pemerintah Eropa, yang mempﬁnyai anggapan-ang-

gapan tersebut di atas, atas kemauan sendiri tanpa diberi peringatan
berulang-ulang akan menjalankan apa yang dikehendaki dalam surat ka-
wat Menteri Jajahan? Tidak mungkin.

Tetapi di antara para pegawai Pemerintah Eropa masih ada beberapa,

yang sadar, melihat dan merasakan perlunya pendidikan lebih tinggi

di kalangan orang-orang Bumiputera umumnya dan pegawai Bumiputera
khususnya.

ll

Kebanyakan pegawai Pemerintah Eropa sudah tidak lagi keberatan

orang-orang Bumiputera menyekolahkan anaknya ke sekolah rendah
Eropa.

Tetapi di antara mereka masih ada yang werasa kurang senang, jika.
ade orang tua Bumiputera ingin supaya anaknya melanjutkan sekolah-

nya ke Hoogere Burgerschool (HBS)., Mereka sering menganjurkan,
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supaya orang tua dalam rencana menyekolahkan anaknya jangan ber-
lebih-lebihan, lebih baik anaknya disuruh menempuh ujian pegawai
kecil (Klein Ambtenaars Examen) atau masuk Sekolah Pendidikan
Pegawai Bumiputera (OSVIA).

Banyak pegawai pemerintah Eropa pada umumnya tidak senang, bahwa
anak-anak Bumiputera masuk HBS, KWS atau lembaga-lembaga semacam
itu lainnya.

Dalam bulan Juli 1909 dibuka sekolah pendidikan ahli hukun Bu-
miputera (Rechtsschool). Dari pemuda-pemuda Bumiputera yang melamar
masuk sekolah tersebut, sesungguhnya banyak yang cerdas tetapi pen-
didikannya telah dirusak, karena mulainya terlambat, tidak teratur
dan terganggu. Dalam hal ini sesungguhnya pegawai Eropa dapat mem-
beri pengaruh yang bail, dengan menunjukkan kepada orang tua perlu-
nya memberi pendidikan pada usia yang masih muda, pendidikan yang
berjalan teratur dan tidak terganggu.

Banyak pegawail pemerintah Eropa menganggapnya tidak perlu bah-
kan berbahaya, jika pemuda Bumiputera mengunjungi lembaga-lembaga
dimana pegawai pemerintah Eropa dididik, misalnya di HBS, a2tau Gym-
nasium bagian B. Untung bagi mereka yang konservatip dan penuh ke-
khawatiran itu, karena diadakan ujian pegawai besar (Groot Ambtenaars
Examen). Sementara kesempatan bagi pemuda Bumiputera untux ..zucoba
memberanikan diri memperoleh diploma yang sama seperti vang dimiliki
pegawai pemerintah Eropa menjadi sedikit sekali.

Beberapa orang Bumiputera, yang mengunjungi Gymnasium Lagisn B
itu, lebih banyak mengalami duka daripada suka, dan sering dilcntari
+itik atas usahanya yang terlalu berani itu.

Fakta~fakta mengenai pemuda Bumiputera setelah memperoleh pendidik-
an yang lebih tinggi dan tidak diberi jabatan yang sesuai dengen
pendidikannya dapat dilihat dari banyaknya tamatan OSVIA yang diha-
ruskan bekerja beberapa tahun sebagai 'magang" dan "juru tulis®.
Tamatan Sekolah Pertanian sesudah lulus OSVIA tidak diperlakukan se-
| mestinya. Setelah tamat dari Sekolah Pertanian mereka diangkat
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menjadi Mantri Tani dengan gaji f. 50,-- sampai £.65.-- sebulan.
Sesudah mereka belajar mempraktekkan pengetahuan teori yang diper-
olehnya di Sekolah Pertanian, mereka mulai kariernya dalam peme-
rintahan yang sesungguhnya. Dalam tahun-tahun pertama dari Seko-
lah Pertanian mereka lebih cepat mendapat kenaikan (promosi) dari
padé yang hanya dari OSVIA., Tetapi segera ada perubahan, di bebe-
rapa keresidenan mereka sama sekali tidak dibedakan dari teman-—-te-

mannya yang hanya dari OSVIA, malahan ada yang dikalahkan,

Pemuda Bumiputera yang telah lulus ujian '"Groot Ambtenaars Examen'
tidak diberi kedudukan sebagal Pegawai Pemerintah Eropa (aspiran
kontrolir),

a. R.M.A. Koesoemo Joedo, lulus Groot Ambtenaars Examen di negeri
Belanda tahun 1904, mula-mula diangkat sebagai aspiran-kontrolir
tetapi tidak lama kemuydian ditarik dari pemerintahan dalam nege-
ri, dan diperbantukan pada Inspektyr Perkreditan Bumiputera.
Pemerintah yang berubah pandsngan, memutuskan tidak lagi mene-
rima orang Bumiputera dalam koxps pegawai pemerintah Eropa.

b. M. Mohammad Achmad, sebagai lulusan Gymnasium Willem III Bag. B
memempuh dan lulus Groot Ambtenaars examen tahun 1907. Ia di-
tempatkan di Perkreditan Bumiputera dan dalam tahun 1909 diang-
kat sebagai jaksa kepala di Serang.

¢. R.M. Sayoga, lulus Groot Ambtenaars Examen di negeri Belanda
tahun 1905, ditempatkan di Perkreditan Bumiputera dan kemudian
diangkat sebagai Mantri Polisi. '

Kedua pemuda Bumiputera tersebut mahasiswa yang cerdas dan uji-

an-ujiannya sangat bagus.

Maka tertarik untuk dapat diangkat sebagai pegawai pemerintah Ero-
pa itu bukan semata-mata karena alasan-alasan keuangan, juga tidak
semata-mata karena kedudukan pegawai pemerintah Eropa yang sangat
dihormati. Bagi pemuda Bumiputera yang terdidik modern merupakan
suatu bayangan yang mengerikan, untuk selama beberapa tahun memikul
beban kepatuhan sebagai budak dan beban pekerjaan yang mematikan

prakarsa. Inilah yang mempengaruhi pilihan mereka.
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Dengan sendirinya timbul kecurigaan terhadap maksud-maksud pe-
merintah dalam hati para pemuda Bumiputera, perintis generasi baru,
yang mendapat pendidikan Eropa yang baik, yang dengan rajin dan ulet
telah dapat sampai ke tingkat pendidikan dari rata-rata pegawai pe-
merintah Eropa. ‘

Jika Pemerintah mempunyai keinginan yang sungguh-sungguh, untuk
lambat-laun dapat memperoleh pegawai-pegawai pémerintah Bumiputera
yang intelektuil terdidik, yatig dapat diserahi tanggung jawab yang
lebih besar dan diberi kebebasan berdiri sendiri yang lebih banyak,
maka:

1. Seluruh dunia kepegawaian Bumiputera perlu sekali diyakinkan ten-

tang masalah tersebut di atas.

2. Pejabat tinggi pemerintah Eropa diyakinkan tentang perlunya:

a. menempatkan penuda-pemuda Bumiputera yang terdidik ﬁodern da-
lam jaéatah dan dengan gaji yang sesuai dengah pendidikannya
yang lebih tinggi; ‘ N

b. memberikan kepada mereka kebebasan tertentu (ﬁhtuk berdiri
sendiri) dengaﬁltanggung jawabnya yang berhubﬁﬁéahf&ehgan ke~
bebasan tersebut, o S o

c. menempatkan mereka di bawah pimpinan yang mempunyai pandangan

luas.

3. Pegawai pemerintah Eropa supaya dapat bertindak.tanpa,prﬁsangka
dan obyektip, tidak lagi memperlakukan mereka dengan cara yang
tanpa sistenm dan membangxitkan kecurigaan dan kedongkolan, dan
jangan merendahkan mereka dengan menjadikannya "mesin ketik",

"pelayan', atau "mandor’.

4. Jika ada kesulitan-kesulitan yang bersifat praktis dan adminis-
tratif, maka:
a. memberikan tempat kepada pemuda Bumiputera yang terdidik lebih
baik, dimana ada kesempatan menarik manfaat sebanyak mungkin
dari pengetahuannya yang lebih banyak, tanpa mengacaukan sis-

tem pemerintahan;
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b. mengadakan pembagian tugas antara pegawail pemerintah Eropa dan
Bumiputera yang terdidik baik dan harus segera dengan tegas
dapat mengatasi serta jangan terus-menerus ragu-ragu dan me-
ngemukakan keberatan-keberatan.. ée@gin itu jangan merasa puas
‘dengan ‘tindakan-tindakan setengah-setengah; yang pada hakekat-
nya hanya menghindari kesulitan untuk memuaskaq diri dan orang-

orang lain untuk sementara waktu.

Banyak pemuda Bumiputera, yang tergolong intelektuil ‘dan dengan
moril paling baik dan paling energik, makin lama makin menjauhi kari-

_er dalam pemerintahan, dan mencari jalan lain untuk memperolen kehi-

dupan yang bebas. "

Surat Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (M.S. Koster) kepada
Gubernur Jenderal (van Heutz) tanggal 23 Nopember 1908 nomor 17306

Dengan surat Sekreiaris Pemerintah taunggal 7 Pebruari 1908 no-
mor 395, Direktur P;A.K. lama (J.G. Pott) diberi tugas untuk memberi-
kan pertimbangan-pertimbangan dan nasehat-nasehat, termasuk usul-usul
terumus, mengenai maéalah termaktub dalam Bagian III paragrap 3 dari
"Nota tentang kebijaksanaan politik dan urusan pemerintahan di jajah-
an luar Jawa dan Madura" yang disusun oleh H. Colijn, mengenai hal-hal
&ang termasuk bidang Departemen ini.

Deﬁgan"sufat'Pemerintah tanggal 4 April 1908 nomor 976, tugas ini un-

tuk sementara ‘waktu dibatasi pada Sumatera, terbatas khusus pada pen-

dapat-pendapat dalam Nota tersebut di atas mengenai Pendidikan Pegawai
Negeri dan pendidikan rakyat’ umum di pulau Sumatera.

Pendidikan Pegawai

Setuju dengah pendapat H. Colijn, bahwa menciptakan kesempatan untuk
mengikuti pendidikan pegawai yang layak merupakan tuntutan van mutlak
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di jajahan luar Jawa dan Madura. Menurut uraian yang termaktub di
halaman 71 dan 72 dari Bagian III Nota tersebut di atas (lihat juga
halaman 117 sub 3 dan 4), H.Colijn berpendapat,. bahwa mengenai ma-
salah tersebut di jajahan luar Jawa dan Madura, dan mengingat kea-
daan sekolah-sekolah rendah Bumiputera di sana, harus diatur sede-
mikian sehingga dapat bersambungan dengan sekolah negeri Bumiputera
kelas 2. Mengenai pendidikan pengetahuan umum bagi murid tidak per-
lu melebihi daripada yang diberikan di sekolah-sekolah pendidikan
guru Bumiputera. Pada umumnya H. Coiijn menyetujui kombinasi pendi-
dikan pegawai dengan pendidikan guru, kecuali di Sumatera. Menurut
pendapatnya harus ada 3 sekolah pendidikan pegawai, masing-masing
untuk Sumatera Utara, Tengah dan Selatan. Untukvsekarang kombinasi
itu tidak mungkin, karena untuk memenuhi kebutuhan guru-guru yang
terdidik Sekolah Pendidikan Guru di "Fort:haKocx” (Bukittinggi) su-
dah ada pada kapa51tas maksimal. Mengingat keadaan Keuangan Negara
H. Colijn mengusulkan didirikan satu sekolah pendidikan pegawai Bu-
miputera di "Fort de Kock" (Bukittinggi).
(Apakah di Sumatera ada kebutuhan akan 3 Sekolah Pendidikan
Pegawai perlu diselidiki lebih lanjut. Sekolah pendidikan
guru di "Fort de Xock" Yyang direorganisir, dapat juga di-
pergundkan sebagai sekolah pendidikan pegawai. Sekolah pen-
didikan pendidikan pegawai untuk Sumatera Utara dapat didi-
rikan di Medan).

Pendidikan Umum

Pikiran H. Colijn mengenai Pendidikan Umum yang termuat dalam
halaman 73 s/d 78 Bagian III dari Notanya (lihat juga halaman 118
dan 119 sub 7 s/d 15) pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pendidikan rendah Bumiputera harus dengan giat dimajukan juga di
luar Jawa dan Madura, agar supaya dalam waktu tidak lama di sana
akan dapat diperoleh pendidikan rakyat umum.

Pemisahan tajam perlu diadakan antara pendidikan yang diselenggara-

kan pemerintah dan pengajaran setempat - meskipun hanya untuk
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alasan-alasan keuangan - dengan pengertian bahwa Pemerintah hanya
akan mendirikan sekolah-sekolah standar di pusat-pusat pemukiman
yang dipilih dengan baik. Sekolah-sekolah standar ini diperuntuk-
kan untuk putera Kepala-kepala dan orang-orang Bumiputera terkemu-
ka, dan selanjutnya dipvruntukkan untuk menghasilkan guru bagi pen-
didikan rakyat.

Di samping sekolah~sckolah standar harus dihidupkan pula sekolah-
sekolah rakyat yang sangat sederhana dengan mengingat keadaan se-
tempat, yang dalam prinsipnya tidak dibiayai dari Kas Negara. Se-
kolah-sekolah ini berada di bawah pengawasan penilik sekolah Bumi-
putera, yang diangkat dari guru-guru pemerintah yang terbaik,
Sekolah standar harus merupakan sekolah Bumiputera kelas 2. Di ti-
ap- tiap kontroliran harus ada sekolah demikian; Ini berarti jumlah
sekolah kelas 2 yang sudah ada di Sumatera harus ditambah dengan 40.
Tindakan-tindakan harus diambil supaya dapat tersedia lebih banyak
guru yang terdidik, hal mana dapat dilaksanakan dengan meninggikan
kapasitas sekolah pendidi™~n guru di "Fort de Kock'".

Harus diselidiki kontroliran (termasuk pula asisten keresidenan yang
tidak terbagi) yang belum ada sekolah kelas 2, dan dimana yang harus
dipenuhi lebih dahulu. Untuk itu Gubernur Jenderal diharap memerin-
tahkan ;:ara Residen yang bersangkutan untuk mengajukan daftar nama-
nama kontroliran yang belum mempunyai sekolah kelas 2, dengan urutan
no™ - urut da;am daftar yang perlu diberi lebih dahulu. Untuk ini
para Residen harus bermusyawarah dengan Inspektur Pendidikan Bumipu-
tera Bagian 4. '

Setelah menerima daftar-daftar tersebut Departemen P.A.K. akan me-
nyusun rencana pendirian sekolah-sekolah tersebut, dengan mengingat
kapasitas produksi Sekolah Pendidikan Guru di "Fort de Kock" yang
telah direorganisir itu. Setelah disetujui Pemerintah, dan dana
yang diperlukan tiap tahun disediakan dalam Anggaran Belanja, maka

rencana tersebut akan dijalankan secara berangsur-angsur,

Mengenai Pendidikan Rakyat

Dengan surat keputusan Pemerintah tanggal 10 Juli 1908 nomor 14
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telah dipenuhi untuk keresidenan Aceh dan daerah sekelilingnya
(f. 10.000.-- untuk pendirian sekolah rakyat, dan alat-alat pela-
jaran diberikan cuma-cuma oleh Departemen P.A.K.). Para Residen
lainnya diminta mengajukan usul-usul yang terrumus, dengan mengi-
ngat keadaan yang luar biasa dan mendesak di tiap-tiap keresiden-
an. Sesuai dengan pendapat H. Colijn mengenai masalah ini tidak
ada pengaturan yang seragam. Kepada para Residen dapat diberikan
satu exemplar "Petunjuk Pendirian Sekolah-sekolah Desa di Jawa',
kemungkinan dapat dicontoh. Keresidenan Aceh tidak dapat diambil
contoh, karena meminta biaya banyak dari Kas Negara, dan ini demi
kepentingan politik. '
Usul-usul para Residen disertai dengan pertimbangan serta nasihat
harus disampaikan kepada Direktur Pemerintahan Dalam Negeri dan
Kepala Kantor Departemen P.A.K. Seperti di Jawa, pimpinan umum
mengenal masalah ini sementara dapat diserahkan kepada Direktur
PDN, karena sekarang di Departemen PDN ada Biro Urusan Pemerintah-
an Jajahan Luar Jawa dan Madura (surat keputusan Pemerintah tang-

gal 22 Nopember 1908 nomor 19, dengan Kepala H. Colijn).

Surat Menteri Jajahan (Idenburg) kepada Gubernur Jenderal (vap

Heutz) tanggal 14 Pebruari 1909 nomor 34/311

Menteri Jajahan telah menulis di halaman 25 alinea 7 dari
Memori Jawaban atas Laporan Sementara dari Kamar II mengenai Ang-
garan Belanjanﬂindia‘Belanda tahun yang berjalan, bahwa ia akan
mengadakan musyawarah dengan Pemerintah Hindia Belanda tentang
pendirian sekolah-sekolah rakyat di Sumatera Barat menurut contoh
sekolah mukim di Aceh dan sekolah desa di Jawa.

Sehubungan dengan itu Menteri mengharap Gubernur Jenderal segera
memberikan pendapatnya mengenai masalah ini dan jawaban atas per-
tanyaan, apakah guru-guru atau kepala-kepala sekolah agama (surau)
dapat dijadikan guru sekolah rakyat, meskipun diperlukan beberapa
pendidikan pendahuluan, seperti pendapat van Kol (pembicaraan pada
Majelis Rendah 1908/1909 halaman 438 kolom 2).
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36. Surat Penasehat Urusan Jajahan Luar Jawa dan Madura (II. Colijn) ke~

pada Direktur Pemerintahan Dalam Negeri (S. de Graaf) tanggal 24 A-
pril 1909 nomor 48

Menteri Jajahan menurut surat kawatnya tanggal 14 Pebruari 1909
Bagian Al nomor 34/311 mengharap pendapat Pemerintah Hindia Belanda
mengenai: '

a. Pemikiran untuk mendirikan sekolah rakyat di Sumatera Barat me-
nurut contoh sekolah mukim di Aceh dan sekolah desa di Jawa;

b. Pertanyaan apakah dalam pengajaran rakyat para guru atau kepala'
sekolah agama (surau) dapat dipakai, meéskipun dengan mengikuti 3
"beberapa pendidikan pendahuluan secbelumnya. ‘

Mengenai ad. a

Menurut Colijn ada perbedaan prinsipiil antara sekolah mukim di Aceh

dan sekolah desa di Jawa: :

1. Sekolah mukim pada hakekatnya sejenis’' sekolah Pemerintah yang mu-
rah, sedangkan sekolah desa di Jawa berdirinya atas kegiatan ma-
syarakat setempat (desa) dan pada pokoknya dibiayai masyarakat
sendiri. -

2. Pengeluaran dari Pemerintah setahun untuk seklalah-sekolah desa
di Jawa f. 70.366.-- diantaranya yang f. 54.631.-- untuk tambah-
an penghasilan guru-guru desa, untuk 357 sekolah dengan 20.721
nurid, sehingga rata-rata f. 3.50 diantaranya yang f. 2.50 untuk
tambahan gaji guru tiap murid tiap tahun. A
Di masa depan pengeluaran Pemerintah untuk sekolah-sekolah desa
makin berkurang. Pengeluaran Pemerintah untuk sekoléh-sekolah
mukim di Aceh f. 9.968,78 untuk 38 sekolah dengan 1266 murid
atau lebih dari f. 7.-- tiap murid tiap tahun.

Pengeluaran Pemerintah makin lama makin besar, dan 3x lebih besar

daripada untuk sekolah-sekolah desa di Jawa, serta jauh lebih besar

daripada pengeluaran subsidi sekolah-sekolah swasta luar Jawa dan

Madura (Lembaran Negara 1895 nomor 146).

Kebutuhan akan pendidikan terbukti terutai:a di Tanah Tinggi Padang

dengan didifikannya sekolah—sekolah atas prakarsa sendiri. Akhir
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Desember 1907 ada 40 sekolah negeri Bumiputera dan 67 sekolah swas-
ta, 30 bersubsidi dan 37 tidak, dan dikunjungi oleh 1848 murid, di-
antaranya 1722 murid membayar, sebagai bukti bahwa untuk pendidikan,
penduduk mau mengeluarkan uang. Sekolah-sekolah ini sebagian besar
didirikan dengan musyawarah antara Pemerintah dan penduduk.

Pendapat Gubernur Sumatera Barat mengenai pendidikan ﬁumipute-
ra adalah sebagai berikut: J |

1. Perluasan jumlah sekolah perlu dan dianjurkan supaya penduduk
menanggung sendiri sebagian besar dari biayanya.

2. Pendirian sekolah-sekolah desa yang dimaksud di atas harus kelu-
ar dari masyarakat sendiri, dan bahwa ada kemampuan tidak perlu
disangsikan. |

Sebelum menjawab Menteri, perlu sebelumnya diadakan musyawarah dan

persetujuan dengan Gubernur Sumatera Ba:a;, supaya dapat mengqjukan

usul-usul, dengan dilampiri program ke;jg;\yang pasti dapat diiak—

sanakan dalam praktek.

Mengenai ad. b

Pendapat yang diajukan van Kol nampaknya dipengaruhi oleh uraian
dari A.W.P. Verkerk Pistorias dalam bukunya 'Ulama dengan pengaruh-
nya pada masyarakat', Bab VII dari bukunya '"Studi tentang kerumah-
tanggaan Bumiputera di Tanahtinggi Padang" halaman 223/225. Penda-
pat Verkerk berdasarkan peninjauan dalam tahun 1865-1870.

H. Colijn tidak dapat menyetujui pendapat van Kol, karena:

1. Sekolah agama yang disebut surau, sesungguhnya tidak patut di-
sebut sekolah, sebab: '
a. dalam semua hal pengaturan dan pengajarannya sangat menyim-
pang dari syarat-syarat pengajaran menurut pengertian Eropa;
b. tidak ada teffib dan disiplin‘sekolah, tidak ada jam-jam pe-
lajaran tertentu, tidak ada pengawaéan mengikuti pelajaran
atau tidak, tidak ada perhatian terhadap kemajuan murid, mu-
rid memutuskan sendifi apakah ia mau belajar atau tidak, dan
waktu mana yahé akan dipergunakan untuk menerima dan meng-

ikuti pelajaran;
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¢. murid-murid belajar dalam satu ruangan, tetapi tidak ada
pengajaran klasikal, masing-masing hanyé mengingat kemajuan-

nya sendiri.

2. Murid-murid surau hanya belajar menulis dan membaca huruf Arab,
membaca Al qur'an dan kitab-kitab keagamaan, tanpa diberi penge-
tahuan yang praktis.

3. Guru-guru sekolah agama dengan pengetahuan sekolah dan pengeta-
huan umum yang minim, tidak mungkin dengan beberapa pendidikan

sebelumnya dibentuk menjadi guru sekolah desa.

4. Mereka sangat konservatif, fanatik agama, bersikap bermusuhan,

dan curiga terhadap Pemerintah Belanda.

5. Mereka tidak mau menerima apapun dari orang "kafir" dan karena
sikap mereka dianggap ''suci' oleh murid-muridnya, sechingga mere-
ka tidak akan mau menjadi guru dibayar dan diawasi oleh orang
kafir, meskipur sesungguhnya memerlukan uang itu, karena takut

kehilangan reputasi mereka.

6. Pengajaran negeri bersifat netral, dan tidak dapat diharapkan
bahwa guru-guru agama yang fanatik dan picik itu akan dapat me-
nerima pandangan Pemerintah.

Diusulkan supaya usul van Kol ditolak.

Surat Penasehat Urusan Bumiputera (G.A.J. Hazeu) kepada Direktur

i'endidikan, Agama, dan Kerajinan (M.S. Koster) tanggal 27 Januari
1909 nomor 17

Diungkapkan, bahwa didirikannya perkumpulan Jawa '"'Boedi Utomo"
yang anggota=-anggotanya mengadakan Konggres dalam bulan Oktober 1908,
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cabang-cabangnya mengadakan pembicaraan dalam faﬁat-rapat terbuka
di beberapa tempat, menarik perhatian lebih dari yang permah ada
sebelumnya pada keinginan yang dikandung oleh sebagian besar orang
orang Bumiputera yang terdidik, terutama orang-orang Jawa. . ..
Para pembicara, meskipun tidak berpengalaman, ragu-ragu dan
saling berbeda pendapat, dalam satu hal mereka serempak mempunyai
pikiran dan keyakinan yang‘pasti "terutama mengingat pendidikan
sebagai sarana mutlak untuk kemajuan ekonomis dan pertumbuhan fo=
hani". ' . _
Hazeu tidak sependapat dengan sementara kalangan yang mengatakan,
bahwa keinginan pendidikan ini hanya satu mode sementara yang akan
berlalu dengan sendirinya. 1Ia menandaskan, bahwa keinginan itu
merupakan akibat yang wajar dari keadaan dan hubungan masyarakat *
yang dalam tahun-tahun akhir ini berubah dengan sangat cepat, ti-
dak hanya di Jawa tetapi juga hampir di seluruh dunia Timur, yang
membangkitkan energi yang selama ini tidur untuk mencari senjata
yang paling cocok untuk dapat berhasil dalam perjuangan hidup, ya-
itu pengetahuan. I
Di Nusantara (Hindia-Belanda) dalam keadaan sekarang pengetahuan
dan kemajuan lebih banyak hanya dapat diperoleh dengan perantaraan
bahasa Belanda. Kemampuan mengetahui dan mempergunakan bahasa Be-
landa merupakan syarat mutlak untuk: ‘
1. Beberapa jabatan baik negeri maupun swasta yang menetapkan se-
bagai syarat penerimaan yaitu "lulus ujian pegawai rendah"

(Klein Ambtenaars Examen).
2. Dapat diterima dan menamatkan pendidikan yang lebih tinggi.

3. Maju dengan belajar sendiri dengan mempergunakan buku-buku da-
lam bahasa Belanda.

Maka dari itu orang-orang Bumiputera, terutama di Jawa dan di ka-"

langan terkemuka (yang disebut priyayi) berusaha dengan sekuat te-

naga dengan pengorbanan uang yang tidak sedikit, supaya anak-anak-

ny; dapat bergékolah dengan pelajaran bahasa Belanda. Karena ma-

suknya ke Sekolah Rendah Eropa (E.L.S.) sangat dipersulit dan
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jumlah sekolah Bumiputera kelas 1 masih sangat kurang, maka dimana
sekolah sedemikian ada, mereka dengan prakarsa sendiri mengadakan
sekolah swasta dengan rencana pelajaran yang diperluas dan dengan
pelajaran bahasa Belanda, dengan guru-guru swasta yang bermutu se-
dang. Seringkali hasilnya tidak memadai pengorbanan uang. , Satu-
satunya kesulitan yang besar dari sekolah swasta ini ialah ''keku-
rangan uang’, sebab di Jawa, di kalangan masyarakat Bumiputera ti-
dak ada unsur-unsur yang kuat keuangannya. .Lagil pula gaji para
pegawal (kecuali Bupati) rendah dan tidak meng?jinkan untuk membi-
ayal sekolah seluruhnya dari keuangan swasta. o g :
Sekolah kelas 1 dengan bahasa Belanda (Lembaran Negara 1967 nomor
. 112) dapat diterima oleh kalangan Bumiputera, barangkali dengan
rasa '"terima kasih", tetapi pasti '"tidak puas', sebab bahasa Be-
landa dimulai di kelas 3 dan 4 sebagai mata pelajaran dan di ke~
las 5 dan 6 sebagai bahasa pengantar, dan beberapa mata pelajaran
misalnya berhitung ternyata karang, sehingga sukar untuk dapat me-
nempuh ujian Klein Ambt. naars Examen. Anak yang pindah ke E.L.S.
meskipun cerdas (inteligen) sukar mengikuti pelajaran karena peng-
ajaran bahasa Belandanya, .terlambat diikuti secara metodis.

Bagl anak yang ingin melanjutkan ke H.B.S., K.W.S. dan Rechts-
school harus masuk E.L.S., sedangkan masuknya ke sekolah itu bagi
anak Bumiputera sangat dipersulit (lihat surat Penasehat Urusan
Bumiputera kepada Direktur P.A.K. (J.G. Pott) tanggal 4 Juni 1907
nomor 48). .
Kepala-kepala E.L.S. semena-mena mempergunakan pasal 14 Reglemen
Sekolah (Lembaran Negara 1894 nomor 193 diubah dengan Lembaran Ne-
gara 1907 nomor 382).

Kepala-kepala E.L.S. mempersulit masuknya anak Bumiputera, sebab
takut dimarahi Inspektur dan pendapat pribadi - yang banyak tidak
benarnya - bahwa pengaruh anak-anak Bumiputera kurang baik terha-
dap anak-anak Eropa dan jalannya pengajaran menjadi tidak teratur.
Mereka melaksanakan penolakan ini dengan sistem mereka masing-ma-
sing, dengan catatan:
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a. Hanya mau menerima sejumlah murid tertentu, vang mereka tentukan
sen@iri, bagi masing-masing kelas.

b. Menéntukan syarat-syarat terlalu berat bagi anak-anak Bumiputera
dalam pengetahuan bahasa Belanda, tercantum dalam Pasal 14 Re-~
glemen Sekolah.

¢c. Menurut pandangan dan pikiran sendiri yang ada pada saat itu.

Sedangkan para orang tua sudah banyak mengeéluarkan uang untuk pela-

jaran privat atau pengajaran swasta bahasa Belanda, tahun ini men-

coba di sekolah yang satu, kemudian di sekolah lain dan seterusnya,
sehingga jika akhirnya dapat berhasil diterima, bonyck wzl.tu yzaug
berharga sudah hilang, anak itu terfinggal dengan anak-anak yang
masuk sekolah pada usia muda, sering sudah terlalu tua untuk dapat

menempuh ujian masuk H.B.S.

Lebihk-lebih para Bﬁpati, memondokkan anak-anaknya pada usia sangat

muda pada keluarga-keluarga Belanda yang beéradab, terdidik dan ber-

kelakuan;;supaYa anak itu dididik secara Belanda dan kemudian dapat
menikmati pendidikan yang sebaik mungkin.

Dengan sehdiriﬁyé”béholakan—penolakan itu menimbulkan kedongkolan.

Konggres Budi Utomo di Yogyékarta dalam prinsipnya menerima untuk

mengusulkan kepada'?émerintah Hindia Belénda, supaya:

1. Penerimaan anak-anak Bumiputera di E.L.S. jangan terlalu diper-
sulit. 5

2. Jika Pemerintah keberatan, supaya didirikan sekolah-sckolah se-
perti yang didirikan untuk anak-anak Cina (H.C.S.) dan diatur
sedemikian, sechingga anak-anak kelas tertinggi setelah tamat
sekolah dapat seketika melanjutkan pelajarannya ke sekolah-seko-
lah menengah.

Penaschat Urusan Bumiputera mengusulkan:

1. Supaya anak-anak Bupati dan priyayi lainnya, yang banyak lkemung-
kinannya akan menduduki jabatan-jabatan penting di kemudian hari
atau akan melanjutkan pelajarannya ke HBS, KWS dan Rechtsschool,
dapat diterima di E.L.S. dengan memperlunak pasal 14 Reglemen
Sekolah.



38.

123

2. Jika dikhawatirkan sekolah akan terlalu padat, anak-anak yang
sekiranya tidak akan cocok untuk sckolah menengah (HBS) setelah
beberapa waktu tertentu dikeluarkan.

3. Di sekolah-sckolah Bumiputera kelas 1 bahasa Belanda mulai di-
ajarkan di kelas 1, dan dipergunakan sebagai bahasa pengantar
di semua kelas, dan rencana pelajaran diperluas, sehingga murid
murid kelas tertinggi langsung dapat menempuh ujian K.A.E.
(Klein Ambtenaars Examen).

D1 kalangan Bumiputera yang terdidik hampir tiap hari dibicarakan

hal-hal dalam bidang pendidikan - yang mendapat perhatian penuh

dari apa yang disebut Jeng Java - seperti: sekolah "frobel" (di

mana anak-anak secara bermain-main belajar bahasa Belanda), pendi-

dikan untuk gadis, pendidikan pertukangan dan pendidikan pertani-
an, perluasan jumlah guru Bumiputera.

Dikemukakan pula adanya beberapa putri Bupati di Jawa Tengah, yang

mendirikan sekolah-sekolah kecil, yang diajar oleh mereka sendiri

dan di bawvah pimpiman mereka diajarkan beberapa mata pelajaran se-
kolah rendah serta pekerjaan tangen wanita oleh pembantu-pembantu
mereka (jugs putri-putri priyayi). In{ merupakan sesuatu yang ba-
ru, yang beberapa tahun yang lalu tak terpikirkan, suatu bukti
bahwa sepuluh tahum akhir-akhir ini membawa perubahan-perubahan
yang penting dalam kebiasaan dan pikiran-pikiran kuno.

Surat Gubernur Jenderal (Idenburg) kepada Menteri Jajahan (De Waal
Malefijt) tanggal 8 September 1910 nomor 1139/21

Dari salinan-salinan yang dilampirkan pada Laporan pos nomor
313, dapat diketahui bahwa seckarang di Hindia Belanda masalah me-
ngenai masuknya anak-anak Bumiputera ke sekolah-sekolah rendah Be-
landa menjadi hangat lagi. Masalah ini telah dikemukakan oleh Gu-
bernur Jenderal lama (van Heutz) dalam suratnya tanggal 12 Januari
1908 nomor 42/19 dan dalam kawat Menteri Jajahan ad interim waktu
itu, tanggal 13 April 1908 Bagian Al nomor 62/658.
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" Yang memprakarsainya adalah Penasehat Wrusan Bumiputera
(G.A.J. Hazeu), yang dalam dua suratnya kepada Direktur Pendidik-
an, Agama, dan Kerajinan tanggal 13 April dan 1 September 1909
nomor 58 dan nomor 96 mengusulkan, supaya keinginan-keinginan
orang-orang Bumiputera umumnya dan kalangan prif&yi khususnya da-
pat dipenuhi.
Setelah mempertimbangkan naséhat dari Inspektur Pendidikan Eropa
ia mengusulkan supaya Reglemen Sekolah Eropa diubah dan supaya
azas untuk mempermudah masuknya anak Bum*putera ke sekolah rendah
Eropa dapat dilaksanakan. '
Direktur P.A.K. {M.S. Koster) meskipun bukan pendukung perlu-
asan penerimaan mufid Bumiputera di Sekolah Rendah Eropa, berpef=
dapat bahwa perlu diambil tindakan untuk memenuhi'keinginén dan "’
kepentingan orang-orang Bumiputera, yang sungguh-sungguh memerlu-
kan pendidikan rendah Eropa bagi anak-anaknya. Bagaimana cara pe-
laksanaannya séhiiigga; tanpa merasakan kekurangan akibit' 'masuknya’
murid-murid Bumipiitéra’pada sekolah terlalu dirasakan, diuraikan
dalam konsep sufat Keputusan perubahan Reglémen Sékélah Erépa
(Lembaran Negara Hindia'Belanda 1908 nomor’ 312) yang salinannya '
dilampirkan bersama surat ini. -
Tujuan pokok dari peninjauan kembali’Reglemen Sekolah ini
ialah perubahan ‘radikal dari pasal 14 Reglemen tersebut adalah "
mengingat di satu pihak: masuknya murid-murid Bumiputera dibatasi
dengan menerima azas, bahwa sekolah rendah Eropa hanya terbuka ba-
gl mereka: e
a. yang mengingat masa depannya di masyarakat - dengan mengingat
kedudukan dan tingkat pendidikan orang tuanya dan juga bakat
intelektuil mereka sendiri - sangat memerlukan pendidikan yang
diberikan sekolah itu;

b. yang masuknya. ke.sekolah rendah Eropa itu disyaratkan untuk
menghasilkan murid-murid yang baik bagi lembaga-lembaga pendi-

dikan yang mempersiapkan tenaga untuk jabatan-jabatan pemerintah
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bagi orang Bumiputera seperti sekolah pendidikan dokter Bumipu-
fera_(STOVIA) dan sekolah pendidikan ahli hukum Bumiputera
(Rechtsschool).

Di pihak lain, bagi mereka yang dapat diterima atas dua dasar ter-

sebut di atas, untuk kemungkinan dapat diperbaiki, diadakan kelas

pergiapan bagi mereka, dan batas umur untuk masuk kelas 1-diatur
sedemikian sehingga mereka dapat duduk 2 tahun dalam kelas persi-
apan.

Dewan Hindia Belanda - yang prinsipiil menyetujui M.S.- Koster -

menurut nasehatnya tanggal 12 Agustus 1910 nomor XXXIII.(salinan-

nya terlampir) tidak keberatan untuk diadakannya percobaan seperti
diusulkan kepala Departemen tersebut. Dewan tidak yakin, bahwa
penyelesdian yang diusulkan ini akan memuaskan.

Gubernur Jenderal berpendapat bahwa:

1. Pandangan Penasehat Urusan Bumiputera prinsipiil lebih tepat

_.daxi pada pandangan Direktur Pendidikan, Agama dan Kerajinan.

2. Pengurusan pendidikan bagi orang-orang Eropa relatip kurang

..penting dari pada‘pengurusén pendidikan rakyat ‘di- daerah ini
pada umumnya, karena kepentingan mereka pada pemberian pendi-
dikan baik yang sesuai - dipandang dari sudut Pemerintah - itu
kecil dibandingkan dengan kebutuhan akan pendidikan seperti
itu bagi penduduk Hindia Belandd lainnya yang begitu besar jum-
lehnya.

3. Jika terpaksa harus dipilih alternatif antara, sedapat mungkin
menglkut-sertakan orang-orang Bumiputera dan Timur Asing pada
pendidikan bukan Bumiputera sehingga harus dimajukan, atau pin-
tu sekolah rendah Eropa harus ditufup bagi orang-orang Bumipu-
tera, jika ternyata penerimaannya merugikan sekolah itu.
Gubernur Jenderal akan lebih condong memilih ad; a, dari pada
penganak-emasan anak-anak Eropa. Jumlah biaya terlalu besar
untuk tetap memelihara pendidikan demi kepentingan mereka, yang

merugikan kemajuan dari bagian penduduk lainnya yang jauh lebih
besar.
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4. Sangat keberatan atas usul mengenal peraturan penerimaan murid
Bumiputera di sekolah rendah Eropa, dan begitu pula sangat ke-
beratan mengadakan percobaan dengan peraturan itu.

Mengingat pertanyaan yang mungkin ada dalam pembicaraan dalam De-

wan Perwakilan Rakyat mengenai Anggaran Belanja Hindia Belanda,

maka Gﬁbernur Jenderal merasa perlu segera menyampaikan pendapat-
nya dan cara bagaimana penyelesaiannya sementara dari masalah itu
kepada Menteri Jajahan.

Kesempatan untuk belajar bahasa Belanda dengan baik, sesuai
dengan usul Direktur P.A.K. (M.S. Koster) dapat dilaksanakan de-
ngan cara lain, yaitu:

1. Mengubah sekolah Bumiputera kelas 1 yang direorganisir sesuai
dengan usul-usul Direktur P.A.K.:

a. waktu belajar dari 6 dijadikan.7 tahun;
b. jumlah tenaga pengajar Eropa dari 2 jadi 3 orang;
c. menempatkan guru-guru Bumiputera, yang karena pendidikannya
yang baru, diharapkan menguasai Bahasa Belanda dengan baik;
d. perubahan ini hanya di ibu-ibu kota keresidenan di Jawa dan
Madura.
Usul Gubernur Jenderal ini didukung oleh Dewan Hindia Belanda.
Mengingat bahwa di masa depan akan dipakai jauh lebih banyak
tenaga-tenaga kerja Bumiputera délam fungsi~fungsi yang sekarang
dipegang oleh orang-orang Eropa, maka perlu sekali untuk tepat pa-
da waktunya mengadakan organisasi pendidikan Bumiputera dalam mata
rantai tengah yang akan dapat memberikan cukup banyak tenaga ter-
didik untuk jabatan-jabatan administrasi tingkat rendahan.
Mengenai pendirian sekolah Belanda Jawa (H.J.S.) pelaksanaannya

untuk sementara ditangguhkan.
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PEMBERI UBSID
KEPADA SEKOLAH-SEKOLAH BUMIPUTERA SWASTA

39. Surat Gubernur Jenderal (Idenburg) kepada Menteri Jajahan (De Waal
Malefijt) tanggal 5 April 1910 nomor 352/14

Komisaris Pemerintah untuk desentralisasi dalam nasehatnya
mengenai penetapan jumlah sumbangan dari Pemerintah Swapraja Terna-
te dan Tidore kepada Kés Negara sebagal restitusi pengeluaran Peme-
rintah untuk kepentingan langsung bagi daerah-daerah itu menegaskan
bahwa pengeluaranfuntuk subsidi bagi pendidikan Bumiputera swasta
sedapat mungkin ditetapkan dalam batas-batas restitusi yang mungkin
diberikan, dan karena itu dalam pembicaraan-pembicaraan tentang
perﬁohonén-permohonan subsidi harus diperhitungkan dengén kenung-
kinan restitusi sedemikian.

Hal ihi menyebabkan pertukaran piki-an yang panjang lebar an-
tara Gubérnur Jenderal Pendidikan, Agama, dan Kerajinan, Direktur
Pemerintahan Dalam Negeri dan Dewan Hindia Belanda. Dalam pertu-
karan pikiran ini berbagai hal prinsipiil mengenai pendidikan Bumi-
putera dibicarakan sedemikian rupa, sehingga titik tolaknya sendiri
terdesak ke latar belakang. Akibatnya surat kawat Menteri Jajahan
tanggal 5 April 1909 Bagian Al nomor 17/579 mengenai pemberian suB—
8idi kepada sekolah-sckolah Bumiputera swasta dari Perkumpulan Zen-
diqg Utrecht yang didirikan di Buru, Halmahera, dan Guinea Baru ti-
dak terjawab, sehingga diperingatkan dengan kawat Menteri tanggal
4 Maret 1910 nomor 6.

Secara singkat pertukaran pikiran tersebut di atas diéimpulkan
dalam nasehat Dewan Hindia Belanda tanggal 15 Oktober 1909 no. XXX
Gubernur Jenderal mengajukan kepada Direktur Pendidikan, Agama, dan
Kerajinan dua pertanyaan: | !

1. Apakah hubungan Pemerintah terhadap pendidikan swasta mengijin-

kan, bahwa pemberian subsidi itu dibuat tergantung dari syarat
restitusi.
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2. Apakah Pemerintah dapat menganggap, bahwa tugasnya dalam mencu-
kupi kebutuhan pendidikan ‘di daerah swapraja lebih terbatas da-
ripada di daerah yang diperintah langsung oleh Pemerintah.

Pertanyaan ad. 2 oleh M.S. Koster dijawab: "tidak", dan pertanyaan

ad. 1 dijawab "ya'" dengan pengertian, bahwa' ia keberatan, jika di-

buat menjadi kebiasaan bahwa subsidi di daerah swapraja tidak di-

berikan, kecuali. jika ada restitusi.

Mengenai hal ini H. Colijn, Pqusehat sementara Urusan Peme-
rintahan di jajahan luar Jawa dan,Madura, memberi nasehat: |
l. Sistem pemberian subsidi di luar Jawa dan Madura yang ada tidak

boleh diteruskan, tetapi diubah dengan sistim baru..

2. Dalam sistim pemberian subsidi yang baru ini Pemerintah: ]
a. menetapkan di masing-masing wilayah, dimana ada persekutuan

Zending bekerja, jumlah uang yang dapat disisihkan dalam pe-
riode tertentu bagi pendidikan rakyat di wilayah itu;

b. kemudian mengadakan persetujuan dengan persekutuan yang ber-
sangkutan. Dalam persetujuan ini persekutuan yang bersang-
kutan menanggung kewajiban untuk mengurusi pendidikan rakyat
menurut beberapa azas umum dengan subsidi sampai jumlah yang
ditentukan di atas, dihi;ung_per-tahun.

Kepala Departemen P.A.K. (Koster) meskipunvdalam beberapa hal da-

pat menyetujui pendapat H. Colijn, secara prinsipiil keberatan

terhadap sistem tersebut:

1. Sistim itu tidak dapat dipersatukan dengan pendirian netral da-
ri Pemerintah, yang harus dipegang Pemerintah terhadap bermacam-
macam kumpulan gereja.

2. Sebagai penyelesaian ia mengusulkan agar peraturan subsidi bagi
daerah di luar Jawa dan Madura yang ada (Lembaran Negara 1895

- nomor 146) - dengan masih tetap memiliki sifatnya yang fakulta-
tif - diubah dan ditambah sedemikiaﬁ rupa schingga jika suatu
persekutuan mendirikan sekolah-sekolah besar-besaran di suatu
wilayah, maka Gubernur Jenderal menentukan jumlah uang maksimum
bagi seluruh subsidi yangiakan diberikan kepada persekutuan itu

untuk wilayah tersebut.
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Tentang surat kawat Menteri Jajahan tanggal 5 April 1909 Bagian Al

nomor 17/579, M.S. Koster memberi nasehat:

1. Untuk permohonan subsidi di Buru supaya dipergunakan Peraturan
subsidi dalam Lembaran Negara 1895 nomor 146 dengan sedi%it pe-
nambahan.

2. Untuk permohonan subsidi di Halmahera dan Guinea Baru (Irian
Barat) supaya diadakan peraturan subsidi tersendiri, sama dengan
yang telah ditetapkan untuk Borneo Selatan dan Borneo Timur.

Dalam nasehatnya tanggal 15 Oktober 1909 nomor XXX Dewan Hindia Be-

landa dalam prinsip dapat menyetujui usul-usul M.S. Koster.

Surat Direktur Pemerintahan Dalam Negeri tanggal 30 September 1909

nomor 3025 mengenai masalah kewajiban manakah yang harus dipenuhi

Pemerintah sehubungan' dengan mencukupi kebutuhan umum peﬁduduk dari

daerah~daerah swapraja.

Nasehat mengenai masalah, apakah Pemétintah‘yang terikat pada
keharusan memperhatikan kenetralan dalam bidang Agama, akan boleh
memaksa Pemerintah swapraja Islam untuk membayar restitusi atas bi-
aya yang telah dikeluarkan Pemerintah untuk memberi subsidi pendi-
dikan, yang bertujuan memajukan penyebaran agama Kristen, dimuat
dalam surat-surat Direktur P.A.K. tanggal 26 Nopember 1909 nomor
19094, surat Dewan Hindia Belanda tanggal 25 Pebruari 1910 neo.XXI
dengan nasehat-nasehat tersendiri dari Wakil Ketua Dewan.
Pertanyaan tersebut dijawab "Tidak boleh" oleh sebagian besar ang-
gota Dewan Hindia Belanda, dan "Boleh" oieh Koster dan van Rees.

Setelah mempertimbangkan nasehat di atas, Gubernur Jenderal
menyampaikan pandangan-pandangannya sebagai berikut:

-- Pemerintah mempunyai kewajiban moril membawa rakyat Nusantara
ke tingkat yang lebih tinggi materiil dan spirituil, dan salah
satu dari banyak sarana ialah Pendidikan.

~- Untuk melaksanakan sarana ini harus diperhitungkaﬁ kemampuan
"personil” dan ‘'finansiil".

-- Ada batas relatif sempit pada apa yang dapat dianggap kewajiban
Pemerintah, begitu pula pada apa yang dapat (= jadi boleh)
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dilakukan Pemerintah untuk membantu prakarsa swasta atau gereja
di bidang pendidikan.

Untuk Jawa dan Madura Pemerintah telah menerima tugas pendidik--
an rakyat - sekolah-sekolah Bumiputera kelas 1 dan kelas 2, dan
di bawah pimpinannya sekolah-sekolah desa oleh organisasi Peme-
rintah yang lebih rendah. Tugas ini belum - dan masih 1-:a ca-
patnya - diterima dengan betul-betul di seluruh daerah di luar
Jawa dan Madura, (kecuali di Minahasa, Ambon dan tanah Batak).
Perbedaan yang sangat besar dalam keadaan sosial dan ekonomis,
menyebabkan juga kebutuhan-kebutuhan di berbagai daerah berbe-
da-beda. .

Dapat dikatakan ada hak atas subsidi bagi pendidikan Bumiputera
swasta, jika pengurusan pendidikan Bumiputera sudah dilaksana-
kan Pemerintah betul-betul sebagai kewajiban Pemerintah.

Kepada sckolah-sekolah swasta Gereja yang mengambil-alih tugas
- yang diterima Penguasa (baik dari Pemerintah atau Swapraja) -
harus diberi hak atas subsidi, demi "kepentingan rakyat', seba-
gaimana disebut oleh H. Colijn dalam nasehatnya tanggal 27 Mei
1909 nomor 66.

Persekutuan zending, yang menanggung pelaksanaan pendidikan,
dapat bersambungan lebih baik dengan sifat-sifat dan kebutuhan-
kebutuhan rakyat dari pada Pemerintah; tidak terikat pada per-
aturan-peraturan kenetralan, dan pendidikan dapat berjalan de-
ngan lancar, dan selain dari itu dapat bekerja dengan biaya mu-
rah.

Di mana pengurusan pendidikan sudah diakui dengan tegas dan/atau
dilaksanakan betul-betul sebagai kewajiban Pemerintah dapat di-
pergunakan jasa-jasa yang dilaksanakan persekutuan tersebut ter-
hadap pendidikan, maka persekutuan itu berhak diberi subsidi.
Di mana Pemerintah tidak merasa terpanggil atau tidak sanggup
mengurusi pendidikan bagi penduduk Bumiputera di daerah itu maka
mereka tidak dapat hak atas subsidi.

"Sistem borongan' yang dianjurkan H. Colijn akan dapat membawa

masalah yang sulit ini maju selangkah ke arah penyelesaian.
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Sistim ini dapat dilaksanakan di luar Jawa dan Madura. Sistim
Colijn ini mencegah, bahwa Pemerintah - kareha tidak tahu atau
tidak sadar - melakukan propaganda agama Islam di daerathaerah
yang mulai menuju ke agaria Kristen. Sistim ini membuat pendi-
dikan (edukasi) berjalan bergandengan dengan agama (religi).

-- Dalam suratnya tanggal 3 Agustus 1909 nomor 119417Direktur PAK
memberi pandangan mengenai pikiran Colijn:

a. dasar sistim Colijn ialah "kepercayaan';

b. Pemerintah harus selalu mengetahui apa yang terjadi di bi-
dang pendidikan di wilayah yang ‘'diborongkan'’; .

c. Pemerintah dapat minta jaminan, bahwa uang yang dikeluarkan
dari Kas Negara sebagai subsidi juga sungguh-sungguh diper-
gunakan untuk pendidikan.

-- Keberatan prinsipiil dari Direktur P.A.K. dan Dewan Hindla Be-
landa tidak dapat disetujui.

Tujuan pokok bagi persekutuan propaganda agama, mungkin propa-

ganda untuk kepercayaan tertentu, dan bagi Pemerintah adalah

pengurusan kepentingan pendidikan éegara baik.

~- Pemerintah Hindia Belanda, mewakili bangsa yang beragama Kris-
ten, menganggap peng-Kristen-an Hindia Belanda suatu hal yang
perlu, tetapi sebagail penguasa tidak dapat membeda-bedakan ber-
bagai kepercayaan atau gereja dalam agama K;isten.

-- Tidak keberatan, bahwa sistim Colijn dapat menyebabkan pendi-
dikan di suatu wilayah dapa* menjadi seluruhnya konvensionil,
karena orang-orang yang berpikiran dan beragamé lain dapat juga
mendirikan sekolah-sekolzh, akan tetapi tidak dapat mendapat
subsidi. ¥enetralan mutlak hanya ada dalam teori, dalam prak-
tek tidak ada. Sekolah negeri yang netral malahan jadi propa-
ganda agama Islam.

-- Zending ganda (zen'ing Protestan dan missi Katholik) dapat di-
anggap belum zda.

Menurut pendapat Gubernur Jerderal, peraturan subsidi di Jawa juga
harus diubah, karena:
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Pada waktu peraturan tersebut direncanakan belum ada pendidikan
rakyat Bumiputera (sekolah-sekolah desa), yang ada baru pendi-
dikan rendah Bumiputera (sekolah Bumiputefa kelas 1 dan kelas 2).
Untuk peﬂbefian subsidi diambil sekolah yang terendah, pada wak-
tu itu sekolah Bumiputera kelas 2. Sekolah kelas 2 swasta Kris-
ten yang memenuhi syarat diberi subsidi. Tak perlu dikhawatirkan
tambahnya sekolah-sekolah demikian akan berlebih-lebihan, karena
1/3 dari biaya ditanggung swasta.

Keadaan berubah, karena sekolah kelas 2 tidak lagi ditujukan un-
tuk mencukupi kebutuhan pendidikan rakyat pada umumnya, tetapi
sekolah desa.

Pada pendidikan Bumiputera - termasuk sekolah-sekolah desa -
prakarsa swasta dan Gereja harus didahulukan, tindakan Pemerintah
hanya bersifat tambahan, meskipun sebagian terbesar sekolah-seko-
lah di Jawa dan Madura, termasuk sekolah desa, yaitu sekolah pe-
merintah. _ | :

Apa yang dilakukan Pemerintah terhadap sekolah desa yang didiri-
kan oleh desa, harus dilakukan pula terhadap sekolah desa yang
didirikan oleh Zending.. Jika Zending dengan subsidi yang tidak

‘akan ditambah dapat juga mendirikan sekolah-sekolah desa, hal itu
pedagogis dan politis akan disambut dengan baik.
. Sekolah Bumiputera kelas 2 sekarang jumlahnya dibatasi dan tem-

pat-tempatnya ditentukan. Di daerah Zending jumlah sekolah ke-
las 2 juga tidak dapat dibiarkan tidak terbatas. Di sini diada-
kan musyawarah dengan Zending untuk menentukan tempat-tempat di
mafia akan didirikan sekolah oleh Zending dan di mana oleh Peme-
rintah. Zending didahulukan. Di mana prakarsa swasta tampak
akan memenuhi kebutuhan pendidikan, Pemerintah jangan mendirikan
sekolah, karena masih banyak pekerjaan bagi Pemerintah.

Ini juga berlaku bagi sekolah Bumiputera kelas 1 dan sekolah Be-
landa Cina (H.C.S.). ‘

Untuk mengadakan perubahan peraturan subsidi di Jawa sebelumnya
perlu diadakan musyawarah dengén persekutuan-persekutuan Zending.

Ini berlaku juga bagi seckolah-sekolah pendidikan guru.
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Mengenai masalah restitusi daerah-daerah swapraja Gubernur Jenderal

memberikan pandangan sebagai berikut:

-- Pemerintah berhak minta restitusi dari daerah swapraja atas pe-
ngeluaran yang telah dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan
penduduk swapraja, termasuk pengeluaran untuk kebutuhan pendi-
dikan. Hal ini jugaibérlaku bagi pengeluaran tidak langsung ba-
gl pendidikan di daerah swapraja yang dilaksanakan oleh Zending,
jadi juga untuk pemberian subsidi pendidikan Zending.

-- Tidak ada keberatan untuk mengadakan syarat "subsidi diberikan,
jika ada kemungkinan diterimanya restitusi dari daerah swapraja'.
Di daerah swapraja, dimana pengurusan pendidikan tidak betul-
betul diterima Pemerintah sebagai kewajiban Pemerintah, pendi-
dikan Zending tidak ada hék atas subsidi. »

Keberatan atas penolakan permohonan subsidi di daerah tersebut,
berdasarkan tidak adanya kemungkinan restitusi dari swapraja,
dapat dikesampingkan.

-~ Pemerintah mempunyai kebebasan untuk menganggap kewajiban meme-
nuhi kebutuhan pendidikan di daerah swapraja lebih terbatas da-
ripada di daerah yang diperintah secara langsung.

Di daerah swapraja Pemerintah bukan penguasa langsung, meclainkan

bertindak sebagai wakil penguasa (dari Pemerintah Swapraja).

Gubernur Jenderal lebih lanjut memberikan pandangan-pandangannya
mengenai masalah subsidi:

-- Beberapa pengubahan dalam Peraturan subsidi yang ada (Lembaran
Negara 1895 nomor 146) dari "fakultatif" menjadi "imperatif" sa-

ma sekali tidak cocok dengan pandangan-pandangannya di atas.

-- Kecuali dalam hal khusus yang luar biasa, disamping pemberian
subsidi dengan cara “borongan'" sistim Colijn, tidak dapat dibe-
rikan subsidi lagi bagi pendidikan swasta yang didirikan di da-

erah yang "diborongkan', baik netral maupun konvensionil.
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Sebagai penutup Gubernur Jenderal mohon. kabar dari Menteri Jajah-

an:
1. Sampai sejduh mana pendapatnya dapat disetujui.

2, Jika dapat disetujui, siapa yang akan ditunjuk oleh berbagai
persekutuan Zending itu untuk mengadakan pembicaraan-pembicara-
an dengan Pemerintah untuk daerah luar Jawa dan Madura, dan ju-

ga untuk Jawa dan Madura.

3. Sambil menunggu peninjauan umum menufut usul~usﬁ1nya'mengadakan
langkahélangkah berikut:
a. seéudah musyawarah dengan pengurus Perkumpulan Zending
Utrecht mohon surat kuasa Sri Ratu untuk penambahan-penambah-
an Lembaran Neééfa 1895 nomor 146:
b. menetapkan peraturan subsidi khusus bagi pulau-pulau Halma-
hera dan Guinea Baru sepert: diusulkan Direktur P.A.X. dalam

suratnya tanggal 11 Agustus nomor 12382.

Gubernur Jenderal juga menyampaikan salinan surat Sekretaris Peme-

rintah kelas I tan?gal 5 April 1910 nomor 785 mengenai usul mendi-

rikan sekolah Bumiputera kelas 1 swasta, dan pemberian subsidi bagi
sekolah-sekolah seperti itu.

Surat Menteri Jajahan (De Waal Malefijt) kepada Gubernur Jenderal

(Idenburg) tanggal 17 Oktober 1910 nomor 3/1801

Menyusuli suratnya tanggal 6 September 1910 Bagian Al nomor
51/1552, Menteri Jajahan memberitahukan bahwa pandangan-pandangan
Gubernur Jenderal mengenai Pendidikan Bumiputera dalam suratnya
tanggal 5 April 1910 nomor 352/14 dapat disetujui.

Menteri Jajahan dapat meayetujul, bahwa sesuai dengan sistim yang
dianjurkan oleh H. Colijn, Penasehat Urusan Pemerintahan di luar
Jawa dan Madura, di wilayah-wilayah Zending di luar Jawa dan Madu-
ra, pengurusan Pendidikan Bumiputera diserahkan kepada persekutuan
Zending yang bekerja di wilayah itu untuk memajukan agama Kristen,
dengan pembayaran uang yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal seti-

ap kali untuk beberapa tahun tertentu.
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Pemerintah harus senantiasa memegang pimpinan, tidak hanya menge-

nai biaya-biaya melainkan juga mengenai luas dan sifat pengajaran

dan juga menjaga jangan sampai memberikan prioritas terus-menerus

pada satu Gereja, korporasi atau perkumpulan tertentu.

Menteri Jajahan mengusulkan supaya sistim ini mulai diadakan di

daerah-daerah luar Jawa dan Madura, dimana Pemerintah belum me-

laksanakan pendidikan rakyat, tetapi sudah ada Zending.

Ditetapkan jumlah uang yang dapat disediakan bagi pendidikan
dengan memperhitungkan restitusi yang mungkin akan dapat dite-
rima dari kas swapraja.

Kemudian ditetapkan bagaimana menggunakan uang itu seperti:

a. berapa keperluan untuk mendirikan dan atau menyelenggarakan
sekolah dari type sekolah negeri kelas 2 -~ dan sekolah ke-
las 1;

b. berapa keperluan untuk mendirikan sekolah-sckolah desa.

Kemudian diadakan persetujuan dengan persekutuan Zending, yang

bekerja di daerah itu dan sanggup melaksanakan dalam 5 tahun

program pendidikan yang telah direncanakan Pemerintah, dengan
menerima biaya yanz telah disediakan. Jika ada dua persekutu-
an Zending di daerah itu, diadakan kontrak borongan dengan ke-
duanya, dengan mengingat perbandingan 1uésnya pekerjaan masing--
masing. Kontrak tidalk boleh lebih dari 5 tahun.

Sesudah 5 tahun persetujuan itu ditinjau kembali, dengan meng-

ingat képentingan persekutuan—-persekutuan lainnya. Jangan ada

prioritas kepada Gereja, korporasi, perkumpulan tertentu.

Pengalaman di Jawa harus dipakai di daerah luar Jawa dan Madu-

ra, yaitu jumlah sekolah kelas 2 sangat terbatas karena banyak

didirikan sekolah desa untuk pendidikan rakyat umum. Menurut

laporan Residen Tapanuli dalam suratnya tanggal 22 Agustus 1908

nomor 3421 hasil yang diperoleh di sekolah Zending, di mana

pendidikan rakyat diatur seperti sekolah negeri kelas 2, tidak
memuaskan., Sekolah-sekolah Zending di luar Jawa dan Madura

lambat laun harus direorganisir menurut contoh di Jawa.
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-- Bagi tiap-tiap kontrak borongan harus diperkirakan, apakah akan
ada restitusi dari swapraja atau tidak, jika "ya", apakah res-
titusi dapat dipergunakan sepenuhnya.

-- Dalam penetapan jumlah uang yang disediakan untuk masing-masing
daerah dan penctapan jumlah sekolah kelas 1 dan 2 Zending dapat

diminta nasehatnya liwat para Residen.

Dalam nasehat H. Colijn tanggal 27 Mei 1909 nomor 66, biaya pendi-
dikan rakyat di Jawa terutama ditanggung oleh desa--desa, sedangkan
di luar Jawa dan Madura sebagian terbesar oleh Pemerintah. Dalam
hal ini lambat laun harus juga ada perubahan. Perlu dimusyawarah-
kan dengan Zending, bagaimana mengusahakan supaya rakyat dapat
ikut memberi sumbangan untuk biaya pendidikan rakyat.

Dengan diadakannya sistim borongan ini, Inspeksi Pendidikan Bumi--
putera harus lebih banyak berhubungan dengan pendidikar rendah
yang diselenggarakan oleh Zending, untuk memeriksa pelaksanaan
program pengajaran yang setiap 5 tahﬁn ditetapkan, dan sering meng-
adakan inspeksi, untuk meyakinkan apakah azas-azas yang diterima
Pemerin;ah mengenai penyusunan dan sifat pendidikan dalam praktek
dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Inspeksi-inspeksi ini supaya diadakan dengan sangat bijaksana, un-
tuk tidak membahayakan hubungan antara Pemerintah dengan Zending.

Setuju Peraturan Subsidi di Jawa dan Madura (Lembaran Negara
Hindiz Belanda 1996 nomor 241) ditinjau kembali. Juga dapat me-
nyetﬁjui pendapat, bahwa di daerah-daerah Zending, jika Zending
ingin mendirikan sekolah kelas 1 dan 2, Zending didahulukan. Juga
harus dipertimbangkan, bagaimana harus bertindak, jika bagian pen-
duduk yang beragama Islam memilih sekolah yang di tempat lain di-
dirikan oleh desa.

Mengenai pendirian H.C.S. oleh Zending diharapkan supaya di-
adakan penyelidikan dahulu mengenai sebab-sebabnya perlu didirikan
sekolah demikian,

Disebutkan beberapa nama persekutuan Zending yang ada di ne-

geri Pelanda yang bekerja di Hindia Belanda: nama-nama orang yang
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akan dapat diajak musyawarah di Hindia Belanda akan segera disusul-
kan. '
Dipertimbangkan untuk menyerahkan sekolah-sekolah rendah nege-
ri di kepulauan Sangir dan Talaud dan di Minahasa kepada Zending.

PENDIDIKAN RAKYAT DI JAWA DAN MADURA

Surat Gubernur Jenderal (Idenburg) kepada Menteri Jajahan (De Waal

. Malefijt) tanggal 6 Agustus 1910 nomor 1002/6

42,

Dengan menarik suratnya tanggal 13 April 1910 nomor 401/35
Gubernur Jenderal menyampaikan data-data yang disanggupkan akan di-
sampaikan kepada Menteri sebelum pembicaraan Angearan Belanja tahun
1911, yaitu data mengenai pendidikan desa tersebut dalam nota In-
spektur Pendidikan Desa tanggal 16 Juﬁi 1910 nomor 263.

Gubernur Jenderal, Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan dan
Direktur Pemerintahan Dalam Negeri dapat menyetujui isi nota terse-
but.

Nota Inspektur Pendidikan Desa (J.H. Ziesel) tanggal 16 Juni 1910

nomor 265

Dalam notanya tanggal 13 Maret 1910 nomor 25 Inspektur Pendi-
dikan Desa mengemukakan pendapatnya, bahwa sangat tidak disetujui
untuk mengadakan pendidikan desa secara besar-besaran -~ diperkira-
kan sepuluhan ribu sekolah di Jawa dan Madura atau 1 sekolah tiap
3 desa - secara tergesa-gesa., Dikemukakan sebab-sebabnya antara
lain sebagai berikut: 7 o

Mengadakan pendidikan rakyat secara besar-besaran dalam waktu
pendek dengan beban pada desa-desa hanyé dapat dilaksanakan de-
ngan paksaan besar, dan di banyak daerah akan menimbulkan keti-
dak puasan, yang akan merugikan popularitas sekolah desa.
Rencana umum dari organisasi pendidikan desa didasarkan pada

azas, bahwa desa sebanyak mungkin harus membiayainya sendiri.
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Maka dari itu pertama-tama harus dihindarkan semua yang dapat
merugikan 1eﬁbaga itu, dengan akibat bahQa Pemerintah harus me-
mikul bagian biaya yang jauh lebih besar.

Di daerah-daerah, dimana penduduk belum dapat mendukung pendi-
rian umum sekolah desa, maka sangat bijaksanalah bahwa dalam
lingkungan kecil didirikan sekolah desa ~ meskipun dengan pak-
saan halus - untuk membuat penduduk lambat laun terbiasa dengan
kerjanya lembaga baru ini.

Bahwa hal ini disadari oleh para pejabat Pemerintahan terbukti
dari surat-surat Residen Banyumas tanggal 19 Januari 1909,
Asisten Residen Mojokerto tanggal 21 September 1969 nomor 14/32,
Kontrolir Kediri tanggal 18 Oktober 1909 nomor 1277/11, Asisten
Residén Malang tanggal 5 Nopember 1909 nomor 81/6 dan Asisten
Residen Bangil tanggal 2 Pebruari 1910 nomor 48/16.

Percobéén dipersiapkan dalam tahun 1906 dengan dikeluarkannya "Pe-
doman" yang disusun oleh Direktur Fendidikan, Agama, dan Kerajinan
(J.G. Pott) dan Direktur Pemerintahan Dalam Negeri, yang disetujui
oleh Pemerintah. Percobaan dilaksanakan dalam tahun 1907 dimulai
dengan 100 sekolah, dibagi dalam 6 asisten-keresidenan, dalam &4 ke~
residenan. Pada tahun 1908 ditambah dengan 200 sekolah, tahun 1909
dengan 450 sekolah, dan tahun 1911 akan ditambah dengan 550 seko-

iah.

Masalah tenaga pengajar.

Pendidikan guru desé tidak cukup hanya tamat sekolah Bumipu-
tera kelas 2 ditambah lulus ujian guru desa. Jika hanya demikian,
tingkat intelektuil penduduk desa tidak dapat ditingkatkan sehingga
dapat membendung invasi Cina ke desa-desa.

Harus diadakan lembaga pendidikan guru desa di sekolah negeri
di bawah pimpinan guru-guru yang berpengalaman. Selain tenaga yang
dapat ditempatkan di lembaga pendidikan guru desa itu terbatas jum-
lahnya - agar supaya pendidikan di sekolah rendah Bumiputera tidak

sangat terganggu - juga jumlah sekolah kelas 2 masih sangat kurang.
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‘Jabatan guru desa tidak mempunyai harapan masa depan yang ba-
ik, sehingga pada waktu ada perluasan—perluasan di Jawatan Pegadai—
an Negeri, pada Pendidikan Negeri, pada Pérusahaan Kereta Api, pa-
da Perusahaan Perkebunan, yang membuka harapan masa depan yang le-
bih baik, para ‘1lulusan sekolah kelas 2 sedikit sekali yang mau Ja—
di guru desa, dengan kehidupan yang sangat sederhana dan terbatas.

Direktur Pemerintahan Dalam Negeri (de Graaff) mengeluarkan
surat edaranjképada para Resiaén tanggal 6 Januari 1909 nomor 51,
di mana para 'Residen diminta, jangan mengangkat guru desa dalam
jabatan negeri jika ia belum berdinas sebagal guru desa selama 5
(1ima) tahun.

Dengan perluasan pendidikan Bumiputera maka kekurangan guru
yang berasal dari sekolah pendidikan guru sangat terasa, sebingga
tenaga Penilik untuk sekolah-sekolah desa ikut juga kekurangan.

Mengadakan pendidikan rakyat secara besar-besaran dalam waktu

singkat akan membawa lebik banyak kerugian dafipada keuntungan.

PENDIDIKAN PERTUKANGAN

Surat Inspéktur Pendidikan Menengah (M;G.’HoekStra) kepada Direktur

Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (M,S, Koster) tanggal 4 Agustus
1911 nomor 112 ‘ '

Sebagai akibat penelitian mengenai kebutuhan penduduk Bumipu-
tera akan keperluan yang lebih baik dan luas ke arah pendidikan
teknologi yang dilakukan oleh kontrolir Jasper dalam tahun 1906,
maka dalam Anggaran Relanja Hindia Belanda untuk tahun 1907 dipu-
tuskan untuk mendirikan 3 sekolah pertukangan, 1 di Surabaya (Jawa
Timur), 1 di Betawi (Jawa Barat), dan 1 di Semarang (Jawa Tengah).
Biaya untuk masing-masing sekolah f. 100.000C.-- sekaligus dan
f. 37.000,-~ tiap tahun,

Karena beberapa sebab sekolah pertukangan di Serabaya dan di

Betawi baru dapat dibuka pada akhir tahun 1909, dan di Semarang da-
lam bulan Nopember tahun 1910,
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Dalam Memori Penjelasan Rencana Anggaran Belanja Hindia Relan-
da. tahun 1907 dikemukakan, bahwa dengan sekolah-sekolah ini bagi se-
golongan penduduk Bumiputera status sosial-ckonomisnya akan dapat
ditingkatkan. Peningkatan ini akan dapat dicapai, tidak hanya de-
ngan pendirian sekolah-sekolah tersebut; tetapi juga dengan pembe-
rian bantuan uang dan moril kepada para lulusan sekolah pertukang-
an, yang akan mendirikan tempat-tempat kerja sendiri atdu secara
koperatif. Selain itu dengan mempergunakan pendidikan yang diberi-
kan di. sekolak pertukangan untuk memajukan industri di kalangan
penduduk, dengan mengkaitkan kepada masing-masing sekolah kursus-
kursus pertukangan yang ambulan (mobil), yaitu bengkel-bengkel yang
sesudah beberapa bulan ada di satu desa dapat dipindahkan ke desa
lain. Diberikan pendidikan praktis dalam satu atau lebih mata pe-
lajaran. Guru--gurunya diambilkan dari para lulusan sekolah pertu-
kangan.

Apakah dua tujuan tersebut di atas akan dapat diwujudkan, sekarang
belum perlu dipertimbangkan karena lulusan pertama di Surabaya dan
di Betawil baru ada dalam pertengahan II tahun 1912, dan di Semarang
pertengahan II tahun 1913, Selain itu para lulusan pada waktu me-
ninggalkan seckolah hanya mempunyai kecakapan pertama dalam kejuru-
annya, sehingga untuk_pgmbentukan praktis memerlukan béeberapa tahun
bekerja di pabrik-pabrik industri dan di pekerjaan bangunan, sebe~
lum mereka dapat melakukan usaha sendiri atau dapat dipercaya mem-—
berikan pengajaran.

Sekolah pertukangan merupakan sarana yang dilaksanakan untuk mema-
jukan pertukangan Bumiputera dan sekolah pendidikan tukang Bumipu-
tera bagi industri Pemerintah dan swasta.

Harapan kontrolir Jasper terbukti sangat optimistis, dari 502 calon
yang dicafatnya, pada waktu pembukaén sekolah pertukangan di Sura-
baya yang datang hanya 64, dan yang tetap jadi murid hanya 44,
Keadaan murid sekolah pertukangan padé akhir Juni 1911, di Surabaya
kelas I 40, dan kelas II 24 (dari kota Surabaya hanya 16), di Beta-
wi kelas I 70, kelas II 44 (dari kota Betawi 19). di Semarang kelas
I 48, béium ada kelas II (dari kéta Semarang 29).
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Tarip uang sekolah £, 0.50 tiap murid tiap bulan, dan ada
yang cuma-cuma. Penarikan uang sekolah di Betawi dan Semarang ti-
dak ada kesulitan, tetapi di Surabaya agak sukar.

Di ketige sekolah tersebut selama waktu belaiar 3 tahun dibe-
rikan pengajaran dalam pertukangan kayu dan pertukangan besi, da-
lam bidang pertukangan lainnya belum dirasakan kebutuhannya. Pada
unumnya hasilnya baik, dan makin lama makin menjadi baik. Masa
depan sekolah tidak suram.

Jika dalam tahun-tahun berikutnya, sesudah meninggalkan seko-
lah ﬁurid yang berijazah dapét segera mendapat pekerjaan, maka
arus masuknya murid akan bertambah, dan hak hidup sekolah tersebut

_akan terbukti. Baru setelah itu ada alasan untuk mempertimbangkan

apakah jumlah sekolah pertukangan perlu dan dapat ditambah.

Surat Direktur Pendidikan, Ag¢ama, dan Kerajinan (M.S. Koster) ke-
pada Gubernur Jenderal (Idgnburg) taéggal 8 Agustus 1911 no.12848

Beberapa bulan yang lalu Direktur P.A.K. menerima tugas lisan
dari Gubernur Jenderal untuk mempertimbangkan apakah tidak mungkin
mendirikan sejumlah sekolah pertukangan bagi orang Bumiputera di
samping 3 sekolah pertukangen yang sudah ada. Dengan surat ini di-
sampaikan surat Inspcktur Pendidikan Menengah (M.G. Hoekstra) tang-
gal 4 Agustus 1911 nomor 112 mengenai pra-advis tentang masalah
tersebut di atas. Sesuai dengan pra-advis tersebut Direktur P.A.K.
mengusulkan supaya lebih dahulu menunggu hasil-hasil dari 3 sekolah
pertukangan yang sudah ada sebelum mempertimbangkan untuk menambah

sejumlah sekolah baru.
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45, Nota Sekretariat Umum (tidak tertanggal)

I. Urusan Pendidikan

Dengan surat keputusan tanggal 11 Nopember 1210 nomor-14
diberikan kuasa untuk menambah kursus siang untuk bahasa Peran-
cis pada Sekolah Cina Belanda (Hollandsch-Chineesche School);
sehingga sekolah tersebut secara normal dapat bersambung pada
MULO. Pertanyaan diajukan kepada Direktur Pendidikan, Agama,
den Kerajinan, apakah kepada Sekolah Bumiputera kelas 1 yang
direorganisir juga tidak dapat diberikan kursus-kursus: tambahan
sedemikian supaya dapat bersambung pada MULO.

Direktur P.A.K. dalam suratnya tanggal 4 Januari 1911 nomor 167
memberi jawaban "Tidak dapat'. Direktur P.A.K. (M.S. Koster)
tetap pada pendiriannya ﬂalam notanya bulan Oktober 1910 seba-
gai jawaban atas pidato lir, Van Deventer tentang masalah pendi-
dikan di Hindia Belanda, &ang diucapkan di Museum Kolonial di
Haarlem. .

Pendirian Koster ialah menganggap waktunya belum tiba untuk
mengadakan perubahan ke arah itu,“ ia menolak tuduhan, bahwa
dengan demikian kepada anak-anak Cina diberl lagi kesempatan
yang lebih baik d?ripada kepada anak Bumiputera. Titik sambung
antara Bumiputera kelas 1 dan kursus MULC, baik ke bawah maupun
ke atas; belum dapat ditentukan, karena baik sccara praktis ma-
upun teoritis belum dapat ditentukan, sampai berapa jauh peng-
aturan dan kemajuan para lulusan sekolah Bumiputera 7 tahun
tersebut., Di samping itu rencana pelajaran kursus MULO, juga
dengan mengingat kebutuhan-kebutuhan murid Bumiputera, belum
mantap.

Banyak sekali unsur lketidak pastian memaksa mengadakan sikap
menunggu.

Dari kalangan penduduk Bumiputera belum kelihatan ada kebutuhan

akan pendidikan yang lebih tinggi.
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Gubernur Jenderal - meskipun dengan rasa terpaksa - menyetujui ma-
salah tersebut di atas untuk sementara ditangguhkan. Ia tetap
menginginkan, supaya masalah tersebut dengan cara lain dapat di-
laksanakan. Ia menugaskan Direktur P.A.K., supaya kepada siapa
yang berhasil untuk mempersiapkan lulusan sekolah kelas 1 dengan
- kursus-kursus bebas menjadi murid MULO diberi premi. Meskipun
berulangkali diperingatkan, dari Direktur P.A.K. belum diterima
usul-usul. . 2y
Direktur Pertanian (H.J. Lovink) dalam suratnya tanggal 14 Oktober
1911 nomor 9356 mengemukakan bahwa MULO dapat dipergunakan sebagai
pendidikan persiapan bagi Pemuda Bumiputera untuk mengikuti seko-
lah menengal pertanian, kehutanan, dan sekolah menengah dokter he-
wan. - Selain itu mengusulkan supaya lulusan sekolah rendah Bumipu-
tera 7 tahun diperkenankan masuk MULO. Bersamaan dengan itu men-
- jelaskan pendidikan dan posis? teknis dari mereka yang telah lulus
dari pendidikan ini agar diajukan dengan usul yang konkrit.
Dalam suratnya tanggal 6 Nopember 1911 nomor 18146 Pj. Direktur
P.A.K. (E.A.E. Kalshoven) memberikan pula pendapatnya. Dua surat
terakhir ini (dari Direktur Pertanian dan Direktur P.A.K.) minta
putusan prinsipiil yang penting, karena mengenai azas yang menyang:-
kut masalah politis, materiil dan finansiil.
Sebelum memberi putusan tersebut lebih dahulu diberikan pandangan
umum:
~- Bagian utama dari penduduk Hindia Belanda terdiri dari golongan
Eropa dan Bumiputera, masing-masing mempunyzi kebutuhan sendiri,
dan dengan sendirinya pendidikan menyesuaikan dengan kebutihan
golongan penduduk tersebut. Maka dari itﬁ ada pendidikan Eropa
(Barat) dzn pendidikan Bumiputera, yang hidup berdampingan, ma-
sing-masing dengan kehidupan dan tujuan sendiri. Tidak terdapat
keseragaman dan kesatuan tujiuan sebagai satu sistim umum.
«—:Pendidikan Eropa terdiri dari pendidikan rendah dan menengah'me~
nurut pembagian dalam undang-undang pendidikan di negeri Bclanda
dan merupakan suatu kesatuar pendidikan tersendiri. Organ-organ--

nya menuju langsung ke tujuan akhir atau kemana mereka diarahkan,
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Tidak ada titik hubungan dengan pendidikan Bumiputera atau bagian
persiapannya (kecuali STOVIA dan Inlandse Rechtsschool),

—~ Pendidikan Bumiputera terdiri dari 3 lembaga, yang hidup berdam-
pingan masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling bersambungan
yaitu: sekolah kelas 1, sekolah kelas 2, dan sekolah desa.,’
Lembaga~lembaga pendidikan Bumiputera tidak dapat mengarahkan mu-
rid-muridnya ke sekoiah-sekolah khusus untuk pendidikzn lebih tihg»
gi. Tidak ada hubungan dan sambungan dengan pendidikén Eropa.

-- Sekolah desa tidak ada sambungan dengan sekolah kelas 2. Sekolah-
sekolah 'itu sementara memenuhi syarat-syarat péndidikan rakyat da-
lam arti sempit, dan menurut syarat-syarat itu telah meléksanakan
tugasnya dehgan memuaskan. ‘ :

-~ Sekolah kelas 1, termasuk organ tingkat tertinggi dari pendidikan
rendah Bumiputera, harus menuju ke tujuan akhir tertentu yaitu ke
kehidupan yang praktis atau ke sekolah persiapan untuk pendidikan
yang lebih tinggi.

Dalam bentuknya yang terbaru yaitu 7 tahun dengan bahasa Belanda,
sekolah kelas 1 dapat membawa murid-muridnya ke tingkat ijazah pe-
gawai rendah (Klein Ambtenaars Divloma), jadi ke tujuan akhir yang
praktis. Lain dari pada itu dapat langsung bersambungan pada seko-
lah pendidikan guru dan tidak langsung pada OSVIA (masuk ke bagian
Persiapan). Namun demikian sekolah tersebut belum bersambungan de-
ngan Inlandse Rechtsschool dan STOVIA, dan juga belum bersambungan

pada MULO (sekolah menengah pertama).

Organisasi pendidikan Bumiputera sangat kurang cffisien, karena masing-
masing sekolah menengzh Bumiputera mempunyai kursus persiapan sendiri
untuk mengisi kekurangan-kekurangan. Di samping itu tidak ada "onder-
bouw” yang umum, sehingga tidak dapat dibangun “bovenbouw' (bangunan
atas) umum yang organis terikat.

Tidak pula memberikan kesempatan bagi murid-muridnya untuk memperoleh
pendidikan yang lebih tinggi, dan dengan demikian menimbulkan kekacau-
an, karena anak-anak Bumiputera terpaksa ke sckolah Erorpa yang tidak
diperuntukkan bagi mereka, juga dalam hal-hal yang sesungguhnya anak

Bumiputera dapat mempercleh kesempatan melalui pendidikan Bumiputera.
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Karena kurang effisiensinva itu, organisasi pendidikah Bumiputera
membawa kesulifan bagi Pemerintah, karena tidak boleh menentang
hasrat untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi bagi anak Bu-
miputera. Pemerintah seharusnya menganjurkannya dan memberikan
bantuan, tatapi demi untﬁk kepentingan Sekolah Fropa dan juga un-
tuk kepentingan murid Bumiputera sendiri tidak dapat membuka pintu
Sekolah Eropa bagi mereka semua. Timbul pula kesulitan bagi orang
tua Bumiputera sendiri, karena untuk meﬁ&ekoiahkén anaknya ke STO-
VIA barus memasukkan anzknya ke sekolah rendah Eropa, dan sesudah
tamat harus masuk ke bagian persiapan STOVIA. Untuk menyekolahkan
ke OSVIA cukup dari sekolah kelas 1 dan kemudian beberapa tahun di
bagian persiapan OSVIA. HOleh karena itu orang tua berusaha seawal
mungkin supaya 2naknya daﬁat diterima di sekolah rendsh Eropa.
Kesulitan yang dihadapi orang tua Bumiputera yang anaknya akan
bersekolzh di Sekolah Rendah Eropa ialah ketidak pastiaL mengenai
dapat diterima atau tidaknya, dar jika diterima dengan pengorbanan
ucag yang tidak sedikit. Selain itu terdapat ketidak pastian se-
telah tamat dan mengenai masa depan anakﬁya, apaksh dapat mengatasi
persaingan dengan orang Eropa. .

Sering pula effek dari semua jerih payah dan péngorbanannya tidak
seimbang den: n hasilnya.

Tidak akan berguna memperluaé kesempatan bagi orang Bumiputera un-
tuk menduduki posisi dalam masyarakat yang lebih baik, jika sarana-
sarana untuk secara berangsur-angsur menguasai pengetahuan yang di-
.perlukan untuk posisi itu tidak diberikan.

Dua puluh tahun akhir-akhir ini telah banyak membawa perubahan be-
sar, dan tidak diragukan bzhwn kea&aan dan hubungan dalam waktu de-
kat akan berubah dangan lebih cepat. Di kalangan penduduk Bumipu-
tera telah bangkit kesadaran untuk mencapai pendidikan intelektuil
yang lebih tinggi. Kebangkitan ini sangat menggembirakan, tetapi
juga sangat mengkhawetirkan, karena dorongan hasrat maju itu tidak
hanya idiil untuk lebih tahu, lebih mengerti dan lebih bisa, tatepi

juga untuk merebut tempat sejajar dengan orang Eropa.
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Politik yang bijaksana tidak menunggu sampai tuntutan-tuntut-
an kebutuhan dinyatakan, tetapi melihat jauh ke depan dan tepat
pada waktunya mengadakan perubahan. Perubahan dalam pendidikan
jalannya sangat lambat, Jika sampail kebutuhan itu dinyatakan, su-
dah terlambat untuk memperbaiki apa yang selama itu dialpakan.
Kesulitan-kesulitan dalam lembaga pendidikan rendah Bumiputera
tertinggi (sekolah kelas 1) selain yang diuraikan di atas ialah
pendidikan Bahasa Belanda. Kursus-kursus persiapan diadakan untuk
mengisi kekurangan, terutama bahasa Belanda. Kursus persiapan itu
selain dipandang dari sudut organisasi tidak baik, juga jumlahnya
kurang, sifatnya eksklusif dan merupakan hanya tambal sulam.
Pengajaran.bahasa Belanda di sekolah kelas 1 (7 tahun) harus di-
tinggikan sehingga mencapai tujuan akhir seperti sekolah rendah
Eropa. b
Apakah sekolah Bumiputera kelas 1 tidak dépat diubah dijadiken se-
kolah rendah Eropa?

Ini tidak mungkin, karena bahasa Belanda dapat diperluas dan lebih
banyak dipergunakan sebagai bahasa pengantar, tetapi tidak boleh
dilupakan pengajaran bahasa-bahasa daerah, meskipun di pendidikan
yang lebih tinggi pengajaran lanjutan bahasa-bahasa daerah tidak
diperlukan lagi (kecuali di Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah
Pendidikan Pegawai Bumiputera), _

Sistim pendidikan di miana murid dibuat asing terhadap bahasa
daerahnya sendiri tidak dapat disetujui.

Di Gymnasium bagian B. Sekolah Willem III diberikan pengajaran ba-
hasa-bahasa daerah, meskipun demikian tetap merupakan organ pendi-
dikan Eropa. Di sini ada titik pertemuan antara pendidikan Eropa
dengan pendidikan Bumiputera. Apakah yang dapat jadi mata rantai
sambungan antara sekolah Bumiputera kelas 1 dengan sekolah menengah
kejuruan, apakah Hogere Burger School atau MULO.

Hogere Burger School ﬁidak mungkin, karena jumlahnya sangat terba-
tas, dan mengingat persyaratannya jika diperluas jumlahnya - meski-

pun dalam batas tertentu -- akan sangat mahal.
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Rencana pelajaran dan pengaturannya menurut undang-undang pendi-
dikan di negeri Belanda serta diatur menurut model dan bagian-ba- .
giannya disesuaikan dengan HBS di Belanda, selain itu dimaksudkan
bagi yang akan melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda.

Terdapat banyak keberatan pedagogis terhadap HBS dan keberatan
ini bagi murid Bumiputera akan lebih dirasakan daripada murid E-
ropa. Bagi murid Bumiputera bimbingan merupakan faktor yang sa-
ngat penting dalam pendidikan,

MULO lebih tepat dijadikan basis bagi titik peralihan yang dike~
hendaki, karena merupakan organ dari perididikan rendah, dan dari
sudut pandangan pedagogis dapat lebih baik menyesuaikan dengan
sistim sekolah Bumiputera kelas 1 karena rencana pelajaran sangat
flexible, karena tidak harus patuh kepada syarat-syarat lain, ke~
cuali yang harus ditentukan di Hindia Belanda sendiri. Dapat di-
dirikan di banyak tempat tanpa banyak keberatan personil maupun
finansiil. Selain itu pada syarat-syarat pengangkatan pegawai
dalam jabatanwjébatan tertentu ditetapkan haéus memiliki diploma
MULO. Selain itu membuka berbagai jalan keluar bagi murid. MULO
mempunyai sambungan ke bawah pada sekolah rondah Eropa dan seko-
lah Bumiputera kelas 1 dan sambungan ke atas pada sekolah kejuru-

an.,

Sekolah Bumiputera kelas 1 harus bersambungan pada MULO supaya
orang Bumiputera dapat ikut juga menduduki jabatan-jabatan terse-
but di atas. Hal ini juga merupakan penyelesaian masalah apakzh
orang Eroﬁa dapat:diterima di sekolah kejuruan yang diperuntukkan
bagi orang Bumiputéra,

Setelah pertemuan dari Pendidikan Bumiputera dan Pendidikan Eropa
telah terjadi pada MULO, maka akan dapat diletakkan basis untuk
persamaan hak dari murid-murid Bumiputera dan Eropa, dan akan
berguna sekali bagi kepentingan politik yang sangat besar. Jika
MULO sudah meliputj banyak segi, maka sebagian dari arus masuk ke
HBS akan dapat disimpangkan ke MULO. Secara skematis organisasi
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térsebut di muka dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Sekolah Rendah\gfopa ; b. Sekolah Bumiputera kelas 1
7 \\\\\\\\ +" _ yang diperluas
Hogere Burger- MULO
L

Schosl (HBS) : o

\
Sekolah~-sekolal Kejuruan

Apakah mungkin mengadakan sambungan:organis dari sckolah Bumipute-
ra 'kelas 1 dengan MULO dan dari MULO dengan Sekolah-sekolah Keju-
ruan Bumiputera? ' '

Pertama-tama yang harus dikerjakan ialah mengubah rencana pelajar-

an sekolah Bumiputera kelas 1 dengan 7 tahun. Yang harus ditambah

ialahs

1. Bahasa Belanda (tamatan kelas 7 bahasa Belandanya belum menca-
pai tingkatan untuk dapat diteriﬁa langsung di kelas 1 MULO).
Bahasa Relanda harus ditingkatkan pengajarannya.

2, Sejarah (tidak diberikan di sekolah ini, sedangkan di MULO se-
jarah Hindia Belanda, Belanda, dan Dunia diberikan),

Sejarah harus diajarkan.'

3. Ilmu Bumi (hanya ilmu Bumi Jawa dan ikhtisar Hindiz Belanda,
sedangkan di MULO diajarkan Ilmu Bumi negara Belanda dan Benua-
benua) .

Pengajaran Ilmu Bumi harus ditambah,

4. Bahasa Perancis (sama sekali tidak diajarkan).

Menurut pendapat seorang ahli, sekolah Rumiputera kelas 1 harus di-
tambah 1 tghun lagi dengan kelas” 8, ‘urituk penambahan pengajaran ba-
hasa Relanda, dan pengajaranﬁ&é diawalkan mulai dari kelas 1 atau
kelas 2, Menurut pendapat Dr. Snouck .Hurgronje dan Dr. Hazeu, jum-
lah jem pelajaran untuk bahasa-~bzhasa daerah dapat dikurangi, dan
dipergunakan untuk mata pelajaran Scjarah dan Ilmu Bumi.

Bahasa Perancis dapat diajarkan di kursus siang hari pada MULC sen-
diri yang diadakan bagi murid berasal dari HCS dan ELS yang tidak

berkesempatan belajar bahasa Perancis.,
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Kedua: Apakah rencana pelajaran MULO tidak dipertimbangkan untuk
diubah?

Olch Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan dijawab, bahwa be-
lum dapat memberikan keputusan, karena harus menunggu lulusan per-
tama kursus MULO 3 tahun, baru dalam tahun 1913. Perlu diubah se-
dikit, dengan menjadikan bahasa Perancis mata pelajaran fakulta-
tif.

Dengan adanya MULO maka bagian persiapan dari sekolah-sekolah ke-
juruan Bumiputera yang ada dapat dihapus secara berangsur-angsur
dan dapat direncanakan pembukaan sekolah-sekolah kejuruan baru.
Rencana reorganisasi pendidikan tersebut memerlukan penambahan
personil Eropa tidak sedikit. Untuk tenéga pengajar yang berwewe-
nang mengajar ilmu pengetahuan alam dan kimia perlu diadakan akte-
témbahan, dengan pemberian tunjangan. Sebelum ada cukup guru para
pengajarnya diambilkan dari orang-orang di luar bidang pendidikan.
Pertanyaan dikemukakan, apakah lembaga pendidikan yang diusulkan
Direktur Pertanian (H. Lovink) terbuka hanya bagi orang Bumiputera
atau juga bagi orang Eropa?

MULO dibuka bagi golongan Bumiputera dan bagi Eropa, keduanya mem-
punyai hak yang sama dan jalan keluar yang sama, schingga Bumipu-
tera dan Eropa dapat menempuh jalan yang sama. Lembaga-lembaga

yang direncanzkan H. Lovink dengan demikian terbuka bagi keduanya.

Surat Gubernur Jenderal (Idenburg) kepada Menteri Jajahan (De Waal

Malefijt) tanggal 4 Mei 1912 nomor 528/30

Dengan surat ini disampaikan salinan surat Sekretaris Peme-
rintah kelas I kepada Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan
tanggal 4 Januari 1912 nomor 17 dengan lampiran Notanya. Pandang-
an dan nasehat Direktur P.A.K. (Dr. Hazeu) mengenai masalah sam-
bungan sekolah Bumiputera kelas 1 dengan MULO dan MULO dengan seko=
lah-sekolah kejuruan, sehingga sistim yang sekarang ada dengan ba-
gian persiapan dapat dihapuskan, termuat dalam suratnya tanggal 17
Pebruari 1912 nomor 2600. Salinan surat ini disampaikan pula kepa-

da Menteri Jajahan.
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Dr;.Hazeu méng5nggap perlﬁ sekali untuk segera memperluas pen-
didikan lebih tinggi bagi orang-orang Bumiputera - dan jika terda-
pat terlalu banyak keberatan - menurut garis dalam Nota Sekretaris
Pemerintah terscbut di atas.

»Dengan surat Sekretaris Pemerintah Kelas I tanggal 21 Pebruari
1912 nomor 403‘Déwan Hindia Belanda diminta:memberikan pendapat dan
nasehat mengenai masalah tersebut. Dalam nasehatnya tanggal 29 A-
pril 1912 nomor 1 sebagian besar dari. anggbta Dewan Findia Belande

menyétujui rencana reorganisasi péndidikan Bﬁmiputera menurut kebi-
»

- jaksanaan dalam Nota,vkecuéli.dua anggota J.G. Pott dan Ebbink.

-

Dengan ini disampaikan salinan surat nasehat Dewan Hindia Be-
landa serta nasechat *ersendlrl dari kedua anggota Dewan yang tidak
dapat menyetujulnya.' _

Menurut Gubernur Jcndcrgl kcberatan kedua anggota tersebut
disebabkan karena kurang nomﬂhqmi isi kebijaksanaan dalam Nota tén—
taﬁg perobahan pendidikan Bumiputera. Pada akhir Desember 1911 .
terdapat kira-kira 13,000 luluéan sékolah Bumiputera kelas 1, dan
karena sekolah ini tidak ada tujuan akhir yang memuaskan, maka jum-
lah anak sedemikian banyaknya itu harus ke mana, dan perlu mendapat
perhatlan Pemerlntah -

Kesalahan besar dari pengaturan pendidikan Bumiputera sekarang
ini ialah tidak adanya organisasi yang baik dan rasionil.

Kekhawatiran Ebbink, bahwa perubahan pendidikaﬂ Bumiputera
akan mengakﬂbétkan 'ploretariat” 1ntellektu11” sama sekali tidak
beralasan. Perusaha»nAPerusa%"Qn dapgang dan industri swasta leolh
suka memilih ' ténaga kerja yang dididik di Eropa, karena pendidikan
bagi orang Bumiputera di Hindia Belanda dalam keadaan serba kurang.
Perbaikan pendidikan Bumiputera akan membawa akibat yang baik.
Permintaan di pasaran tenaga kerja begitu besar, sehingga pemuda
Bumiputera yang terdidik baik akan dapat memperoleh penghidupan
yang ?Layak° Yang lebih mengkhawatirkan ialah bahaya dari golongan
orang yang tidak puas, jiks tidak tepat pada waktunya diusahakan,
supaya’ pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dalam kehidupan yang

praktis. Sekarang dalem hal ini masih banyak kekurangan, sehingga
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banyak yang terpaksa memasuki Sekolah Eropa. Hal ini tetap tidak
dapat disetujui, karena sekolah Eropa harus memenuhi syarat-syarat
Eropa khusus, sehingga di sekolah ini tidak ada kebebasan untuk
memperhitungkan keadaan dan syarat-syarat Hindia_Belanda°

MULO memang merupakan organ pendidikan Eropa, tetapi dalam

Nota sudah dijelaskan bahwa tujuannya ialah membuat MULO menjadi
‘sekolah Hindia Belanda yang khas, yang akan memberikan

pendidikan dengan tujuan akhir mereka; baik Bumiputera maupun Ero-
pa, yang ingin menempuh jalan lain daripada sekolah menengah (HBS) .
Dalam rencana perobahan pendidikan Bumiputera yang menjadi dasar
ialahuidee pemersatuan (unifikasi) dan persamazan hak untuk menghi-
langkan dualisme. ,
Pertanyaén yang dikemukakan oleh Dewan Hindia Belanda apakah MULO
zkan dapat mengganti bagian persiapan dari sekolah kejuruan yang
ada, azkan dijawab oleh praktek di kemudian hari. Jika MULO yang
l direorganisir telah dapat menghasilkan lulusannya dan langsung di-
terima masuk di sekolah kejuruan, bagian persiapan tersebut dapat
mulai dihilangkan secara berangsur.
' Atas dasar prinsip mau menghilangkan bagian persiapan maka usul
Dewan Hindia Belanda untuk mengadakan bagian persiapan pada MULO
tidak dapét diterima. Diusulkan supaya sekolah Bumiputera kelas 1
dengan 7 kelas dan pengajaran bahasa Belanda dimulai di:kelas_l_di-
tambah lagi dengan kelas §.

Sebagai tindakan sementara, sebelum kelas 8 itu secara umum
dapat diadakan pada semua sckolah Bumiputera kelas 1 dan pengajar-
an bahasa Belanda dimulai di kelas 1, maka pada MULO daﬁat diadakan
kelas persiapan.

Usul-usul terperinci belum dapat diajukan dalam rancangan Ang-
garan Belanja tahun 1913, karena belum ada penelitian yang harus di-
adakan sebelumnya, Terlebih dahulu disampaikan garis-garis besar
dari rencana perubahan itu dengan pengharapan Menteri Jajahan dapat
menyetujuinya, dan jikz demikian supaya dikemukakan dalam Dewan

Perwakilan Rakyat, arah mana yang akan ditempuh Pemerintah.
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Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan akan ditugaskan
untuk menyelesaikan selanjutnya mengenai masalah ini dengan memper-
hitungkan pendapat Gubernur Jenderal dalam surat tanggal 4 Mei 1912
nomor 528/30 tanpa menunggu sampai diterimanya pendapat Menteri Ja-

jahan,

Surat Direktur Pendidikan. Agama, dan Kerajinan (G.A.J. Hazeu) ke-

pada Gubernur Jenderal (Idenburg) tanggal 3 Juli 1912 nomor. 10561

Membalas surat Sekretaris Pemerintah Kelas I tanggal 24 Mei
1912 nomor 1118, Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan mengemu-
kakan bahwa akan dimulai mengajarkan bahasa Belanda lebih awel (mu-
lai kelas 1) dan memperluas pengajaran bahasa Belanda pada sekolah
Bumiputera kelas 1 - terlepas dari masalah rencana perubahan peudi-
dikan Buﬁiputera - merupakan tuntutan zaman, dan merupakan satu
syarat yang penting sekali untuk meninggikan kembali popularitas
sekolah kelas 1 di kalangan masyarakat Bumiputera, sebab popularitas
itu sekarang sangat menurun.
Masalah tersebut dapat dipisahkan dengan mudah dari rencana perubah-
an pendidikan lanjutan bagi Bumiputera, dan tidak zkan banyak men-
jumpai keberatan. '
Para Inspektur Pendidikan Bumiputera dengan surat tanggal 4 Maret
1912 nomor 3526 telah diminta pendapat dan nasehat mengenai masalah
tersebut di atas.

Nasehat para Inspektur bersama ini disampaikan surat aslinya.

Setelah mempelajari dengan cermat semua kesukaran yang diajukan,
maka Direktur P.A.K. sampai pada keyakinan, bahwa keberatén itu -
sejauh beralasén - tidal akan dapat mengimbangi keuntungan yang akan
diharapkan dari ﬁengajaran bahasa Belanda lebilh awel. Diusulkan
supaya bahasa Belanda mulai diajarkan di kelas 1 - meskipun secara

terbatas -~ dan dapat dilaksanakan mulai tahun‘pelajaran 1512/1913

sesudah liburan Puasa.
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Perubahan rencana pelajaran sekolah Bumiputera kelas 1 untuk
sementara hanya di 3 kelas terendah dan berlaku sampai tahun 1914.
Dalam tahun 1914 reorganisasi pendidikan Bumiputera pada azasnya,
telah seleéai dan sﬁdah ada keputusén tentang dapat atau tidaknya
sekolah Bumiputera kelas 1 ditambah dengan kelés 8. Perubahan
rencana pelajaran isinya telah diatur sedemikian, sehingga kepu-
tusan mengenai kelas 8 tidak akan mempengaruhinya. Pelaksanaannya
apakah dapat di luar Pemerintah Pusat serta pembuat undang-undang
Anggaran Belanja di negeri Belanda atau tidak, den jika dapat maka
pengajaran bahésa Belanda di kelas 1 dapat dimulai tahun ajaran
1912 ini jﬁga° Kepala Departemen P.A.K. sendiri yang menetapkan
perubahan rencana pelaja;an, dan perubahan ini tidak akan mengaki-
batkan penambahan peréoniio |

~ Direktur P.A.K.'mohon perhatian Gubernur Jenderal atas bebe-
rapa konsekwensi dari tindakan tersebut yang termasuk kompetensi

Pemerintah Puéat di negeri Belanda.

n .
{ i

Perluasan pengajaran bahasa Belanda pada sekolah Bumipuﬁeré klas 1
akan sedemikian rupa, sehingga seckolah tersebut memiliki lebih ba-
nyak sifat Blanda den membawa akibat yang logis yaitu bahwa Pa-
sal 2 dari Surat Keputusan Ratu dalam Lembaran Negara 1893 nomor
125 harus dirubah. Pimpinén sekolah harus pindah dari tangan guru
Pumiputera ke tangan guru Eropa. Perubahan type sekolah harus di-
nyatakan dalam nama sekolah, sehingga nama harus diganti dengan
Hollandse Inlandse School (H.I.S.) dengan perubahan pasal 1 dari
Surat Keputusan Ratu tersebut di atas. Sekolah H.I.S. yang akan .
datahg ini akan ditempatkan di bawah Inspeksi Sekolah Eropa, yang
akan mengakibatkan perluasan personil Inspeksi terscbut, dan ini
hanya mungkin dengan kerja sama pembuat undang-undang Anggaran Be-

lanja.

Pada waktunya usul-usul yang bersangkutan akan dimajukan kepada

Gubernur Jenderal.

Diharapkan supaya Gubernur Jenderal segera mengadakan pembica~

raan dengan Menteri Jajshan, supaya Pemerintah tidak merasa
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dihadapkan pada suatu “fait a compli". Karena perubahan rencana

pelajaran itu akan mengakibatkan banyak pemindahan personil, maka
sebaiknya pertukaran pikiran dengan Menteri Jajahan itu dilakukan
dengan surat-surat kawat.

Mengajarkan bahasa Belanda lebih awal mulai kelas 1 pada se-
kolah Bumiputera kelas 1 dapat dilaksanakan tanpa penambahan per-
sonil dengan mengikut sertakan guru-guru Bumiputera yang bertaha-
sa Belanda dalam mata-mata pelajaran dengan pengantar bahasa Be-
landa - bukan pelajaran bahasa Belanda (tata bahasa dan percakap-
an bahasa Belanda). Jika ini tidak diperkeﬁankan9 pengajaran ba-
hasa Belanda mulai kelas 1 tidak dapat dilaksanakan mulai tahun
ajaran 1912/1913, karena untuk perluasan personil Eropa harus ada
kerja sama dengan pembuat undang-undang Anggaran Belanja, dan hal
tersebut akan terbentur pada kekurangan tenaga pengajar Eropa.
Jumlah'guru Bumiputera berbahasa Belanda yang dapat tersedia ki-
ra-kira ada 80, terhitung yang lulus di 3 sekolah pendidikan guru
di Jawa (Bandung, Yogyakarta.dan Probblinggo) tahun 1911 dan yang
akan lulus dalam tahun 1912. Mereka mendapat pengajaran bahasa
Belanda ada yang 4% tahun dan ada yang 5% tahun, dan sepanjang
mereka dididik menurut pasal 4 Lembaran Negara 1912 nomor 240,
kecakapan mereka untuk mengajar dalam bahasa Belanda akan bertam-
bah. Dengan memakai tenaga pengajar Bumiputera tersebut di atas
maka rencana pelajaran baru dapat segera (dalam tahun 1912) di-
laksanakan di kebanyakan - bahkan mungkin di hampir semua Sekolah
Bumiputera kelas 1 dengan 7 tahun di Jawa dan Madura, dengan ke~
tentuan bahwe di sekolah-sekolah yang kurang penting harus menung-
gu sampai tersedianya personil yang cukup.

Keberatan yang diajukan terhadap cara ini ialah apakah pengajaran
dnlam bahasa Belanda dengan guru Bumiputera akan dapat dicapai ha-
sil yang memuaskan? '

Jika harus menunggu tersedianya tenaga pengajar Eropa, maka
pelaksanaannya jika serempak di sebagian besar atau di hampir se-~
mua sekolah Bumiputern kelas 1 akan baru dapat dilakukan di masa

depan yang sangat jauh (tidak dapat diketahui kapan). Jika secara
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berangsur-angsur pelaksanaannya akan sangat lambat dalam deretan
tahun yang sangat panjang.

Jika cara di atas yang akan ditempuh, maka pemerataaq;sekolah Bu-
miputera kelas 1, karena bamyak sekolah masih menunggu tambahan
kelas 7, akan terganggu lagi untuk waktu yang szngat lama. Penam-
bahan kelas 7 dapat selesai dalam 1 tahun,:sedangkan reorganisasi
baru ini (perubahan rencana pelajaran) akan memerlukan waktu 5 a &
tahun. '

Mengingat keadaan yang diuraikan di atas, maka pemakaian te-
naga .pengajar Bumiputera menurut Direktur P.A.K. adalah cara yang
terbaik. - ‘Cara ini mungkin tidak akan menghasilkan seketika hasil-
hasil yang diharapkan, tetapi membawa keﬁntungan bahwa reorganisa-
si itu dapat dilaksanakan hampir menyeluruh, dan tindakanlﬁglquut~
nya yang mungkin sekali perlu, dapat dibuktikan dengan pengamatan
yang teliti dari hasil yang telah diperoleh} Tindakan baru hanya
perlu ditujukan pada perbaikan dari hasil-hasil yang telah terca-
pai. ‘ _

Di daerah-daerah di luar Jawa dan Madura terdapat kesulitan,
karena kelas 1 dari sekolah Bumiputera kelas 1 itu sambungan dari
kelas 2 dari sekolah Bumiputera kelas 2, Lambat laun harus ada
keseragaman, karena kebutuhan akan penéajaran bahasa Belanda yang
baik bagi Bumiputera terutama di daerah Sumatera Barat tidak‘ku—
rang besarnya daripada di Jawa dan Madura. Apakah mungkin menga-
dakan perubahan itu dalam tahun ini pada beberapa sekolah, belum
dapat ditentukan, karena belum ada data yang diperlukan, :

Diharapkan segera dapat menerima pendapat Gubernur Jénderal
mengenai nasehat Direktur P.A.K. dan kabar tentang hasil pertukar-

an pikiran dengan Menteri Jajahan.

Surat Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (G.A.J. Hazeu) ke-

pada Gubernur Jenderal (Idemburg) tanggal 12 Agustus 1912 no.12969

:Sampai kini (tahun 1912) di Jawa dan Madura Pemerintah bertu-

juan untuk memberikan sebuahvsekolah Bumiputera kelas 1 kepada
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tiap ibukota keresidenan dan tiap ibukota kabupaten. Tujuan ini
telah tercapai; dan karena itu cara kerja yang sampai kini diikuti
akan diganti dalam waktu:dekat dengan sistim perluasan menurut ke-
butuhan. Pemerintah di satu pihak sebanyak mungkin harus memenuhi
kebutuhan kalangan Bumiputera akan pendidikan Belanda, dan di pi-
hak lain harus membatasi jumlah kesempatan untuk itu karenalting— -
ginya biaya dan kekurangan personil Eropa, dén‘harus ﬁemelihara
pembagian yang merata dari apa yang dapat diberikan. Banyak per-
mintaan masuk sekolah Bumiputera kelas 1 terpaksa ditolak karena
kekurangan tempat. Perluasan pengajaran bahasa Belanda pada seko-
lah kelas 1 dan reorganisasi pendidikan rendah lanjutan bagi Bumi-
putera yang: direncanakan, akan menambah sangat kuatnya arus masuk
ke sekolah itu. Terpisah dari itu diharépk_an9 bahwa hasrat untuk
memperoleh pendidikan yang lebih maju akanrmakinlmeningkét di ka-~
langan yang lebih banyak dan lebih luas. Sekarang jumlah sekolah
Bumiputera kelas 1 berbahasa Belanda sudah mendekati seratus; dan
dalam waktu dekat akan dapat dikalikan tiga tanpa deapat memenuhi
semua permintaan. Bagi Anggaran Belanja Hindia Belanda hal itu
akan merupakan beban yang berat. Pengeluaran per tahun per seko-
lah kelas 1 sekarang sudeh kira-kira f. 13.000.-- (tiga belas ri-
bu gulden).

Kebutuhan pengajaran bahasa Belanda dalam arti absolut dapat
diibaratkan sebagai sebuan tong tanpa dasar.‘ Pemerintah akan
menganggapnya sebagai kebutuhan relatif dalam arti zanda yaitu
bahwa bagi tiap tempat tertentu kebutuhan itu diputuskan dgngaﬁ"
kebutuhan sejenis di lain tempat. Mengingat batas-batas finansiil
dalam anggaran belanja untuk bagian ini.

Dalam mencari garis kebijaksanaan umum mengénai pendirian sekolsh
Bumiputera kelas 1 tersebut di atas dapat diterima sebagai faktor
pembatas azas yang‘terﬁﬁat dalam Pasal 1 Surat Keputusan Ratu da-
lam Lembaran Negara 1893 nomor 125 yang berbunyi "bahwa sekolah-
sekolah tersebut terutama didirikan bagi anak-anak dari Kepala Bu-

miputera dan dari orang Bumiputera terkenuka dan berada".




157

Azas ini menurut Direktur P;A.K, hanya dapat dipertahankan, karena
tidak mungkin mengadakaﬁ peﬁilihan rasionil dengan ukuran bakat
pada anak-anak berumur 6 sampai 8 tahun.
Dalam praktek azas ini hanya berharga, jika dengan cermat dapat
‘ditentukan orang-orang Bumiputera mana yang dipandang terkemuka
dan berada, dan mana yang tidak. Tidak sukar untuk menyebut bebe-
rapa kategori dalam masyarakat Bumiputera mana yang termasuk ‘ter-
kemuka dan berada". Tetapi selalu akan ada "kelonggaran" terdiri
dari golongan yang dimasﬁkkaﬁ “"terkemuka dan berada' yang dipe-
ngaruhi oleh bermacam-macam penghargaan. Dalam golongan ini ter-
masuk umpamanya para mantri dari berbagail jawatan. Dari kalangan
ini ada‘usaha sungguh-sungguh untuk memperoleh pendidikan Belanda
yang baik, dan menurut pengalaman banyak pemuda berasal dari go-
longan ini termasuk yang baik.
Pertanyaan sekarang,. sampai sejauh mana golongan yang diragukan
apakah termasuk ‘‘terkemuka dan berada' dapat memutuskan bagi pen-
dirian sekolah baru dengan pendidikén Belanda. Untuk dapat menja-
wab pertanyaan ini, perlu diadakan;penyelidikan vang secksama de-
ngan minta dari komisi sekolah Bumiputera di Jawa dan Madura untuk
mengirimkan keterangan antara lain mengenai jumlah murid yang di-
terima di kelas 1 sekolah kelas 1, mengehai,jumlah anak yang dito-
lak karena kekurangan tempat, dan mengenai kedudukan para orangtua
anak-anak tersebut (ad.l dan ad.2).
Keterangan ini tiap tahun dikumpulkan dan berdasarkan itu, dengan
mengingat apa yang dapat dicapai dengan keadaan finansiil dan per-
sonil, dapat ditetapkan beberapa sifat dan ciri umum yang dapat
dipakai untuk menentukan kategori Bumiputera mana yang harus di-
anggap "terkémuka dan berada" dan mana yang tidak.
Dengan kata lain, dengan kebutuhan golongan.mana harus diperhitung-
kan untuk mendirikan sekolah baru dengan pendidikan Belanda.

‘ Pendirian sekolah tergantung dari permohonan (petisi) dari
orang-orang yang bersangkutan atau dari usul dari fihak Pemerintah-

an, tanpa penyelidikan apakah sungguh ada kebutuhan akan sekolah
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itu. Dan hal ini menyebabkan pembagian yang tidak merata. Penye-
lidikan yang saksama tiap tahun akan dapat mencegah hal itu.
Keterangan yang tiap tahun dikumpulkan itu diharapkan akan
memungkinkan pembuatan rencana kerja yang rasionil bagi penambahan
jumlah sekolah kelas 1. Program kerja itu dalam tahun-tahun men-
datang akan dapat diubah menurut keadaan, dan berangsur-angsur da--

pat dilaksanakan sepanjang sarana keuangan mengijinkan.

MASYARAKAT BUMIPUTERA DAN POLITIK PENDIDIKAN

Surat Gubernur Jenderal (Idenburg) kepada Menteri Jajahan (De Waal

Malefijt) tanggal 7 Oktober 1913 nomor 1196/21

Dengan surat ini Gubernur Jenderal melaporkan, bahwa akhir-
akhir ini di kalangan orang Bumiputera yang terdidik terdapat jauh
lebih banyak perhatian daripada sebelumnya pada pembicaraan-pembi-
caraan dalam Dewan Perwakilan Rakyat, dan terutama mengenai yang
dibicarakan tentang politik pendidikan.

Dari dunia Bumiputera dikeluarkan suara-suara dalam pers dan rapat
yang menyatakan adanya kegelisahan tertentu dan kemarahan tertentu
~ menurut kata orang - mengenai maksud Pemerintah dalam bidang
pendidikan. Mungkin sekali hal tersebut disebabkan oleh pembica-
raan Anggaran Belanja tahun 1913 dalam Dewan Perwakilan Rakyat.
Oleh karena itu perhatian Menteri Jajahan diharapkan atas hal-hal
berikut ini:

Pernyataan-pernyataan tersebut di atas tidak dapat dipandang se-
bagai "gelembung (busa) sabun", tetapi memang ada dan sungguh-sung-
guh. Sebagian besar karena anggapan yang kcliru terhadap rencana
Pemerintah, "Api" itu sudah tentu dinyalakan oleh orang-orang
Eropa yang sudah dan yang belum dikenal dengan maksud tertentu,
dan api ini bukan “api jerami'. Memang bahan bakar sungguh ada.

Masalah ini telah dibicarakan dengan Direktur P.A.K. (J.A.C.

Hazeu) dan Penasehat Urusan Bumiputera (Dr. N.Adriani).
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Penjelasan Dr. Adriani adalah sebagai berikut:

Di Nusantara, Agama Islam bagi pemeluknya lebih dari apa yang
oleh“brang Belanda disésut agama. Islam bagi pemeluknya bukan ha-
nya "jalan ke akhirat" melainkan juga 'pembawa kesrdaran nasional
bagi orang berwarna coklat terhadap orang kulit putih". Penjajah-
an asing dapat terpikul relatif ringan, jika mereka dapat berkata
kepada orang lain dan kepada diri sendiri: .

"Totapi kita memiliki 'Islam’, di hari kiamat dan di kehidupan

abadi di akhirat adalah masa depan bagi kita, dan di dunia ini

kita merupakan suatu persaudaraan besar, tersebar di seluruh
dunia yang pusatnya'ialah Mekka, dan ini’adalah bagian kita
vang tidak dapat diganggu gugat, yang tidak dapat dihancurkan
oleh kekuasaan Er. p: manapun"j
Orang-orang Islam di Jawa belum merupakan suatu kesatuan politik,
kekuasaan Belanda telah menaklukkan mercka, tetapi bagi kesadaran
mereka Belanda belum membuat mereka satu Negafa. Kesatuan mereka
terletak pada Islam. Islam adalah satu-satunya milik mereka yang
tidak dapat dihilangkan dan tidak dapat diganggu gugat. Mereka
ingin tetap memiliki Islam;, juga bagi anak-anzk mereka.

Mereka tidak menginginkan pelajaran agama dari Belanda. TYang
mereka inginkan dari kepandaian Belanda ialah ketrampilan, penge-
tahuan duniawi, semua yang diperlukan untuk maju di dunia dan men-
cari uang. Ilmu sesungguhnya, pengetahuan yang lebih finggi dan
dalam dan rahasia; dan yang tidak dapat begitu saja diajarkan pada
setiap orang, itulah yang dibawa Islam, dan itu tidak dapat dibe-
rikan oleh Belanda.

Jika ada paksaan - langsung atau tidak langsung - dengan mem-
berikan hanya pengajaran Kristen, maka mereka akan segera'merasa
adanya usaha Pemerintah supaya mereka meninggalkan Islam, dan mem-
buat mereka lebih kuat berpégangan pada Islam.

Islam lebih dari agama; Islam pembawa kesadaran nasional se-
luruhnya sesuai dengan kehidupan rohaniah orang Timur.

Dengan surat ini diusulkan supaya Pemerintah sebanyak mungkin
menghindari apapun, yang dapat memberi umpan kepada dugaan, bahwa
Pemerintah baik langsung maupun tidak langsung mau mendesakkan

agama Kristen kepada orang-orang Bumiputera,



PENDIDIKAN BAGI GADIS BUMIPUTERA

50. Surat Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (G.A.J. Hazeu) ke-
pada Gubernur Jenderal (Idenburg) tanggal 4 Maret 1913 no.3891

Dengan surat Sekretaris Pemerintah Kelas I tanggal 9 Juni 1911
nomor 1407-b kepada Direktur P.A.K. lama (M.S. Koster) diberitahu-
kan, bahwa usulnya dalam surat tanggal 25 Maret 1911 nomor 5017
berdasarkan nasehat Dewan Hindia Belanda tanggal 13 Mei 1911 nomor
XIV, tidak dapat disetujui Gubernur Jenderal.

Dewan Hindia Belanda ~ meskipun pendukung dari Sekolah Bumiputera
bagi gadis - tidak dapat menyokong usul M.S. Koster, karena alasan
yang disimbulkan.dari nasehat para Inspektur Pendidikan Bumiputera
’kurang kuat, dan menimbulkan kesangsian, apakah sungguh sudah tiba
.waktunya untuk memperluas jumlah sekolah yang dicobakan di Karang-
anyar. Selain itu belum yakin; apakah dalam masfarakat Bumiputera
sungguh sudah ada kebutuhan akan sekolah-sekolah tersendiri bagi
gadis—-gadis Bumiputera, v

Atas nasehat Dewan Hindia Belanda, maka dengan sdrat Sekretaris Pe-
merintah tanggal 9 Juni 1911 nomor 1407-a Penasehat Urusan Bumipu-
tera (A.G.J. Hazeu) diminta pendapatnya mengenai masalah tersebut.
Sekarang (1913) Hazeu selaku Direktur P.A.K. mohon diperkenankan
mengirimkan kembali surat tersebut di atas dengan lampirannya.

Sementara itu kebutuhan tersebut makin terasa. Di kalangan
Bumiputera makin banyak suara mendesak supaya kebutuhan itu dipe-
nuhi, dan di beberapa tempat oleh pihak-pihak yang berkepentingan
telah diadakan usaha untuk dengan kekuatan sendiri memberi kesem-
patan pendidikan bagi gedis-gadis Bumiputera, misalnya di Bandung
(oleh Kautamean Istri) dan di Garut, di Buitenzorg (Bogor) (oleh
Sekoiah Raden Kartini), di Tasikmalaya (oleh Kautamaan Istri), di
Kediri (oleh Cabang Budi Utomo).

| Dalam rapatnya di Yogyakarta Budi Utomo memutuskan sangat per-
lunya pendirian sekolah bagi gadis-gadis Bumiputera. Pengurus Be-
sar Budi Utomo mengajukan surat permohonman tanggal 25 Januari 1913

supaya gadis-gadis Bumiputera diterima di sekolah pendidikan guru
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Bumiputera. Surat permohonan itu dengan surat Direktur P.A.K.
tanggal 27 Pebruari 1913 nomor 3534 diteruskan kepada Gubernur Jen-
deral. Dari Ruhana, Direktris perkumpulan wanita "Kerajinan Amoi
Setia'" di Kota Gadang (Sumatera Barat) diterime surat permohonan
ijin untuk mengadakan lotere kecil-kecilan, yang hasilnya akan di-
pergunakan sebagai biaya pendirian dan pengaturan pertama sekolah
bagi gadis-gadis Bumiputera. .

Yang menggembirakan ialah bahwa di sana-sini sudah ada prakar-
sa sendiri dari pihak Bumiputera.

Mengenai masalah apakah Pemerintah harus mendirikan sekolah
Bumiputera kelas 2 bagi gadis-gadis Bumiputera di. beberapa tempat,
dan .apakah sckolah ini akan dihargai oleh yang berkepentingan, pen-
dapat yang diterima dari para Residen dan para Bupati sangat berbe-
da-beda. Juga belum mungkin ditetapkan suatu type tertentu bagi
sekolah gadis dengan rencana pelajaran yang tersusun baik.

Kebutuhan masyarakat Bumiputera harus diberi kesempatan untuk
menyatakan diri dalam cara pengaturan pendidikan bagi gadis, dan
cara ini-dapat diubah menurut keperluan yang ternyata kemudian dan
pendapat yang berubah. Baru setelah percobaan berulang-ulang dapat
terbentuk sebuah tipe tertentu, yang dapat memberi kepuasan kepada
sebagian terbesar dari orang-orang yang berkepentingan, dan pula
telah diketemukan suatu ukuran yang terpercaya untuk menentukan ke-
butuhan akan pendidikan bagi gadis di suatu tempat, maka sudah ti-
balah waktunya, pendirian sekolah bagi gadis dalam jumlah yang le-
bih besar dari pada kemampuan prakarsa swasta, daripada ditangani
sendiri oleh Pemerintah.

Sementara itu telah ternyata, bahwa prakarsa swasta tanpa ban-
tuan Pemerintah, tidak dapat melzksanakan tugas yang telah diterima
sebagaimana mestinya. Sarana keuangan untuk pembiayaan sekolah itu
tidak cukup diperoleh hanya dari sumbangan dari orang-orang yang
menaruh minat dan yang berkepentingan. Dari permohonan subsidi
yang diterima - yang sudah dipenuhi dan yang masih dalam pertimbang-

an - terbukti, bahwa bantuan Pemerintah sangat perlu,
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Peraturan pemberian subsidi dalam Lembaran Negara tahun 1895
nomor 146 dan Lémbaran Negara tahun 1906 nomor 241 memungkinkan
untuk memberi bantuan sepefti itu., Tetapi masih ada kesulitan bah-
wa peratﬁrén itu tidak'memberi kesempatan untuk mengatur sekolah
bagi gadis-gadis menurut cara yang diinginkan, karena menurut Pasal
1 alinea 2 sub 2, dari fiap tenaga pengajar disyaratkan harus mem-
punyai bukti tentang wewenang dan kecakapan untuk memberi pengajar-
an dalam mata-mata pelajafan yang diberikan. Jumlah bantuan, ter-
maktub dalam Peraturan dalam Lembaran Negara nomor 146 untuk peng-
aturan pertama dan pengeiuaran selanjutnya, dan bantuan yang ter-
maktub dalam Peraturan dalam Lembaran Negara nomor 241 untuk gaji
personil serta biaya péﬁéliharaan biasa dan penambahan pengaturan
pertama, ditambah dengan penerimazn lainnya (penerimaan sendiri)
ternyata masih kurang untuk membiayai sckolah tersebut.

Juga dalam beberapa hal peraturan pemberian subsidi tersebut di
atas kurang cocok untuk diterapkan pada sekolah-sekolah gadis, dan
maka dari itu diusulkan supaya diadakan peraturan khusus.

Bersama ini dilampirkan konsep peraturan pemberian subsidi kepada
sekolah bagi gadis-gadic Bumiputera, serta penjelasannya.

Jika Gubernuf Jenderal dapat menyetujuinya, maka diusulkan su-
paya Gubernur Jenderal:

1. Mengadakan pembicaraan dengan Menteri Jajahan mengenai Per-
aturan Pemberian Subsidi kepada sekolah bagi gadis-gadis Bu-
miputera menurut konsep tersebut,

2, Mohon kepada Menteri Jajahan supaya pada penyusunan Rencana
Anggaran Belandjz untuk tahun 1914 sudah dimasukkan pos untuk

pembiayaan pelaksanaannya sebesar f. 83.000.--




51.

PENDIDIKAN UNTUK PERKEMBANGAN LEBIH LANJUT BAGI BUMIPUTERA
SEKOLAH BUMIPUTERA BELANDA _ (HOLLANDS INLANDSE SCHOOL)

Surat Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (G.A.J. Hazeu) kepada

Gubernur Jenderal (Idenburg) tanggal 17 Maret 1913 nomor 4674

Dalam suratnya tanggal 17 Pebruari 1912 nomor 2600 Direktur PAK
menjelaskan pendapatnya dan persetujuannya mengenai Reorganisasi pen-
didikan yang mendidi’: lebih lanjut bagi orang Bumiputera menurut azas
azas. termaktub ‘dalam Nota Sekretaris Pemerintah Kelas I tanggal 4 Ja-~
nuari 1912,

Sekarang (1913) Direktur P.A.K. menjelaskan usul-usulnya yang
pada pokoknya mengikuti garis-garis dalam Nota tersebut, sebagaimana
juga dalam garis-garis pokoknya telah dikemukakan Menteri Jajahan ke-
pada Kamar' Kedue Dewan Perwakilan Rakyat.

Tidak keberatan, bahwa MULO yang dikaitkan dengan beberapa sekolah
rendah Eropa (E.L.S.) zkan diperuntukkan menjadi Lembaga Pendidikan
Rendah Lanjutan -bagi para tamatan seckolah Bumiputera kelas 1 yang te-
lah mendapat pendidikan tambahan.. Sekarang telah termyata bahwa
mungkin sekali untuk mengadakan perubahan yang tidak begitu mendalam
dalam rencana pelajaran MULO, supaya dapat dipergunakan sebagai basis
umum untuk berbagai macam pendidikan kejuruan.
Akibat praktis yang dapat tercapai dengan tindakan tersebut di atas
banyak tergantung dari "jumlah" dan "mutu" tenaga pengajar yang di-
perlukan untuk pelaksanaannya. Terutama faktor terakhir ini yang se-
lalu tidak pasti, sechingga beberapa bagian dari reorganisasi lebih
banyak mengandung sifat percobaan.
Unsur-unsur terpenting dari ketidak pastian sementara ialah apakah
perlengkapan yang direncanakan bagi sekolah Bumiputera kelas 1 akan
apat membawa sekolah-sekolah itu sampai dan tetap pada mutu yang di-
inginkan. Lain daripada itu apakah meskipun hasil nyata akan memuas-
kan, akan dapat diterime oleh kalangan Bumiputera terdidik, yang se-
lalu menguji kesempatan pendidikan yang -diberikan kepada mercka de-

ngan apa yang telah dikerjakan Pemerintahk bagi orang-orang Cina.

i63
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Reorganisasi ini dapat disetujui Direktur:f.K:K, meskipun lebik ba-
nyak bersifat percobaan, karena ada jaminan, bahwa jika hasilﬁ&a
tidak memuaskan tidak akan dihapuskan, tetapi dilangsungkan dalam
arah yang sama dengan mencari jalan untuk memperbaiki‘kekhfahganJ
kekurangan yang tampak. '
Dalam pengisian kekurangan tenaga pengajar Eropa sampai kini belum
ada perbaikan, malahan di masa depan nampaknyz tidak menggembira-
kan,

Dengan surat Pemerintah tanggal 15-Pebruari 1913 nomor 4646 disam-

paikan kepada Direktur P.A.K. surat kawat Menteri Jajahan tanggal

11 Januari 1913 Bagian Al nomor 47/84 untuk mengusahakan supaya pe-

menuhan kebutuhan tenaga pengajar dapat dijamin, )

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas diusulkan, subaya kepada

orang-orang Indonesia diberi kesempatan untuk dididik buat menempuh

ujian mencapail wewenang mengajar menjadi guru Eropa (akte Eropa).

Jumlah personil Bumiputera yang dididik sedemikian rupa sehingga

diharapkan akan dapat meninggikan mutu sekolah Bumiputera kelas 1,

sementara belum dapat mengisi tempat tenaga pengajar Eropa di seko--

lah itu. Mengerahkan (= merekrut) tenaga pengajar di negeri Belan-

da, dengan memperbaiki peraturan mengenai kedudukan guru Eropa di

Hindia Belanda.

Dalam prinsip tidak dapat disetujui, bahwa H.I.S. yang akan ada,

ditempatkan di bawah peraturan pendidikan Bumiputera yang sudah

ada, dan mengusulkan supaya dengan surat keputusan Ratu tersendiri,
ditenﬁukan:

1. Bahwa sebagai Kepala Sekolah Bumiputera kelas 1, dimana hampir
seluruhnya diberikan mata-mata pelajaran yang sama seperti di
Sekolah Rendah Eropa (E.L.S.) diangkat guru Eropa pada E.L.S. ne-
geri,

2. Sekolah tersebut di ad.l diberi nama Sekolah Bumiputera Belanda
(Hollandsch-Irnlandsche School = H.I.S.).

3. Pengaturan dari dan pengawasan atas sekolah-sekolah tersebut di-

atur oleh Gubernur Jenderal.
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Wewenang tersebut (éd 3) hafus ailaksanakan berdasarkan Reglemen
Sckolah Eropa serta tambahen»tambahannya vang perlu.
Bersama ini dilampirkan konsep rencana Surat Keputusan Ratu terse-
but. _ = '

(Surat Keputusaﬁ Ratu tanggal 16 Pebruari 1914 nomor .23

dalam Lembaran Negara 1914 nomor 359). . i

(Pembagian dari Bagian V dar1 Kagian Anggaran Belanja harus

- juga dirubah)
Juga dimphonkan perhatian atau bangunan gedung sekolah Bumiputera
kelas 1, jika dibandingkan dengan bangunan gedung H.C.S., kelihat-
an buruk sekali. Tidak mengherénkéﬁ, bahwa orang Bumiputera meli-
hat di dalam bukti yang nyata, bahwa Pemerintah mendahulukan orang
Cina. Diusulkan sﬁpayé Difekfur Pekerjaan Umum diberi instruksi

untuk membangun gedung H.I.S. menurut pfoyek E.L.S.

Sambungan H.I.S. dengan MULO

Salah satu masalah dari reorganisasi tersebut yang paling banyak
diperdebatkan dan paling sulit ialah mengenai H.I.S. kelas 8 yang
dapat langsung atau H.I.S. kelas 7 yang tidak langsung tetapi me-
laiui kelas persiépan masuk ke MULO. Akhirnya yang dipilih iglahA
H.I.S. kelas 7 dengan kelas persiapan di MULO. | :

MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs = Pendidikan Rendah yang di-

perluas)

Dipertimbangkan kemﬁngkinan MULO untuk dipergunakan juga sebagai
lembaga pendidikan rendah lanjutan bagi tamatan sekolah Bumiputera
kelas 1, menimbulkan pertanyann, apakah tidak akan menyebabkan ra-
sa tidak puas di kalangan penduduk Eropa.

Pada permulaan jumlah tamatan H.I.S. yang akan mempergunakan ke-
sempatan masu MULO sangat sedikit, dan juga murid-mutrid Bumipute-
ra dari E.L.S. yang akan ke Sekolah Pendidikan Dokter Puniputera
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tidak akan masuk MULO, sehingga penduduk Eropa masih lama ada ke-
sempatan untuk membiasakan diri pada keadaan yang berubah.

(Dalam rencana pelajaran MULO akan diadakan perubahan

untuk membuat kursus ini cocok sebagai persiapan masuk

ke lembaga pendidikan kejuruan seperti OSVIA, Rechts-

school, STOVIA, dl1l.).
Pada waktu MULC dipersiapkan Direktur P.A.K. lama (M.S. Koster)
sudah mempertimbangkan untuk melapaskan MULO dari E.L.S. dan menja-
dikannya suatu lembaga tersendiri, tetapi tidak dilanjutkan karena
khawatir akan merugikan sambungan dan kerja sama dengan sekolah
rendah, dan tanpa diketahui MULO akan menempuh jalan sendiri ke
pendidikan menengah,
Sekarang sudah tiba waktunya untuk merubah MULC menjadi sekolah
MULO, karena dengan diadakannya kelas persiapan bagi Bumiputera dan
arus masuk murid yang besar, tidak mungkin lagi pimpinan sekolah di-
rangkap oleh Kepala E.L.S. dan pengajaran dirangkap oleh guru-guru
E.L.S.
MULO bersambungan ke bawah dengan bermacam-macam sekolah rendah
{(E.L.S5., H.C.S., dan H.I.5.) dan ke atas dengan berhagai sekolah
kejuruan, di masa depan harus diatur sebagai lembaga pendidikan
yang berdiri sendiri, dan meskipun masih diberikan pendidikan ren-
dah (di kelas persiapan) akan menduduki tempat sebagai sekolah lan-
jutan di Hindia Belanda.

{(Diusulkan supaya penghasilan tambahan sebagai guru MULO

sebanyak f. 50.-- per bulan diraikkan dengan jumlah yang

sama) .
Apakah untuk pemberian pengajaran, alat-alat pelajaran serta alat-
slét tulis dan pemondokan, harus ditarik pembayaran dari orang tua
atau tidak., Jika ‘'ya", berapa jumlahnya; dan jika "tidak", diusul-
kan supaya tidak semua murid dibebaskan dari pembayaran, tetapi
pembebasan hanya diberikan kepada mereka, yang mau mengadakan ikat-
an, bahwa setelah selesai dari pendidikan kejuruan akan bekerja pa-
da Pemerintah untuk beberapa tahun tertentu. Pembebasan pembayaran

dapat disertai dengan bantuan untuk pakaian dan makan.
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Masalah pemondokan bagi murid-murid Bumiputera MULO.
Untuk menyelesaikan masalah ini dipertimbangkan beberapa pemikiran

sebagai berikut:

b |

Murid-murid berkelompok paling banyak 10 orang-dan dipondokkan
pada keluarga Belanda yang beradab dan terdidik, untuk membiasa-
kan mereka mendapat pengaruh baik dari penghidupan keluarga Be-
landa yang beradab, dan membiasakan bahasa pergaulan Belanda.
Ternyata pelaksanéan pikitan'ini menjumpai banyak keberatan yang
tidak dapat diatasi, seperti.konsekwensi keuangan. Dengan tak-
siran rendah uang pondokan yang diminta oleh keluarga Eropa un-
tuk tujuan ini adalah f. 50.-- per murid per bulan. Jika selu-
ruhnya dibebankan pada Pemerintah akan merupakan pengeluaran
yang sangat besar. Jika separo dikeluarkan dieh Pemerintah dan
separo lagi oleh orang tua, ternyata yang akan dapat memperguna-
kan'ﬁésempatan tersebut justru pemuda dari kalangan yang sesung-
guhnya tidak memerlukan MULO sebagai tujuan akhir (finishing
touch). Secbagian terbesar murid sekolah Bumiputera kelas 1
(nantinya H.I.S.) berasal dari kalangan orang tua berpenghasil-
an f. 50.~ ke bawah, yang tidak mungkin menyisihkan f. 25.~ un=-
tuk seorang anak. . Belum diperhitungkan biaya-biaya lainnya.

Di Betawi saja sangat sukar untuk menemukan'beberapa keluarga
Belanda yang memenuhi syarat beradab dan terdidik dan yang mau
menerima pondokan anak-anak Bumiputera, lebih-lebih di kota la-
innya. Pikiran ini tidak dapat dilaksanakan.

Mendirikan internat (asrama murid) untuk paling banyak 50 murid
di bawah pengawasan seorang guru Belanda yang cakap (paling ba-
ik guru MULO sendiri) dengan tunjangan f. 50,-~ sebulan dan pe-
rumahan percuma, yang dibangun di kompleks asramé; Pimpinan
asrama di bawah pengawasan Direktur MULO, yang dengan demikian
menjadi pimpinan umum asrama. Tugas ini tidak sukar dan tidak
makan waktu bagi Direktur MULO, dengan penghasilan yang sudah
tinggl (gaji akhir f. 725,-). Internat di bawah pengawasan In-
spektur Pendidiken Rendah (dalam tahun-tahun pertama Inspekfur
HoI 8:)s
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3, Mencari rumah-rumah pondokan Bumiputera yang dipilih dengah
saksama dan di bawah pengawasan yang diatur sebagaimana mesti-
nya.

Kepada murid-murid yang sungguh berbakat istimewa tetapi orangtua-

nya tidak mampu, dan tanpa bantuan Pemerintah tidak akan mampu

mencapai masa depan yang lebih baik; diusulkan supaya diberi bea-
siswa untuk pakaian dan makan, menurut standar hidup setempat dari

f. 10.- sampai f.15.- per bulan. 'Bagi murid Eropa dan Timur Asing

yang tidak mampu, dan tidak tinggal bersama orang tua, harus juga

diberi bea-siswa maksimum f.20.- sampai f.25.~ per bulan.

Pendidikan kejuruan.

Karena keadaan keuangan dari murid-murid di beberapa sekolah pendi-
dikan kejuruan itu sangat berbeda, maka tidak disetujui semuanya
dibebaskan dari pembayaran. Dalam prinsip meﬁentang pemberian nren-
didikan secara cuma-cuma, maka tidak setuju, bahwa orang tua yang
mampu membayar pondokan, makan dan pakaian anak-anaknya yang berse-
kolah,; dibebaskan seluruhnya atau sebagian dari pembayaran. Poli-
tik pendidikan yang baik menghendaki, bahwa orang tua yang dapat
membayar, harus dipungut sumbangan menﬁrut kemampuan untuk biaya
yang telah dikeluarkan Pemerintah. Dengan sendirinya, di bawah ke~
adaan tertentu, mengingat hukum tawaran dan permintaan yang tidak
dapat dihindarkan demi kepentingan negara, terpaksa menyimpang dari
azas-azas tersebut di atas. Pembebasan pembayaran hanya diberikan

hanya jika sungguh perlu.

Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (G.A.J. Hazeu) kepada Gu-

bernur Jenderal (Idenburg) tanggal 7 Juli 1913 nomor 11522

Dengan surat Pj. Sekretaris Pemerintah Kelas I tanggal 24 Juni
1913 nomor 1532 disampaikan kepada Direktur P.A.K. salinan surat
kawat Menteri Jajahan tanggal 21 Mei 1913 Bagian 1 nomor 50/1191
yang mengharap kabar mengenai tindakan yang telah diambil Gubernur

Jenderal untuk mencegah arus masuk murid-murid ke H.I.S.
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Permintaan Menteri ini disebabkan oleh surat Hindia Belanda
tanggal 9 Oktober 1912 nomor 1204/5, yang menyecbutkan angket yang
diadakan oleh Direktur P.A.K. seperti diusulkan dalam suratnya
tanggal 12 Agustus 1912 nomor 12969.

Angket-angkat tersebut sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk
mengadakan tindakan mencegah arus masuk murid-murid ke H.I.S. teta-
pi dipakai untuk mzmbatasi perluasan sekolah H.,I.S. dalam batas-—ba-~
tas yang patut dan sebanyak mungkin menurat urutan urgersinya yang
sungguh-sungguh ada,

Jika penduduk Bumiputera dibagi dalam 3 kategori - dalam kenyataan
hal ini di masa depan akan lebih tampak - maka dalam golongan mene-
ngah hasrat untuk memperoleh pendidikan Belanda akan makin bertam-
bah, dan justru dari kalangan intelektuil Bumiputera banyak yang
berasal dari golongan ini.

Karena tidak ada ukuran lajin untuk mengadakan pemilihan, maka
azas dalam pasal 1 Surat Keputusan Ratu, Lembaran Negara 1893 nomor
125, meskipun menurut keadaan sekarang sudah usang dan bersifat
aristokratis dan plutokratis mengingat hubungan masyarakat masih
dapat dipakai dalam penerimaan murid, dengan menurunkan batas-—-ba-
tasnya sebanyak mungkin ke bawah, untuk disesuaikan dengan kepen~
tingan Kas Negara dan dengan tersedianya personil pengajar.

Hasil angket tahun 1211 dan 1912 sesudah diatur dan disusun akan
disampaikan kepada Gubernur Jenderal. Akan tetapi hasilnya kurang
memenuhi syarat untuk dapat dipakai sebagaimana dimaksudkan, karena
cara pengisian dafter pertanyaan di sana-sini banyak kekurangannya.
Periode untuk penelitian terlalu pendek. Beberapa komisi sekolah
Bumiputera tidak memiliki pendapat yang betul mengenai azas yang
harus diperhatikan pada penerimaan murid.

Direktur P.A.K, lama (M.S. Koster) dalam surat rahasianya tanggal
29 Oktober 1910 nomor 235 telah menyatakan, bahwa pada penerimaan
murid pada sekolah RBumiputera kelas 1 pertama-tama harus dipertim-
bangkan dahulu znak-anak deri oreng bangsawan, terkemuka, dan ber-

ada; dan jika anak-anak tersebut sudah dapat diterima semua dan
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masih ada tempat kosong, baru anak-anak lain. Menurut surat Se-

kretaris Pemerintah Kelas I tanggal 12 Desember 1910 nomor 2822,

Gubernur Jenderal dapat menyetujui pendapat Koster, tetapi meng- -

anggap tidak perlﬁ mengadakan surat edaran kepada para komisi se-

kolah Bumiputera.

Akibatnya di antare komisi~komisi sekolah Bumiputera banyak yang

menolak permintaan masuk, hanya didasarkan karena tidak termasuk

terkemuka dan berada, bahkan ada yang menerima hanya berdasarkan
prioritas waktu mengajukan permohonan masuk, sehingga yang lebih
dahulu mendaftarkan diterima, dengan akibat yang diterima murid-
murid dari bermacam-macam golongan seperti ada orang tua yang
berpenghasilan f£.12.- misalnya Opas, sedangkan banyak anak dari
orang terkemuka karena terlambat mendaftarkan ditolak karena ti-
dak ada tempat lagi. '

Maka dari itu dipandang perlu untuk segera mengeluarkan surat

edaran kepada komisi-komisi sekolah Bumiputera seperti yang diren-

canakan Koster dengan beberapa petunjuk:

a. Pada penilaian apakah seorang Bumiputera termasuk ''terkemuka'',
jika orang'itu juga tidak termasuk "berada™, jangan hanya meli-
hat pada gelar bangsawannya saja, tetapi harus diselidiki apa-
kah dia di kélangan masyarakat sungguh-sungguh dipandeng 'ter-
kemuka', '

b. Pada pemilihan calon untuk sisa tempat, sesudah semua anak '‘ter-
kemuka' dan "berada' diterima, harus didahulukan mereka, yang
keadaan lingkungannya diharapkan akan banyak melakukan kerja sa-

ma dengan sekolah.

c. Tanggal penutupan pemasukan pendaftaran harus diumumkan secara

luas, dan diberi penjelasan bahwa pendaftaran yang terlambat ba-
ru akan dipertimbangkan jika masih ada tempat. Direktur P.A.K.
mengharap Gubernur Jenderal akan memberikan pendapatnya dan me-

neruskannya kepada Menteri Jajabhan.



PENDIDIKAN PERTURANGAN

53. Surat Gubernur Jenderal (Idenburg) kcpada Menteri Jajahan (De Waal
Malefijt) tanggal 1 April 1913 nomor 359/22

Berdasarkan tugas lisan Gubernur Jenderal untuk mengadakan
pemikiran tentang pendidikan kevarah industri bagi orang Bumipute-~
ra di luar ibukota dan kemudian mengajukan usul, maka Direktur
Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan (H.J. Lovink) menyampaikan
pendapat serta usul-usulnya dengan surat tanggal 4 Mei tahun itu
nomor 3867. Sebagai hasil pembicaraan dengan berbagai penguasa,
Lovink mengemukakan bahwa dalam bidang ini ada 3 hal yaitu:

1. pertukangan (besi, batu, kayu, dl1l.):

2. industri kecil (pembakaran genteng, batu merah, dl1.):

3. kerajinan tangan (seni).

Saat ini hanya dibicarakan mengenai dua hal yang pertama.

Dalam bidang tersebut dapat dicépai sesuatu dehgan pendidikan dan
penyuluhan. Pendidikan bagi calon tukang dan calon pengrejin, pe-
nyuluhan bagi yang telah mengerjakan pertukangan dan kerajinan,
satu dan lain berhubungan dengan keadaan setempat.

Sekolah pertukangan yang sudah ada di 3 ibukota di Jawa, tidak da-
pat dipakai untuk tujuan ini, karena murid-muridnya diambil tidak
dari kalangan rakyat pekerja tetapi dari kalangan yang lebih ting-
gi, yang menganggap terlalu tinggi untuk menjadi tukang, sedangkan
tujuan sesungguhnya ialah memajukan pertukangan di kalangan peker-
ja. Sekolah itu hanya dapat dipakai, untuk memberikan tenaga
pengajar bagi pengajaran pertukangan rakyat.

Sekolah-sekolah pertukangan swasta yang ada - kebanyakan dari
Zending - karena kekurangan tenaga pengajar yang baik tidak dapat
memajukan kerajinan Bumiputera secara berarti.

Lovink menyetujui pendapat Inspektur pendidikan menengah (Hoekstra)
bahwa perlu didirikan sekolah pertukangan kecil, dimana terutama
diberikan pendidikan praktis. Tempat sekolah dipilih di pusat ke-

rajinan yang sudah ada di luar ibukota. Untuk mulai cara kerja
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yvang sudah ada dari para pengrajin diperbaiki dan dibuat lebih
ekonomis., Hanya memalui jalan ini rakyat kecil dapat dicapai.
Merekalah pertama-tama yaﬁg harus dipertimbangkan untuk dibentuk
menjadi tukang-tukang vang baik. »

Diusulkan‘untuk memenuhi kebutuhan personil Eropa, agar supaya
guru-guru sekolah pertukangan Negeri Belanda yang baik, setelah
seténgah tahun dididik di Hindia Belanda, diangkat sebagai Kepzla
Sekolah Pertukangan dibantu oleh seorang tenaga pengajar Bumipu-
tera, tamatan dari salah satu dari 3 sekolah pertukangan yang ada.
Yang diterima menjadi murid harus memenﬁhi syarat lulus sekolak
Bumiputera biasa (yakni Sekolah Desa). Tugas personil pengajar
pertama-tama memberi pengajaran kepada para pemuda (= murid), dan
kedua memberikan penyuluhan kepada para tukang dan pengrajin yang
sudah ada, sehingga di daerah letak sekclah pertukangan dapat di-
tinggikan mutunya. Selanjutnya diusulkan pula untuk mengangkat
secrang Eropa, ahli dalam satu pertukangan tertentu, menjadi se~-
macam guru keliiling dengan tugas untuk menyelidiki kekurangan yang
ada pada pertukangan di daeréh~daerah dan berusaha memperbaiki ke-
kurangan itu dengan memberikan metoda-metoda yang lebil banyak dan
lebih baik, dengan mengadakan demonstrasi maupun dengan penyuluhan
pendahuluan secara lisan.

Misalnya untuk memperbaiki perusahaan kecil seperti pembakaran
genteng dan batu bata, Lovink mengusulkan untuk mendatangkan seo-
rang ahli dari negeri Belanda.

Dalam suratnya tanggal 19 Juni 1912 nomor %627 Direktur Pen-
didikan dan Agama menyatakan persetujuannya dengan pendapat dan
usul Lovink.

Dewan Hindia Belanda yang dimohon pendapatnya dalam suratnya
tanggal 2 Juli 1912 nomor XIV antara lain mengemukakan bahwa usul
Lovink dan Hoeckstra bukanlah hal baru, karena telah diusulkan le-
bih dahulu oleh Xontrolir J.E. Jasper dalam Rencana Perluasan dan
Perubahan Pendidikan Bumiputera (memori penjelasan Rencana Angga-~

ran Belanjz tabhun 1907, halaman 20). Rencana ini belum dapat
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dilaksanakan,‘kafena‘sekolahmpertukangan yang ada belum berumur 3
(tiga) tahun dan belum menghasilkan tamatan. Jika usul Lovink/
Hoekstra diterima, maka pémbiayaannya akan jauh lebih besar dari-
pada pelaksanaan rencana Jasper. Sangat disesalkan, bahwa baik
Direktur Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan maupun Direktur
Pendidikan dan Agama dengan sepatah katapun tidak menyinggung Ren-
cana Jasper, sedangkan Rencana iéuidalam semua bagiannya telah di-
terima.‘ Karena itu tidak mungkin untuk mengajukan masalah ini ke-
pada Dewan Perwakilan Rakyat tanpa memberi pertanggungan jawab me-
'ngéga sekarang akan menempuh jalan Yang lebih mahal daripada pelak-
saﬁéén Rencana Jasper yang telah disetujui oleh Pembuat Undang-Un-
'dahg (Legislatif). . A
Sebagai percobaan dapat disetujui ﬁengangkatan guru Eropa untuk
perbaikan perusahaan pembakaran gehteng dan batu bata.
Dewan-Eindia Belanda mengharap dari Lovink penilaiannya yang ber-—
aiasan mengenai Rencana J.E. Jasper,
Dengan surat Pj. Sekretaris Pemerintah Kelas I tanggal 18 Jqli
1912 nomor 1464 permintaan Dewan Hindia Belanda diteruskan kepada
Lovink. Dalam suratnya tanggal 13 Nopember 1912 nomor 1064 Lovink
mengemukakan bahwa pada pelaksanaan'Rencana Jasper juga diperlukan
personil Eropa untuk pembinaan dan pengawasé;ﬁ° Dari sekolah per-
tukangan ambulan (mobil) Rencana Jasﬁer tidak dapat diharapkan ha-
sil yang baik, karena tidak mungkin ﬁnﬁﬁk dalam beberapa bulan sa-
ja dapat memajukan pertukangan yang masih dalam.keadaan primitif.
Dalam suratnya tanggal 4 Pebruari 1913 nomor XIV Dewan Hindia Be-
landa menyatakan kesimpulan, bahwa Rencana Jasper tidak dapat di-
laksanakan. Menyetujui pendirian sekolah pertukangan kecil yang
permanen seperti diusulkan Lovinl,
Dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Gubernur Jenderal menyetu-
jui sekali usul Lovink, dan akan melaksanakannya sementara dengan
cara kecil-kecilan. A .
(diharapkan dalam Anggaran Belanja 1914'sudah dapat diperhitung-
kan pos untuk pendidikan pettukangan.yang diusulkan. Pengurusan
sekolah pertukangan dilimpahkan dari Departemen Pendidikan dan

Agama kepada Departemen Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan) .



SEKOLAH MENENGAH HINDIA BELANDA

54, Surat Gubernur Jenderal (Idenburg) kepada Menteri Jajahan (De Waal
Malefijt) tanggal 17 Juli 1913 nomcr 839/2

Jika reorganisasi sekolah Bumiputera kelas 1 dan sekolah MULO
sebagaimana termaktub dalam surat Direktur Pendidikan dan Agama
tanggal 17 Maret 1913 nomor 4674 dan dalam Memori penjelasan dari
pembicaraan Rencana Anggaran Belanjz Hindia Belanda tahun 1914 su-
dah terlaksana, maka lembaga pendidikan yang saling bersambungan
ini akan membuka kesempatan untuk memperoleh kedudukan yang baik
dalam masyarakat Pelanda dengan atau tidak dengan melalui pendi-
dikan di sekolah kejuruan. Lembaga-lembaga pendidikan ini secara
berangsur—angsur dan dalam jumlah yang relatif besar akan didiri-
kan tersebar di seluruh Hindia Belanda. -Dengan demikian lebih ba-
nyak orang tua Eropa dan bukan Eropa akan dapat menemukan pendi--
dikan yang cukup baik bagi anak-anak mereka dan tidak terlalu jaul
dari tempat tinggal, dengan biaya yang tidak terlalu tinggi dan
tanpa terpaksa mengirimkan. anak-anaknya yang masih muda begitu ja-
uh dari rumah tanpa pengawasan pribadi atas pendidikan mereka.
Reorganisasi pendidikan lambat. laun akan memberikan perbaikan yang
berarti bagi sebagian besar penduduk, tetapi tidak memberikan apa-
apa kepada mereka yang ingin memberikan kepada anak-anaknya pendi-
dikan untuk mencapai jabatan-jabatan yang memerlukan ijazah H.B.S.
atau untuk melanjutkan pelajaran ke Universitas di Negeri Belanda
atau ke Sekolah Teknik Tinggi. Jalan ke jabatan-jabatan dan ke
lembaga~lembaga pendidikan tinggi itu hanya dapat melalui H.B.S.

5 tahun.

Semua orang tua di luar Jawa dan Madura dan kebanyakan orang tua
di Jawa, jika menginginkan anak-anak mereka mendapat pendidikan di
H.B.S., harus mengirimkan anak-anak mereka dengan usia masih muda
atau ke Negeri Belanda atau ke salah satu ibukota di Jawa. Bagi
anak-anak Bumiputera masih ada lagi keberatan khusus.

H.B.S. di Hindia Belanda harus diatur menurut model H.B.S. di Nege

ri Belanda supaya memungkinkan pindahan murid dori H.B.S. Hindia
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Belanda ke H.B.S. Negeri Belanda dan sebaliknya. Maka dari itu
untuk ujian masuk H.B.S. (juga di Hindia Belanda) disyaratkan sedi-
kit pengetahuan babasa Perancis, dan ini_hanya mungkin bagi murid-
murid lulusan E.L.5. Hanya sedikit orang Bumiputera yang dapat
menperoleh prioritas sedemikian bagi anaknya, karena tidak saja
tempat yang tersedia hanya séﬁgatﬂsedikit; tetapi juga biaya sangat
mahal. Bagi anak Bumiputera umur 12-13 tahun syarat untuk selain
harus menguasai bahaéa Belanda tetapi harus mengetahui sedikit baha-
sa Barat lainnya (Perancis) sangat berat9 dan menambah satu rin-
tangan besar lagi di jalan menuju ke H.B.S.

Timbul pertanyaan, apakéh ada kebarusan H.B.S. di Hindia Belanda
harus sejajarAdengan H.B.S, Negeri Belanda, dan jika tidak perlu,
apakah tidak dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh, supaya syarat
pengetahuan bahasa Perancis untuk ujian masuk HcB.S,;Hindia Belan-
da dapat dihapuskan, dan bahasa Belanda lebih diajukan ke depan.
Apakah tidak dapaf dipertimbangkan suatu H.B.S. yang pada umurnya
menjamin mutu pendidikan yang diminta H.B.S. Negeri Belanda, tetapi
yang dalam bahan pelajaran dan rencana pelajaran lebih memperhitung-~
kan keadaan-keadaan di Hindia Belanda.

Perluasar H.B.S. dalam jﬁﬁlah yang berarti, supaya dalam jangkauan
lebih banyak orang tua, tidak nungkin karena terbentur pada biaya
yarg sangat tinggi, diperkirakan f,868.-- per murid per tahun. Ba-~
gi penduduk Bumiputera sesungguhnya jalan melalui H.B.S. membawa ke-
rugian, karena jalan dén rencana pelajaran terlalu sedikit memperhi-
tungkan keadaan yang khas Rindia Belandae | "

Apakah tidak mungkin untuk mengadakan sekolahmsekolah menengah 2 ta-
hun, yang bersambungan dengan dan melan;utxan pengetahuan yang di-
peroleh di sekolah MULO, yang akan membawa ke ﬁingkat pendidikan dan
ujian akhir, yang tidak "sama™ (= gelijk) tetapi-ﬁdipersamakan“

(= gelijkwaéfdig)'depgan lulusan %.12.8. 5 ahuﬁg'uehinggq mereka
yang lulus ujian akhir sekolah menengzh itu dapat ditenflzm~ di fakul-
tas~fakultas kedokteran, ilmu pasti dan ilmu alam dari Universitas

Negeri Belanda, atau di Sekolah Tinggi Teknik.
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Menurut pendapatnya, hal ini mungkin sekali, mengingat makin
lama makin banyak lulusan STOVIA - yang pendidikannya tentu tidak
begitu jauh dari pendidikan di sekolah menengah yang diusulkan -
dapat memperoleh ijazah dokter di negeri Belanda tanpa begitu ba-
nyak bersusah payah.

Direktur Pendidikan dan Agama ditugaskan untuk menghﬁbungi
berbagai ahli pendidikan di Hindia Belanda mengenai pikiran Guber-
nur Jenderal tersebut di atas. Nasehat-nasehat mereka - yang ber-
sama ini disampaikan dalam aselinya - pada umumnya tidak mengun~-
tungkan, Andaikata Gubernur Jenderal tidak memperhatikan tujuan
sosial yang sangat luas dan merupakan keharusan dari masalah ini,
yang perlu mendapat penyelesaian yang dapat diterima, maka masalah
tersebut akan didiamkan. Kesan dari nasehat-nasehat tersebut ia-
lah terlalu banyak memperhatikan "pendidikan yang sama' dan sama
sekali tidak mengingat "pehdidikan yang dipersamakan’,

Sekolah MULO merupakan suatu keseluruhan yang terpisah dan tersen-
diri, sedangkan H.B.S. 3 tahun tidak merupakan suatu keseluruhan,
tetapi pertengahan pertama dari H.B.S. 5 tahun. Sifat dari kedua
lembaga pendidikan itu berlainan, jadi juga rencana pelajarannya
berbeda. Bahwa murid yang lulus ujian akhir sekolah MULO dalam
pendidikan umumnya terbelakang dengan murid yang naik kelas 4 HBS
5 tahun, itu tidak benar.

Pertanyaan sekarang, ialah bagaimana dapat mempersiapkaﬁ'mu—
rid untuk ujian akhir yang sama hampir seluruhnya sama dehgan
ujian akhir HBS 5 tahun, mana yang lebih baik, yaitu dengan meng-
ikuti HBS 5 tahun atau dengan menamatkan sekolah MULO dan kemudian
mengikuti sekolah menengah 2 tahun.

Jika tidak mengingat segi sosialnya, pertanyaan itu akan dijawab
"dengan mengikuti HBS'. Tetapi mengingat tujuan sosial yang sa-
ngat luas, pikiran tersebut di atas tidak dapat dikesampingkan
begitu saja, dan mengusulkan kepada Menteri Jajahan supaya menun-
juk beberapa ahli pendidikan di negeri Belanda yang terkenal dan
banyak berpengalaman untuk menyelidiki, apakah tidak mungkin seko-
lah MULO dapat disambung dengan sekolah menengah 2 tahun yang
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meuberi pendidikan sampai ujian akhir dengan “civil effect" yang
sama seperti ujian akhir HBS 5 tahun yang sudah ada. Penyelidikan
dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama—sama.‘ Pemilihan ahli-
ahli tersebut diserahkan kepada Menteri Jajahan, hanya pérhatian
diharapkan atas Guru Besar J. Woltjer, ketua dari apa yang disebut
"Romisi penyambungan” (penyambungan pendidikan rendah-~menengah-
tinggi = '"ineen schakelings commissie').

Jika Menteri dapat memenuhi permohonan itu, maka diharap sege-
ra memberitahukan nama-nama para ahli yang akan diminta nasehatnya,

dan pada waktunya pula diharap memberitahukan penilaian mereka.

Surat Direktur Pendidikan dan Agama (G.A.J. Hazeu) kepada Gubernur

Jerderal (Idenburg) tanggal 16 Maret 1914 nomor 5080

Dengan surat Sekretaris Pemerintah Kelas I tanggal 9 Januari
1914 nomor 96 Direktur Pendidikan dan -Agama ditugaskan oleh Guber-
nur Jenderal untuk mengadakan langkah-langkah serta mengajukan usul-
usul untuk memenuhi keinginan Menteri Jajahan, agar supaya di Ban-
dung pada permulaan tahun ajaran 1915/1916 didirikan HBS 5 tahun
menurut pola HBS yang sudah ada di Hindia Belanda. Dalam surat ter-
sebut di atas ternyata Gubernur Jenderal menginginkan, supaya ber-
szma-sama dengan pengajuan usul anggaran belanja juga dapat diteri-
ma usul tentang pendirian HBS 5 tahun yang bersifat lebih khusus
Hindia Belanda dan bersambungan dengan pendidikan Bumiputera.

(Usul mengenai dana, personil dan bangunan-bangunan untuk

HBS 5 tahun di Bandung).

E.L.S. di Hindia Belanda merupakan salinan dari E.L.S. di Negeri
Belanda, begitu pula dengan HBS di Hindia Belanda yang sudah ada.
Honya MULO, mulai tahun ajaran yang akan datang, akan kehilangan
sifat Belandanya dan akan merupakan kekecualian. Reorganisasi ini
harus ada, karena berbagai sekolah kejuruan, yang merupakan sambung-
an MULGC, harus terbuka bagi lapisan luas dari masyarakat Bumiputera,
Sekolah-sekolah kejuruan itu misalnya sekolah pertanian, kedokteran

hewan, d11., Untuk mencapai tujuan ini MULO supaya ke bawah dapat
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bersambungan dengan sekolah-sekolah Bumiputera kelas 1 (yang sudah
dirubah), dan ke atas dengan sekolah-sekolah kejuruan. tersebut di
atas. Rencena pelajaran MULO harus dirubah untuk memberikan lebih
banyak jam pelajaran bagi pendidikan pengetahuan alam, dan juga
untuk memberikan sambungan dengan sekolah Bumiputera kelas 1 dengan
diadakannya 1 atau 2 kelas persiapan (voor-klas) pada MULO, dengan
menghilangkan pengajaran bahasa Perancis. Dijadikannya bahasa Pe-
rancis menjadi pelajaran pilihan {(fakultatif) tidak akan ada kebe-
ratan, karena bahasa Perancis tidak diperlukan di sekolah kejuruan
tersebut di atas. Di Hindia Belanda dalam praktek bahasa Perancis
kurang berharga dibandingkan dengan bahasa Inggeris dan bahasa Jer-
man., -. 7 )
Meskipun MULO baru tahun ini dibuka bagi murid—ﬁurid sekolah Bumi-~
putera kelas 1, ékan tetapi sekarang sudah dapat dikatakan dengan
pasti, bahwa seba }an besar.pemuda Bumiquéra tidak akan puas de-
ngan jalan yang f-iah ditentukan bagi ﬁereka yang menuju titik
akhir ijazah seko%ah keJuruan tersebut. Mereka zkan mintc ‘sekolah
menengah baik sebagai tujuan akhir, maupun sebagai persiapan untuk
pendidikan tinggi. Dengan kata-kata lain, merekz menginginkan sam-
pal memiliki ijazah yang memberikan keuntungén yang sama seperti
ijazah HBS 5 tahun yang sudah ada.

Direktur Pendidikan dan Agama menganggap keinginaﬁ mereka itu wajar
sekali dan dapat dibenarkan. Menurut péndapatnya tuntutan politik
pendidikan yang tidak daﬁat ditolak ialah tidak menunggu éampai Pe~
merintah dideszk ke arah itu, tetapi dengan melihat jauh ke dépan
dan atas kemauan sendiri sckarang sudah mulai menarik garis baru.
Menurut garis tersebut unsur-unsur terbaik dari masyarakat Bumipu-
tera akan dapat bergerak dalam beberapa tahun yang akan datang.
Semoga'jalan yang telah diambil Pemerintah dalam masalah pendidik-
an Cina dapat menjadi peringatan. Pemerintah janganlah menjauhkan
kawula-kawulanya sendiri, tetapi penuhilah tepat pada waktunya ke-
inginan—keiﬁginan mereka di bidang pendidikan, juga keinginan yang

di kemudian hari mungkin sekali menuju pendidikan tinggi.
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Pokoknya sekolah menengah yang bersifat khas Hindia Belanda harus
aﬁé, apakah itu dengan kursus lanjutan 2 atau 3 tahun sesudah MULO
atau dengan HBS 5-6 tahun, yang bersambungan dengan sekolah Bumi-
putera kelas 1, langsung atau dengan kelas persiapan, E.L.S. dan
H.C.S. | ,' ;
Inspektur Pendidikan Menengah (Hoekstra) telah dimohon untuk mem-
buat rencanévpelajaran bagi H.B.S. khas Hindia Belanda, yang ber-
sambuﬁnan dengan E.L.S. Dengan suratnya tanggal 14 Desember 1913
nomor 46 Hoekstra mengajukan konsep rencana pelajaran tersebut de-
ngan lampiran-lampirannya.
Palsm konsep rencana pelajaran itu, bahasa Perancis tidak diberi-
kén dan bagi beberapa mata pelajaran lainnya seperti bahasa Belan-
da, ilmu bumi, séjarah, dan tata negara diberikan bahan pelajaran
lainﬁutetapi tidak kurang daripada yang-diberikan di H.B.S. 5 ta-
huzijyang sudah ada; H.B.S. ini terdiri dari 2 bagian yakni "'onder-
bouw" (bagian bawah) -~ 3 tahun - dan, "bovenbouw"” (bagian atas) -
2 tanun,
Bagian bawah ini berbeda dengan 3 tahun pelajaran H.B.S. 5 tahun
yang sudah ada, karena sifatnya yang khas Hindia Belanda dan mem-
berikan pendidikan yang dibulatkan jadi satu keseluruhan. Ijazah
bagian bawah ini sama tinggi dengan ijazah MULO, bagi yang tidak
malanjutkan.
Ijazah akhir dari bagian atas sama dengan ijazah H.B.S. 5 tahun
vang sudah ada. ’
Dancana Hoekstra‘ini seéuai dengan MULO ditambah dengan kursus
lanjutan 2 tahun éambungannyae
Sekarang beiu@ dianggap tiba waktunya untuk menentukan rencana ina-
ua yang akan dipilih, juga belum waktunya untuk membicarakan pe-
rincian-perincian dari konsep Inspektur Hoekstra.

Pitegaskan, bahwa syarat hidup bagi sekolah menengah Hindia
Belarda ini ialah, bahwa tanda lulus ujian penghabisannya antara
lain harus dapat membuka jalan ke lembaga-lembaga pendidikan ting-

gl yang sama, yang terbuka bagi pemilik ijazah akhir H.B.S. 5 tahun
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yang sudah ada. Bagian Gymnasium yang diusulkan dengan surat tang-
gal 16 Maret 1914 nomor 5088, ijazahnya harus dipersamakan dengan
ijazah Gymnasium Negeri Belanda. , |
Penerimaan azas “pendidikan H.B.S. yang khas bagi Hindié Belanda®
tersebut di atas, membawa konsekwensi ekstrim untuk mengadakan re-
organisasi seluruhrya dari 3 HBS 5 tahun yang sudah ada. Reorgani-
sasi ini tidak dapat dilakukan ﬁendadak sekaligus, tetapi harus se-
cara berangsur-angsur.

Dengan H.B.S. 5 tahun yang ke-IV yang akan didirikan di Ban-
dung, akan segera dimulai dengan meninggalkan sistim yang lama dan
mulai nenerapkan sistim baru, yang diperhitungkan untuk kebutuhan
semua bangsa dan‘semua lapisan atas penduduk Hindia Belanda.
Direktur Pendidikan dan Agama dapat menyetujui pendapat Hoekstra
dalam suratanya tanggal 12 Januari 1914 nomor 5, bahwa H.B.S. 5 ta-
hun yangz ke-TV di Banduﬁg didirikan sebagai H.B.S. 5 tahun khas
Hindia Belanda, yang terbuka bagi murid-murid E.L.S., murid-murid
terbail: sekolah Bumiputera kelas 1, dan H.C.S. Dan H.B.S. inilah
yanrg in icu’’an untuk dilaksanakan.

Di kalangan pénduduk Belanda tentunya tidak setuju dengan di-
dirikavﬁya‘ﬁ;ﬁns. sedemikian, tetapi kebutuhan sebagian kecil ha-
rus mengalah demi kebutuhan bagian terbesar penduduk Hindia Belan-
da. Penduduk golongan Belanda masih akan lama dapat menikmati
hak-hak yang diistimewakan, mereka masih dapat memilih salah satu
H.3.S. 5 tahun yang sudah ada di Betawi, Surabaya dan Semarang.

Gubernur Jenderal dimohon untuk mengusulkan kepada Menteri
Jajahan, jika beliau dapat menyetujui pandangan-pandangan tersebut
di atas, agar Menteri menghubungi dan mengusulkan kepada Menteri
Urusan Palam Negeri, supaya ijazah sekolah menengah Hindia Belanda
seperti yang direncanakan di atas, baik yang bersambung ke bawah
dengan MULO yang sudah ada, mauvpun yang bersambung dengan E.L.S.,
sekolah Rumiputera kelas 1 dan H.C.S., oleh Pemerintah dinyatakan
daiam semua hal saﬁa tingginya dengan ijazah H.B.S. 5 tahun yang

sudah ada di Hindia Belanda dan H.B.S. 5 tahun di Negeri Belanda.
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Setelah pernyataan persamaan itu telah diperoleh, maka akan
perlu ada pembicaraan lebih lanjut antara Menteri Jajahan dengan

Pemerintah Hindia Belanda, apakah sekolah menengah Hindia Belanda

v akan diatur menurut rencana Inspektur Hoekstra dengan perubahan ji-

ka dipandang perlu, atau kursus lanJutan dari MULO.
Baru sesudah itu dapat dibuat rancangan untuk pos Anggaran Belanja

yang bersangkutan.

Surat Gubernur Jenderalb(Idenbuzg) kepada Menteri Jajahan (Pleijte)

tanggal 19 Mei 1914 nomor 535/1

Untuk memenuhi surat Menteri Jajahan tanggal 4 Desember 1913
Bagian Al Nomor 53/2857, Gubernur Jenderal telah menugaskan Direk-
tur Pendidikan dan Agama untuk mengajukan usul-usul tentang pendi-
rian sebuah H.B.S.5 tahun di Bandung yang tepat pada waktunya se-
hingga akan dapat diperhitungkan dalam Anggaran Belanja tahun 1915,
Sebelumnya Gubernur Jenderal telah menugaskan Direktur P.A. untuk
mempertimbangkan kemungkinan pendirian sebuah H.B.S. yang lebih
bersifat khas Hindia Belanda dan bersambungan dengan pendidikan Bu-
miputera. Kedua tugas itu telah dipenuhi dengan suratnya tanggal
16 Maret 1914 nomor 5080, dimana Dr. Hazeu mempertimbangkan supaya
sekolah baru di Bandung itu dijadikan H.B.S.5 tahun khas Hindia Be-

~landa, yang menghilangkan pengajaran bahasa Perancis dan dengan

perubahan bahan pelajaran di beberapa matapelajaran lainnya akan
dapat memberikan pendidikan umum dan kecakapan untuk pendidikan
tinggi sama seperti H.B.S. yang telah ada menurut model H.B.S. Be-
landa.

Menurut Dewan Hindia Belanda, dalam nasehatnya tanggal 1 Mei 1914
nomor XXXI, Dewan setuju dengan Direktur P.A. untuk memenuhi.kei—
nginan-keinginan kalangan Bumiputera untuk memperoleh pendidikan
yang dapat mencapai diploma yang memberikan fasilitas yang sama se-
perti diploma H.B.S.5 tahun. Tetapi Dewan tidak dapat menyetujui
cara yang diuraikan oleh Dr. Hazeu dalam suratnya di atas. Jika
toh persamaan diploma bagi H.B.S. khas Hindia Belanda dapat diper-

oleh, Dewan tidak setuju azas-azas baru ini diterapkan pada sekolah
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baru di Bandung, tetapi seyogyanya pada salah satu dari 3 sekolah
yang sudah ada, misalnya H.B.S. di Semarang. .
Gubernur Jenderal mengakui, bahwa karené telah diputuskan dalam
rencana anggaran belanja 1915 mengenai pendirian H.B.S.5 tahun di
- Bandung, sekolah itu didirikan menurut model lama, dan azas-azas
baru akan diterapkan pada H.E.S. yang telah ada misalnya di Sema-
rang, tidak akan menunggu séﬁpai ada keputusan mengenai -azas 'nen-
dirikan sekolah menengah khas Hindia Belanda'.
Ia menjelaskan, bahwa ia dan Dr. Hazeu sama sekali tidak ‘bermaksud
untuk sebagai konsekwensi dari ﬁénerimaéﬁ_;iaénazas yang diusulkan,
untuk merubah seketika dan seluruhnya 3 H.B.S. vang éudah ada, de-
ngan merugikan kepentingan ‘banyak orang Eropa yang tinggal di Hin-
dia Belanda. Ia akan mer&sa'puas dengan diterimanya azas ilu dan
diterapkannya di satun H.B.S. saja, dan di kemudian hari dengan
mengingat apa yang diajarkan dalam praktek dan afahAyang akzn di-
ambil oleh perubahan pendidikan di Negeri:Belanda,.akan dapat di-
tentukan sampai sejauh mana jalan yang telah ditempuh can dapat di-
lanjutkan. ’

~ Mengenai azasnya sendiri, Gubernur Jenderal mengharap perhati-
an Menteri Jajahan atas pandangan yang dikemukakan dalam suratnvea
tanggal 17 Juli 1913 nomor 839/2. Dikemukakan kesukaran-kesukaran
yang ditimbulkan oleh péngaturan pendidikan menengah di Hindia Be-
landa bagi orang-orang Bumiputera, yang ingin masuk Universitas di
Negeri Belanda atau lembaga-lembaga yang menuntut syarat diploma
H.B.S.5 tahun. _

Karena syarat pengetahuan bahasa Perancis padé ujian masuk,
maka praktis bagi orang Bumiputera tidak ada jelan lain kecuall me-
nempuh, jalan melalui E.L.S., yang hanya mungkin bagi beberapa ge-
lintir orang Bumiputera saja. Bagi-ﬁereka~pun, yang telah.menikmati
pendidikan rendah yang terbaik - yang:diperuntukkan Pemerintah ta-
gi mereka yakni H.I.S. - tertutup juga jalannya untuk mencgpai di-
ploma yang membukakan pintu masuk ke pendidikan tinggi_di‘Negeri

Belanda.
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Dalam surat tersebut di atas Gubernur Jenderal mencarikan jalan pe-
nyelesaian kesﬁlitan ini dengan mengadakan sekolah menengah 2 tahun
yang khas Hindia Belanda yang bersambungan dengan MULO, yang akan
dapat memberikan pendidikan - yang tidak sama tetapi dipersamakan
dengan pendidikan H.B.S.5 tahun, sehingga murid-murid yang dididik
di sekolah itu dapat diterima ujian masuk sekolah tinggi teknik
atau sekolah untuk mencapai diploma dokter.
Untuk dapat memungkinkan sambungan dengan dan pindahan ke H.B.S. di
Negeri Belanda pada tiap saat yang dikehendaki, maka H.B.S. di Hin-
dia Belanda harus sama dalam pengaturan dan rencana pelajaran.
Kenyataan, bahwa sekarang akan didirikan H.B.S.5 tahun yang
keempat, maka timbullah pertanyaan, apakah keseragaman dengan H.B.S.
Negeri Belanda akan masih harus tetap dipertahankan. Masalah ini
harus dengan éungguh-sungguh ditinjau kembali sekali lagi, dan un-
tuk ini tugas diberikan kepada Direktur Pendidikan dan Agama.
Sekarang di Hindia Belanda sudah ada 3 H.B.S.5 tahun yang memberikan
kepada ofang—orang Eropa yang tinggal di sini pendidikan yang sama
dan éama bentuknya dengan yang ada di Negeri Belanda. Dapatkah
orang mengatakan, jika di H.B.S. ke-4 yang akan didirikan ini dibe-
rikan lebih banyak perhatian pada golongan penduduk lainnya, bahwa
kepentingan pendidikan penduduk Fropa dikorbankan bagi kepentingan
Bumiputera dan Timur Asing? Apzkah kepentingan penduduk Eropa, yang
sangat menghargai paralelisme dengan H.B.S. Negeri Belanda, tidak
diperhatikan lebih dari cukup, jika 3 dari 4 I1.B.S. diatur menurut
kebutuhan mereka? Apakah bukan suatu tuntutan yang wajar dan adil,
bahwa satu H.B.S. dengan sengaja memperhatikan kepentingan murid-
murid Hindia Belanda ~ terutama murid Bumiputera, yang tidak memer-
lukan paralelisme dan justru menjumpai rintangan besar dari paralel-
isme di jalan pendidikan mereka? Dirasakan sahgat bera: bagi murid
Bumiputera untuk di samping harus menguasai secara mends’am bahasa

Belanda sebagai bahasa asing, masih juga harus menguasai 3 bahasa
Barat lainnya.
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H.B.S. dengan sifat yang dipikirkan bagi murid Bumiputera juga
akan memberikan banyak keuntungan bagi murid-murid Eropa dan Indo-
Eropa di Hindia Belanda.

Menurut pendapatnya adalah hak bagi penduduk Bﬁmiputera, bahwa 1a
dengan mewpergunakan pendidikan di H.I.S. dengan berangsur-angsur
dapat menemnuh jalan ke pendidikan tinggi. Kareﬁa dengan jalan ini
tidaik perrah diberikan pendidikan bahasa Perancis, pada ujian masuk
ke Universitas atau perguruan-perguruan tinggi di negeri Belanda,
syarat penguasaan pengetahuvan bahasa Perancis harus dihapuskan.
Jika dibandingkan deéngan luar negeri misalnya di Inggeris, termyata
bahwa bahasa Perdncis bukan merupakan sesuatu yang tidak dapat di-
hilangkan. Dan tidak perlunya bahasa Perancis terbukti pula dari
pengalemazn dokter-dokter Jawa yang dapat memperoleh’ diploma dokter
di Negeri Belanda. . '

Syarat untuk menguasai' 3 bahasa Asing disamping penguasaan ba-~
hasa 3~"=z»%a bagi murid Bumiputera merupakan palang pintu penutup
untuk dapat masuk Universitas Negeri Belanda, dan syarat ini harus
dihanuskan. _

Tuntutan ini bukan hanya tuntutan hak dan keadilan, tetapi da-
pat dikatakan juga tuntutan politik dari zaman, tuntutan kepenting-
an nasional.

Tidak sukar untuk melihat ke depan, akibat apa yang akan tim-
bul jika kesempatan untuk memperoleh pendidikan tinggi negeri Be-
landa- terus-menerus tidak diberikan kepada anak Bumiputera menurut
jalan vang drpat ditempuh secara praktis: Orang akan memperolehnya
di tempat lain, yang tidak diberikan oleh negeri Belanda. Mereka
belajar di universitas luar negeri, memperoleh diploma ilmiah dari
luar negeri, karena Diploma Belanda tidak dapat atau terlalu sukar
dicarai oleh mereka, karena kakunya program pendidikan Belanda. ‘

Keluhan semacam itu juga didengar dari para mahasiswa dari 1lu-
ar negeri, yang ingin belajar di negeri Belanda. Kekakuan dalam
program pendidikan Belanda merugikan posisi Belanda di dunia, dan

ini akan lebih beear artinya, jika banyak kawula Hindia Belanda
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mencari kesempatan pendidikan tinggi di negeri-negeri lain. Tidak

disangsikan, bahwa peraturan pendidikan tinggi dan syarat-syarat
untuk dapat mengikuti pendidikan tersebut dengan hasil baik, yaitu
dengan ujian masuk yang ditetapkan, pertama-tama harus diuji pada
kebutuhan Belanda dalam arti sempit. Tetapi jika negeri Belanda
tidak mau melepaskan pimpinan dan pembinaan atas pendidikan intel~
lektuil di bagian-bagian lain dari negara, yaitu di Hindia Belanda,
makin laﬁa harus makin banyal memperhatikan kebutuhan dari bagian-
bagian lainnya. Terutama sesuatu dari keseragaman yang kaku dalam
syarat-syarat ujian masuk ﬁarus dikorbankan.

Saat yang menguntungkan untuk melakukan dorongan ke arah ini
nampaknya telah tiba, karena sekarang peraturan persiapan pendidik~
an tinggi Negeri Belanda akan ditinjau kembali. Saat ini harus di-
pergundkan untuk memperjuangkan kepentingan Hindia Belanda kepada .
Menteri Urusan Dalam Megeri. _

Dimohon bantuan Menteri Jajahan untuk membuka jalan bagi seko-
lah menengah Hindia Belanda, yang bersambungan depgan H.I.S. dan
membuka jalan masuk ke lembaga pendidikan seperti diploma akhir
H.B.S.5 tahun sekarang. |

PENDIDIKAN BAGI ORANG-ORANG CINA

Surat Penasehat Pemerintah Urusan Cina (W.J. Oudendijk) kepada Gu-
bernur Jenderal (Idenburg) tanggal 2 Oktober 1913 nomor 52 Rahasia

Dengan adanya surat Direktur Pemerintahan Dalam Negeri tanggal
15 Agustus 1913 nomor 272/A, maka Gubernur Jenderal dimohon perha-
tiannya atas hal-hal berikut.

Pada pembicaraan mengenai masalah bagaimana mengatur pendidik-
an bagi orang-orang keturunan Cina, pertama-tama harus diinsyafi
tujuan yang harus dicapai. Dengan jujur harus diakui, bahwa tujuan
itu bercabang dua. Pertama-tama, bagaimana caranya memberikan ke-

pada anak-anak penduduk keturunan Cina - pembayar pajak yang baik -
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kesempatan untuk maju secara rohaniah menurut tuntutan zaman modern,
agar supaya menjadi anggota masyarakat Hindia Belanda yang baik,
berguna, dan setia kepada Pemerintah EZelanda.

Kedua, bagaimana caranyz mencegah mereka ke suatu arzh, yang mereka
tempuh akhir-akhir ini karena terpaksa. ‘

Untuk mencapai tujuan ini, harus selalu diingat tuntutan dan keingin-
an yang berhubungan dengan pendidikan, yang telah dikemukakan para
kawula keturunan Cina. Harus segera diambil tindakan untuk mencapai
tujuan kedua tersebut di atas. _

Perlakuan terhadap orang-orang keturunan Cina, yang selalu me-
lukai perasaan, menyakitkan hati dan membuat mereka berdendam, telah
menyebabkan bahwa mereka - juga yang turun-temurun tinggal di sini -
makin lama makin kuat berpaling ke Cina, negara dari mana mereka
mengharap akan dapat datang pertolongan, sehingga mereka juga di bi-
dang pendidikan menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan di Cina ba-
ru. Penduduk "Timur Asing" berusaha untuk sungguh-sungguh menjadi
asing. '
Dilihat tidak ads bahayanya bahwa orang-orang Cina ingin belajar ba-
hasa Cina, karena hal itu adalah keinginan yang wajar. Lama kelama-
an mérekas yang telah berdiam di sini untuk selama-lamanya, akan me-
ngetahui bahwa bahasa “Mandarin' di sini “harga pasarannya" tidak
tinggi. Banyak orang Cina mengatakan, apakah benar atau tidak, bah-
wa:s

"Pemerintah Belanda menganggey kita sebagai orang-orang yang ku-
rang berharga; kita boleh membayar pajak, tetapi kita tidak mem-
punyai hak~hak baik dari orang Belanda maupun orang Asing; pendi-
dikan pun tidak diberikan kepada kita, maka kita akan berusaha
sendiri dan kite akan menunjukkza bahwa kita dapat berdiri sendi-
ri tanpa Pemerintah Belanda; .akhirnya kita toh orang Cina, meski-
pun kita sejak lama berdiam di. sini, dan di sana Cina - negara
leluhur kita - yang mendirikan sekolah~sekolah modern dan yang
menaruh perhatian kepada kitaj jadi kita mendirikan sekolah-seko-

lah Cina saja dan tidak ambil perduli lagi dengan orang-orang Be-

landa".
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Itulah pikiran yang ada di semua sekolah Cina,:dan dengan didirikan-
nya sekolah-sekolah H.C.S. tidak akan melemahkan semangat itu, bah-
kan sebaliknya di sana-~sini memperkuatnya. Tetapi tidak semua orang
Cina berpikiran demikian. Banyak yang meskipun ikut-ikutan dalam
gerakan baru itu sesungguhnya menginginkan pendekatan lebih banyak
pada peradaban Belanda, dan ipilah yang menjadi tujuan utama dari
Pemerintah Hindia Belanda. Méka dari itu tidak perlu cemas, untuk
mengadakan tindakan melawan arus, dengan menarik sebagian besar pe-
muda Cina ~ terutama Cina Peranakan - ke sekolah-sekolah Pemerintah
dengan pengajaran yang lebih baik.

Pendidikan Belanda tidak akan dapat membuat pemuda Cina menjadi war-

ganegara yang setia, yang di masa depan akan merupakan kekuatan di

Hindia Belanda dan akan kerja sama dengan Belanda dalam memajukan

Hindia Belanda ke arah yang diinginkarn Pemerintah, jika semua per-

aturan kekecualian dalam hukum terhadap warga keturunan Cina tidak

dihapuskan, sehingga kewarga negaraan merupakan kebanggaan bagi me-

" reka. Maka dari itu diusulkan supaya sistim surat Pas bagi warga

Cina dihapuskan, sehingga mereka di tanah kelahiran-di mana mereka

" hidup di bawah Pemerintah yang menganggap mereka sebagai warganega-

ranya mempunyai kebebasan bergerak.

Tidak dapat diharapkan untuk membuat seorang Cina menjadi orang Be-

-lahdas tetapi cukup; jika ia menjadi warga negara Hindia Belanda

yang setia. Dan ini tidak dapat diharapkan dari sekolah-sekolah Ci-

na. Mereka diusahakan supaya menjadi warga negara Republik Cina,
juga bagi Cina peranakan,

Harus dipergunakan semua sarana yang ada untuk menghancurkan penga-

ruh sekolah-sekolah Cina. Sarana-sarana itu ada 3 macam:

1. Memberikan lebih banyak kesempatan bagi anak-anak Cina untuk di-
terima di semua sekolah yang disebut "Sekolah Eropa® dengan per-
lakuan yang sama. .

‘2., Mengadakan sambungan sekolah H.C.S. dengan sekolah H.B.S. dan se-

kolah MULO, dengan penerimaan yang cukup besar.
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3. Mengadakan persaingan di dalam bidangnya sendiri, dengan membe-~
rikan pengajaran bahasa Cina, secara pilihan (fakultatip) dengan

jam-jam pelajaran pada sore hari.

Ad.1

Dengan menarik suratnya tanggal 21 Juli 1913 nomor 20 ia meng-
usulkan lagi supaya di semua sekolah yang disebut "'Sekolah Ero-
pa'" ditentukan jumlah tempat tertentu (jumlah tidak kecil) yang
diperuntukkan bdgi anak-anak Bumiputera dan Cina. Keberatan ti-
dak mengetahui bahasa Belanda dapat diatasi dengan mengadakan
kelas-kelas persiapan, dengan jumlah tempat yang seimbang dengan
tempat yang disediakan bagi mereka.

Ia mengusulkan supaya H.C.S. diubah sedemikian rupa sehingga pen-
;- didikan hanya diberikan sampai dengan kelas 3, dan kemudian sete~
lah diuji kecakapan bahasa Belanda murid-murid tersebut disuruh
- pindah masuk kelas 4 dari "'Sekclah Rendzh Umum", yang akan didi-

rikan dan dibagi dalam kelas nomor 1 dan kelas nomor 2 menurut
tarip bayaran sekolah. Di kelas 4 semua murid cukup menguasai
bahasa Belanda. ‘'Sekolah separo' seperti H.C.S. yang diubah ini
dépat juga didirikan bagi anak-anak Bumiputera.

E.L.S. vang pada asalnya diperuntukkan bagi anak-anak Eropa, ke-
nyataannya seckarang terutama dikunjungi oleh anak-anak berdarah

. campuran.

Ia tidak dapat mengerti, dengan hak apa Negara mengeluarkan biaya
yang sangat besar dari sarana-sarana pajak untuk pendidikan dan
dengan mudah begitu saja ﬁenutup kesempatan masuk bagi sebagian
besar warganegara - pembayar pajak ~ karena dianggap orang yang
kurang berharga. Pemberian hak istimewa (kepada beberapa orang
Eropa) lama-~kelamaan tidak akan daﬁat dipertahankan. Usaha untuk
membuat Hindie Belanda menjadi bagian dari Negara yang berdiri
sendiri, dengan tujuan kemakmuran sendiri, perkembangan sendiri
menurut garis-garis peradaban Belanda, perasaan kesatuan sendiri
atas dasar nilai-nilai Belanda, harus menuju ke azas, bahwa semua

sekolah yang didirikan dan dikelola dari keuangan umum, tidak
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dapat hanya diperuntukkan bagi golongan orang-orang yang diisti-
‘mewakan, tetapi harus menjadi alat dan sarana untuk memberikan
peradaban dan pengetahuan kepada tiap orang (warga negara) yang
menginginkan dan dapat membayar. Dengan demikian Negara meme-
nuhi panggilannya dan memperhatikan keadilan terhadap tiap warga
negaranya. Perlu mulai diakhiri pemberian hak istimewa di bi-
dang pendidikan. E.L.S. dengan pengeluaran yang besar, jangan
hanya diperuntukkan untuk beberapa gelintir anak Eropa dan bebe-
rapa anak Indo-Eropa, tetapi harue menerima anak-anak Bumiputera
dan Cina dalam jumlah tertentu tetapi besar.

Sekolah rendah 'separo” (kelas 1 s/d kelas 3) dapat mulai didi-
rikan bagi anak-anak Cinha dan Bumiputera yang kemudian dipersa-
tukan pada "Sekolah Rendah Umum', bagi semua bangsa, seperti

yang teldH diusulkan di atas.

Usul-usul tersebut dikemukakan dari sudut pandangan keadilan,
karena akan menuju ke pembentukan suatu Masyarakat Hindia Belan-
da yang terdidik modern menurut garis-garis peradaban Belanda,
dan dimana semua golongan penduduk akan dapat merasa, bahwa mere-
ka ikut termasuk di dalamnya. Dalam keadaan éekarang dapat juga
membantu kalangan Cina yang berada, untuk memalingkan pandangan-
nya dari sekolah-sekolah Cina. Mereka akan bangga, bahwa anak
mereka boleh masuk Sekolah Eropa. -

Banyak orang Eropa mungkin sekali tidak mau lagi memasukkan anak=-
anaknya ke sekolah Eropa demikian itu, karena tidak menginginkan
anak-anaknya duduk bersama-sama dengan anak Indo-Belanda, anak
Bumiputera dan anak Cina. Mereka dapat saja mendirikan sekolah
Eropa Khusus, sekolah Belanda swasta, baik oleh perkumpulan seko-
lah maupun oleh usaha swasta dan didirikan di tempat-tempat de-

ngan hawa sejuk seperti di Bandung, Sukabumi, Lembang, d11l.

Ad,2
Bagi banyak orang Cina pendidikan di sekolah rendah saja tidak
cukup. Maka diusulkan supaya sekolah-sekolah H.C.S. yang seka-'
rang ada dapat bersambungan dengan H.B.S. dan MULO, dan dapat
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menerima banyak murid Cina. Hal ini mungkin sekali dapat mengu-
rangi hasrat masuk ke sekolah Eropa.' Terutéma‘bagi orang-orang

Cina yang telah mengunjungi sekolah menengah Belanda dan Univer-
sitas Belanda merupakan,oraﬁg Cina yang paling setia kepada Be-

landa, karena lebih mendalami peradaban Belanda.

Ad.3
Untuk mematahkan pengaruh perkumpulan sekolah Cina diusulkan pe-

ngajaran bahasa Cina, sebagai kursus pilihan (fakultatif) pada
sore hari.

Pengajaran bahasa Cina yang semata-mata tidak demi bahasanya,
akan tetapi untuk menyaingi sekolah-sekolah Cina, harus dapat:
memberikan gambaran (cara) yang sangat menarik dan diingini orang
Cina, yaitu bahasa-tulis Mandarin. Apakah warga orang Cina bica-
ra bahasa Cina yang baik atau yang tidak.baik, bahkan tidak bela-
jar apa-apa dari pengajaran bahasa Cina, tidak menjadi soal bagi
Pemerintah.

Pengetahuan bahasa~tulis Mandarin perlu untuk mengadakan dan me-
melihara hubungan dagang dengan Cina. Hubungan dagang di Hindia
Belanda berada di tangan oramg-orang Cina. Dengan pengetahuan
bahasa-tulis Mandarin, Cina=cina peranakan akan dapat lebih baik
mengatasi persaingan dengan orang-orang Cina totok, yang makin
lama makin banyak masuk ke sini. Melupakan sama sekali bahasa-
tulis Mandarin oleh penduduk Cina yang sejak lama berdiam di sini
akan merugikan, karena menjadi lebih perlu datangnya orang-orang
baru dari Cina secara terus-menerus. - .

Kepada murid-murid Cina di H.C.S. mulai umur 8 tahun, jadi se-
telah beberapa tahun mendapat bahasa Belanda, diberikan pengajar-
an bahasa Cina pada kursus pada sore hari. Pelajaran ini pilihan
(fakultatif), dan bahasa Cina diberikan tidak sebagai bahasa peng-
antar, tetapi sebagai mata pelajaran. Kursus ini diberikan di
H.C.S. yang sudah ada, dan di H.C.S. yang terdiri dari kelas 1 s/d
kelas 3 (yang diusulkan) dan di 3 kelas tertinggi dari "Sekolah
Rendah Umum" (yang diusulkan).
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Jumlah H.C.S. jauh belum mencukupi untuk mencapal semua pendu-
duk Cina, demikian juga masih tidak cukup bagi penduduk warga nega-
ra saja dan heskipun dengan dibatasi pada pembayatr-pembayar pajak
yang baik saja. Untuk memenuhi ini dipériukan Biaya yang besar.

Diusulkan, jika_keadaan mengijinkan, untuk mendirikan sekolah
Bélanda bagi pendidikaq guru Cina, yang akan diserahi pendidikan
Belanda di semua sekolah.di tempat-tempat yang belum ada sekolah E-
ropd, tetapi sudah ada sekolah perkumpulan Cina.

Untuk melakukan pengawasan yang gukup atas pengajaran bahasa
Cina, terutama pada pehgaturan pertama, perlu mengangkat seorang
ahli Cina, yang di bawzh pimpinan seorang pejabat dari Urusan Cina
(paling baik yang mengerti bahasa Mandarin), akan mengatur kelas-
kelas peiajaran Cina, menetapkah program bacaan dan membantu pada
pengangkatan guru-guru. Ia mengusulkan untuk mengirimkan seorang
pejabat mudé dari Urusan Cina ke Peking untuk selama 1 tahun mempe-
‘lajari bahasa Mandarin. _

| Kursus bahasé Ciné sudah dapat dimulai, tanpa menunggu kemba-
linya pejabat'iﬁu dari Peking.
Tidak keberatan untuk sementara'mempergunakan buku-buku bacaan,
yang sekarang dipakai di sekolah-sekolah Cina. Di Cina sedang:diw
susun buku-buku bacaan dengan dasar pelajaran Kong Hu Cu, dan jika
itu sudah diterbitkan, buku itulah yéng dipakai.

Dalam tahun 1907 pernah dikemukakan masalah pengajaran bahasa
Mandarin di sekolah H.C.S. kepada Pemerintah Belanda di Den Haag.
Perlu sekali lagi ditegaskan, bahwa tujuan usul pengajaran bahasa
Mandarin ialah untuk menyaingi sekolah-sekolah Cina yang ada. Se-
lain itu karena pengetahuan bahasa-tulis Mandarin bagi warga negara
Hindia Belanda keturunan Cina perlu sekali, dengan mengingat juga
perkembangan dagang Hindia Belanda ada di tangan Cina peranakan.
Bersama sufat‘ini juga dilampirkan terjew;han dari beberapa Bab da-
ri Nota seorang guru Cina di Jawa, yang mengemukakan perlunya didi-
rikan sekolah-sekolah pertukangan bagi anak-anak Cina.
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58. Surat Gubernur Jenderal (Idenburg) kepada Menteri Jajahan (Pleijte)
tanggal 5 Juni 1914 nomor 617/11

Menyusuli laporan pos nomor 671 Gubernur Jenderal menyampaikan
kepada Menteri Jajahan salinan dari nasehat Dewan Hindia Belanda
tanggal 15 Mei 1914 nomor XXII mengenai usul Direktur Pendidikan
dan Agama untuk mengadakan kursus-kursus bahasa Cina pada sore hari
di beberapa H.C.S. seperti termuat dalam suratnya tanggal 1 April
1914 nomor 628. Dalam konperensi para ahli yang diadakan oleh Di-
rektur Pendidikan pada tanggal 28 Pebruari 1914 yang dihadiri a.l.
oleh Oudendijk dan B.A.J. van Wettum Penasehat Urusan Jepang dan
Cina, ditentukan bahwa sangat sedikit-diharapkan dari tindakan yang
diusulkan sebagai sarana untuk menyaingi sekolah-sekolah Tiong Hoa
Hwee Koan. .

Dewan Hindia Belanda dalam nasehatnya. antara lain mengemukakan bah-
wa tidak dapat dianggap kewajiban Pemerintah, untuk memenuhi kebu-
tuhan pengajaran bahasa tulis Cina dan salah satu bahasa dialect
Mandarin sebagai bahasa percakapan, yang dibutuhkan kalangan Cina
bagi perdagangan dan perniagaan mereka dengan negeri Cina.

Bahwa jika usul pengajaran bahasa Cina di H.C.S. dilaksanakan, maka
akibatnya mungkin sekali jika didatangkan guru-guru bahasa Cina da-
ri negeri Cina, akan membahayakan jiwa yang baik dari murid-murid
H.S.C. Disamping itu kepada murid akan ditanamkan rasa keterikatan
pada kebudayaan Cina dan patriotisme Cina dalam arti sempit.
Sifat-sifat tersebut sesungguhnya tidak perlu dipupuk bagi warga
negara Belanda dengan keuangan Negara.

Bahwa jika usul tersebut dipenuhi, maka semua penduduk Timur Asing
lainnya juga akan menuntut perlakuan yang sama.

Bahwa kesimpulannya ialah mengusulkan supayé usul Direktur Pendidik-
an yang berdasarkan pendapat bekas Penasehat Urusan Cina - (Oudendijk
berhenti dalam bulan Maret 1914) - jangan dilaksanakan.

Bahwa kemajuan penduduk Hindia Belanda keturunan Cina seharusnya di--
bina dalam jiwa Barat dan bukan dalam jiwa Cina kuno.

Bahwa belum dapat ditentukan, apakah tindakan~tindakan yang diper-
timbangkan oleh Hazeu akan menghasilkan "buah yang baik" atau malah-

an sebaliknya "buah yang buruk’.
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Gubernur Jenderal dapat menyetujui seluruhnya nasehat Dewan Hindia
Belanda. 1Ia belum dapat mengambil keputusan'yang definitif, tanpa
lebih dahulu memberikan kesempatan kepada Menteri untuk menelaah
dan menilai masalabnya dan mungkin menyatakan pandangan yang lain.
Jika ada sesuatu dari pendapat Oudendijk akan dapat dilaksanakan,
maka saatnya yang tidak akan détang lagi ialah sekarang. Sekarang
akan dapat diadakan tindakan-tindakan ke arah itu, tanpa menimbul-
kan kesan bahwa ada paksaan dari luar.

Mengingat masih adanya kemungkinan, bahwa Menteri akan menyu-
ruh melaksanakan pendidikan kepada orang-orang Cina menurut cara
yang diusulkan Oudendiik, maka Gubernur Jenderal merasa berkewajib-
an uﬁtuk memberikan pilihan agar memungkinkan Menteri mengambil su-
atu keputusan dalam pembicaraan Anggaran Belanjz untuk tahun yang

akan datang.

PENDIDIKAN RAKYAT -~ SEKOLAH-SEKOLAH BUMIPU. IRA KELAS 2 &
SEKOLAH--SEKOLAH LANJUTAN (VERVOLG SCHOOL) *

Surat Menteri Jajahan (Pleijte) kepada Gubernur Jenderal (Idenburg)

tanggal 9 Januari 1914 nomor 35/72

Dalam pembicaraan mengenai Anggaran Belanja Hindia Belanda ta-
hun 1914 dalam Majelis Rendah Dewan Perwakilan Rakyat, beberapa
anggota mendesak supaya diadakan perluasan yang besar dari jumlah
sekolah Bumiputera kelas 2 dan menyesalkan, bahwa rencana perluasan
jumlah sekolah Bumiputera yang telah diterima dalam tahun 1907 ti-
dak dilaksanakan sepenuhnya.

Dhlam Memori Jawaban Menteri menunjuk pada garis politik yang
diikuti pendirian sekolah-sekolah Bumiputera kelas 2 baru (menarik

surat Gubernur Jenderal lama tanggal 8 Nopember nomor 1510/12).

* Catatan penyadur:
Istilah sekolah "lanjutan' bukanlah dalam arti sekolah menengah
seperti keadaan sekarang, tetapi istilah tersebut adalah terje-

mahan dari 'vervolg' yang berarti (ke)l:ajutan dari Sekolah Da-
sar (Desa) 3 tahun.
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Menteri juga mengemukakan pendapatnya, bahwa Sarekat Islam -~ sebagai
pernyataan kebangkitan masa yang besar dari Penduduk Bumiputera -
telah mengemukakan perlunya mengurusi pendidikan rakyat yang lebih
baik dan harus didirikan lebih banyak sekolah Bumiputera kelas 2,

ika dikemukakan bahwa pendidikan di sekolah ini lebih baik da-
ripada di sekolah desa, hal itu bukan semata-mata dilihat dari ren-
cana pelajarannya yang lebih sederhana daripada sekolah Bumiputera
kelas 2, tctapi dilihét juga dari mutu tenaga pengajarnya. Pendidik-
an mereka dibandingkan dengar pendidikar guru-guru Pemerintah, tanpa
aisangsikan lagi kurang memberikan jaminan bagi pendidikan rakyat
yang baik. Dalam hal ini sekolah-sekolah desa akan dapat diperbaiki
tetapi mungkin sekali tidak akan mudah mengadakan perbaikan dengan
sagera &an secara besar-besaran, karena pengangkatan tenaga pengajar
yang terdidik lebih baik dan menuntut penggajian yang lebih tinggi,
selain tergantung dzri kekuatan keuangan dari desa dan keikhlasan
serta kesediaan para warga desa untuk memberikan lebih banyak pengor-
banan Jemi sekolah merekz. Perkembangan yang cepat dari pendidikan
desa yang menyangkut jumlahnya dapat disetujui sepenuhnya. Tetapi
sehubungan dengan keadaan tersebut di atas, dan memperhatikan tanda-
tanda jaman, Merteri berpendapat bahwa tambahnya jumlah sekolah desa
tidak boleh menghalang-halangi perluasan yang kuat dan juga perlu
bagi kesempatan untuk menyediakan pendidikan Sekolah Bumiputera yang
lebih baik bagi penduduk.

*  Mengingat hal ini, maka menurut pendapat Menteri garis politik
termalktub dalam lampiran Lembaran Negara nomor 7478 perlu sekali di-
rubah.

Jika di suatu tempat diketahui, bahwa jumlah perﬁintaan masuk
meﬁjadi murid sekolah Pemeri;tah begitu besar sehingga tidak semua
permiantaan dapat dipenuhi, sedangkan perluasan ruang sekolah tidak
mungkin lagi, maka menurut pendapatnya keputusan bahwa di sana akan
didirikan sebuah sekolah baru, tidak perlu menunggu sampai terbukti
bahwa sekolah desa yang akan didirikan di sekeliling tempat itu ti-
¢ak akan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan rakyat9 tetapi pembuka-

an sekoiah baru itu harus segera dilaksanakan.
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Sementara tidak perlu dikhawatirkan, bahwa pene apan politik’
yang lebih longgar terhadap sekolah Bumiputera kelas 2 - seperti
yang‘diinginkan - tidak akan merupakan persaingan berat pada seko-
1lah-sekolah’ desa, mengingat bahwa di bidang pendidikan rakyat la-
pangan kérjé-mdsih terbentang luas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan menarik apa yang :
telah dibicarakan delam pembiéaféan anggaran belanja d;iém Majelis
Rendah-(pembicéraan tahun 1913-f914 halaman 381 kclom l),-Menteri
mchon kepada Gubernur Jenderal supaya pada pendirian sekoléh kelas
2 yang baru selanjutnya diusahakan bekerja menurut rencgna sedemi-
kian rupa schingge memungkinkan perluasan besar dari jumlah seko-
lah Bumiputera kelas 2 yang .telah dilaksanakan dalam tahuntahun -
1908;1912, dilanjutkan dengan cara dan kecepatan yang sama . v

. .Jika waktu yang tersedia tidak mengijinkan untuk mengajukan f
rencana terperinci pada pembicaraan rencana anggaran belanja tahun
1915, maka akan sangat dihargai bahwa dalam rencana anggaran belan-
ja itu diusulkan jumlah sekolah baru yang jauh lebih besar daripada

yang diperhitungkan untuk tahun anggaran yang ‘berjalan ini.

Surat Direktur Pendidikan dan Agama (G.A.J. Hazeu) kepada Gubérnur
Jenderal (Idenburg) tanggal 7 April 1914 nomor 6663

Gubernur Jenderal dalam bulan-bulan akhir tahun 1913 menugas-
kan Direktur Pendidikan dan Agama untuk mengajukan usul perluasan
sistematis dari jumlah sekolah Bumiputera kelas 2 di Jawa dan Madu-
ra., Masalah ini telah dibicarakan pada kesempatan konperensi para
Inspektur Pendidikan Bumiputera dalam bulan Nopember 1913 mengenai
berbagai: tindakan yang perlu diambil'berhubung.dengan makin mening-
katnya kebutuhan pendidikan. ” 'l
Sebagai hasil konperensi dianjurkan untuk menentukan angka perban-
dinggn tertentu antara jumlah sekolah yang akan didirikan dan jum-~
lah penduduk. Menurut data dalam bulan Nopembér 1913, ﬁérnyata
angka perbandingan itu untuk seluruh Jawa dan Madura ialah satu se-

kclah untuk 43.000 penduduk, sedangkan jumlah sekolah yang ada dan
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tersebar di berbagai residensi adalah sebagai berikut:

Bantam 26, Betawi 42, Priangan 80, Cirebon 53, Madura 26, Pasuru-
an 69, Besuki 32, Banyumas 47, Pekalongan 35, Semarang 55, Rembang
30, Surabayva 53, Kedu 58, Madiun 34, Kediri 47, Surakarta 29, dan
Yogyakarta 21.

Untuk penyebaran merata dari jumlah sekolsh Bumiputera kelas 2 di
Jawa dan Madura tiap keresidenan ada hak untuk mempunyai jumlah
sekolah menurut angka perbandingan tersebut, jadi:

Jumlah penduduk
43,000

x 1 sekolah

Jika sekarang angka perbandingan ini ditetapkan satu sékolah per
25.000 penduduk, maka jumlah sekolah akan meningkat jadi 1276 dan
terbagi: Bantam 33, Betawi 89, Priéngan 112, Cirebon 73, Pekalong-
an 84, Semarang 107, Rembang 61, Surabaya 100, Madura 70, Pasuru-
an 84, Besuki 42, Banyumas 62, Kedu 99, Madiun 59, Kediri 80, Sura-
karta 48 dan Yogyakarta 73. 4

Dalam penetapan angka perbandingan tersebut di atas ada sesuatu
yang tidak memuaskan, karena penetapan itu semau-maunya, dan jumlah
persentase dari mereka yang akan menikmati pendidikan dibandingkan
dengan jumlah persentase dari mereka yang tak berhak lagi mengikuti
pendidikan.

Di Jawa dan Madura jumlah murid sekolah Bﬁmiputera kelas 2 rata-ra-
ta 139 per sekolah, sedangkan jumlah anak berumur masuk sekolah
adalah 16.000 per 100.00C penduduk.

Maka dari itu dipertimbangkan untuk pengganti dari angka per-
bandingan tersebut diambil pembagian administratip Jawa dan Madura
sebagai dasar. Dari 1288 ibukota kecamatan (di luar Swapraja) yang
sudah ada sekolah Bumiputera kelas 2 ada 497.

(Ikhtisar dari penambahan jumlah sekolah Bumiputera kelas 2

menurut kriterium ini).

Mengingat kenyataan, bahwa Departemen Pekerjaan Umum tiap tahun ha-
nya dapat membangun gedung sekolah dalam jumlah terbatas, maka diu-
sulkan untuk membangun 60 untuk anggaran belanja tahun 1915, 80 un-

tuk tahun 1916, 100 untuk tahun 1917, dst.
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Karena menurut surat kawat Menteri Jajahan tanggal 9 Januari
1914 Bagian Al nomor 35/72 dikehendaki perluasan yang lebih cepat,
maka dengan Direktur Pekerjaan Umum diaéakan~pembicaraan lagi dan
jumlah 60 tersebut diatas dijadikan 70, dengan ketentuan bahwa ti-
dek ada kepastian mutlak bahwa gedung-gedung tersebut akan dapat
selesai tepat pada waktunya. Dalam pembangunan sekian banyak ge-
dung sekolah dapat saja timbul keadaan yang bersifat teknis tak
#erduga yang dapat menghambat peker jaan. : :

Diusulkan supaya di tempat tempat dimana ternyata mungkin da—
pat menyewa gedung atau ruangan sekolah yang diperlukan, atau dapat
memperoleh gedung pemerintah, sekolah-sekolah baru dapat dibuka pa-
da permulaan tahun 1915, dan bukan pada pertengahan Agustus 1915 '
sesudah Liburan Puasa.

(Perhitungan biaya personil dan materiil untuk perluasan
‘yang diusulkan).

Dengan Nota tanggal 23 Pebruari 1914 nomor 14 Ziesel menjelaskan
tugas dari Gubernur Jenderal yang disampaikan kepada Direktur Pen-
didikan daﬁ Agama, supaya dipertimbangkan kemungkinan untuk membe-
rikan kesempatan pada muvrid-murid tamatan sekolah desa yang letak-
nya berdekatan untuk memperoleh pendidikan lanjutan. Dengan akan
didirikannya sekolah Bumiputera kelas 2 tidak lengkap oleh Pemerin-
tah yang terdiri dari kelas 3 dan 4 pada sekolah kelas 2 biasa,
imaka akan terbentuk semacam sekolah Lanjutan (Vervolg school).

Mengenai .ini perlu lebih dahulu dibicarakan dengan para In-
spektur Pendidikan Bumiputera dan Inspektur Pendidikan Desa. Maka
dari itu diusulkan supaya pelaksanaan tindakan mengenai sekolah
lanjutan dipisahkan dari pelaksanaan perluasan sekolah kelas 2 yang
dikemukakan di atas. '

Jika Gubernur Jenderal mungkin akan memutuskan segera melaksa-
nakan pikiran Ziezel pada tahun 1515 dengan mendirikan sekolah di
beberapa tempat misalnya 25 sekolah lanjutan, maka dalam anggaran

belanja tahun 1915 dapat dimasukkan pos pembiayaannya sebagai ber-
ikut:
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l.lPérsoni1: dihitung 1 guru per sekolah, untuk tahun pertama

12 x £.40 + 70
T3

= £.660.- per sekolah, uni:uk 25 seko-
lah = £.16.500.--

2. Materiil: untuk pengaturan pertama f,250.-- per sekolah, untuk
25 sekolah = f£,.250,~--

Untuk alat-alat pelajaran tidak perlu diadakan pos tersendiri,
carena dibiayai dari pos anggaran belanja lain yang depat ditam-
bah.,

Surat Sekretaris Pemerintah kepada Direktur Pendidikan dan Agama

(G.A.J. Hazeu) tanggal 7 Mei 1914

(Gubernur Jenderal menyetujui usul perluasan berangsur-angsur
dari jumlah sekolah Bumiputera keias 2, dan bersama déngan
Dewan Hindia Belanda menyetujui "demi kepastian" jumlah tam-
bahan 60 sekolah). )

Mengenai pikiran Inspektur Pendidikan Rakyat Bumiputera (Zie-
sel), untuk tidak mendirikan sekolah Bumiputera kelas 2 yang leng-
kap di mana saja, tetapi di sana-sini mendirikan semacam sekolah
kelas 2 yang bersambungan dengan sekolah desa, maka perlu diberi-
tahukan bahwa pikiran itu disetujui oleh Gubernur Jenderal dan De-
wan Hindia Belanda.

Gubernur Jendcral sangat menginginkan supaya Direktur Pendi-
dikan dan. Agama tanpa menunggu kembalinya Ziesel dari perjalanan
diras ke Maluku segera menangani masalah itu, dan mempelajarinya
dengan sungguh-sungguh untuk mencarikan penyelesaiannya dengan se-
baik-baiknya.

Mengajukan usul-usul mengenai anggaran belanja untuk pelaksanaan-

nya paling lambat dalam bulan. Juli .
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62, Surat Direktur Pendidikan dan Agama (G.A.J. Hazeu) kepada Gubernur

Jenderal (Idenburg) tanggal 2 Desember 1914 nomor 2409

Memenuhi perintah dalam surat Sekretaris Pemerintah tanggal
7 Mei 1914 nomor 1137 dan diperingatkan lagi dengan surat tanggal
13 Nopember 1914 nomor 2680, supayz mengajukan usul-usul anggaran
belanjaAuntu# mendirikan sckolah-sekolah Bumiputera kelas 2 tidak
lengkab, sekolah lanjutan dengan kelas 3 dan kelas 4 (mungkin se-
kali kelas 5), yang harus bersambungan dengan kelas 3 dari sekolah
desa_sebagai hasil buah pikiran dari Inspektur Pendidikan Rakyat
Bumiéutera (Ziesel), Direktur Pendidikan dan Agama mengemukakan
mengenai hal tersebut sebagai berikut:
Seperti telah dikemukakan dalam surat tanggal 7 April 1914 nomor
6663 ~ yang diputuskan dengan Surat Keputusan tanggal 7 Mei 1914
nomor 10 - Direktur P.A. mengemukakan bahwa belum dapat segera di-
ambil keputusan mengenai masalah tersebut di atas karena memerlu-
kan pertimbangan dari para Inspektur Pendidikan Bumiputera,
Dua dari tiga Inspektur yang diminta pertimbangan menyatakan setu-
ju dengan pikiran Inspektur Pendidikan Rakyat. Dala? suratnya
tanggal 1 Juni 1914 nomor 1002 Inspektur Pendidikan Bumiputera Ba-
gian I (Jawa Barat, J.C.J. Bemmel) menyatakan bahwa dari sudut
pandangan ilmu pendidikan di keresidenan Priangan tidak ada kebe-
ratan terhadap pendirian sekolah "vervolg"”. Banyak tamatan sekolah
desa dapat mengikuti dengan baik pelajaran kelas 3 dari Sekolah
Bumiputefa kelas 2, Banyak guru sekolah desa di wilayahnya'bermu—
tu tinggi, dan menurut pendapatnya tidak akan memalgkan jika di-
angkat‘guru pada sekolah kelas 2.
Dalam suratnya tanggal 2 Juni 1914 nomor 897/1, Pj. Inspektur Pen-
didikan Buﬁiputera Bagian II (Jawa Tengah: B.J. Visscher) menyata-
kan bah&d dari sudut pandangan ilmu pendidikan tidak ada keberatan.
Kerugian bagi énak yang bersangkutan ialah bahwa mereka harus ber-
sgkolah 1 tahun lebih lama dariﬁada jika ia langsung masuk sekolah
Bumiputera kelas 2, dan menurut pendapatnya tidak mengimbangi (mem-

peroleh) keuntungan finansiil. Setiap kasus harus ditinjau secara
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tersendiri dan dinilai oleh kondisi sekolah setempat, apakah di
suatu tempat perlu didirikan sekolah kelas 2 lengkap atau sekolah
vervolg. b
Bahwa murid kelas 1 dan 2 di sekolah Bumiputera kelas 2 berkurang
disebabkan karena banyak anak-anak oleh penilik sekolah disuruh ma-
suk ke sekolah desa setempat, dan beberapa sekolah Bumiputera ke- '
las 2 berubah menjadi sekolah lanjutan. Hal ini terbukti pada kun-
jungan inspeksi yang dilakukannya.
Dalam suratnya tanggal 23 Juni 1914 nomor 1230, Inspektur Pendidik-
an Bumiputera Bagian III (Jawa Timur, H.Ch., Croes) menyatakan bahwa
nilai sekolah desa tidak sama dan bahwa sekolah desa yang jelek -
dan ini banyak terdapat di wilayahnya - hampir tidak patut untuk
dinamakan sekolah. Bahwa di sekilah-sekolah yang terbaik, mutu
pendidikannya masih terlalu rendah untuk dapat dijadikan dasar da-
pat mengikuti pendidikan lanjutan dengan baik. '
Mutu rendah pendidikan tersebut disebabkan tenaga pengajarnya ter-
lalu kurang pendidikaﬁ, tidak cukup pengetahuan umum, masih terla-
lu muda, dan hampir tanpa pengawasan dan pembinaan. ‘
Sekolah-sekolah laujutan akan dapat didirikan di tempat-tempat di
mana mutu pendidikan pada umumnya baik.
Direktur Pendidikan dan Agama pada kﬁnjungan pribadi di beberapa
sekolah desa dan sekolah Bumiputera kelas 2 di Jawa Tengah dan Jawa
Barat mendapat kesempatan urituk dengan pengamatan sendiri memperoleh
kesan téntang nilai di kedua katégori sekolah tersebut. Beberapa
kali dengan sengajé kunjungan pédavhari yang sama di sekolah desa
dan di sekolah Bdﬁiputera kelas 2 membuktikan adanya perbedaan cara
menyajikan pengajaran di kedua sekolah tersebut. Cara menyajikan
pengajaran di sekolah kelas 2 oleh guru yang pada umumnya tehnis
terdidik lebih bermutu dan terutama lebih mendidik bagi murid-murid-
nya daripada pengajaran secara masinal dari kebanyakan guru desa.
Dari banyak pihak - terutama dari orang-orang Bumiputera yang
berkepentingan a.l. Dwiajosewojo‘guru pada Sekolah Pendidikan Guru
Bumiputera di Yogyakarta -~ dikemukakan bahwa perlu adanya perbaikan
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dalam péndidikah dan penggajian guru desa. Selain itu harus ada
tindakan pencegahan agar seorang guru tidak mengajar di dua kelas.
Karena' rendahnya penghasilan guru desa, maka banyak guru desa yang
setelah beberapa tahun dapat memperoleh pengetahuan uﬁum dan dapat
diharapkan menjadi tenaga pengajar yang baik, pergi mencari_dén
memperoleh pekexjaan lain yang gajinya lebih baik. Wereka diganti
oleh’ tenaga baru, masih terlalu muda, tidak berpengalaman dan ber-
pendidikan sedikit sekali, Tidak jarang seorang guru yang masih
muda dan tidak berpengalaman diserahi dua kelas yang besar°

Direktur Pendidikan dan Agama tetap memandang sekolah desa
sebagai satu-satunya sarana untuk méngadakah pendidikah rakyat yang
nyata dan seumum mungkin dalam Batas—bétas keuangan yang memungkin-
kan. Tetapi ia tidak akan membiarkan keluh kesah mengenai sekolah
desa, yang begitu banyak, berlalu begitu saja.-

Keluh kesah yang bertujuan supaya lebih baik didirikan sekolah-
sekolah. Bumiputera kelas 2 saja, tidak dapat dipenuhi. Keluhan ha-
rus: menjurus ke arah perbaikan pendidikan guru desa dan nerbaikan 
penghasilan guru desa, yang sedemikian ‘rupa sehingga mereka tidak
akan berusaha mencari pekerjaan lain.

Dalam Nota Inspektur Pendidikan Rakyat'tanggal 23 Pebruari 1914 no-
mor 14 antara lain dikemukakan, bahwa banyak murid kelas 1 dan 2
dari beberapa Sekolah Bumiputera kelas 2; terutama di tempat-tempat
yang kurang penting, keluar dari sekolah dan ini disimpulkan bahwa
di tempat-tempat itu sekolah kelas 2 tidak cocok karena terlalu
tinggl bagi petani yang sederhana, dan lebih baik di situ didirikan
sekolah desa saja.

Direktur Pendidikan dan Agama tidak dapat menerima pendapat
tersebut karena rencana pelajaran kelas 1 dan 2 dari Sekolah Bumipu«
tera kelas 2 seperti membaca dan renulis bahasa Melayu, bahasa Dae-
rah dengan huruf Jawa dan Latin, berhitung dengan bilangan bulat,
tidak berbeda :dengan pelajaran di sekolah desa. Redanya hanya ter-
letak pada mutu tenaga pengajar dalam hal umur, pengalaman, tingkat

pengetahuan.

Keluarnya murid kelas 1 dan 2 sekolah Bumiputera kelas 2 harus dicari
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dari sebab-sebab lain misalnya karena terlalu sedikitnya keinsyafan
orang tua akan perlunya masuk sekolah secara teratur dan manfaat
pendicikan pada umumnya. Terlalu sedikit pengaruh orang tua atas
anak-anak dan penggunaan tenaga anak-anak sangat muda dalam peker-
jaan pertanian.

Telah sering terbukti pula, bahwa keluarnya murid seperti tersebut
di atas terdapat juga pada sekolah-sekolah desa. Kecuali jika ada
tekanan dari atas - yang biasanya pengaruhnya hanya sementara -
tampzk ada perbaikan dalam masuknya murid. Jika di tempat dimana
sekolah kelas 2 mengalami banyak 'drop-outs'" murid kelas 1 dan 2,
diganti dan didirikan sekolah desa, maka tidak disangsikan lagi
bahwa akan banyak terjadi ‘''dropouts" pada sekolah tersebut.

Pendidikan Bumiputera di luar Jawa dan Madura.

Banyak keluhan, baik dalam surat-surat dinas maupun dalam majalah-
majalah, bahwa pendidikan pemerintah bagi Bumiputera tidak cocok
bagi anak-anak kampung yang masih sangat sederhana, terlalu teoritis
dan terlalu tinggi, dan terlalu sedikit berhubungan dengan kebutuhan
dari suatu daerah khusus. C. Lulofs menulis dalam sebuah artikel
dalam Majalah Pemerintahan ﬂélam Negeri, bahwa kemajuan yang sangat
sedikit di bidang ekonomi dari suku-suku bangsa di daerah-daerah
yang kurang maju di bagian timur Hindia Belanda disebabkan karena
kekurangan yang ada pada pendidikaﬁ. |

Direktur Pendidikan dan Agama tidak dapat menerima kecaman ini, dan
mengemukakan bahwa kecaman-kecaman itu akan dapat mengancam dan me-
ngeruhkan politik pendidikan Pemerintah., Masalahnya harus dipandang
dengan cara lain, yaitu segi metodik pengajaran yang sampai kini
dipandang'sebagai yang paling baik, ialah metodik yang mengarah ke
"mengerti" yang teoritis dan doktriner. Metodik ini dianut juga di
Hindia Belanda dan dalam beberapa hai éangat baik, tetapi ada segi
kelemahannya yang terutama terasa, jika diterapkan dengan segala
konsekwensinya, juga di daerah-daerah dimana penduduknya masih sa-
ngat primitif. Diakui bahwa beberapa penguasa dalam bidang pendi-
dikan kadang-kadang sikapnya berlebih-lebihan dan tidak mau mengerti
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dan memenuhi kebutuhan khusus dari penduduk. Hal seperti itu tentu
salah, tetapi dapat dimengerti.  Selalu ada saja orang-orang yang
karena berlebih-lebihan dan fznatismenya meabuat tindakan yang pada
dasarnya baik menjadi sebuah "karikatur’. Tetapi metodenya sendiri
secara umum diterima, yang taik dari metode ini dihargai, mula-mula
tidak terlihat kekurangennya, dan tidak ada seorang pun memikirkan
perubahan radikal,

Pendidikan swae*a di sini pada umumnya meruvakan kepy dari Pendi-
dikan Pemerintah. Hanya ada sedikit kekecualian;' oleh pendidikan
swasta belum pernah diadakan sesuatu yang baru. Malahan sebaliknya,
kekurangan-kekurangan itu sering menjadi lebih parah; karena tenaga
pengajarnya yang kurang terdidik.

Baru akhir-akhir ini mulai diragu-ragukan kebenaran dan efisi-
ensi dari metodik pengajaran yang telah diterima di mana-mana; dan
di Eropa keragu-raguan itu-dinyatakan dalam banyak'‘tulisan. Pikir-
an-pikiran baru dikemukakan, berbagai usul diajukan dan juga perco-
baan-percobaan dilakukan. ' Tetapi semua masih jauh untuk mencapai
penyelesaian yang memuaskan,dalam hal ini termasu! hal yang berhu-

~bungan dengan pendidikan Bumiputera.

Dari beberapa pihak diterima usul-usul supaya menambahkan' pendidik-
an pertukangan, pertanian atau perkebunan pada pendidikan secara
sederhana di sekolah-sekolah rakyat (= sekdlah desa). Di h:berapa
tempat telah diadakan percobaan dengan pendidikan pertanjan, tetapi
.masih banyak hal yang tidak menentu cehingga tinggal tetap sebagai
percobaan.,

Pendidikan rakyat (oleh desa) dan pendidikan swasta adalah ti-
dak.lain'daripada tiruan daripada pendidikan pemerintah. Apa yang
di sana-sini mungkin sekali dicapai dengan menggunakan arah baru
dan akan dapat dicapai di masa depan, akan dapat juga dicapai oleh
pendidikan Pemerintah.

~Pendidikan rakyat itu bukén‘pendidiknn'yang diperbaiki yang
lebih mengarah kepada kebutuhan suku-suku bangsa primitif, tetapi
dapat dianggap sebagai penyederhanaan pendidikan Pemerintah, yang



204

sangat diharuskan karena pertimbangan finansiil, supaya dalam masa
depan yang tidak begitu jauh>di sini semua alkan dapat memperoleh
bagian dari pendidikan. Mutu yang lebih rendah bukan keberatan di
daerah-daerah yang primitif dan kurang maju, karena untuk sementa-
ra sudah dirasakan cukup dengan pendidikan yang sangat elementer.
Di daerah-daerah yang lebih maju sementara terpaksa diterima dengan
perasaan "lebih baik sesuatu daripada tidak ada apa-apa'". Sebanyak
mungkin keberatan-keberatan terutama yang berhubungan dengan mutu
tenaga pengajar harus segera dapat diatasi.

Direktur Pendidikan dan Agama mendukung pendidikan rakyat
(oleh desa) hanya karena pertimbangan-pertimbangan finansiil dan
dengan syarat supaya di daerah-daerah yang lebih maju, seperti ba-
nyak bagian di Jawa dan Sumatera Barat, harus ada perhatian luar
biasa supaya segera dapat diperoleh dan dipertahankan tenaga penga-
jar yang terdidik sebagaimana mestinya.

‘ Di mana terbukti, bahwa dari sudut pandangan ilmu pendidikan
tidak ada keberatan untuk melaksanakan pikiran Ziesel, terutama de-
mi pertimbangan finansiil dapat didirikan sekolah-sekolah lanjutan.
Meskipun pendirian sekolah tersebut lebih murah daripada pendirian
sekolah kelas 2 lengkap, penghematan biaya yang akan diperoleh tidak
akan sebesar seperti diharapkan dalam nota Pj. Inspektur Pendidikan
Rakyat (Mantz). Di Jawa, dengan hasrat memperoleh pendidikan yang
makin besar itu, apakah akan ada jaminan, bahwa dengan dapat dica-
painya sekolah kelas 2 melalui sekolah desa, pemasukan ke sekolah-
sekolah desa akan bertambah. Sesudah tindakan baru ini berjalan
beberapa waktu, maka segera akan timbul pendapat pada anak-anak,
bahwa mengunjungi sekolah desa saja belum cukup dan harus dilanjut-
kan ke sekolah lanjutan, sehingga hasrat untuk masuk sekolah peme-
rintah akan bertambah. Dengan demikian sekolah lanjutan tidak akan
cukup dengan satu kelas 3 dan satu kelas 4 saja, akan tetapi harus
dengan 4 kelas atau lebih, sehingga tidak akan lebih murah daripada
sekolah kelas 2 yang lengkap.

Hanya tamatan sekolah desa yang baik dapat diterima di sekolah lan-
jutan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada pendirian sekolah
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lanjutan adalah sepagai berikut:

1, Harus diselidiki apakah sungguh ada kebutuhan pendidikan lebih
lanjut daripada apa y-ag diberikan oleh sekolah desa.

2. Untuk tiap tahun harus ditetapkan berapa sekolah lanjutan yang
akan didirikan.

3. Karena sekolah-sekolah desa sendiri masih dalam stadium perta-
ma, jumlah selurubnya sekeolah lanjutan yang akan dibutuhkan,
belum dapat direncanakan.

4., Sukar ditentukan berapz besarnya biaya per sekolah lanjutan,
karena jumlah tenaga pengajarnya tergantung dari jumlah murid
sekolah desa yang akan masuk sekolah lanjutan.

Direktur Pendidikan dan Agama mengajukan pertanyaan, apakah sudah

ada usul pendirian sekolah-sekolah lanjutan yang diterima dan apa-

kah pendirian sekolah-sekolah Bumiputera kelas 2 yang lengkap akan
masih dilanjutkan menurut jalan yang termaktub dalam surat Hindia

Belanda tanggal 7 Mei 1014 nomor 482/10. Mungkin sekali, bahwa di

suatu tempat yang tadinya akan diberi sebuah sekolah kelas 2 leng-

kap, sekarang ternyata cukup dengan sebuah sekolah lanjuﬁgﬁ;‘ Kri-
terium untuk itu, pertama-tama dan terutama harus mengingéf sifat
penduduk dan keadsan clonominva, misalnya di tempat-tempat yang
agak besar (maju) diperlukan sekolah-sekolah kelas 2 lengkap.
Diharap Gubernur Jenderal sudi menyampaikan kepada Menferi Ja-
1éhan rencana pendirian sekolah-sekolah lanjutan dan mohon perluas-
an jumlah sekolah Bumiputera lelas 2 yang lengkap dapat dikurangi
daripada yang semula diharapkan dalam surat Hindia Belanda térsebut

dan kepada Gubernur Jenceral diberikan kuasa untuk menentukan di

mana harus didirikan sekolah kelas 2 lengkap dan‘di mana harus di-

dirikan sekolah lanjutan, o

Karena masih terdapat banyak kota dalam tiap keresidenan di

Jawa dan Madura, di mana masih dibutuhkan sekolah kelas 2 lengkap,

. maka dalam tahun-tahun pertara tidak dapat diharapkan pengurangan

jumlah sekolah lengkap untuk diganti dengan sekolah lanjutan. Un-

tuk anggaran belanja tahun 1915 diusulkan tetap adanya 60 sekolah

lengkap dan untuk sementara ditambah 30 seckolah lanjutan.
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Jika dari Direktur Pekerjaan Umum tidak ada keboratan dan ti-
dak ada kesempatan untuk menyewa ruangan yang diperl i} an, maka da-
lam tahun 1915 gedung-gedung sekolah lanju:ian dibanc'u scmoentara
dengan 2 kelas, Jika penambahan 30 seckolah lanjutar -idak mungkin
dalam tahun 1915, maka diusulkan dilaksanakan dalam ¢ahun 1316, da-
ripada mengorbankan sekolah-sekolah kelas 2 lengkap.,

(Rencana pengeluarar. untuk sekolah-sckolah ya g diustvlkan

tahun 1915).

Mohon diusulkan dalam anggaran belanja tambzhan (sup:.etoir) tahun
1915 untuk 30 sekolah lanjutan yang akan didirikan d-:lan tahmm yang
akan datang (= 1915).

PENDIDIKAN SWASTA BERSUBSIDI - MCHNENTUKAN PEND'ID'KAN AGAM:
MENJADI FAKULTAT.F

Surat Menteri Jajahan (Pleyte) kepada Sri Ratu, tar3;al 6 Noperiber

1914, noror., 52

Dalam berbagai peraturan subsidi kz2pada sekola- sekolah swesta
untuk penduduk Bupiputera, yang d:keluarkzn akhir-zibdir iad dimasuk-
kan ketentuan bahwa kepada anak-ntak, yang orang tumya telah mebe-
ritahukan keinginannya, harus diber:. pembebasan dar:. »engajaran gga-
ma dan tindakan-tindakan keagamaas:. Sri Ratu diper :4lahkan mem>? ik~
sa peraturan-peraturan yang termuct dalam Lembaran [ gara Hindie Be-
landa 1912 nomor 579 (pasal 1, ayat 2, sub 4}, 1913 :omor 309 {(paya~
grap 3, ayat 3) dan 1913 nomor 524 (pasal 1, sub 5)

Dalam pembicaraan aaggaran beiaaja yang sedang H«rjalan ini di
Dewan Perwakilan Rakyat oleh beberan.i anggota dinyatakan sangat Der-
lunya untuk juga mengadakan syarat s :demikian bagi sekolah-sekolah
swasté bersubsidi lainnya selain dort sekolah rendah, yang bersang~

kutan dengan peraturan-peraturan tcrisebut di atas (laporan sementawa

liajelis Rendah, halaman 4).
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Pendapat ini segera dapat disetujui. Dalam pembicaraan dealam
M&jclis Rendah dan dalam Memori Jawaban atas Laporan Sementara Ma-
jelis Tinggi (halaman lb/ 5) dikemukakan pendapatnya, bahwa Peme-
rintah harus memelihara, supaya pendidikan harus memenuhi keinginan
dan kebutuhan dari mercka, untuk siapa pendidikan itu diadakan.

. Tuntutan ini tidzak hanya berlaau bagi pendidikan yang diberikan
| oleh Pemerlntah tetapi juga bagi pendidikan yang diberikan swacsta
dengan bantuan Pemerintah.

Keharusan ini segaris dengan pertimbangan yang dikemukakan
oleh Men;erl Jajahan lama Keucheniue dalam suratnya kepada Sri .Ratu
tanégal 29 Juli‘1889_}ét£er A1l ﬁomor 1€6/1336, untuk menetapkan
legalitas pemberian bantuan kepada sekolah-sekolah swasta Kristen
untuk penduduk Bumiputera bpkan Krlsten. |

Mengingat kenyataan, bahwa dalam praktek pada pemberian kepu-
tusan atas permohonan untuk bantuan subsidi bagi sekolah-sekolah
demikian ﬁi&ak diselidiki, apakah di tempat dimana sekolah itu te-
lah didirikan sungguhmsungguh ada kebutuhan akan pendidikan agama
Kristen. Tetapi bahwa menurut kenyataannya dimana ada kebutuhan
akan pendidikan dalam arti umum tanpa disebutkan lebih lanjut me-

-ngenai arz_;hnya sudah cukup untuk memberikan subsidi kepada seko-
'lgh itu? Oiéﬁ karena itu dipéndang perlu untuk mengadakan jaminan
bahwa gfang—orang yang beragama lain yang karena keadaan, misalnya
karena Lidak ada atau kurang cukup sekolah yang sesuai dengan ke-
percayaannyas terpaksa menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah swasta
Kristen atau agama lain, yang diberi subsidi oleh Pemerintah, akan

bebas menentukan apakah anak-anak itu akan mengikuti atau tidak
pendidikan agama atau upacara keagamaan yang diberikan di sekolah
tersebut.

Dalam Majelis Rendah (pembicaraan—pembicaraar 1913-1914 hala-
man 22)/226) dikemukakan pula, bahwa jaminan ini tidak harus berla-
ku tanpa syarat. Dalam hal—hal dimana penduduk ada cukup pilihan
kesempatan pendidikan, sehingga mereka tidak seluruhnya atau sebagi-
an'harug ter;kat memasukkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah swasta

beragama, jaminar itu tidak diperlukan.
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Sesuai dengan yang dijanjikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat,
telah diadakan pertukaran pikiran dengan Gubernur Jenderal mengenai
masalah ini. Menurut suratnya tanggal 29 Mei 1914 nomdr 589/68,
Gubernur Jenderal menyetujuil untuk mengadakan ketentuan baru itu
secara umum dalam peraturan pemberian subsidi kepada sekolah-sekolah
swasta beragama, dan mempertimbangkan supaya peraturan umum dalam
Lembaran Negara 1895 nomor 146 dan 1906 nomor 241, begitu pula per-
aturan yang hanya berlaku bagi Halmahera dan Irian Barat dalam Lem-
baran Negara tahun 1911 nomor 112 ditambah dengan ketentuan baru
tersebut.

Jika dalam peraturan itu sudah ada ketentuan (pasal 1, alinea 3)
bahwa Gubernur Jenderal dapat memberikan pembebasan dari satu syarat
atau lebih yang telah ditentukan, maka tidak perlu diadakan peratur-
an khusus; yang memberikan wewenang kepada Gubernur Jenderal untuk
memberikan pembebasan dari ketentuan baru itu bagi tempat dimana di
samping sekolah swasta dengan dasar agama terdapat banyak sekolah
Pemerintah atau sekolah swasta lain yang tidak berdasarkan agama.

Lebih lanjut akan diadakan pertukaran pikiran dengan Gubernur
Jenderal, sampai sejauh mana ia akan mempergunakan wewenangnya, ji-
ka dari pengurus sekolah-sekolah swasta beragama Kristen menaruh ke-
~ beratan terhadap ketentuan baru itu bagi sekolah mereka, yang telah
mendapat subsidi Pemerintah berdasarkan peraturan yang lama. Dari
2 surat permohonan yang telah diterima Menteri Jajahan terbukti ada-
nya keberatan demikian di beberapa kalangan Zending. Sampai seka-
rang sebagian besar dari Zending belum mengajukan keberatan terhadap
ketentuan baru itu.

Penambahan ketentuan baru itu dipandang tidak perlu ditambahkan
pada peraturan untuk Halmahera dan Irian Barat, karena akan diganti
dengan peraturan baru sejiwa dengan Peraturan pendidikan untuk Sumba
dan Flores yang sudah mengandung ketentuan tersebut (Lembaran Negara
1913 nomor 309).

Sri Ratu dimohon memberikan kuasa kepada Gubernur Jenderal un-

tuk menambahkan ketentuan: "murid-murid, yang orang tua dan atau
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walinya mengiitiginkan, harus dibebaskan dari pendidikan agama dan
tindakan keagamaan® pada peraturan dalam Lembaran Negara 1895 nomor
146 dan 1906 nomor 241,

SEKOLAH BUMIPUTERA BELANDA (HOLLANDS INLANDSE SC#OOL!

MASUKNYA ANAK-ANAK EROPA

Surat Direktur Pendidikan dan Agama (G.A.J. Hazeu) kepada Gubernur

Jenderal (Idenburg) tanggal 20 Nopember 1914 nomor 23349

Di beberapa tempat di Nusantara sekolah-sekolah Bumiputera ke-
las 1 (yang segera akan ganti nama menjadi Hollandsch-Inlandsche
School) merupakan satu-satunya kesempatan untuk mendapat pendidikan
Belanda, karena tidak adanya E.L.S. dan H.C.S. Tempat-tempat itu
misalnya Cilegon, Sumedang, Kuningan, Ciamis, Magetan, Pacitan,
Probolinggo, Lamongan, Payakumbuh.

Di tempat-tempat tersebut jumlah anak yang dapat digolongan
"anak Eropa" terlalu kecil, sehingga dapat disyahkan pendirian se-
kolah E.L.S. Dengan demikian mereka tidak dapat menerima pendidik-
an, sepanjang mereka tidak berkesempatan masuk sekolah di tempat
lain, _

Dari dua diantara tempat-tempat tersebut di atas, telah dite-
rima permohonan dari beberapa anak Eropa untuk dapat diterima di
sekolah Bumipufera kelas 1 (H.I.S.) yang ada di tempat itu. Pada
prinsipnya tidak ada keberatan terhadap permohonan itu. Sebaliknya
permohonan itu jika mungkin harus dipenuhi, karena dengan demikian ‘
merupakan langkal: pertama ke jalan pemersatuan (unifikasi) dalam
pendidikan rendah biasa, yang harus diusahakan karena berbagai per-
timbangan antara lain pertimbangan finansiil°

Akan tetapi dalam pertimbangan permohonan itu dijumpai kesulit-
an besar, yang disebabkan karena kenyataan, bahwa bagi hampir semua
sekolah Bumiputera kelas 1 jumlah calon murid - terutama untuk ke-
las 1 - selalu melebihi jumlah tempat yang tersedia. Bagaimana ha-

rus bertindak terhadap calon-calon murid Eropa dalam hal sedemikian?
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Jika mereka didahulukan, hal tersebut akan merupakan ketidak
adilan terhadap orang-orang tua Bumiputera. Kesempatan bagi anak-
anak mereka untuk dapat diterima di sekolah Bumiputera kelas 1,
yang sampai sekarang mereka sangat hargai, akan berkurang demi un-
tuk kepentingan anak-anak Eropa, yang di bidang pendidikan telah
begitu banyak diberi hak-hak istimewa.

Maka dari itu diusulkan, supaya calon-calon murid Eropa hanya

"dapat diterima di H.I.S., jika tidak atau tidak akan menyebabkan
ditolaknya beberapa anak Bumiputera atau yang dipersamakan dengan
Buniputera., Bagi calon mirid Eropa kesempatan untuk diterima di
kelas 1 kecil, tetapi di kelas lebih tinggi kesempatan itu besar,
jika mereka bersedia mengingat kepada perkembangan anaknya di kemu-
dian hari. Bagaimana dengan uang sekolah dari murid-murid Eropa
di H.I.S., apakah menurut tarip murid Bumiputera di H.I.S. atau
menurut tarip murid Eropa di E.L.S. Menurut pendapatnya lebih
logis dan adil diusulkan yang pertama. '

Peraturan uang sekolah murid-murid Eropa di H.C.S. (Lembaran
Negara 1908 nomor 348 paragrap IVc) dianggap kurang rasionil, dan
tidak perlu diikuti di H.I.S.

Dianggap rasionil, apabila murid-murid Eropa di H.I.S. tidak
diwajibkan mengikuti pengajaran yang diberikan dalam bahasa daerah
dan bahasa Melayu.

Jika pandangan di atas dapat disetujui Gubernur Jenderél, maka
diusulkan supaya pada Paragrap I dari pasal 2 dari konsep Surat Ke-
putusan Gubernur Jenderal mengenai Peraturan dan Pengawasan H.I.S.
ditambahkan alinea 2 dan alinea 3 yang isinya sebagai berikut:

(2) Di tempat-tempat, dimana tidak ada E.L.S., pada H.I.S. ba-
gi anak-anak Bumiputera dan yang dipersamakan dapat juga
diterima anak-anak Eropa dan yang dipersamakan, jika pene-
rimaan itu tidak menyebabkan atau tidak akan menyebabkan
anak-anak Bumiputera dan atau yang dipersamakan harus di-

tolak karena kekurangan tempat.



(3) Anak-anak dari orang-orang Eropa dan atau yang dipersama-
kan, yang diterima sebagai murid H.I.S. tidak perlu meng-
ikuti pendidikan yang diberikan dalam bahasa daerah atau
bahasa Melayu, jika orang tua atau walinya menghendaki-

nya.

Catatan:

H.I.S. diadakan dengan Surat Keputusan Sri Ratu tanggal 16 Pebrua-
ri 1914 nomor 23 (Lembaran Negara 1914 nomor 359) sedangkan Per-
aturan dan Pengawasan H.I.S. ditetapkan dengan Surat Keputusan Gu-
bernur Jenderal tanggal 14 Desember 1914 nomor 17 (Lembaran Negara
1914 nomor 762). |



Lampiran I

Eggdidikan Dasar
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SISTIM PERSEKOLAHAN JAMAN HINDIA BELANDA

ELS (Sek.Rendah Eropa)

EROPA (BELANDA)

HCS fSekolah Cina Belanda)

HIS (SD Kelas I)

Volk sch.

BUMIPUTERA

2 de Inl, sch
(SD Kelas 11}

Pendidikan Menengah

\

HBS V

HBS III

-1 |

Eur Vak Sch
EK K€ pa)

LYCEA (5-6 tahun)

Schakel sch. (Sek.Peralihan)

Inl, Vak Sch
(Sek. Kejuruan)

it

VA

Y3

Med. Vak. sc
Sek Kej Menb—

Kweek sch,
Sek, Guru

it

Pendidikan Tinggi

THS (ST Teknik)

'\

GHS (ST Kedokteran)

RHS ( ST Hukum)

KETERANGAN

Voorklas
Kelas pendahuluan

‘S,gl:oslgaolc(’lejuman
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Lampiran II et 5 v o

DAFTAR MENTERI URUSAN DAERAH JAJAHAN

1900-1940
J.T. Cremer 27- 7-1897 sampai 1- 8-1901
Jhr. Mr. T.A.J. van Asch van Wijck ; 1- 8-1¢01 9- 9-1902
J.W. Bergansius, a.i. 10- 9-1902 25- 9-1902
AW.F. Idenburg 25- 9-1902 " 16~ 8-1905
Mr. D.Fock 17- €-1905 i 11- 2-1908
Mr. Th. Heemskerk, a.i. ' 12=2-1908 ¢ 20~ 5-1908
A W.F. Idenburg 20- 5-1908 16- 8-1909
J.H. de Waal Malefijt 16- 8-1909 " 29- 8-1913
Mr. Th. B.Pleijte 29- 8-1913 % 9- 9-1918
A.W.F, Idenburg ' 9- 9-1918 " 13-11-1919
S. de Graaff 13-11-1919 " 4- 8-1925
H. Colijn, a.i. 4~ 8-1925 . 26~ 9-1925
Ch. J.I.M., Welter 26~ 9-1925 " 8- 3-1926
Dr. J.C. Koningsberger 8- 3-1926 " 10- 8-1929
S. de Graaff 10- 8-192¢ % 26- 5-1933
Dz. H. Coliin 26~ 5-1733 " 24~ 6-1937
Ch. J.I.M. Welter 24- 6-1937 " 25- 7-1939
C. van den Bussche 25- 7-1939 " 10- 8-1939
Ch. J.I.M. Welter 10- 8-1935 *© 20~11-1941



DAFTAR GUBERNUR JENDERAL HINDIA BELANDA
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W. Rooseboom
J.B. van Heutz
A.W.F. Idenburg

Mr. J.P. graaf van Limburg Stirum

‘Mr. D. Fock
Jhr, Mr. A.C.D. de Graeff
Jhr. Mr. B.C. de Jonge

Jhr, Mr, A.W.L. Tjarda van Starkenborgh

Stachouwer

1900-1940

3-10~1899 sampai 1-10-1904

1-10-1904
18-12-1909
21- 3-1916
24- 3-1921

7- 9-1926
12- 9-1931

17- 9-1936

18-12-1909
21- 3-1916
24- 3-1921
7- 9-1926
12- 9-1931
17- 9-1936

8- 3-1942

DAFTAR KETUA DEWAN HINDIA BELANDA

Mr., Th. H.de leester
P.M.L. de Bruyn Prince
Jhr. O. van der Wijck
D.F.W. van Rees

J.B. van der Houven van Oordt
Jhr. Mr. A.C.D. de Graeff
H.N.A. Swart

Dr. E. Moresco

W. Friiling

Mr. K.F. Creutzberg

Ch., J.I.M. Welter

C.W. Bodenhausen

Dr., J.W. Meyer Ranneft

C. van dza Bussche

Mr, H.J. Spit

1900-1940

Diangkat 27- 5--1898

11}

L1

11

24~ 9-1904
29-- 9-1905
24—~ 4-~1908
3~ 9-1914
2- 1-1917
2- 6-1918
25~ 2-1922
9-11-1923
3-11-1924
10--10-1929
4~ 3-1931
26- 4-1933
23~ 6-1936
21-11-1938
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Lampiran III

DAFTAR DIREKTUR PENDIDIKAN, AGAMA

(DAN KERAJINAN)

1900-1940

Mr. J.H. Abendanon

A.J.G.A. Wiemans, (wd)
secr.dept.0.E. en N.

Mr. J.G. Pott

Mr, dr. M.S. Koster

Dr. G.A.J. Hazeu

Dr. E. Moresco (wd)

Mr. K.F. Creutzberg

J.F.W. van der Meulen,; onderdir, (wd)
Mr. K.F., Creutzberg

P, de Man (wd)

J.F.W. van der Meulen

P. de Man, onderdir. (wd)
J. Hardeman

Dr. B.J.0. Schrieke

Dr. A.D.A. de Kat Angelino
Dr. P.J.A. Idenburg

Prof .Dr. Pangeran A. Hoesein Djaja-
diningrat (£fd)

4- 3-1900 sampai 4- 3-1905

4~ 3-1905

15- 8-1905
5-1908
3- 1-1912
3-12-1914
18-12-1916
6- 3-1922
19- 7-1923
-11-1923
2- 2-1924
2-12-1925
24— 3-1926
6- 5-1929
16~ 5-1934
31- 5-1937
15~ 5-1940

w
i

"

15- 8-1905

3- 5-1908
3- 1-1912
3-12-1914
18-12-1916
6- 3-1922
19- 7-1923
-11-1923
2~ 2-1924
2-12-1925
24~ 3-1926
6~ 5-1929
16- 5-1934
31- 5-1937
15- 5-1940
28- 5-1941






